RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2025 - 2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN







BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang
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TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lemaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN: ...
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

i

10,

11.

12.

13.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah periode S (lima) tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu S (lima) tahunan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan
daerah atas pencapaian hasil program perangkat
daerah.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk penyelesaian masalah
pembangunan daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.

Prioritas pembangunan daerah adalah fokus
penyelenggaraan pemerintah daerah yang
dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai
sasaran pembangunan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

14. Indikator ...
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14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara

15.

16.

¥
18.

19.

20.

21.

22.

(1)

(2)

kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan,
proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
program dan kegiatan.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
adalah proses pemantauan dan supervisi dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan serta menilai hasil realisasi Kkinerja
untuk kepastian capaian target secara ekonomis,
efisien dan efektif.

Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang
langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau
dampak dari perencanaan dan = pelaksanaan
pembangunan daerah.

Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD dalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 2

Maksud Penyusunan RPJMD ini terdiri dari:

a. untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan
serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya pembangunan daerah; dan

b. untuk memberikan arah dan pedoman kepada
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
pembangunan Daerah dalam  pelaksanaan
pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Tujuan RPJMD, terdiri dari:

a. untuk mengintegrasikan, menciptakan
keterpaduan, keserasian dan mensinergikan
program-program  prioritas pembangunan di
Daerah;

b. sebagai pedoman dan acuan bagi PD dalam
menyusun Renstra PD dan RKPD tahun 2025-
2029; dan

c. menjadi ...
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

c. menjadi alat wuntuk menjamin keterkaitan,
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3

Sistematika RPJMD terdiri dari:

a. Bab I Pendahuluan;

b. Bab Il Gambaran Umum Daerah;

c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan
Daerah;

d. Bab IV  Program Perangkat Daerah dan
Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Daerah;
dan

e. Bab V Penutup.

Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4
Pengendalian  pelaksanaan RPJMD  mencakup
program pembangunan Daerah dan indikasi rencana
program  prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan.
Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan
supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk
mengevaluasi dan memastikan bahwa program
pembangunan dan indikasi rencana program prioritas
yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan
jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui
RKPD.

Pasal 5

Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi
rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan
Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi
pembangunan jangka menengah Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah
daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi
pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 6 ...



Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan  evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5
dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah
ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan
sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal <o Ageestvs 2028

- BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 9

'_WE__ISQ&E&MARKUS LIOE

b nA

Diundangkan di Soe

pada tanggal o @Mﬁ‘} R0l

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

[U SEPERIUS E. SIPA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025

NOMOR 3%

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 63 /&02S.

PENJELASAN...



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR % TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral
dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan
untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,
adil, dan merata. Perencanaan ini menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan pembangunan di daerah agar terarah, terpadu,
efisien dan efektif serta selaras dengan kebijakan pembangunan
nasional, provinsi dan kabupaten.

Rencana pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah
pada setiap periode penyusunan dan penerapannya bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, menjaga
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas
lingkungan hidup dan menjamin keadilan dan tata kelola yang
mampu menjaga kualitas hidup generasi berikutnya. Perencanaan
memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan
daerah yang memiliki peran sangat signifikan dalam mendorong
perkembangan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang menjabarkan tahapan perencanaan pembangunan
nasional diantaranya: a) penyusunan rencana; b) penetapan rencana;
c) pengendalian pelaksanaan rencana; dan d) evaluasi pelaksanaan
rencana. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yang
selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun
2025-2029 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan daerah Tahun 2025-2029 untuk menjamin
sinkronisasi perencanaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten
maka RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029
berpedoman juga pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan dokumen RTRW
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012-2032. Tahapan
penyusunan dokumen RPJMD ini sejalan dengan tahapan
penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 yang akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Timor
Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberi
arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (pemerintah,
swasta dan masyarakat) dalam melakukan kegiatan pembangunan
daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Timor Tengah Selatan.

Mengingat ...
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Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan
bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan
penyelarasan yang mencakup penyelarasan kinerja dan
periodisasinya serta merupakan bagian dari upaya mendukung
secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8
(delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8
(delapan) proyek hasil terbaik cepat (Quick Wins) yang dicanangkan
oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun
2025-2029 serta Dasa Cita yang dicanangkan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun
2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Timor
Tengah Selatan,Eduard Markus Lioe, S.IP., SH., MH dan Wakil
Bupati Timor Tengah Selatan, Johny Army Konay, SH., MH adalah
dokumen rencana pembangunan lima tahunan periode pertama dari
RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045. Karena
itu, RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029
diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten
Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Timor
Tengah Selatan yang berintegritas, kreatif, maju, berbudaya,
sejahtera dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Sejauh
ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada
sejumlah indikator kunci pembangunan, seperti pembangunan
manusia, di mana angka gizi buruk, angka kematian bayi, dan laju
pertumbuhan ekonomi belum memberikan hasil yang signifikan.
Karena itu, dalam pembangunan lima tahunan periode terakhir
RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045, harus
diupayakan akselerasi atau lompatan besar, agar terjadi perubahan
atau kemajuan yang signifikan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun
2025-2029 mengikuti tahapan sebagaimana diamanatkan dalam
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029
meliputi:
persiapan Penyusunan;
penyusunan rancangan awal;
konsultasi rancangan awal;
penyusuan rancangan;
musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
perumusan Rancangan Akhir;
reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada
DPRD;
pembahasan Ranperda;
evaluasi Ranperda; dan
penetapan Ranperda.

SR e Q0 TP
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4 ...



Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN NOMOR 3
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR # TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian
integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan, adil, dan merata. Perencanaan ini menjadi pedoman
dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah agar terarah,
terpadu, efisien dan efektif serta selaras dengan kebijakan
pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Rencana pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah
pada setiap periode penyusunan dan penerapannya bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat,
menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga
kualitas lingkungan hidup dan menjamin keadilan dan tata kelola
yang mampu menjaga kualitas hidup generasi berikutnya.
Perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan
pembangunan daerah yang memiliki peran sangat signifikan dalam
mendorong perkembangan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja menjabarkan tahapan perencanaan
pembangunan nasional di antaranya: a) penyusunan rencana; b)
penetapan rencana; c) pengendalian pelaksanaan rencana; dan d)

evaluasi pelaksanaan rencana.
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Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yang
selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029
disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan daerah Tahun 2025-2030. Untuk menjamin
sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten
maka RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 berpedoman juga
pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-
2029 dan dokumen RTRW Kabupaten TTS Tahun 2012-2032.
Tahapan penyusunan dokumen RPJMD ini sejalan dengan tahapan
penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 yang akan menjadi pedoman penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD
Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberi
arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (pemerintah,
swasta dan masyarakat) dalam melakukan kegiatan pembangunan
daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
TTS.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan
bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional,
diperlukan penyelarasan yang mencakup penyelarasan kinerja dan
periodisasinya serta merupakan bagian dari upaya mendukung
pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas)
program prioritas dan 8 (delapan) program hasil terbaik cepat
(Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia tahun 2025-2029 serta Dasa Cita yang
dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun
2025-2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029

merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Timor Tengah Selatan,
Eduard Markus Lioe, S.IP., SH., MH dan Wakil Bupati Timor
Tengah Selatan, Johny Army Konay, SH., MH adalah dokumen
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rencana pembangunan lima tahunan periode pertama dari RPJPD
Kabupaten TTS Tahun 2025-2045. Karena itu, RPJMD Kabupaten
TTS Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai tujuan dan
sasaran RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 untuk
mewujudkan Timor Tengah Selatan yang berintegritas, Kkreatif,
maju, berbudaya, sejahtera dan berkelanjutan menuju Indonesia
Emas 2045. Sejauh ini berbagai capaian pembangunan
sebagaimana tampak pada sejumlah indikator kunci
pembangunan, seperti pembangunan manusia, di mana angka gizi
buruk, angka kematian bayi, dan laju pertumbuhan ekonomi
belum memberikan hasil yang signifikan. Karena itu, dalam
pembangunan lima tahunan periode terakhir RPJPD Kabupaten
TTS Tahun 2025-2045, harus diupayakan akselerasi atau
lompatan besar, agar terjadi perubahan atau kemajuan yang
signifikan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029
mengikuti tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan
RENSTRA Tahun 2025-2029 meliputi:

Persiapan Penyusunan;

Penyusunan Rancangan Awal;

Konsultasi Rancangan Awal;

Penyusunan Rancangan;

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
Perumusan Rancangan Akhir;

Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

9 @ B B 9 e

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada
DPRD;

9. Pembahasan Ranperda;

10. Evaluasi Ranperda;

11. Penetapan Ranperda.
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1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-
2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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10.

11.

12.

13.

14.

TOE TEMOAN BELATA

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagai mana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);

Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 382);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencananaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);




29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0138);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4
Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0132);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
Nomor Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0133);

Peraturan Daerah  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman
Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0136);

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Timor Tengah Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah
Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
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35.

36.

37.

38.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1. 55.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam
Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 tidak

dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan

dan penganggaran serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan

lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan

dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah. Dokumen perencanaan dari sisi waktu

mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20

tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka

pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD dengan

dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat

hierarkis, yaitu dokumen jangka panjang menjadi rujukan bagi
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dokumen jangka menengah dan tahunan. Secara diagramatis
keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1
berikut:

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan

Pembangunan dan Sektoral Lainnya

mempedomani
dilakukan simuitan

|

+
RENSTRA PD
PROVINSI

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Dalam rangka memenuhi semua ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan,
hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya tertuang dalam Gambar 1.1 yaitu RPJMD
Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 adalah pelaksanaan dari RPJPD
Tahun 2025-2045 Periode 1. Penyusunan RPJMD memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Bupati
dan Wakil Bupati Timor  Tengah Selatan periode
2025-2030.

Dokumen RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029
merupakan pedoman penyusunan dan penetapan RENSTRA
Perangkat Daerah dalam waktu S (lima) tahun yang digunakan
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sebagai dasar penyusunan Renja tahunan Perangkat Daerah.
Dokumen RPJMD Kabupaten TTS juga sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
memuat prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dari Renja
Perangkat Daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD
harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten TTS sehingga terjalin
keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah
yang sejalan dengan program pembangunan daerah yang telah
ditetapkan.

Dokumen perencanan yang berkaitan dengan RPJMD
Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 antara lain RTRW Provinsi NTT,
RTRW Kabupaten TTS, maupun dokumen terkait lainnya.
Penyusunan RPJMD yang berpedoman pada RTRW hendaknya
menyelaraskan kebijakan, strategi dan program pembangunan
jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola

ruang kabupaten.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-
2029 dimaksudkan wuntuk mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan = evaluasi
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar
tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD
Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 juga dimaksudkan untuk
memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten TTS
dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025-2030.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten TTS Tahun

2025-2029 adalah sebagai berikut:
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1. Untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan,l

keselarasan dan mensinergikan program-program
pembangunan di daerah;

2. Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2025-
2029;

3. Menjadi alat untuk menjamin Keterkaitan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 ini
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI. PENDAHULUAN, berisi pengertian ringkas tentang
RPJMD, proses penyusunannya, dasar hukum,
hubungan RPJMD dengan dokumen lain, maksud dan
tujuan penyusunan dokumen serta sistematika
penulisan dokumen RPJMD.

BABIl. GAMBARAN UMUM DAERAH, berisi tentang kondisi
aspek geografi (wilayah) dan demografi (kependudukan),
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing
daerah, aspek pelayanan umum dan aspek kerja sama
daerah. Selain itu juga memuat tentang realisasi APBD
Tahun Anggaran 2019-2024 dan proyeksi keuangan
daerah tahun  2025-2030 serta  permasalahan
pembangunan daerah Kabupaten TTS berdasarkan
kondisi daerah dan capaian kinerja daerah.

BAB III. VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH, berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan daerah dan program-program prioritas daerah
Tahun 2025-2030.
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BAB 1V.

BAB V.

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, berisi
tentang program perangkat daerah dan kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.

PENUTUP, memuat Kkesimpulan, kaidah pelaksanaan,
pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan
daerah.
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2.1
2.1.1.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Aspek Geografi dan Demografi
Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten TTS merupakan salah satu dari Kabupaten dari 22
Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dan terletak di Pulau Timor. Secara
geografis, terletak diantara 9° 26’-10° 10’ LS dan 124° 49’ 017-124° 04’
00” BT. Dilihat dari geostrategis, Kabupaten TTS terletak di bagian
tengah Pulau Timor dan terletak di jalur utama yang menghubungkan
Kota Kupang, Kota Kefa, Belu dan Negara Timor Leste sehingga menjadi
titik penting dalam lalu lintas transportasi dan perdagangan di Pulau
Timor. Secara administrasi, batas-batas Kabupaten TTS adalah sebagai
berikut:
% Sebelah Utara : Kabupaten Timor Tengah Utara
Sebelah Selatan : Laut Timor
Sebelah Timur  : Kabupaten Malaka
Sebelah Barat : Kabupaten Kupang
Kabupaten TTS terdiri dari 32 kecamatan, 12 kelurahan dan 266 desa

- »
L L4

k3

dengan luas wilayah 3.955,36 km? dan memiliki garis pantai sepanjang
101,86 km dan terdapat 6 kecamatan yang wilayah daratannya
berbatasan dengan laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
berikut ini:

Tabel 2.1.

Nama Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan
dan Luas Wilayah Kabupaten TTS

T Jumlah Desa/ Kelurahan | Luas Total Area
Kelurahan Desa (Km?/Sq.Km)
1. Mollo Utara 0 18 208,22
2. Fatumnasi 0 5 198,65
3. Tobu 0 8 98,89
4. Nunbena 0 6 134,49
5. Mollo Selatan 0 T 147,18
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R Jumlah Desa/ Kelurahan | Luas Total Area
Kelurahan Desa (Km?/Sq.Km)
6. Polen 0 11 250,29
7. Mollo Barat 0 5 165,14
8. Mollo Tengah 0 6 99,69
9. Kota Soe 11 2 28,08
10. Amanuban Barat 0 8 114,30
11. Batu Putih 0 T 102,32
12. Kuatnana 0 8 141,22
13. Amanuban Selatan 0 10 326,01
14. Noebeba 0 T 186,02
15. Kuanfatu 0 13 136,52
16. Kualin 0 8 195,84
17. Amanuban Tengah 1 10 87,71
18. Kolbano 0 12 108,70
19. Oenino 0 7 154,96
20. Amanuban Timur 0 10 149,26
21. Fautmolo 0 46,34
22. Fatukopa 0 65,59
23. Kie 0 13 162,78
24. Kot'olin 0 8 58,94
25. Amanatun Selatan 0 13 82,64
26. Boking 0 ¥ 94,58
27. Nunkolo 0 9 69,09
28. Noebana 0 S 49,63
29. Santian 0 5 48,17
30. Amanatun Utara 0 9 105,84
31. Toianas 0 9 103,95
32. Kokbaun 0 6 34,32
Timor Tengah Selatan 12 266 3.955,36

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025
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Data pada tabel 2.1, dapat diketahui bahwa Kecamatan yang terluas
adalah Kecamatan Amanuban Selatan yang memiliki 10 desa dengan
luas wilayah adalah 326,01 Km? (8,24%), sedangkan kecamatan
dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota SoE dengan 11
kelurahan dan 2 desa seluas 28.080 Km? (0,71%). Kecamatan dengan
jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Mollo Utara sebanyak 18
desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah
Kecamatan Fatumnasi, Mollo Barat, Noebeba, dan Santian, dimana
masing-masing memiliki 5 desa.

Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi kabupaten yang secara
geografis mendapatkan posisi strategis karena menjadi daerah transit
dan berada tepat di tengah kabupaten sedaratan Timor sehingga
mendapatkan jalur trans timor. Kabupaten Timor Tengah Selatan
dilalui oleh jaringan jalan Negara yang menghubungkan Kota Kupang
dengan Kota Atambua, Kota Betun dan Kota Kefamenanu sehingga
jalur transportasi ini juga menghubungkan dengan negara tetangga

Timor Leste.

2.1.1.1 Topografi
Kondisi topografi wilayah Kabupaten TTS meliputi daerah

pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah termasuk daerah
pantai dengan ketinggian yang beragam dari permukaan laut (dpl).
Kota SoE memiliki ketinggian 450-900 m dpl. Berdasarkan elevasi,

maka wilayah Kabupaten TTS dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu:
v' Ketinggian 0-500 m dpl yaitu: seluas 256.697,31 Km? atau 64,91%
v" Ketinggian 501-1.000 m dpl yaitu: 118.402,18 Km? atau 29,94%
v Ketinggian 1.001-1.500 m dpl yaitu: 18.306,60 Km? atau 4,63%
v" Ketinggian 1.501-2.000 m dpl yaitu: 2.041,61 Km?2 atau 0,52%

P Tglcetak: 20 Agustus 20
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Gambar 2.1.
Peta Relief Ketinggian Kabupaten TTS

7 - g -
Sumber: RTRW Kabupaten TTS Tahun 2012-2032

Kecamatan dengan letak paling tinggi adalah Kecamatan Fatumnasi,
terutama Desa Fatumnasi dan Kuanoel dengan luas 1.304,95 Ha.
Sedangkan Kecamatan Amanuban Selatan merupakan kecamatan
terluas pada kelas ketinggian terendah, dengan luasan 31.296,89 Ha.

2.1.1.2.1. Iklim
Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak pada ketinggian
yang bervariasi mulai dari O mdpl di garis pantai sampai dengan
2.477 mdpl yaitu di puncak Gunung Mutis. Suhu udara dan
curah hujan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dipengaruhi oleh
kondisi topografi, posisi geografi yang berada di dekat Samudera
Hindia serta kondisi iklim tropis. Berdasarkan kondisi tersebut,
maka berikut ini akan diberikan gambaran Kabupaten TTS
berdasarkan kondisi suhu udara dan curah hujan.
a) Suhu Udara
Suhu udara mencerminkan tingkat panas dan dingin di
atmosfer, dan bervariasi tergantung lokasi serta waktu di
permukaan bumi. Suhu udara di Kabupaten Timor Tengah
Selatan tahun 2022-2023 yang meliputi suhu minimum,

maksimum, rata-rata perbulan serta kelembaban dapat dilihat

dalam gambar berikut ini.
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Tabel 2.2.
Suhu udara di Kabupaten TTS
Tahun 2023-2024

. = e
Bulan Tahun 2023 Tahun 2024

i 5o e[ B | i |2 | B

Januari 249 27,8 31,2 85 24,2 | 29,13 | 35,2 84,04
Februari 24,7 271 30,7 89 24 28,44 | 33,8 86,33
Maret 24,2 27,3 LT 87 20,4 | 28,27 | 34,6 87,69
April 23,9 27,2 32,1 85 22,8 | 28,64 | 35,4 80,59
Mei 232 272 32,3 75 23,1 | 28,72 | 35,3 75,98
Juni 22.3 26,6 32,8 77 19,6 | 27,09 | 34,6 76,84
Juli 23 26,6 32,3 76 18,7 | 26,83 | 35,3 73,63
Agustus 22,6 27 33,8 67 19,6 | 26,87 | 35,6 0,25
September 21,7 27 34 57 20,6 | 27,99 | 36,8 73,59
Oktober 22,8 28,4 33,3 72 22,2 | 29,43 37 72.11
November 249 29,8 34,6 73 24 29,81 | 37,9 75,02
Desember 249 29,3 34,6 82 22,4 | 28,27 | 33,5 85,95

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2024-2025

Berdasarkan tabel 2.2, suhu udara minimum tahun 2024 adalah
19,6 derajat dan bila disandingkan dengan standar yang
ditetapkan oleh SNI 03-6572-2001 tentang tingkatan temperatur
yang nyaman untuk orang Indonesia, maka Kabupaten TTS
termasuk dalam tingkatan sejuk nyaman (20,5°C-22,8°C) dan
nyaman optimal (22,8°C-25,8°C), kecuali pada bulan Juni sampai
dengan bulan Agustus 2024 suhu udara minimum berada di
bawah tingkat sejuk nyaman. Kelembaban udara di Kabupaten
TTS bila disandingkan dengan kelembaban udara relatif di daerah
tropis yang dianjurkan pada daerah beriklim tropis adalah 40%-
60%, kelembaban udara sepanjang tahun 2024 berada di atas
ambang nilai yang dianjurkan sehingga dapat berpengaruh pada

Kesehatan dan masalah-masalah lainnya.

Y




b) Curah Hujan
Jumlah curah hujan merupakan volume air yang terkumpul di
permukaan bumi selama periode tertentu, seperti harian,
mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah curah hujan di
Kabupaten TTS tahun 2022-2024 dapat dilihat dalam tabel 2.3

berikut
Tabel 2.3
Jumlah Curah Hujan Tahun 2023-2024
Tahun 2023 Tahun 2024
Bulan Jumlah Curah Jumlah Curah
Hujan (Mm) Hujan (Mm)
Januari 150 161,4
Februari 640,5 215,8
Maret 344,1 378
April 192,9 35,4
Mei 1 1,3
Juni 8,5 0
Juli 2.8 0
Agustus - 0
September - 61
Oktober - 3
November 31.5 177,3
Desember 219,8 412,9

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2024-2025

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa curah
hujan tertinggi terjadi pada tahun 2023 di bulan Februari dan
Tahun 2024 di bulan Desember. Memperhatikan jumlah curah
hujan dan hari hujan maka dapat diketahui bahwa musim

penghujan dimulai dari bulan November sampai dengan bulan

maret.
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2.1.1.3 Geologi

Secara fisiografi daerah Timor Barat digolongkan dalam 5
satuan fisiografi (Rosidi dkk, 1979) yaitu : pegunungan kasar,
dataran tinggi, pegunungan bergelombang, Fatu (istilah untuk
gunung/batu yang dipakai oleh Rosidi dkk, 1979) dan Dataran
rendah. Unsur-unsur struktur yang dominan di pulau Timor ialah
lipatan ketat, sesar naik dan mendatar, sedangkan sesar turun
kurang begitu dominan. Kondisi Geologi di Kabupaten Timor Tengah
Selatan dapat dilihat pada Peta berikut ini:

Gambar 2.2
Peta Geologi Kabupaten TTS Menurut Kecamatan

B HABUPATEM TIMOR TENGAN SELATAN

Sumber: Dokumen RTRW Kab.TTS Tahun 2012-2032

Berdasarkan Peta yang ada, kondisi Geologi tersusun dari berbagai
formasi dengan berbagai jenis batuan dan secara struktur terdiri dari
Formasi Bisane (Pb), Formasi Aitutu (TRa), Formasi Wailuli (Jw),
Formasi Nakfunu (Kna), Formasi Ofu (Tko), Formasi Noiltoko (Tmn),
Formasi Cablac (Tmc), Formasi Batuputih (Tmpb), Formasi Noelle
(QTn), Batugamping koral (Ql), Konglomerat dan Kerakal (Qac) serta
Aluvium (Qa), Kompleks Mutis (pPm), Formasi Maubisse (TPmv/TRPml),

LR Tglcetak: 20 Agustus 2025 BAB II. -21-
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Formasi Haulasi dan noni tak teruraikan (Tkhn), Formasi Noni (Kno),
Formasi Haulasi (TPmh), Formasi Metan (Tem), Diorit Kuarsa (Ted),
Formasi Manamas (Tmm), Batuan Ultra Basa (Ub) dan Komplek

Bobonaro (Tmb).

2.1.1.4 Geohidrologi dan Hidrologi

Kabupaten TTS terdapat 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS)
yaitu DAS Noelmina dan DAS Benanain serta 6 (enam) Sub DAS, yaitu
Sub DAS Fail, Sub DAS Muke, Sub DAS Siu, Sub DAS Tuke, Sub DAS
Menu dan Sub DAS Tumutu. DAS Mina memiliki tangkapan air seluas
273.300 Ha dan memiliki aliran utama, yaitu sungai Noelmina
sepanjang 97 km. DAS Noelmina mencakup 12 kecamatan dan 72
desa/kelurahan di Kabupaten TTS. Sedangkan DAS Benanain
memiliki tangkapan seluas 97.750 ha dengan aliran utamanya adalah
sungai Benanain sepanjang 135 km. DAS Benanain mencakup 17
kecamatan dan 119 desa/kelurahan di Kabupaten TTS.

Sumber air untuk memenuhi kebutuhan air minum maupun
pertanian di Kabupaten TTS berasal dari air permukaan dan air
bawah tanah (hidrogeologi). Air permukaan yang dimanfaatkan
bersumber dari air sungai dan mata air. Sementara air bawah tanah
diperoleh dari sumur-sumur bor yang terbangun. Pada daerah-daerah
tertentu yang tidak mempunyai sumber air, kebutuhannya dipenuhi
melalui pembangunan embung maupun mendatangkan air dari
daerah-daerah di sekitarnya. Kabupaten TTS memiliki potensi mata
air dan sungai yang dapat dikembangkan sebagai sumber air bersih
bagi penduduk, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun

kontinuitas. Sumber air yang sudah dimanfaatkan memenuhi
kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten TTS dapat dilihat
pada tabel berikut
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Tabel 2.4
Daftar Sumber Air Yang Digunakan (Eksisting)

No Nama Mata Air Jangkauan Layanan | Debit (Lt/det
1 | MA Oesoe Kota SoE 2,00
2 | MA Bisuaf Kota SoE 3,00
3 | MA Bonleu Kota SoE 50,00
4 | MA Oenasi Kota SoE 10,00
5 | MA Nifuhuki 1 Kota SoE 10,00
6 | MA Nifuhuki 2 Kota SoE 5,00
7 | MA Kesetnana Kota SoE 5,00
8 [ SMTP Kota SoE 5,00
9 | MA Oepotoh Mollo Utara 3,00
10 | MA Manumetan Mollo Selatan 3,00
11 | MA Oe Siet Amanuban Selatan 7,00
12 | MA Oe Tunu Amanuban Tengah 3,00
13 | MA Oe Uki Amanatun Selatan 3,00
14 | MA Sonbilo Amanuban Timur 20,00
15 | MA Oetfo Oenino 3,00
16 | MA Oebiloe Boking 5,00
17 | MA Baat Kualin 10,00

Sumber: Dokumen Review Rispam Kab. TTS, Tahun 2023

Untuk pemenuhan layanan air minum diambil dari 17 sumber
mata air yang saat ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air
bersih di kabupaten TTS, terutama di Kecamatan Kota SoE, Molo
Utara, Amanuban Selatan, Amanuban Tengah, Amanatun Selatan,
Amanuban Timur, Oenino, Boking dan Kualin. Untuk kondisi
eksisting, ,mata air dengan debit terbesar adalah mata air Bonleu
dengan 50 Liter/detik yang telah melayani lintas kecamatan dan
dikelola langsung oleh PERUMDA TTS serta mata air Sonbilo di
Kecamatan Amanuban Timur dengan 20 Liter/detik. Pemerintah
Kabupaten Timor Tengah Selatan juga mengupayakan pelayanan air

minum dari mata-mata air yang berada di desa lewat beberapa

program pekerjaan air minum yang berasal dari sumber dana APBD 2,
APBD 1, APBN, DAK maupun kolaborasi dengan pihak LSM/NGO.

Tglcetak: 20 Agustus 2025
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2.1.1.5

Selain pemanfaatan sumber mata air, sumber air permukaan
berupa sungai juga sudah dimanfaatkan untuk peruntukan pertanian
dan SPAM yaitu sungai Bonleu, Tuasene, Noemuke, Noeleke dan
Noebesi. Dan juga sumber air permukaan lain berupa embung
sebanyak 107 buah, danau sebanyak 5 dan 1 bendungan yaitu
bendungan Temef yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air
bersih, peternakan, pertanian, perikanan dan wisata Bahari di
beberapa wilayah yang tidak memiliki sumber air.

Penggunaan Lahan

Merujuk pada data Balai Pementapan Kawasan Hutan dan Tata
lingkungan diketahui tutupan lahan di Kabupaten Timor Tengah
Selatan terbagi menjadi 15 tipe tutupan lahan yaitu Belukar Rawa,
Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan
Mangrove Sekunder, Hutan Tanaman, Pemukiman, Pertambangan,
Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur, Savana,
Sawah, Semak/Belukar, Tambak, Tanah Terbuka, dan Tubuh Air.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Tutupan Lahan Tahun 2023

No Tutupan Lahan Luas (ha) %

1 Belukar Rawa 784,07 0,20
2 Hutan Lahan Kering Primer 16.069,31 4.06
3 Hutan Lahan Kering Sekunder 99.271,96 25,10
4 Hutan Mangrove Sekunder 699,01 0,18
5 Hutan Tanaman 330,24 0,08
6 Pemukiman 22.676,56 9,73
7 Pertambangan 50,78 0,01
8 Pertanian Lahan Kering 7.786,13 1,97
9 Pertanian Lahan Kering Campur 129.460,43 32,74
10 Savana 47.178,54 11,93
11 Sawah 16.586,76 4,19
12 Semak/Belukar 43.475,98 10,99
13 Tambak 307,46 0,08
14 Tanah Terbuka 774,66 0,20
15 Tubuh Air 10.015,30 2,53

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. TTS 2025-2029, Tahun 2024




Luas tutupan lahan di Kabupaten TTS berdasarkan data KLHS
RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 seluas 395.467,19 Ha dengan
area terluas adalah pertanian lahan kering campur seluas 129.460,43
Ha (32,74%) dan area terkecil yaitu wilayah pertambangan seluas 50,78
Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.3
Peta Tutupan Lahan Kabupaten TTS

.o.". ."]{ ;

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2029, Tahun 2024

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam
A. Hutan
Luas kawasan hutan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
terbaru setelah ada Taman Nasional seluas 156,705 Ha dengan
perincian hutan lindung dengan luas sebesar: 22.488 Ha, hutan
produksi dengan luas sebesar: 97.597 Ha, hutan produksi terbatas

dengan luas sebesar: 4.005 Ha dan kawasan konservasi dengan

luas sebesar: 32.615 Ha.

Tglcetak: 20 Agustus 2025
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Potensi sumber daya alam di bidang kehutanan adalah
berupa hutan bonsai ampupu dengan luasan 30.777 kilometer
persegi. Desa Fatumnasi dengan koleksi hutan bonsai ini masuk
ke dalam kawasan Taman Nasional. Desa Fatumnasi berada pada
ketinggian 1.480 m dpl serta memiliki potensi flora berupa
spesies Lumut Jenggot (Usnea sp) sebagai daerah dengan
tingkat kelembaban tinggi di Pulau Timor dan terdapat juga
tanaman lainnya seperti pohon Hau Besi (llex odorata), Tune
(Podocarpus imbricata), Ajaob (Casuarina aquisetifolia), Hau Solalu
(Podocarpus pilgeri), pohon-pohon Kasuari (Casuarina equisetifolia),
Ampupu (Eucalyptus urophylla) dan kebun bonsai yang telah
berumur ratusan bahkan ribuan tahun dan potensi fauna berupa
satwa kuda, sapi, dan Rusa Timor (Cervus timorensis). Selain
potensi kawasan hutan sebagai wisata alam, kawasan hutan
lainnya juga menghasilkan hasil hutan non kayu seperti di sekitar
kawasan hutan di Desa Adat Boti, terdapat 5 jenis tumbuhan yang
digunakan sebagai bahan pewarna alami tenun ikat yaitu
Mengkudu (Morinda citrifolia) 182,49%, Loba (Symplocos sp.)
147,56% memiliki potensi banyak sehingga harus dipertahankan
terus. Sedangkan jenis Tarum (Indigofera tinctoria) 51,77%, Arbila
(Phaseolus lunatus L.) 34,57% dan Kunyit (Curcuma longa) 20,30%
sesuai dengan syarat tumbuh. Namun dilihat dari pertumbuhannya
sampai tingkat semai sehingga potensinya semakin berkurang
maka harus dibudidayakan kembali.

. Tambang

Pembangunan pertambangan terutama dilakukan melalui
penganekaragaman hasil tambang dan pengelolaan usaha
pertambangan secara efisien. Terdapatnya bahan galian di suatu
tempat erat kaitanya dengan kondisi geologi daerah tersebut.
Kondisi geologi yang dimaksud adalah posisi lempeng kulit bumi,
baik lempeng samudera maupun lempeng benua yang saat ini
dapat dilihat dari rekaman stratigrafi. Kabupaten TTS termasuk
kabupaten dengan potensi tambang yang cukup banyak tetapi

dglcetak: 20 Agustus 2025
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belum diolah dengan baik. Potensi hasil tambang dan energi di
Kabupaten TTS pada dapat dilihat sebarannya di tabel berikut:

Tabel 2.6
Potensi Bahan Galian di Kecamatan dalam Kabupaten TTS
Potensi Bahan Galian Dan

Lokasi Kecamatan
Logam Non Logam
Marmer Mollo Utara, Fatumnasi, KiE, Mollo

Selaran, Polen, Noebeba
Nikel Mollo Utara, Mollo Selatan,

Fatumnasi Polen

Batugamping Seluruh Kecamatan

Batu Hias Amanuban Tengah, Kolbano

Pasir Kuarsa Amanatun Selatan, Mollo Barat

Pasir Mollo Selatan, Batuputih, Mollo Barat,

Mollo Utara, Tobu, Polen, Oenino,

Amanuban Timur, Toianas, Noebana

Sirtu Seluruh Kecamatan
Dolomit Amanatun Utara
Lempung Seluruh Kecamatan
Utrabasa Mollo Utara
Mangan (Mn) Amanuban Selatan, Amanuban
Tengah Knta SaF Kuatnana Pnalen
Emas Polen
Besi Amanuban Barat
Batu Warna Kotolin, Nunkolo, Kolbano, Kualin
Batu Lempung Mollo Utara, Fatumnasi, KiE, Mollo
Selatan, Batu Putih
Batu Pasir Fatumnasi, Amanatun Utara,
Amanuban Tengah
Sumber: Potensi bahan galian industri Kab. TTS, Dinas Pertambangan dan Energi Kab.
TTS Tahun 2006

Berdasarkan data pada tabel yang disajikan dapat diketahui bahwa
potensi bahan tambang pada beberapa wilayah telah dikelola secara
baik dan berkelanjutan seperti pasir dan sirtu akan tetapi ada
beberapa potensi tambang yang telah dieksploitasi seperti mangan
dan Marmer tapi belum dilakukan secara maksimal. Untuk marmer
belum dapat diekploitasi dikarenakan pertimbangan masalah sosial
sedangkan untuk Emas belum dikelola dengan baik.

g%m PR Tglcetak: 20 Agustus 2025 - BAB II. -27-
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C. Peternakan dan Pertanian

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat 2 (dua) sektor utama

yang memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah, dan
dikerjakan oleh sebagian besar penduduk Kabupaten TTS sebagai

kegiatan utama dan atau sampingan. Adapun 2 sektor dimaksud

adalah:

1. Peternakan
Jenis usaha peternakan yang paling umum dikerjakan oleh

peternak di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sapi
potong dan babi. Pada tahun 2023-2024 populasi ternak sapi

potong dan babi Kabupaten TTS menduduki posisi pertama

terbesar secara provinsi.

Data populasi dan jenis ternak

dimaksud pada dari 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut

ini:
Tabel 2.7
Populasi Ternak Unggulan Kabupaten TTS
Tahun 2020-2024

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

1 | Populasi Ternak 210.053 215.516 228.447 | 110.679 | 112.843
Sapi Kabupaten
TTS
Populasi Ternak | 1.176.317 | 1.173.504 | 1.243.918 | 581.918 | 593.636
Sapi Provinsi NTT
% Terhadap 17,86 18,36 18,36 19,01 19,00
Populasi Provinsi

2 | Populasi Ternak 208.087 213.377 236.848 | 143.900 | 148.606
Babi Kabupaten
TTS
Populasi Ternak 2.352.441 | 2.103.259 | 2.325.020 N/A 1.052.208
Babi Provinsi NTT
% Terhadap 8,85 10,14 10,18 N/A 14,12
Populasi Provinsi

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025

Tglcetak: 20 Agustus 2025
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Data pada tabel menunjukkan bahwa populasi sapi naik 2.164
ekor dari tahun 2023-2024 dan populasi babi naik 4.706 ekor
dari tahun 2023-2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak)
mendapatkan kuota antar pulau sapi paron ditahun 2025
sebanyak 12.000 ekor meningkat dari tahun 2024 sebanyak
11.750 ekor. Untuk data jumlah ternak sapi dan babi yang
dipotong di RPH tahun 2024 sebanyak 586 ekor sapi dan 842
ekor babi.

Pertanian

Usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat meliputi
pertanian lahan kering, pertanian lahan basah dan
pengembangan tanaman hortikultura. Adapun luasan lahan
pertanian lahan kering dan lahan basah dapat dilihat pada tabel
berikut ini:

Tabel 2.8
Luas Lahan Pertanian Kab. TTS Tahun 2024

Btk Luas Lahan (Ha)

No. : : Sisa Lahan Yang
Lahan Potensial | Fungsional Baharn [ teslola

1 | Basah 10.339 7.540 2.779

2 Ker’ing 207.528 146.390 61.138
Sumber: Dinas TPHP Kab. TTS, Tahun 2025

Memperhatikan data potensi lahan maka dapat diketahui bahwa
masih terdapat lahan yang belum dikelola secara maksimal oleh
masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan luasan yang ada
maka apabila dapat dikelola secara maksimal maka dapat
menunjang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Timor
Tengah Selatan. Jenis tanaman/komoditi pertanian yang
dikembangkan masyarakat antara lain: jagung, padi, ubi-ubian,
pisang, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan.
Untuk tanaman pangan khususnya tanaman yang berpotensi
i untuk dikembangkan adalah ja . Untuk lebih jelasnya
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perihal produksi jagung di TTS dapat dilihat pada tabel dibawah

1mni.

Tabel 2.9
Produksi Jagung Kabupaten TTS Tahun 2019-2023
Peringkat
Uraian 2019 2020 2021 2022 |Provinsi Tahun | 2023

2022-2023

Produksi Jagung 235.323 | 213.654 | 210.816 | 308.595 155.980

Kabupaten TTS (Ton)

Produksi Jagung 951.251 | 834.067 | 777.051 | 835.881 648.305

Provinsi NTT

% Terhadap Produksi 24,74 25,62 27,13 36,92 | Peringkat 1 24,06

Provinsi

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2020-2024 (diolah)

Merujuk data pada tabel yang ada maka diketahui bahwa
Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan Kabupaten yang
jumlah produksi jagung terbesar di Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Hal ini apabila dimaksimalkan produksi dan
penjualannya maka dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara umum dan petani secara khususnya.

Dari sektor hortikultura terdapat 2 komoditi unggulan yang
dapat dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah
Selatan yaitu jeruk keprok/siam dan alpukat. Kedua komoditi
ini bahkan sudah memiliki “brand” dalam pemasaran di
Indonesia yang lazim disebut sebagai jeruk keprok SoE dan
alpukat mentega SoE. Data produksi Alpukat dan Jeruk Keprok
SoE dari tahun 2020-2024 untuk Kabupaten TTS dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Produksi Jeruk Keprok dan Alpukat Kabupaten TTS
Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

Produksi Jeruk Keprok 107.644 | 8.004 |228.451| 91.351 269.236
Kabupaten TTS (Kuintal)

Produksi Jeruk Keprok 548.670 | 18.454 | 464.737 | 163.581 | 335.141

Provinsi NTT

gt;_Te_l‘h?dap Produksi 19,62 43,37 49,16 55,84 80.33
ovinsi
Produksi Alpukat 18.615 | 17.024 | 39.900 | 37.653 48.705

Kabupaten TTS (Kuintal)
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Uraian 2020 | 2021 2022 | 2023 2024
Pmd_llk?i Alpukat 111.186 | 342.837 | 223.824 | 140.851 | 156.652
Provinsi NTT
% Te‘rha'adap Produksi 16,74 4,97 17,83 26,73 31.09
Provinsi

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Untuk jeruk keprok dan alpukat dari Kabupaten Timor
Tengah Selatan merujuk pada data tabel yang ada maka
menjadi komoditi yang sangat baik untuk dikembangkan secara
maksimal dilihat dari persentase terhadap produksi tingkat
provinsi. Untuk jeruk keprok memiliki persentase 80,33%
terhadap produksi provinsi sedangkan alpukat memiliki
persentase 31,09% terhadap produksi provinsi. Jeruk keprok
SoE sudah memiliki Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Produk
Pertanian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
RI dengan Nomor ID G 000 000 O050. Sertifikat IG ini
memberikan perlindungan hukum terhadap nama geografis asal
produk dan jaminan keaslian asal suatu produk. Sedangkan
untuk komoditi alpukat, pada tahun 2022 Kementerian
Pertanian RI telah mengeluarkan Tanda Daftar Varietas
Tanaman untuk 3 komoditi alpukat yaitu Alpukat Mentega SoE
1 dengan Nomor Varietas Lokal 1877/PVL/2022, Alpukat
Mentega SoE 2 dengan Nomor Varietas Lokal 1876/PVL/2022
dan Alpukat SoE 3 dengan Nomor Variaetas Lokal

1880/PVL/2022.

D. Pariwisata

Wilayah Kabupaten TTS termasuk dalam salah satu dari 5
Destinasi Pariwisata Provinsi dan termasuk dalam 18 Kawasan
Pengembangan Pariwisata Provinsi (Kawasan Kupang - TTS dan
sekitarnya) serta termasuk dalam 22 Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi (Oetune - TTS dan sekitarnya). Dalam pengembangan
pariwisata estate Provinsi NTT, salah satu fokus pengembangan di
Kabupaten TTS adalah Fatumnasi. Potensi wisata di kabaupten TTS

antara lain Wisata budaya, Wisata alam, Wisata Rohani dan wisata
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Buatan. Berdasarkan RIPPARDA Kabupaten TTS, terdapat 5
Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) di Kabupaten TTS

yaitu :

1.

KSPD A

Wisata unggulan pada KSPD A adalah: Situs Air Berubah
Menjadi Anggur di Kecamatan Kota SoE, Taman Rekreasi Bu’at
di Kecamatan Mollo Selatan, Air Terjun Oehala di Kecamatan
Mollo Tengah, Panorama alam Oelbubuk di Kecamatan Mollo
Tengah dan Perkampungan adat Oeleu di Kecamatan Toianas.
KSPD B

Wisata unggulan pada KSPD B adalah: Fatunaususu,
Fatukolen, Sonaf Ajaobaki di Kecamatan Mollo Utara, Gunung
Mutis, Cagar Alam Mutis-Timau di Kecamatan Fatumnasi, Sonaf
Sonbai Fatumnutu Kecamatan Polen.

KSPD C

Wisata unggulan pada KSPD C adalah: Benteng None, Nifu
Supul, Benteng Tefa Betty, Benteng Faot di Kecamatan
Kuatnana, Sonaf Amanuban di Kecamatan Amanuban Tengah,
Situs Kerajaan Banam Tunbes, Perkambungan Adat Boti,
Fatuulan di Kecamatan KiE.

KSPD D

Wisata unggulan pada KSPD D adalah: Air terjun Oemaman,
Pantai Oetune di Kecamatan Kualin, Monumen/tugu Perang
Kolbano, Tangga Seribu Haunobenak, Pantai Kolbano di
Kecamatan Kolbano

KSPD E

Wisata unggulan pada KSPD E adalah: Situs Benteng Seki Tafuli
Kecamatan Amanatun Utara, Sonaf Nunkolo dan Sonaf
Banunaek di Menu, Pantai Lopon dan Fatutun’am di Kecamatan

Nunkolo.
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Memperhatikan pengembangan pariwisata di Kabupaten
Timor Tengah Selatan maka diketahui wisatawan yang
berkunjung di objek wisata adalah wisatawan domestik dan
wisatawan mancanegara dengan jumlah hari kunjungan
wisatawan adalah 2 hari. Untuk lebih jelasnya perihal jumlah
kunjungan wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kab.TTS
Tahun 2020-2024

i Tahun
e 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024
Mancanegara 35 0 3 98 75
Domestik 13.331 22.501 21.247 | 6.702 | 4.345

Sumber: Dinas Pariwisata Tahun 2025
Berdasarkan data 5 tahun terakhir, jumlah wisatawan

baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke
Kabupaten TTS berfluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah total
wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten TTS sejumlah 61.195
jiwa kemudian turun secara signifikan menjadi 13.366 jiwa
pada tahun 2020 akibat pandemi Covid 19 dan pasca pandemi
Covid19 jumlah wisawatan Kembali naik tetapi belum mencapai
jumlah wisatawan sebelum pandemi Covid 19.
Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di
Kabupaten TTS. Kabupaten TTS memiliki panjang garis Pantai
101,86 Km yang terbentang dari Desa Bena Kecamatan Amanuban
Selatan sampai Desa Baus Kecamatan Boking. Potensi kelautan
Kabupaten TTS berada pada pesisir selatan Laut Timor yang
mencakup 6 kecamatan pesisir (Kecamatan Amanuban Selatan,
Kualin, Kolbano, Kot’olin, Nunkolo dan Boking). Sesuai peraturan
perundang-undangan, Kabupaten TTS memiliki kewenangan
wilayah laut seluas 4 mil atau sebesar 755 Km? (75.000 Ha)
dengan jumlah nelayan sebanyak 1.028 orang. Sedangkan untuk

potensi perikanan budidaya terdapat di Kecamatan Mollo Selatan,
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Mollo Utara, Tobu, Fatumnasi, Polen, Amanatun Selatan, Kualin,
Amanuban Selatan dan Batu Putih. Sampai dengan tahun 2023,
sebaran perikanan budidaya di wilayah Kabupaten TTS telah
dikembangkan pada 176 desa di 32 kecamatan. Untuk lebih
jelasnya perihal produksi perikanan dapat dilihat pada tabel

berikut ini:
Tabel 2.12
Produksi Perikanan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023
Tahun
Uraian
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Produksi perikanan 392,80 | 395,40 | 392,70 | 420,10 | 648,20 | 708,40
tangkap dan PUD (ton)
Produksi perikanan 401,60 | 401,40 556 560 562 570,20
budidaya (ton)

Sumber:Dinas Perikanan Kabupaten TTS Tahun 2025 (diolah)

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT)
1. Daya Dukung Pangan

Kinerja dan sebaran daya dukung pangan di Kabupaten Timor
Tengah Selatan dapat dilihat dari hasil perhitungan daya dukung
pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya
Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras dan
setara beras. Daya dukung lahan merupakan ukuran kemampuan
produksi tanaman pangan (padi) dan/atau tanaman pangan lain
dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah.
Penentuan status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) indikatif
jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan
ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah
penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa
lingkungan. Status DDLH indikatif dapat diketahui dengan
membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah
penduduk pada waktu tertentu. DDLH penyediaan pangan tiap
Kecamatan di Kabupaten TTS tersaji pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2.13
Kinerja Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023

: Kebutuhan
No Kecamatan e Sk o il Dukng Indikatif
(e sedmany (Ton /tahun) Fangen
1. Mollo Utara 7.876,30 2.938,46 2,68 |Tidak Terlampaui
2. | Tobu 3.751,87 1.297,17 2,89 |Tidak Terlampaui
3. Fatumnasi 1.170,75 874,89 1,34 |Tidak Terlampaui
4, Nunbena 3.228,86 716,95 4,50 [Tidak Terlampaui
5. Mollo Selatan 3.969,48 2.264,84 1,75 |Tidak Terlampaui
6. Mollo Barat 4.271,03 937,95 4,55 |Tidak Terlampaui
7. | Mollo Tengah 1.947,02 1.006,75 1,93 [Tidak Terlampaui
8. Polen 4.894,52 1.771,39 2,76 |Tidak Terlampaui
9. Kota SoE 1.103,97 5.199,17 0,21 Terlampaui
10. | Amanuban Barat 6.320,82 3.318,28 1,90 |Tidak Terlampaui
11. | Kuatnana 6.211,13 2.152,84 2,89 [Tidak Terlampaui
12. | Batuputih 5.458,89 1.764,52 3,09 [Tidak Terlampaui
13. | Amanuban Selatan 14.735,27 3:153.59 4,67 |Tidak Terlampaui
14. | Noebeba 3.278,90 1.615,31 2,03 |Tidak Terlampaui
15. | Kuanfatu 4,827,61 2.559,13 1,89 |Tidak Terlampaui
16. | Kualin 7.983,44 2.621,69 3,05 |Tidak Terlampaui
17. | Amanuban Tengah 4.474,72 2.082,29 2,15 |Tidak Terlampaui
18. | Oenino 4.428,88 1.529,54 2,90 |Tidak Terlampaui
19. | Kolbano 4.428,79 2.504,94 1,77 |Tidak Terlampaui
20. | Amanuban Timur 5.556,06 2.070,55 2,68 |Tidak Terlampaui
21. | Fautmolo 2.162,03 966,29 2,24 |Tidak Terlampaui
22. | Fatukopa 3.509,24 789,86 4,44 |Tidak Terlampaui
23. | KiE 8.281,87 3.045,59 2,72 |Tidak Terlampaui
24. | Kot'olin 3.132,97 1.335,13 2,35 |Tidak Terlampaui
25. | Amanatun Selatan 3.817,54 2.368,09 1,61 |Tidak Terlampaui
26. | Nunkolo 4.840,68 1.723,19 2,81 |Tidak Terlampaui
27. | Boking 1.592,65 1.237,99 1,29 |Tidak Terlampaui
28. | Noebana 1.675,59 618,93 2,71 |Tidak Terlampaui
29. | Amanatun Utara 5.510,99 2.068,18 2,66 |Tidak Terlampaui
30. | Kokbaun 1.873,96 386,19 4,85 |Tidak Terlampaui
31. | Toianas 3.021,84 1.524,67 1,98 |Tidak Terlampaui
32. | Santian 3.423,02 770,64 4,44 |Tidak Terlampaui
2,41 [Tidak Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2029, Tahun 2024
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Daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan
Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum tidak terlampaui
atau dalam kondisi surplus dengan nilai indeks daya dukung pangan
(DDP) sebesar 2,41. Terdapat satu wilayah kecamatan di Timor
Tengah Selatan yang daya dukung penyediaan pangan dalam kondisi
terlampaui atau defisit, yaitu Kota SoE dengan nilai DDP 0,21.
Terdapat 18 wilayah kecamatan yang nilai DDP>2,47, yaitu
Kecamatan Kokbaun (4,85), Amanuban Selatan (4,67), Mollo Barat
(4,55), Nunbena (4,50), Fatukopa (4,44), Santian (4,44), Batuputih
(3,09), Kualin (3,05), Oenino (2,90), Tobu (2,89), Kuatnana (2,89),
Nunkolo (2,81), Pollen (2,76), KiE (2,72), Noebana (2,71), Mollo
Utara (2,68), Amanuban Timur (2,68), dan Amanatun Utara (2,66).
Ke-18 wilayah tersebut mampu berswasembada pangan dan mampu
memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Sementara,
13 wilayah lainnya juga memiliki daya dukung pangan dalam kondisi
tidak terlampaui namun wilayah tersebut mampu swasembada
pangan tetapi belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi
penduduknya dengan nilai DDP berkisar 1,29-2,35. Ke-13 wilayah
kecamatan tersebut adalah Kot'olin (2,35), Fautmollo (2,24),
Amanuban Tengah (2,15), Noebeba (2,03), Toianas (1,98), Mollo
Tengah (1,93), Amanuban Barat (1,90), Kuanfatu (1,89), Kolbano
(1,77), Mollo Selatan (1,75), Amanatun Selatan (1,61), Fatumnasi
(1,34), dan Boking (1,29). Untuk menjaga DDLH penyediaan pangan
agar tetap aman atau tidak terlampaui daya dukungnya dapat
dilakukan dengan dua skenario, yaitu: (1) Berupaya untuk
mengubah pola konsumsi masyarakat dan meningkatkan teknologi
yang dapat mendukung ketersediaan sumber daya alam dan (2)
Menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung,
memperbaiki kualitas jasa dari lingkungan, pengembangan dan
penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek
pembangunan, serta meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap

perubahan iklim.




2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
Hubungan antara ketahanan air, energi dan pangan menurut

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO)

berarti bahwa ketahanan air, ketahanan energi dan ketahanan pangan

saling terkait erat satu sama lain, yang berarti bahwa tindakan di satu

area tertentu sering kali dapat berdampak pada satu atau kedua area

lainnya.

a. Ketahanan energi
Peranan energi sangat penting dalam pembangunan. Salah satu
bentuk energi yang lebih dominan digunakan adalah energi listrik.
Kebutuhan energi listrik di wilayah Kabupaten TTS sebagian besar
disediakan oleh PT PLN (Persero). Rasio elektrifikasi Kabupaten TTS
termasuk pada kategori rendah. Berdasarkan data sampai dengan
Februari 2025, rasio elektrikfikasi total Kabupaten TTS adalah
87,679% (atau 107.809 Rumah Tangga). Ini berarti sampai tahun
2025 per bulan Februari masih terdapat 15.159 Rumah Tangga yang
belum memiliki akses Listrik dan terdapat enam (6) wilayah desa
yang belum terakses jaringan PLN yaitu: Dusun Punuf di Desa
Fatumnasi, Dusun Maun’ana di Desa Taneotob, Dusun Ne'ut Desa
Nuannoel, Desa Nenas, Desa Mutis dan Desa Nuapin. Wilayah yang
belum terakses jaringan PLN merupakan daerah enklave yang
dibatasi oleh kawasan hutan konservasi sehingga pemenuhan akses
Listrik oleh PLN belum dapat dipenuhi. Selain PLN upaya penyediaan
listrik juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga pihak swasta
dalam penyediaan listrik untuk masyarakat berupa PLTS Sehen.
Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai potensi pelayanan
listrik menggunakan tenaga angin (bayu) dengan lokasi berada pada
Kecamatan Nunkolo dan Kecamatan Mollo Tengah. Untuk lebih
jelasnya mengenai Rasio Elektrifikasi dapat dilihat pada Gambar 2.4
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Gambar 2.4
Rasio Elektrifikasi Kabupaten TTS
Sampai Dengan Februari 2025
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Sumber : Dinas ESDM Provinsi NTT Tahun 2025
B. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang
mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. IKP
menggunakan beberapa indikator untuk menghasilkan skor yang
mencerminkan kondisi ketahanan pangan secara keseluruhan di
suatu wilayah. IKP memberikan gambaran tentang bagaimana suatu
wilayah ~mampu memenuhi kebutuhan pangan  secara
berkelanjutan, mencakup aspek-aspek seperti: ketersediaan pangan,
akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan. Untuk Kabupaten

Timor Tengah Selatan berdasarkan data yang ada masuk dalam

kategori Tahan sedang dengan nilai Indeks Tahun 2024 sebesar
67,02. Untuk lebih jelasnya perihal Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat
pada Gambar berikut ini:

Tglcetak: 20 Agustus 2025 _ BABII. -38-
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Gambar 2.5
Indeks Ketahanan Pangan

IKP Kab. TTS
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Sumber: Badan Pangan Nasional Tahun 2020-2024

C. Kapasitas Daya Dukung Air

Air minum adalah salah satu kebutuhan vital masyarakat. Dengan
jumlah penduduk sebanyak 460.642 jiwa maka kebutuhan air
minum adalah 921.284 Liter/hari, jika diasumsikan kebutuhan air
setiap orang dalam 1 hari adalah sebanyak 2 Liter . Untuk
Kebutuhan air total untuk Kabupaten TTS adalah sebesar 736,22
juta m?®/tahun, sementara potensi ketersediaannya sebesar
1.073,49 juta m?®/tahun, sehingga statusnya surplus sebesar
337,27 juta m?®/tahun. Secara administratif, kebutuhan air
terbesar terdapat di Kecamatan Kota SoE sebanyak 65,34 juta
m?/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Kokbaun sebesar
4,83 juta m®/tahun. Ketersediaan air terbesar terdapat di
Kecamatan Amanuban Selatan yaitu 77.11 juta m®/tahun dan
terendah terdapat pada Kecamatan Kokbaun sebesar 0.90 juta
m?®/tahun. Terdapat 11 kecamatan yang status potensi daya
dukung airnya telah terlampaui di tahun 2022, yaitu Amanatun
Utara, Amanuban Tengah, Fautmollo, Amanuban Barat, KiE,
Amanatun Selatan, Kuanfatu, Nunkolo, Kot'olin, Kota SoE dan
Kokbaun. Sementara, 9 kecamatan memiliki daya dukung air yang
aman (sustain) adalah Kecamatan Mollo Barat, Nunbena,

Fatumnasi, Pollen, Fatukopa, Mollo Tengah, Amanuban Timur,

Noebeba dan Oenino. Selanjutnya, terdapat 12 wilayah yang status




daya dukung airnya dalam kondisi aman bersyarat, yaitu
Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Tobu, Mollo Utara, Mollo
Selatan, Batu Putih, Boking, Toianas, Santian, Kuatnana, Kolbano
dan Noebana. Penduduk Kabupaten TTS yang mengakses air
minum layak selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan,
sampai dengan tahun 2024 sebanyak 289.685 Jiwa (59,04%).

Tabel 2.14
Kondisi Akses Sumber Air Minum Layak Kabupaten TTS
Tahun 2020-2024
Tahun

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Uraian

Penduduk dengan
sumber air minum |198.428 |248.015 |277.192 |278.860 [285.161|289.685
layak

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2025

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas
A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Perubahan iklim berpengaruh terhadap lingkungan di Kabupaten
TTS. Kondisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
Kabupaten TTS dapat terlihat dari capaian nilai Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH Kabupaten TTS tahun
2021-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.6
Nilai IKLH Kabupaten TTS Tahun 2021-2024
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Berdasarkan data, nilai IKLH Kabupaten TTS pada tahun 2021
berada pada kategori Baik, sedangkan pada tahun 2022 nilai
IKLH mengalami penurunan dan berada pada kategori Sedang. Pada
tahun 2024 nilai IKLH kembali meningkat dan berada pada kategori
Baik. Nilai IKLH dibentuk dari 3 nilai indikator yaitu Indeks Kualitas
Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan
(IKL). Capaian IKA, IKU dan IKL Kabupaten TTS Tahun 2021-2024
dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.7
Nilai IKA, IKU dan IKL Kabupaten TTS
Tahun 2021-2024
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Sumber: ppkl.menlhk.go.id (diolah) Tahun 2025

Data menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten TTS selama 4
tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2024 nilai IKA Kabupaten
TTS adalah 60,53, termasuk dalam kategori Baik (60<IKA<70). Dari
data di atas juga terlihat bahwa nilai IKU Kabupaten TTS selama 4
tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2024 nilai IKU Kabupaten
TTS adalah 92,57, termasuk dalam kategori Sangat Baik (IKU>91).

Peningkatan nilai IKU menandakan semakin bagusnya Kkualitas
udara di suatu wilayah. Sedangkan untuk nilai IKL Kabupaten
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TTS perlu menjadi perhatian karena nilai berfluktuatif selama 4
tahun terakhir tetapi nilai IKL Kabupaten TTS berada pada kategori
Kurang Baik (50<IKL<60). Untuk menjaga kualitas udara agar tetap
konsisten dari waktu ke waktu, beberapa upaya dapat dilakukan
antara lain: pemantauan kualitas udara secara rutin, pengurangan
emisi dari berbagai sumber, penerapan teknologi bersih, penanaman

pohon dan penghijauan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

. Akses Sanitasi Aman dan Pengelolaan Persampahan

Data terkait sanitasi menunjukkan sampai dengan tahun 2024,
akses sanitasi layak di Kabupaten TTS telah mencapai 53,19%
atau 73.126 KK/RT. Angka dimaksud berkaitan langsung dengan
ketersediaan prasarana pengelolaan sampah yang meiputi
pengelolaan sampah dan penyediaan perangkat keras pengelolaan
limbah. Pengelolaan sampah terbagi atas pengumpulan sampah
dari rumah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan
pengumpulan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Pemerintah Kabupaten TTS

menyediakan 5 unit truk angkut sampah dan 1 unit motor angkut

Dalam pengelolaan persampahan,

sampah yang akan mengangkut sampah pada 28 unit TPS untuk
dikelola di 1 unit TPA dan 1 unit TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Tabel 2.15
Jumlah Sarana Persampahan di Kota SoE Tahun 2024

Jumlah Sarana Produksi
TPS TPA TPS Produksi | (Ton/Tahun) | Pengolahan
(Unit) (Unit) |3 R (Unit) |(Ton/Tahun)|  sd 2023 (Ton)
28 1 1 10.400 42.148 42

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2025

Memperhatikan data dalam tabel yang ada maka diketahui bahwa
ketersedian Tempat Penampungan Sampah dan TPA Kkhusus
Kecamatan Kota SoE telah memadai akan tetapi perlu diperhatikan
manajemen pengangkutan sampah yang ada. Untuk Pengelolaan
persampahan masih terbatas pada Kecamatan Kota SoE dan wilayah
sekitarnya sedangkan untuk keseluruhan kecamatan di Kabupaten
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Timor Tengah Selatan masih menggunakan pembuangan sampah
dengan metode ini penimbunan sampah di lahan terbuka,

pembakaran terbuka, atau pembuangan langsung di lahan kosong.

2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana alam merupakan tantangan pembangunan yang tidak
bisa dihindari di berbagai daerah termasuk Kabupaten Timor Tengah
Selatan. Setiap daerah, memiliki potensi bencana yang berbeda, sesuai
dengan tipe, karakteristik dan potensi alam yang ada di wilayah
tersebut. Potensi kebencanaan di Kabupaten TTS didominasi oleh
bencana alam karena cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir dan
kekeringan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur
tingkat risiko bencana suatu wilayah yaitu Indeks Risiko Bencana
(IRB). Indeks ini dihitung berdasarkan komponen penyusun bahaya,
kerentanan dan kapasitas pemerintah daerah. Data Indeks Resiko
Bencana (IRB) Kabupaten TTS selama tahun 2020-2024 terdapat di

bawah ini.
Gambar 2.8
Nilai IRB Kabupaten TTS Tahun 2019-2023
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Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten TTS termasuk
dalam wilayah dengan kategori risiko tinggi untuk kebencanaan.
Penanggulangan bencana (mitigasi dan penanganan pasca bencana)

perlu menjadi perhatian karena terjadi berulang setiap tahun dan

merupakan isu yang

berkelanjutan.
2.1.7 Aspek Demografi
A. Jumlah Penduduk

Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah kabupaten dengan jumlah
penduduk terbesar di Provinsi NTT. Jumlah penduduk Kabupaten
TTS tahun 2024 sebanyak 490.642 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel 2.16

kaitannya

dengan pembangunan

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kabupaten Timor Ten

ah Selatan Tahun 2024

Tglcetak: 20 Agustus 2025

No e Jumlah Penduduk Jumlah
Laki-Laki | Perempuan
1 | Mollo Utara 12.881 12.741 25.622
2 | Fatumnasi 3.493 3.531 7.024
3 | Tobu 5.313 5.383 10.696
4 | Nunbena 2.811 ATTT 5.588
5 | Mollo Selatan 9.391 9.367 18.758
6 | Polen 7.360 7.489 14.849
7 | Mollo Barat 4.169 4.159 8.328
8 | Mollo Tengah 4.120 4.113 8.233
9 | Kota Soe 21.064 20.958 42.022
10 | Amanuban Barat 13.581 13.547 27.128
11 | Batu Putih 7.475 7.436 14.911
12 | Kuatnana 8.867 8.788 17.655
13 | Amanuban Selatan 13.266 13.335 26.601
14 | Noebeba 6.562 6.451 13.013
15 | Kuanfatu 9.967 10.058 20.025
16 | Kualin 11.297 11.273 22.570
17 | Amanuban Tengah 8.539 8.807 17.346
18 | Kolbano 10.439 10.590 21.029
Oenino 6.053 6.095 12.148




No S Jumlah Penduduk Jumlah
Laki-Laki | Perempuan
20 | Amanuban Timur 8.407 8.514 16.921
21 | Fautmolo 4.029 4.147 8.176
22 | Fatukopa 3.129 3.113 6.242
23 | Kie 11.754 12.190 23.944
24 | Kot'olin 5.962 6.066 12.028
25 | Amanatun Selatan 9.411 9.946 19.357
26 | Boking 5.360 5.506 10.866
27 | Nunkolo 7.142 7.291 14.433
28 | Noebana 2.552 2.570 5.122
29 | Santian 3.265 3.484 6.749
30 | Amanatun Utara 8.226 8.803 17.029
31 | Toianas 6.194 6.562 12.756
32 | Kokbaun 1.679 1.794 3.473
Timor Tengah Selatan 243.758 246.884 490.642

Sumber : Dinas DukCaPil Kab. TTS Tahun 2025
Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel dapat diketahui
bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kota SoE yaitu
42.022 jiwa dan yang terendah di Kecamatan Kokbaun dengan
jumlah penduduk 3.473 jiwa. Penduduk terbesar di Kecamatan Kota
Soe karena merupakan Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan.

B. Komposisi Penduduk
Komposisi penduduk Kabupaten TTS digambarkan melalui
perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selama
5 tahun terakhir
umur tahun terakhir, yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.17
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten TTS Tahun 2019 - 2024

dan jumlah penduduk menurut kelompok

No Jenis Tahun

' Kelamin 2020 2021 2022 2023 2024%)
1 Perempuan | 229.141 | 230.491 |231.627 | 239.035 246.884
2 Laki-laki 226.269 | 227.467 | 228.489 | 235.486 | 243.758
Total 455.410 | 457.958 [ 460.116 | 474.521 | 490.642

Sumber:

Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025 dan *) Dinas DukCaPil Kab. TTS
Tahun 2025




Berdasarkan data tersebut di atas, penduduk Kabupaten TTS
didominasi oleh penduduk perempuan dengan kondisi pada tahun
2024 terdiri dari 50,32% perempuan dan 49,68% laki-laki,
sedangkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di
Kabupaten TTS pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk
kelompok umur 10-14 tahun dan diikuti kelompok umur 15-19
tahun dan yang paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.10
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di
Kabupaten TTS Tahun 2024
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Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025  (diolah)

C. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten TTS yang disajikan dalam
dokumen ini menerapkan metode komponen kohort dengan
pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik serta
dihitung dengan aplikasi Rural Urban Projection (RUP). Metode ini
menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk
di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan

indikator Total Fertility Rate (TFR), asumsi kematian dengan
menggunakan indikator Infant Mortality Rate (IMR) dan Umur

Tal cetak: 20 Agustus 2025




Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan
indikator Age-Specific Net Migration Rate (ASNMR). Data penduduk
dasar yang digunakan bersumber dari penduduk hasil SP2020.

Tabel 2.18
Asumsi Proyeksi Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Parameter 2025 2030 2035 2040 2045
PENDUDUK
Laki-laki (000) 242,01 258,14 273,86 93,37 314,90
Perempuan (000) 245,99 263,14 79,84 300,94 324,51
Total (0O00) 488,00 521,28 53.7 594,31 639,41
Sex Ratio (%) 98,38 98,10 97.86 97,48 97,04

Komposisi Umur (%)

0-14 27,42 26,85 27,86 27,49 27,09
15-64 64,76 64,55 62,85 62,38 61,87
65+ 7,82 8,60 9,29 10,13 11,03

Dependency Ratio (%) 54,41 54,93 59,11 60,30 61,62

Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025

BIER

Jumlah penduduk Kabupaten TTS diproyeksikan sebesar 488
ribu jiwa pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 639,41 ribu jiwa
pada tahun 2045 dengan kepadatan penduduk meningkat dari 123
jiwa/km2 pada tahun 2025 menjadi 162 jiwa/km2 pada tahun 2045.
Komposisi penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan
lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2025,
jumlah penduduk laki-laki sebanyak 242,01 ribu jiwa dan
perempuan sebesar 245,99 ribu jiwa. Pada tahun 2045, jumlah
penduduk laki-laki meningkat menjadi 314,90 jiwa, namun lebih
sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar
sex ratio yang cenderung menurun antar periode. Angka sex ratio
pada tahun 2025 sebesar 98,38 persen kemudian menurun menjadi
97,04 persen di tahun 2045 menggambarkan bahwa jumlah
penduduk perempuan cenderung lebih besar dibandingkan jumlah
penduduk laki- laki.

Sesuai proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok
umur, jumlah penduduk terbesar ialah pada usia 0-4 tahun yaitu
sebesar 50,98 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 64,65 ribu jiwa

pada tahun 2045. Namun, penambahan jumlah penduduk terbesar
ialah pada kelompok umur 5-9 tahun. Pada tahun 2025 jumlah

TGl cetak: 20 Agustiis BAB II. -47-
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penduduk kelompok ini sebanyak 37,77 ribu jiwa kemudian
bertambah sebanyak 18,09 ribu jiwa menjadi 55,86 ribu jiwa pada
tahun 2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut
ini:

Gambar 2.11

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Berdasarkan
Kelompok Umur Tahun 2025-2045

m2025 w2030 ®m2035 ®m2040 m 2045

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025
Penambahan jumlah penduduk perempuan tertinggi selama

periode 2025-2045 ialah pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu
meningkat sebanyak 8,71 ribu jiwa. Pada penduduk laki-laki, kelompok
umur 5-9 tahun mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 9,46 ribu
jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi, terdapat penurunan jumlah penduduk
pada kelompok umur 15-19 tahun selama periode 2025-2045 baik
penduduk perempuan maupun laki-laki. Pada tahun 2025 jumlah
penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 23,33 ribu
jiwa menurun menjadi 17,46 ribu jiwa, sedangkan untuk penduduk laki-

laki dari 24,28 ribu jiwa menurun menjadi 17,53 ribu jiwa.
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2.1.8 Aspek Demografi
A. Jumlah Penduduk

Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah kabupaten dengan
jumlah penduduk terbesar di Provinsi NTT. Jumlah penduduk
Kabupaten TTS tahun 2024 sebanyak 490.642 jiwa. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.19

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024

No Ketariniar Jumlah Penduduk Jumlah
Laki-Laki | Perempuan
1 | Mollo Utara 12.881 12.741 25.622
2 | Fatumnasi 3.493 3.531 7.024
3 | Tobu 5.313 5.383 10.696
4 | Nunbena 2.811 20T 5.588
S | Mollo Selatan 9.391 9.367 18.758
6 | Polen 7.360 7.489 14.849
7 | Mollo Barat 4.169 4.159 8.328
8 | Mollo Tengah 4.120 4.113 8.233
9 | Kota Soe 21.064 20.958 42.022
10 | Amanuban Barat 13.581 13.547 27.128
11 | Batu Putih 7.475 7.436 14.911
12 | Kuatnana 8.867 8.788 17.655
13 | Amanuban Selatan 13.266 13.335 26.601
14 | Noebeba 6.562 6.451 13.013
15 | Kuanfatu 9.967 10.058 20.025
16 | Kualin 11.297 11.273 22.570
17 | Amanuban Tengah 8.539 8.807 17.346
18 | Kolbano 10.439 10.590 21.029
19 | Oenino 6.053 6.095 12.148
20 | Amanuban Timur 8.407 8.514 16.921
21 | Fautmolo 4.029 4.147 8.176
22 | Fatukopa 3.129 3.113 6.242

Tglcetak: 20 Agustus 2025
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No - tar Jumlah Penduduk Jumlah
Laki-Laki | Perempuan
23 | Kie 11.754 12.190 23.944
24 | Kot'olin 5.962 6.066 12.028
25 | Amanatun Selatan 9.411 9.946 19.357
26 | Boking 5.360 5.506 10.866
27 | Nunkolo 7.142 7.291 14.433
28 | Noebana 2.552 2.570 5.122
29 | Santian 3.265 3.484 6.749
30 | Amanatun Utara 8.226 8.803 17.029
31 | Toianas 6.194 6.562 12.756
32 | Kokbaun 1.679 1.794 3.473
Timor Tengah Selatan 243.758 246.884 490.642

Sumber : Dinas DukCaPil Kab. TTS Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel dapat diketahui

bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kota SoE yaitu

42.022 jiwa dan yang terendah di Kecamatan Kokbaun dengan
jumlah penduduk 3.473 jiwa. Penduduk terbesar di Kecamatan

Kota Soe karena merupakan Ibukota Kabupaten Timor Tengah

Selatan.

Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten TTS digambarkan melalui

perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selama

5 tahun terakhir dan jumlah penduduk menurut kelompok

umur tahun terakhir, yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.20
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten TTS Tahun 2019 - 2024

No

Jenis
Kelamin

Tahun

2020

2021

2022

2023

2024%)

Perempuan

229.141

230.491

231.627

239.035

246.884

2

Laki-laki

226.269

227.467

228.489

235.486

243.758

Total

455.410

457.958

460.116

474.521

490.642

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025 dan *) Dinas
DukCaPil Kab. TTS Tahun 2025

28 Tglcetak: 20 Agustus 2025
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Berdasarkan data tersebut di atas, penduduk Kabupaten TTS
didominasi oleh penduduk perempuan dengan kondisi pada tahun
2024 terdiri dari 50,32% perempuan dan 49,68% laki-laki,
sedangkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di
Kabupaten TTS pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk
kelompok umur 10-14 tahun dan diikuti kelompok umur 15-19
tahun dan yang paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.10
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten
TTS Tahun 2024

7

30,000 20,000 10,000 - 10,000 20,000 30,000

= Laki-Laki m Perempuan

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

C. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten TTS yang disajikan dalam
dokumen ini menerapkan metode komponen kohort dengan
pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik serta
dihitung dengan aplikasi Rural Urban Projection (RUP). Metode ini
menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk
di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan
indikator Total Fertility Rate (TFR), asumsi kematian dengan
menggunakan indikator Infant Mortality Rate (IMR) dan Umur
Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan
menggunakan indikator Age-Specific Net Migration Rate (ASNMR).
Data penduduk dasar yang digunakan bersumber dari penduduk
hasil SP2020.

); Tglcetak: 20 Agustus 2025 i - BAB II. -51-
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Tabel 2.21
Asumsi Proyeksi Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Parameter 2025 2030 2035 2040 2045
PENDUDUK
Laki-laki (000) 242,01 | 258,14 273,86 | 293,37 | 314,90
Perempuan (000) 245,99 | 263,14 279,84 | 300,94 | 324,51
Total (000) 488,00 | 521,28 8553.7 594,31 | 639,41
Sex Ratio (%) 98,38 98,10 97,86 97.48 97,04
Komposisi Umur (%)
0-14 27,42 26,85 27,86 27,49 27,09
15-64 64,76 64,55 62,85 62,38 61,87
65+ 7.82 8,60 9,29 10,13 11.03
Dependency Ratio (%) 54,41 54,93 59,11 60,30 61,62

Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025

Jumlah penduduk Kabupaten TTS diproyeksikan sebesar 488 ribu
jiwa pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 639,41 ribu jiwa
pada tahun 2045 dengan kepadatan penduduk meningkat dari 123
jiwa/km? pada tahun 2025 menjadi 162 jiwa/km? pada tahun 2045.
Komposisi penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan
lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2025,
laki-laki sebanyak 242,01 ribu jiwa dan
perempuan sebesar 245,99 ribu jiwa. Pada tahun 2045, jumlah

jumlah penduduk

penduduk laki-laki meningkat menjadi 314,90 jiwa, namun lebih
sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar
sex ratio yang cenderung menurun antar periode. Angka sex ratio
pada tahun 2025 sebesar 98,38 persen kemudian menurun
menjadi 97,04 persen di tahun 2045 menggambarkan bahwa
jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar dibandingkan
jumlah penduduk laki- laki.

Sesuai jumlah

kelompok umur, jumlah penduduk terbesar ialah pada usia 0-4

proyeksi penduduk berdasarkan

tahun yaitu sebesar 50,98 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi
jumlah
ialah pada kelompok umur 5-9 tahun. Pada

64,65 ribu jiwa pada tahun 2045. Namun, penambahan

terbesar

penduduk
tahun 2025 jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 37,77 ribu
jiwa kemudian bertambah sebanyak 18,09 ribu jiwa menjadi 55,86
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ribu jiwa pada tahun 2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar berikut ini:

Gambar 2.12
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Berdasarkan
Kelompok Umur Tahun 2025-2045
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Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025
Penambahan jumlah penduduk perempuan tertinggi selama
periode 2025-2045 ialah pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu
meningkat sebanyak 8,71 ribu jiwa. Pada penduduk laki-laki,
kelompok umur 5-9 tahun mengalami peningkatan tertinggi sebanyak
9,46 ribu jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi, terdapat penurunan jumlah
penduduk pada kelompok umur 15-19 tahun selama periode 2025-
2045 baik penduduk perempuan maupun laki-laki. Pada tahun 2025
jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak
23,33 ribu jiwa menurun menjadi 17,46 ribu jiwa, sedangkan untuk
penduduk laki-laki dari 24,28 ribu jiwa menurun menjadi 17,53 ribu

jiwa.
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Gambar 2.13
Piramida Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045
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Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025

Jumlah penduduk kelompok umur 0-14 tahun

(di bawah 15 tahun) diproyeksikan bertambah selama periode 2025-

2024.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk kelompok ini sebanyak

133,82 ribu jiwa, bertambah menjadi 173,24 ribu jiwa pada tahun

2045.

Jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia

produktif) diproyeksikan meningkat selama periode 2025-2045. Pada
tahun 2025, penduduk umur 15-64 tahun sebanyak 316,05 ribu jiwa
kemudian bertambah menjadi 395,62 ribu jiwa pada tahun 2045.
Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia atau di atas 64 tahun dari

hasil proyeksi menunjukan peningkatan selama periode 2025-2045.
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Pada tahun 2025, jumlah penduduk lansia sebanyak 38,15 ribu jiwa
bertambah menjadi 70,54 ribu jiwa pada tahun 2045. Rasio
ketergantungan di Kabupaten TTS diproyeksikan meningkat selama
periode 2025-2045. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan sebesar
54,41 persen, artinya ada sebanyak 54-55 penduduk usia non
produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Kondisi ini
meningkat di tahun 2045 yaitu sebesar 61,62 persen, atau terdapat
61-62 penduduk usia non produktif untuk setiap 100 penduduk
usia produktif.

Gambar 2.14
Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten TTS
Tahun 2025-2045
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Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi
2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data PDRB merupakan salah satu data statistik yang
digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu
wilayah dalam periode waktu tertentu. Gambaran PDRB disajikan
dalam 2 penilaian yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB
Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Harga Berlaku disusun berdasarkan
harga yang berlaku pada tahun berjalan dan bertujuan untuk melihat

struktur perekonomian. Sedangkan PDRB Harga Konstan disusun
berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur
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pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk perkembangan PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten TTS Tahun 2020-2024 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22
PDRB Kab. TTS Tahun 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024
No Lapangan Usaha
Rp. 5 Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
A |Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 350469 4412 3,681.22 | 44.66 402079 | 4564 4,361.80 4593| 4,776.98 | 46.64
B |Pertambangan dan penggalian 109.45 1.38 112.12 1.36 117.31 1.33 123.34 1.30 128.61 1.26
C Industri Pengolahan 49.00 0.62 4993 0.6l 55.58 0.63 62.34 0.66 67.46 0.66
D  |Pengadaan Listrik dan Gas 3.14 0.04 3.39 0.04 3.86 0.04 441 0.05 4.84 0.05
E  |Pengadaan Air; Pengelolaan Sampab 1.41 0.02 1.60 0.02 1.68 0.02 1.76 0.02 1.88 0.02
Limbah dan Daur Ulang
F |Knmtmh 685.70 8.63 753.64 9.14 804.09 9.13 901.96 9.50 913.83 892
G |Perdagangan Besar dan Eceran; 474.57 597 504.93 6.13 566.45 6.43 638.65 6.73 726.68 1.09
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 101.68 1.28 105.50 1.28 112.10 1.27 12391 1.30 154.52 1.51
1 |Penyediaan Akomodasi dan Makan 660 008 674 008 713 | o008 774|008 864 [ 008
Minum
J  |Informas: dan Komunikas: 573.65 .22 597.96 725 626.68 7.11 639.02 6.73 642.11 6.27
K |Jasa Keuangan dan Asuransi 2371.76 299 257.84 3.13 282.58 321 290.94 3.06 303.37 2.96
L |Real Estat 192.30 242 192.27 223 213.08 242 238.19 2.51 265.21 259
MN  |Jasa Perusahaan 4.78 0.06 407 0.05 444 0.05 5.02 0.05 6.12 0.06
] Administrasi Pemerintahan, 1,287.21 16.21 1,251.71 15.18 1,256.76 14.26 1,305.51 13.75 1,388.93 13.56
Pertanahan dan Jamunan Somal Wapb
P |Jasa Pendidikan 522.40 6.58 319.31 6.30 53191 6.04 565.69 5.96 603.94 5.90
Q  |Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 127.61 1.61 141.86 .72 143.57 1.63 159.20 1.68 178.18 174
RS,T,U [Jasa Lannya 60.81 0.77 59.06 0.72 62.36 0.71 66.97 0.71 71.94 0.70
Produk Domestik Regional Bruto 7,942.76| 100.00| 8,243.25| 100.00 8,810.37| 100.00 9,496.45| 100.00| 10,243.24 | 100.00

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025
Memperhatikan tabel diatas maka diketahui pertumbuhan PDRB

Kabupaten TTS baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar
Harga Konstan tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan merupakan kontribusi terbesar PDRB di
Kabupaten TTS (di atas 40%) dan jika dilihat dari nilai kontribusinya
dimana peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,50, sektor ini tidak
terdampak pandemi Covid-19, walaupun pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten TTS pada saat pandemi Covid-19 (tahun 2020) mengalami
konstraksi -0,06%. Pada saat pandemi Covid-19 terdapat beberapa

sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan nilai karena

pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19 yaitu sektor
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konstruksi, perdagangan, real estate dan jasa lainnya. Berdasarkan
data pada tabel diatas juga dapat diketahui selama 5 tahun
terakhir terdapat 8 sektor yang mengalami kecenderungan peningkatan
yaitu: 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Industri
Pengolahan, 3) Pengadaan Listrik dan Gas, 4) Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 5) Informasi dan Komunikasi,
6) Jasa Keuangan dan Asuransi dan 7) Pertambangan dan Penggalian

dan 8) Konstruksi.

2.2.1.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan perbandingan antara jumlah PDRB
dengan jumlah penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita dapat
digunakan sebagai alat pengukur pertumbuhan dan kesejahteraan
ekonomi yang lebih baik, karena lebih menggambarkan mengenai nilai
tambah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing individu disuatu
NTT,
Kabupaten TTS dan kabupaten sekitarnya dapat dilihat pada

daerah. Gambaran PDRB perkapita Indonesia, Provinsi

gambar berikut ini:

Tabel 2.23
PDRB Per Kapita Indonesia, Provinsi NTT Kabupaten TTS dan Kabupaten
Sekitarnya Tahun 2020-2024

: Tahun / (Ribu Rupiah)

Mt or 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
PDRB Perkapita 57.289 | 62.259 | 71.043 | 74.964 | 78.600
Indonesia
El':;}?B Perkapita Provinsi 20.057 | 20.555| 21.657 | 23.078 | 24.272
PDRB Perkapita 17.452 | 17.885| 18.836| 20.013 | 21.283
Kabupaten TTS
PDRB Perkapita 20.938 | 21.621 | 22.733| 24.332 | 25.954
Kabupaten Kupang
PDRB Perkapita 15.757 | 16.052 | 16.822| 17.767 | 18.717
Kabupaten TTU
PDRB Perkapita 20.946 | 21.204 | 22.251| 23.724 | 25.163
Kabupaten Belu

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

Tglcetak: 20 Agustus 2t
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Selama S tahun terakhir (2019-2024), PDRB per kapita
Kabupaten TTS mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB per
kapita sebesar Rp. 16.909.640,23,- kemudian meningkat menjadi Rp.
21.283.000,00 pada tahun 2024 akan tetapi apabila dilakukan
pembanding dengan kabupaten sekitarnya maka perlu ada
upaya/terobosan baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1.3 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat
inklusivitas pembangunan di suatu wilayah dapat terlihat pada nilai
IPEI. Nilai IPEI diukur melalui 3 pilar/aspek yaitu: aspek
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan
dan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan.
Berdasarkan data tahun 2019-2021, nilai pilar 1 sampai 3 Kabupaten
TTS cenderung meningkat walaupun tidak signifikan dan masih
berada di bawah nilai provinsi.

Gambar 2.15
Perkembangan Pilar Pembentuk Nilai IPEI Kabupaten TTS dan Provinsi
NTT Tahun 2019-2021
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Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025

2.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi -0,06%
akibat dampak pandemi Covid-19. Tahun 2021-2024 pertumbuhan
ekonomi Kabupaten TTS kembali tumbuh positif dan terus mengalami
peningkatan pada kisaran 3% walaupun belum mencapai angka
pertumbuhan seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh
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sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi positif yang terjadi di Kabupaten
TTS relevan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. Rincian
pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTS dibandingkan dengan Provinsi
NTT dan Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.16
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten TTS, Provinsi NTT
dan Indonesia Tahun 2020 - 2024
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Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Selama rentang S tahun
terakhir, nilai indeks gini Kabupaten TTS cenderung menurun. Pada
tahun 2020-2022 kondisi ketimpangan pengeluaran Kabupaten TTS
berada dalam kategori ketimpangan taraf sedang/moderat (nilai
indeks gini antara 0,3-0,5), sedangkan pada tahun 2023, nilai indeks
gini adalah 0,284 berada dalam kategori ketimpangan taraf rendah

(nilai indeks gini < 0,3).
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Gambar 2.17
Indeks Gini Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2020 - 2024
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= Indeks Gini Kabupaten TTS 0.304 0301 0.300 0.284 0.280

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

2.2.1.6 Angka Kemiskinan

Angka Kkemiskinan di Kabupaten TTS tahun 2020-2023
mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 2,81%
dari tahun dasar 2020 sebesar 27,49% menjadi 24,68% di tahun
2024. Angka kemiskinan Kabupaten TTS menduduki posisi ke 8
tertinggi di Provinsi NTT, tetapi dari sisi jumlah penduduk miskinnya
Kabupaten TTS memiliki jumlah miskin tertinggi di Provinsi NTT. Jika
dibandingkan dengan provinsi dan nasional, kondisi angka
kemiskinan Kabupaten TTS berada di atas provinsi dan nasional.
Rincian penurunan persentase kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi

NTT dan Indonesia selengkapnya, dapat dilihat pada gambar di bawah

ini.
Gambar 2.18
Angka Kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi NTT
dan Indonesia Tahun 2019 - 2024
Angka kemiskinan Indonesia, Prov. NTT dan Kab. TTS
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Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam
memenuhi kebutuhan dasar penduduk dengan batasan pendapatan
kurang dari US$ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Pada tahun
2020 persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten TTS sebesar
17,14% (80.430 jiwa), menurun menjadi 6,56% (30.960 jiwa) di tahun
2021, meningkat kembali di tahun 2022 sebesar 13,01% (61.570 jiwa)
dan menurun signifikan pada tahun 2023 menjadi 6,40% (30.380
jiwa). Data kemiskinan ekstrem tahun 2024 belum dirilis secara
resmi. Data kemiskinan ekstrem di Kabupaten TTS, Provinsi NTT
dan Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.19
Kemiskinan Ekstrem Kabupaten TTS, Provinsi NTT
dan Indonesia Tahun 2020 - 2022
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Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2023 dan Satgas Data P3KE (diolah)

2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten TTS dari tahun
2020 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan.
Secara kumulatif rata-rata per tahun 0,03. Dalam kurun waktu 5
tahun terakhir peningkatan TPT dimulai sejak tahun 2022 karena
adanya efek dari pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan
provinsi dan nasional, angka TPT Kabupaten TTS masih berada di
bawah provinsi dan nasional. Rincian angka TPT Kabupaten TTS,
Provinsi NTT dan Indonesia selengkapnya, dapat dilihat pada gambar
berikut ini.
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Gambar 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten TTS, Provinsi NTT
dan Indonesia Tahun 2020 - 2024
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Sumber: www.bps.go.id, https://ntt.bps.go/id, https://timortengahselatankab.bps.go.id (diolah)

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua
2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Beberapa
indikator yang digunakan untuk memperoleh nilai IKS disajikan pada
gambar di bawah ini.

Gambar 2.21
Perkembangan Indikator Pembentuk IKS Kabupaten TTS Tahun 2020-2023

Indikator 2020

Angka Kesakitan

Rata-rata Lama Pemberian ASI 10.5 10.69 10,1 11.05
(Bulan)

| Persentase Perempuan yang 732 7424 8258 79.4l
Melahirkan di Fasilitas
Kesehatan

Persentase Perempuan

Menurut Status Penggunaan

Alat/Cara KB

' Pernah Menggunakan 19,16 15,02 24.6 24.8

Sedang Menggunakan 37.9 41,96 39.8 39.6

‘Tidak Pernah Menggunakan 42,94 43.02 35,6 35.6




Berdasarkan data selama 4 tahun terakhir angka kesakitan d;
Kabupaten TTS berfluktuasi. Sedangkan untuk indikator rata-rata lama
pemberian ASI, cenderung meningkat dengan durasi pemberian ASI di
tahun 2023 sampai dengan 11 bulan. Untuk indikator persentase
perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan menunjukkan
kecenderungan peningkatan. Sedangkan untuk penggunaan alat
kontrasepsi, PUS yang tidak menggunakan alat/cara KB menunjukkan
kecenderungan penurunan sedangkan untuk PUS yang sedang
menggunakan alat/cara KB cenderung mengalami peningkatan.

2.2.2.2 Prevalensi Stunting

Prevalensi  stunting merupakan  jumlah  keseluruhan
permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah
daerah. Persentase balita stunting di Kabupaten TTS tahun 2020-
2023 mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan selama 5
tahun terakhir sebesar 6,5%. Pada tahun 2019 sebesar 48,10%
menurun menjadi 28,30% pada tahun 2022, sedangkan tahun 2023-
2024 terdapat kenaikan menjadi 56,8 dengan metode survei yang
diakui oleh nasional. Prevalensi stunting di Kabupaten TTS masih
lebih tinggi dibanding provinsi dan nasional. Gambaran data
penurunan dan peningkatan presentase stunting sangat tergantung
dari system yang digunakan dalam perhitungan persentase dimaksud.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.22
Prevalensi Stunting Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2020 - 2024
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2.2.2.3 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan
indikator kunci untuk menilai kualitas kesehatan masyarakat di
suatu daerah. UHH menggambarkan rata-rata usia yang dapat dicapai
oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan
saat ini tetap bertahan sepanjang hidup. Di Kabupaten TTS merujuk
pada data dapat diketahui bahwa Usia Harapan Hidup masyarakat
meningkat dari tahun 2020 sebesar 70,61 menjadi 71,22 pada tahun
2024. Meningkatnya UHH di Kabupaten TTS perlu diperhatikan
karena dapat memicu tantangan baru, yaitu meningkatnya old age
dependency ratio atau rasio ketergantungan lansia. Rasio tersebut
menunjukkan beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif
untuk membiayai penduduk lansia dan penduduk lain yang tidak
produktif secara ekonomi.

Gambar 2.23
Usia Harapan Hidup Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2020 - 2024
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2.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata
2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
adalah dua indikator penting dalam pendidikan yang menggambarkan
tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah. HLS adalah harapan
lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada
umur tertentu, sedangkan RLS adalah rata-rata lama sekolah yang
telah dialami oleh penduduk dewasa. Rata-rata lama sekolah di
Kabupaten TTS berdasarkan data yang ada mengalami peningatan dari
6,73 pada tahun 2020 menjadi 7,21 pada tahun 2024. Masih ada
harapan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah bagi penduduk
usia dibawah 25 tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai Harapan Lama
Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dapat dilihat pada gambar
berikut ini:

Gambar 2.24
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2020 - 2024
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2.2.3.2 Angka Literasi dan Numerasi
Berdasarkan data pada tahun 2024, terdapat 40,02% peserta
didik tingkat SD dan 21,38% peserta didik tingkat SMP di
Kabupaten TTS yang telah mencapai standar kompetensi minimum
untuk literasi membaca. Sedangkan untuk kompetensi numerasi,
terdapat 41,53% peserta didik tingkat SD dan 35,35% peserta didik
tingkat SMP di Kabupaten TTS yang telah mencapai standar
kompetensi minimum untuk numerasi. Sesuai kategori tingkat
aktivitas literasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud maka nilai
angka literasi dan numerasi Kabupaten TTS masuk dalam kategori
rendah (20,01 - 40,00). Pengukuran data literasi dan numerasi

dilakukan mulai tahun 2022.

Gambar 2.25
Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten TTS
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2.2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran
terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam
membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar
sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat yang
diukur melalui aspek pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan
koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan
masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, Kketerlibatan
masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi dan anggota
perpustakaan. Untuk lebih jelasnya tentang nilai [PLM Kabupaten TTS

dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 2.26
Nilai IPLM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
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Sumber: Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan data tahun 2022, IPLM Kabupaten TTS berada di
atas Provinsi NTT dan nasional yakni 72,91, namun pada tahun 2023
dan 2024 nilai IPLM Kabupaten TTS mengalami penurunan yang
cukup signifikan yaitu 17,78 poin dan 34,33 berada di bawah nilai
provinsi dan nasional karena belum adanya dukungan anggaran
dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana
belajar. Untuk data tahun 2020-2021 belum dapat disajikan karena
tidak dilakukan pengukuran.

2.2.3.4 Indeks Literasi Digital (ILD)

Literasi digital berhubungan dengan kecakapan (life skill) karena
tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan meliputi kemampuan
untuk belajar, berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan
kompetensi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI baru
merilis ILD untuk level kabupaten pada tahun 2022 secara khusus
untuk kabupaten 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Data tahun
2022 menunjukkan ILD Kabupaten TTS adalah 3,29 dan masih
berada di bawah provinsi dan nasional. Literasi digital sangat
dipengaruhi oleh kecepatan internet, jumlah operator seluler yang
beroperasi di wilayah, kestabilan sinyal dan wilayah keterjangkauan
WIF1/ fiber optic.
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Gambar 2.27
Nilai ILD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2022
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Sumber: Kementerian Kominfo RI Tahun 2022 (diolah)

2.2.3.5 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Nilai IMDI menggambarkan tingkat kompetensi dan

keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik

dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Nilai

IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu Infrastruktur dan

Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan dan Pekerjaan. Data
IMDI dimulai dari tahun 2022. Berdasarkan data 2 tahun terakhir,
nilai IMDI Kabupaten TTS pada tahun 2022 sebesar 24,22 meningkat
13,87 di tahun 2023 menjadi 38,09. Pilar penyumbang terbesar
untuk nilai IMDI Kabupaten TTS adalah pilar Infrastruktur dan
Ekosistem dan Ketrampilan Digital.
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Gambar 2.28
Nilai IMDI Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2022-2023
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Sumber: Kementerian Kominfo RI Tahun Tahun 2024 (diolah)

Perlindungan Sosial Yang Adaptif

2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu

tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan

perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Program ini
ditujukan untuk melindungi pekerja dari risiko-risiko yang dapat
terjadi selama bekerja, seperti kecelakaan, kematian dan kebutuhan
perawatan Kesehatan. Untuk Kabupaten TTS dapat dilihat bahwa
program ini telah berjalan akan tetapi belum dapat dilakukan secara
maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.24
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kab. TTS Tahun 2021-2024

Potensi TK Aktif TK Aktif COVERAGE/Kepesertaan

e Eglfg;‘ BPU Total 521?33 BPU | Total ngfgg BPU | Total
1 2 3 4 5 6 7 | 8=5/2 |9=6/3[10=7/4

2021 | 210.403 | 376.843 | 587.246 | 35.727 | 3.601 | 39.328 | 16,98 | 0,96 | 6,70

2022 | 42.390 | 117.116 | 159.506 | 49.754 | 4.785 | 54.539 | 117,37 | 4,09 | 34,19

2023 | 43.518 | 92.302 | 135.820 | 27.696 | 7.300 | 34.996 | 63,64 | 7,91 | 25,77

2024 | 18.670 | 54.689 | 73.350 | 41.136 | 6.060 | 47.205 | 220,33 | 11,10 | 64,35

Sumber : Dinas Nakertrans Kabupaten TTS Tahun 2025
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2.2.5
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Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral
dan modal dasar pembangunan, melalui peningkatan internalisasi dan
aktualisasi nilai- nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat sangat
diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah.
Pengukuran nilai indeks ini sampai pada tingkat provinsi. Merujuk
pada data Indeks Kerukunan Umat Beragama di NTT maka dapat
diketahui bahwa Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi yang
toleransi beragama dinilai cukup baik. Adapun nilai indeks yang ada
dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.29
Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT
dan Indonesia Tahun 2021-2024

Indeks Kerukunan Beragama
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m Indonesia 72,39 73,09 76,02 76,47
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Sumber: Kementerian Agama Tahun 2025

Kebudayaan memiliki peran strategis dalam membentuk
identitas dan karakter suatu daerah serta berkontribusi langsung
terhadap berbagai aspek pembangunan termasuk sosial, ekonomi, dan
lingkungan. Dengan adanya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPKD)
ini maka pemerintah daerah dapat lebih mudah memetakan area-area
yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pelestarian kebudayaan
dan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasis kebudayaan.
IPKD juga memberikan nilai pengukuran yang terstandarisasi untuk
melihat bagaimana daerah dapat memanfaatkan  potensi
kebudayaannya sebagai motor penggerak pembangunan. Pengukuran

nilai indeks ini sampai pada tingkat provinsi. Merujuk pada data maka

diketahui Provinsi NTT masih dalam tahapan pengembangan potensi
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kebudayaan dengan nilai indeks tahun 2023 sebesar 53,04. Untuk
lebih jelas perihal nilai indeks yang ada dapat dilihat pada gambar
grafik berikut ini:

Gambar 2.30
Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2023

Indeks Pembangunan Kebudayaan

2021 2022 2023

®m Indonesia 51,9 55,13 57,13
®m Provinsi NTT 48,18 50,70 53,04
l m Indonesia ™ Provinsi NTT . I

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Sejalan dengan visi Indonesia Emas pada tahun 2045, sebagai
perwujudan SDM yang berkualitas emas tentunya tidak terlepas dari
berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada anak. Upaya
pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak menjadi mutlak
untuk dilakukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur
capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan
perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak
([PA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan
Khusus Anak (IPKA).

Nilai IPA menunjukan tingkat capaian pembangunan
perlindungan anak di Indonesia yang meliputi hak sipil dan
kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu
luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Nilai IPA di

Provinsi NTT cenderung meningkat dengan nilai tahun 2023

sebesar 52,35. Dengan nilai ini diharapkan tetap berupaya untuk
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sebesar 52,35. Dengan nilai ini diharapkan tetap berupaya untuk
bisa melakukan berbagai upaya dalam perlindungan anak.

Nilai IPHA menunjukan tingkat realisasi pemenuhan hak anak
yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan
pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan
pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nilai
IPHA di Provinsi NTT cenderung tidak stabil nilai tahun 2022
sebesar 52,03 dan tahun 2023 sebesar 44,53. Dengan nilai ini
diharapkan Pemerintah Daerah berupaya secara berkelanjutan
untuk bisa melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak
anak. Untuk Kabupaten TTS belum dilakukan pengukuran indeks
ini. Sedangkan nilai IPKA menggambarkan kondisi anak yang
membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang
disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar. Untuk Kabupaten TTS
Tahun 2023 mendapatkan penilaian sebesar 48,56 sehingga perlu ada
program-program kKhusus untuk dapat memperhatikan anak yang
berkebutuhan khusus. Data IPA, IPKA dan IPHA disajikan hanya
sampai tahun 2023 sesuai data Kementerian PPPA. Untuk lebih jelas
perihal nilai indeks yang ada dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.31
Nilai IPA, IPHA dan IPKA Kabupaten TTS, Provinsi NTT
dan Indonesia Tahun 2020-2024

Indeks Perlindungan Anak

80
i 61,38 63,30 63,83

e 449 8,12 8,23
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Indeks Perlindungan Khusus Anak
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Sumber: Kementerian PPPA RI Tahun 2021- 2023 (diolah)

2.2.6.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya
didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan
kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu
alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan yang
sudah mengakomodasi persoalan gender adalah melalui nilai IPG.
Nilai IPG diperoleh melalui perbandingan antara IPM perempuan
terhadap IPM laki-laki.

Capaian IPG Kabupaten TTS mengalami peningkatan selama 5
tahun terakhir. Nilai IPG Kabupaten TTS tahun 2020 sebesar 94,91
poin dan mengalami kenaikan secara bertahap mencapai 95,96 poin
pada tahun 2024. Capaian nilai [IPG Kabupaten TTS selama S tahun
terakhir berada di atas capaian IPG Provinsi NTT dan Indonesia.
Peningkatan nilai IPG Kabupaten TTS mengindikasikan kondisi
pembangunan gender yang semakin baik dan mengindikasikan
semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan
laki-laki.
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Gambar 2.32
Nilai IPG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2020-2023

Indeks Pembangunan Gender
94,91 94,95 95,17 95,56 95,96
92,73 92,63 92,96 93,38 93,77
91,06 91,27 91,23 91,85 91,85
2020 2021 2022 2023 2024
—@— Kabupaten TTS 94,91 94,95 95,17 95,56 95,96
el Provinsi NTT 92,73 92,63 92,96 93,38 93,77
—#— Indonesia 91,06 91,27 91,23 91,85 91,85
[ e IndoOnesia  ==@==Provinsi NTT  ==@=Kabupaten TTS |

Sumber: https://ntt.bps.go/id, htips://timortengahselatankab.bps.qgo.id (diolah)

2.2.6.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Selain IPG, indikator lain yang juga terkait dengan gender yaitu
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan
gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Nilai IDG
Kabupaten TTS selama kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun.
Nilai IDG Kabupaten TTS selama 4 tahun terakhir masih di bawah
provinsi dan nasional.

Gambar 2.33
Nilai IDG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Gender

2020 2021 2022 2023 2024
® Indonesia 76,28 76,28 76,59 76,9 91,85
® Provinsi NTT 74,53 74,53 75,22 751 78,26
® Kabupaten TTS 60,08 60,08 60,59 59,72 52,73

I W Indonesia M Provinsi NTT  m Kabupaten TTS |

Sumber: www.bps.go.id, https://ntt.bps.qo/id, https://timortengahselatankab. bps.go.id (dioclah)
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Nilai IDG terbentuk dari 3 komponen yaitu keterlibatan
perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan sebagai tenaga
profesional dan komponen sumbangan pendapatan perempuan. Data
komponen IDG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir menunjukkan
bahwa terdapat penurunan pada 2 komponen yaitu keterlibatan
perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan sebagai tenaga
profesional sedangkan komponen sumbangan pendapatan perempuan
cenderung menurun (diukur menggunakan perbandingan upah buruh
laki-laki dan perempuan pada sektor non pertanian).

2.2.6.4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nilai IKG mencerminkan Kkesenjangan pencapaian antara
perempuan dan laki-laki dalam 3 dimensi: kesehatan reproduksi,
pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG Kabupaten TTS
selama S5 tahun terakhir menunjukkan penurunan nilai per tahun.
Sesuai kategori kelas nilai IKG oleh BPS maka IKG Kabupaten TTS
tahun 2022-2023 berada pada kategori menengah atas (rentang
0,450-0,499), walaupun demikian kecenderungan penurunan nilai
IKG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengindikasikan
ketimpangan gender yang semakin mengecil atau semakin baik.

Gambar 2.34
Nilai IKG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2020-2024

Indeks Ketimpangan Gender

2020 2021 2022 2023 2024
# Indonesia 0,472 0,465 0,46 0,447 0421
B Provinsi NTT 0,471 0,437 0,44 0,428 0,402
¥ Kabupaten TTS 0,538 0,500 0,48 0,475

mindonesia mProvinsi NTT  m Kabupaten TTS

Sumber: https://ntt.bps.go/id, https://timortengahselatankab.bps.go.id (diolah)
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2.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan sebuah instrumen

Gambar 2.35
Nilai IPP Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2023

untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di
suatu wilayah. Terdapat S aspek penilaian IPP yaitu pendidikan,
kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan Kkerja,
partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. Untuk
pengukuran indeks ini hanya sampai tingkat Provinsi Nusa Tenggara
Timur tahun 2020-2023. Untuk lebih jelas perihal nilai indeks yang
ada dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Indeks Pembangunan Pemuda

2020 2021 2022 2023 2024
® Indonesia 51 53,33 55,33 56,33
¥ Provinsi NTT 52,17 52,83 52,83 52,83
= Kabupaten TTS

B Indonesia M Provinsi NTT  ® Kabupaten TTS

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2024

Untuk Kabupaten TTS dibuat perkembangan beberapa indikator

pembentuk IPP yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25
Perkembangan Indikator IPP Kabupaten TTS
Tahun 2020-2024

Tahun
Uraian
2090:1 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Organisasi pemuda vang aktif
€ e 1556 1 1 4 4 4
dan terbina
Wirausaha muda 0 74 1.915| 1.945 | 1.993

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS Tahun 2025

dglcetak: 20 Agustus 2025
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Berdasarkan data tahun 2020-2024 organisasi pemuda yang
aktif dan dibina serta persentase wirausaha muda mengalami
stagnansi. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya
pandemi Covid 19 yang mengharuskan adanya pembatasan aktivitas
masyarakat sehingga berpengaruh terhadap penutupan lapangan

kerja.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM)

kemampuan individu atau kelompok untuk bersaing dalam pasar

merujuk pada

tenaga kerja atau pasar global. Hal ini mencakup kemampuan,
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh SDM,
serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan
di lingkungan kerja. Di Kabupaten TTS dapat digambarkan dengan
tingkat ketergantungan (dependency ratio) yaitu perbandingan antara
jumlah angkatan kerja (15-64 tahun) dengan jumlah penduduk bukan
(0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Tingkat
ketergantungan digunakan untuk mengukur tekanan ekonomi yang

angkatan Kkerja

harus ditanggung penduduk usia produktif. Semakin tinggi tingkat
ketergantungan, artinya makin banyak yang harus ditanggung dan
dalam jangka panjang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.26
Tingkat Ketergantungan Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2020-2024

N Urai Tahun

9 s 2020 2021 2022 2023 2024

1 | Jumlah penduduk usia < | 14, 154 | 131,124 | 131.168 | 132.891 | 119.426
15 tahun

2 | Jumlah penduduk usia > | 44 57 | 33701 | 34.500 | 35.668 | 39.266
64 tahun

3 | Jumlah penduduk usia
gt ol 164.825 | 164.825 | 165.677 | 168.559 | 158.692

4 | Jumlah penduduk usia 15- | 544 133 | 593 133 | 294.439 | 305.962 | 331.950
64 tahun

° g’;ﬁ;’“ms" Ketergantungan | oo 55 | 5600 | 5627 | 5509 | 47.81

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

Tgl cetak: 20 Agustus 2025
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Gambar 2.36
Nilai Angka Ketergantungan Kab. TTS Tahun 2020-2024

ANGKA KETERGANTUNGAN
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
_ 2020 2021 2022 2023 2024
® Produktif 291,533 293.133 294439 305.962 331.950
B Tidak Produktif 163.877 164.825 165.677 168.559 158.692
® Angka Ketergantungan 56,21 56,23 56,27 55,09 47,81
® Produktif W Tidak Produktif M Angka Ketergantungan

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025 (diolah)

Persentase Kketergantungan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada
tahun 2023 ke tahun 2024 menurun menjadi 47,81%, hal ini
menunjukkan ada penurunan sebesar 7,28% beban yang ditanggung
oleh penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang berusia
belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten TTS mengalami
peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
Peningkatan nilai IPM Kabupaten TTS selama S5 tahun terakhir tidak

signifikan dan masih berada di bawah provinsi dan nasional untuk

periode yang sama. Data pertumbuhan IPM Kabupaten TTS, Provinsi
NTT dan Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tglcetak: 20 Agustus 2025




Tabel 2.27
Nilai IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2020 - 2024

Tahun
No Indikator

2020| 2021 | 2022 | 2023 (2024
1 | Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 71,94 | 73,16 | 73,77 | 74,39 | 75,02
2 | Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT |65,19 | 67,02 | 67,63 | 68,4 |69,14
3 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten TTS |[62,15| 63,97 | 64,54 | 65,39 |66,22
4 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten TTU |64,93 | 65,09 | 65,65 | 66,56 [65,83
S | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kupang 66,00 | 66,08 | 66,72 | 67,51 |66,57
6 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belu |66,32 | 66,40 | 66,87 | 67,50 |64,43

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)
Memperhatikan data pada tabel yang ada diketahui bahwa IPM
Kabupaten Timor Tengah Selatan masuk dalam kategori sedang pada
Tahun 2024 sama dengan tingkatan Provinsi maupun kabupaten yang
berada di sekitar Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2.3.1.2 Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Daya saing Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam sumber
daya manusia dapat digambarkan melalui jumlah angkatan kerja
berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan yaitu tingkat
sarjana. Tingkatan pekerja ini dianggap telah memenuhi syarat dalam
bersaing secara global. Untuk data ini hanya digambarkan dari tahun
2022 dikarenakan untuk tahun 2020-2021 tidak termuat dalam
dokumen yang diterbitkan oleh BPS. Kabupaten Timor Tengah Selatan
memiliki pekerja sebanyak 34.372 jiwa yang berpendidikan sarjana.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Gambar 2.37
Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Lulusan Sarjana
yang Bekerja

500.000 a21.437 474.2562

368.329
400.000
300.000 = Provinsi NTT
= Kabupaten TTS
200.000
100.000 33.737 21.445 34.372

2022 2023 2024

Sumber : Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)
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2.3.2.

©

Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1 Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan
penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan urusan yang menjadi
kewenangan daerah. Data 5 tahun terakhir menunjukkan nilai IID
Kabupaten TTS berfluktuatif. Pada tahun 2020, nilai IID Kabupaten
TTS masuk pada kategori Kurang Inovatif akan tetapi pada tahun
2024 nilai IID meningkat menjadi 36,69 dan masuk dalam kategori
Inovatif. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28
Indeks Inovasi Daerah (IID)
Tahun
Provinsi/Kab

2020 2021 2022 | 2023 | 2024
Provinsi NTT 3,83 53,38 | 59,76 | 62,53 | 50,1
Kabupaten TTS 24,00 3,56 12,50 | 37,47 | 36,69
Kabupaten TTU 0,00 37,56 | 43,20 | 25,13 | 40,61
Kabupaten Kupang 21,00 27,08 | 38,76 | 35,08 | 37,8
Kabupaten Belu 174,00 | 54,01 46,08 | 49,88 | 9,4

Sumber: Kemendagri Tahun 2020-2024 (diolah)

Memperhatikan data yang tersedia pada tabel diatas diketahui bahwa
Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat bersaing secara baik perihal

inovasi daerah bersama kabupaten disekitarnya.

2.3.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menjadi salah satu
indikator perkembangan ketenagakerjaan di suatu wilayah.
Berdasarkan data 5 tahun terakhir, perkembangan TPAK Kabupaten
TTS mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,40%. Peningkatan
TPAK Kabupaten TTS berada di atas persentase TPAK Provinsi NTT
dan Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan

penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang dapat terlibat secara
aktif secara ekonomi di wilayah Kabupaten TTS.

Tglcetak: 20 Agustus 202
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Gambar 2.38
TPAK Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2020-2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia,
Provinsi NTT dan Kabupaten TTS
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70,00
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50,00
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30,00
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10,00

2021 2022 2023 2024

# TPAK Indonesia 68,08 68,63 69,30 70,60
B TPAK Provinsi NTT 73,78 75,23 7512 77,50
¥ TPAK Kabupaten TTS 78,59 82,44 83,13 87,41

Sumber: https://ntt.bps.go/id, https://timortengahselatankab.bps.go.id diolah)

2.3.2.3 Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal terdiri dari Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Berdasarkan data, kegiatan penanaman modal di Kabupaten TTS
didominasi oleh PMDN baik dalam nilai investasi maupun jumlah
investornya. Pada rentang tahun 2019-2022, nilai investasi di
Kabupaten TTS cenderung mengalami peningkatan. Penghitungan
nilai investasi menggabungkan realisasi nilai investasi UMK dan Non
UMK tetapi di tahun 2023 penghitungan nilai investasi hanya
menggunakan realisasi nilai investasi Non UMK sehingga pada tahun

2023 nilai investasi di Kabupaten TTS mengalami penurunan yang
cukup signifikan. Untuk Tahun 2024 dilakukan perhitungan dengan
menggabungkan UMK dan Non UMK. Perkembangan nilai investasi
dan jumlah investor baik PMDN maupun PMA Kabupaten TTS selama
tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

W



Nilai Investasi dan Jumlah Investor Kabup

Tabel 2.29

aten TTS Tahun 2020-2024

Uiatan Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nilai Investasi 25,9 18,1 88,82 |105,87| 42 64
Miliar Miliar Miliar | Miliar | Miliar |Miliar
Jumlah Investor 20
21 176 109 141 93
PMDN/PMA

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten TTS Tahun 2025

Pada Bulan April tahun 2024 Pemerintah Kabupaten TTS telah
Pelayanan Publik (MPP)
mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan Kkecepatan,

mengoperasikan Mall dengan tujuan
kemudahan, jangkauan, kenyamanan, keamanan pelayanan dan
meningkatkan daya saing serta memberikan kemudahan berusaha
Aktivitas MPP Kabupaten TTS

instansi/lembaga baik pada

bagi masyarakat dan investor.
melibatkan 20
Kabupaten, Provinsi maupun instansi vertikal yang ada di wilayah
Kabupaten TTS dengan jenis layanan yang dilakukan sebanyak 143

jenis layanan terintegrasi.

level Pemerintah

2.3.3.Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru
2.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau atau Green Economy Index (GEI) adalah
strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi untuk
menuju pembangunan berkelanjutan. Terdapat 15 indikator yang
akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan ekonomi hijau.
Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan menjadi menjadi tiga

pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.
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Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar

Tabel 2.30

Ekonomi Hijau Kabupaten TTS Tahun 2025-2026

Target Kabupaten TTS
Pilar Indikator e .
2025 2026
Tingkat Pengangguran ’ )
SOSIAL Terbaides 1,35-1,03 1,03-0,71
Tingkat Kemiskinan 24,91-24,64 | 24,64-24,37
Angka Harapan Hidup 66,92-67,04 | 67,04-67,16
Rata-rata Lama Sekolah 6,79-6,80 6,80-6,81
EKONOMI | Pertumbuhan Ekonomi 4,10-4,50 | 4,50-5,00
Skor Pola Pangan 90 90
Harapan
LINGKUNGAN | [ndek Kualitas 73,00-74,00 | 73,00-74,00
Lingkungan
Indeks Risiko Bencana 155,45 155,35

Sumber: RPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2026

2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi kunci untuk mengoptimalkan
potensi dan respons dinamika perkembangan global, sehingga perlu
disikapi dengan positif untuk dapat memotivasi masyarakat dalam
berpartisipasi meningkatkan produktivitas, menumbuhkan daya saing,
serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Salah satu
upaya dalam mendukung transformasi digital yaitu pengukuran Indeks
Pembangunan TIK disusun berdasarkan sebelas indikator yang
terhimpun dalam tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK,
penggunaan TIK, serta keahlian TIK standar
internasional yang dikeluarkan oleh International Telecommunication
Union (ITU). Data yang digunakan merupakan hasil dari Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS serta

sesuai dengan

kompilasi produk data administrasi dari berbagai instansi terkait.
Pengukuran IP-TIK ini hanya sampai pada tingkat provinsi sehingga
merujuk pada data yang ada dapat disimpulkan bahwa Provinsi NTT
dalam hal ini pada tingkatan kabupaten perlu berupaya lebih maksimal

untuk percepatan transformasi digital pada setiap area pembangunan




karena masih dalam kategori sedang (5,01-7,50). Untuk data tahun
2024 belum diterbitkan oleh BPS. Untuk lebih jelasnya perihal Indeks
dimaksud dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

Gambar 2.39
Transformasi Digital Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2020-2023
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2.3.5.Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Integrasi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perkotaan
dan perdesaan sangat penting bagi pembangunan ekonomi di suatu
daerah agar tetap berkelanjutan. Dengan pengembangan wilayah untuk
memperkuat pembangunan perdesaan yang mandiri, maka perlu dibuat
pembangunan yang lebih merata dan berdaya saing antara perkotaan
dan Perdesaan. Untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi desa
dan kota maka dapat digambarkan beberapa Kondisi Infrastruktur
seperti:
a. Rumah Layak Huni
Data terkait rumah layak huni di Kabupaten TTS menunjukkan
kecenderungan peningkatan selama 5 tahun terakhir, sampai
dengan tahun 2024 telah tersedia 75.187 unit rumah layak huni di
Kabupaten TTS yang dibangun dengan menggunakan anggaran

Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Tgl cetak: 20

lgustus 2025
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Tabel 2.31
Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten TTS Tahun 2019-2024
Tahun
Indikator

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
s 63,51 | N/A | 63,99 | 64,63 | 64,68 | 64,86
Layak Huni
‘P’I“mfahmmahm’a" 73.625 | 73.849 | 74.184 | 74.919 | 74.983 | 75.187
uni

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2025

b. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi
bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka
kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi,
dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga
potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan
desa. Indeks Desa Membangun di Kabupaten Timor Tengah Selatan
dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.32
Indeks Desa Membangun di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2021-2024

Uraian b
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Desa Mandiri 0 0 0 0 0
Desa Maju 0 2 5 6 7
Desa Berkembang 2 37 63 78 86
Desa Tertinggal 237 198 | 176 | 160 | 156
Desa Sangat Tertinggal 27 29 22 22 17
Jumlah 266 | 266 | 266 | 266 | 266

Sumber: Dinas PMD Kab. Timor Tengah Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 2.29 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Timor Tengah
Selatan belum ada desa yang terkategori Desa Mandiri tetapi selama

3 tahun terakhir perkembangan Desa Maju dan Desa Berkembang

mengalami peningkatan walaupun belum signifikan.
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2.3.6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global memiliki dampak
signifikan terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di daerah.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah indikator ekonomi
yang mencerminkan investasi dalam aset tetap yang digunakan untuk
produksi barang dan jasa dalam jangka panjang. Peningkatan PMTB
menandakan bahwa suatu daerah atau negara sedang mengalami
pertumbuhan ekonomi yang sehat, karena lebih banyak sumber daya
dialokasikan untuk pengembangan kapasitas produksi. Sebaliknya,
rendahnya PMTB dapat mengindikasikan kurangnya investasi, yang

dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Nilai PMTB Kabupaten TTS tahun 2020 sebesar 2.599,20,
mengalami peningkatan sampai tahun 2024 menjadi 3.353,22. Nilai

PMTB Kabupaten TTS dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.40
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten TTS
Tahun 2020-2024
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2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro
a. Rasio pajak daerah terhadap PDRB

TEMGAN SELATAN

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas
pengelolaan pajak daerah terhadap perekonomian suatu wilayah.
Semakin tinggi rasio pajak daerah terhadap PDRB, semakin besar
kontribusi pajak dalam mendukung pembiayaan pembangunan
daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB ADHB di Kabupaten TTS
tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.41
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB di Kabupaten TTS
Tahun 2020-2024

Rasio
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Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)
Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Kabupaten TTS tahun 2020-

2024 menunjukan kecenderungan yang fluktuatif.

Laju Inflasi

Laju inflasi berperan penting dalam hubungan antara stabilitas
ekonomi makro dan rasio pajak daerah terhadap PDRB. Inflasi yang
terkendali akan menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi
dan memastikan stabilitas harga barang serta jasa, sehingga
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, inflasi yang
tinggi dapat menggerus daya beli dan meningkatkan biaya produksi
bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat mengurangi

penerimaan pajak daerah akibat menurunnya aktivitas ekonomi.
Kabupaten TTS pada Tahun 2024 mengalami deflasi 0,24% yang
dapat dilihat pada grafik berikut:
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Gambar 2.42
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten TTS, Provinsi NTT
dan Nasional Tahun 2020-2024
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2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksananaan dari

pemerintahan  berbasis elektronik yang penyelenggaraannya

dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE. Berdasarkan data selama 3 tahun terakhir, nilai
Indeks SPBE Kabupaten TTS mengalami peningkatan setiap tahun,
namun masih berada di bawah nilai provinsi dan nasional. Pada
tahun 2021 sebesar 2,26 berada pada kategori Cukup (rentang nilai
1,8-2,6), sedangkan tahun 2022, 2023 dan 2024 berada pada
kategori Baik (rentang nilai 2,6-3,5).

Gambar 2.43
Nilai SPBE Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2021-2024
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Gambar 2.41
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten TTS, Provinsi NTT
dan Nasional Tahun 2020-2024
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2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksananaan dari sistem
pemerintahan  berbasis elektronik yang penyelenggaraannya
dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE. Berdasarkan data selama 3 tahun terakhir, nilai
Indeks SPBE Kabupaten TTS mengalami peningkatan setiap tahun,
namun masih berada di bawah nilai provinsi dan nasional. Pada
tahun 2021 sebesar 2,26 berada pada kategori Cukup (rentang nilai
1,8-2,6), sedangkan tahun 2022, 2023 dan 2024 berada pada
kategori Baik (rentang nilai 2,6-3,5).

Gambar 2.42
Nilai SPBE Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2021-2024
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2.4.1.2.Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

Indeks SAKIP merupakan hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari
sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan
kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas
keuangan. Dasar penilaian mangacu pada 4 komponen yang meliputi
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan
evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kabupaten TTS selama 3
tahun terakhir mengalami peningkatan nilai SAKIP. Pada tahun
2021-2022 nilai SAKIP Kabupaten TTS berada pada kategori Cukup
(rentang nilai >50-60) sedangkan pada tahun 2023 nilai SAKIP
meningkat sehingga berada pada kategori Baik (rentang nilai >60-70).

2.4.1.3.Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No. 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan
Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk menilai kinerja
pelayanan publik di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di
Indonesia. Penilaian ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu
Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana
Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan
Pengaduan, serta Inovasi. Penyusunan indikator IPP dilakukan
berdasarkan enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam
pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi,
berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan enam aspek penilaian kinerja
instansi dalam pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana
prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem
informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan). Kabupaten TTS
pada tahun 2021 mendapatkan nilai [PP dengan kategori C-

(Cukup dengan catatan).




2.4.1.4.

2.4.1.5.

Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional digunakan untuk menilai tingkat
integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan
daerah. Indeks ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan
memperbaiki praktik antikorupsi, serta mendorong terciptanya
budaya integritas di sektor publik. Dengan adanya indeks ini,
diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, jujur, dan
mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada
masyarakat. Indeks Integritas Nasional Kabupaten TTS pada tahun
2025 yang ditetapkan sebagai baseline dengan capaian sebesar 70.83
dengan target capaian tahun 2045 sebesar 80,83. Target ini
mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN), serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang digunakan
untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik yang diberikan oleh suatu Perangkat Daerah. Nilai IKM
didapatkan dari hasil survei yang mengukur pendapat masyarakat
mengenai pelayanan yang diterima, dibandingkan dengan harapan
masyarakat. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan indeks ini disurvei
dari Ombudsman dari tahun 2021-2024 dan diketahui tahun 2024
mendapatkan nilai 82,57 dengan kategori Kualitas Tinggi.. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.44
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024
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2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan
Demokrasi Substansial
Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi
substansial adalah tiga pilar penting dalam pembangunan suatu
daerah. Hukum berkeadilan memastikan penegakan hukum yang adil
dan setara bagi masyarakat. Keamanan nasional yang tangguh
melindungi negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun
luar negeri. Demokrasi substansial menjamin partisipasi aktif
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan
pemerintahan yang bertanggung jawab. Ketiga pilar ini saling berkaitan
dan mendukung terwujudnya suatu negara dan atau daerah yang
aman, adil, dan sejahtera.
2.4.2.1. Persentase Penegakan Perda
Persentase penegakan Perda di Kabupaten TTS selama periode 2019-
2024 belum dapat dilaksanakan secara maksimal setiap tahun.
Untuk pelaksanaan ini membutuhkan kerjasama antara Perangkat
Daerah teknis dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab pada
Perda yang ada. Jumlah Perda dari tahun 2020-2024 sebanyak 30
Perda.
2.4.2.2. Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Demokrasi (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang
digunakan untuk menilai sejauh mana perkembangan dan
penerapan demokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Tingkat
pencapaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan
tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan
lembaga demokrasi. Saat ini, pengukuran IDI hanya dilakukan pada
tingkat nasional dan provinsi, sehingga dalam pengukurannya
Kabupaten TTS menggunakan indikator pembentuknya antara lain

adalah proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di

area tempat tinggalnya, dengan data baseline tahun 2025 sebesar
67,25% dan target 2045 sebesar 99%.
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2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang
dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada
akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam
bersaing. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, nilai IDSD Kabupaten
TTS mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, nilai IDSD sebesar
2,12 berada pada kategori Sedang (rentang nilai 1,26-2,5),
sedangkan pada tahun 2023 nilai IDSD sebesar 2,69 serta tahun
2024 dengan nilai 3,12 berada pada kategori Tinggi (rentang nilai
2,51-3,75). Nilai IDSD Kabupaten TTS masih berada di bawah nilai
IDSD Provinsi NTT dan Indonesia.

Gambar 2.45
Nilai IDSD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2022-2024
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Sumber: BRIN Tahun 2025 (diolah)

2.4.4. Kinerja Urusan Setiap Pemerintahan Daerah
Indikator kinerja kunci Kabupaten TTS tahun 2020-2024 meliputi
3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum
dan aspek daya saing daerah. Capaian IKK dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten TTS
Tahun 2020-2024

Aspek/Fokus/Bidang Kondisi 3
Urusan/ Indikator | o o Awal Capaian
Kinerja Pembangunan| ®% RPJMD-P
Daerah 2020 2t - F e 1 eS| 209
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Pertumbuhan % -0,06 2,41 3,11 3,21 3,5
PDRB
Laju Inflasi % |0,61 (Kota| 1,86 (Kota 7,07 (Kota 2,21 (Kota 0,24
Kupang) Kupang) Kupang) Kupang) (Deflasi)
Persentase % 27,49 26,64 25,45 25,18 24,68
Penduduk Miskin
Indeks % 62,15 63,97 64,54 65,39 66,22
Pembangunan
Manusia
Indeks Kepuasan Masyarakat :
Pelayanan RSUD % N/A 80,79 82,96 85,70 86,90
Persentase %o 100 100 100 100 100
Layanan
Adminduk/Capild
uk
Pelayanan % 81 100 100 100 100
Kepegawaian/
BKPP
Persentase % 81 100 100 100 100
layanan perijinan
/DPMP2TSP
Pelayanan % 81 100 100 100 100
perpajakan/
Bapenda
Fokus Kesejahteraan Sosial
Kesehatan
Prevalensi Anak % 40,6 32,1 28,3 22,3 56,8
Stunting
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan Urusan Umum
Terkait Pelayanan Dasar
Pendidikan
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Partisipasi
Kasar (APK) :
SD/Mi % 98,27 114,01 117,05 115,88 109,68
SMP/MTs % 95,23 85,86 94,46 89,72 87,25
Angka Partisipasi
Murni (APM) :
SD/Mi / Paket A % 96,13 96,13 113,39 98,54 95,6
SMP/MTs/Paket B % 66,50 67,01 70,17 60,67 64,99




Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

Capaian

RPJMD-P
2020

2021

2022

2023

2024

Rasio ketersediaan
sekolah /penduduk
usia sekolah

Pendidikan SD/Mi

Rasio

0,103

0.097916667

0.100694444

0.101388889

0,997

Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk
usia sekolah
Pendidikan
SMP/MTs

Rasio

01:42

01:54

01:39

0.084722222

0,89

Rasio
Guru/Murid
pendidikan SD/Mi

Rasio

01:09

01:08

01:08

01:09

01:12

Rasio
Guru/Murid
pendidikan
SMP/MTs

Rasio

01:45

01:06

01:08

01:10

01:02

Angka Pendidikan
yang ditamatkan

%

100

77,67

80,87

81,68

100

Penduduk yang
berusia >15
Tahun melek
huruf (tidak buta
aksara)

%

88,77

87,76

95,55

89,78

92,35

Guru yang
memenuhi
kualifikasi S1/D-
1A%

%

65,15

70,89

67,49

63,34

73,3

Kesehatan

Kasus Kematian
Neonatal dan Bayi

Kasus

109

101

100

82

73

Angka Kematian
Balita

1:1000
KH

20

8,00

Angka Kematian
Ibu

Ibu /Per
100.000
KH

14

17

15

11

20

Tingkat Kepuasan
Layanan
Kesehatan Rumah
Sakit Umum
Daerah

%

N/A

80,79

82,96

85,70

86,90

Rasio Dokter per
Satuan Penduduk

Rasio

01:11.1

01:10.0

01:10.0

01:11.0

01:18.0

Rasio Tenaga
kesehatan per
Satuan Penduduk

Rasio

01:08.3

01:08.0

01:08.0

01:08.0

01:08.0

Cakupan
Desa/Kelurahan
Universal Child
Imunization (UCI)

%

81,30

67,60

64,7

91

38,8

Pelayanan
kesehatan orang
dengan resiko
terinfeksi virus
yang melemahkan
daya tahan tubuh
manusia (HIV)

%

95

63,50

65,5

73,7

70,1
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Aspek/Fokus/Bidan Kondisi :
uprcﬁs';n / lnc{ikator 2 Satuan | _ AWal Capaian
Kinerja Pembangunan RPJMD-P
Daerah 2020 2021 2022 2023 2024
Cakupan % 80 58,90 64,89 72,4 82,05
pelayanan
penderita TB
mendapatkan
pelayanan TB
sesuai standart
Bayi mendapat % 79,10 78,3 82 83,5 76,3
ASI Ekslusif
Proporsi Ibu % 100 100 100 93,36 65
Hamil KEK
mendapatkan
PMT
Usia Harapan Umur/ 66,42 70,64 70,84 71,02 71,32
Hidup Tahun
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Jalan % 46,17 48,30 50,35 51,08 52,91

Kabupaten Dalam
Kondisi Baik (> 40
km /jam)
Persentase Irigasi % 47,69 49,73 50,47 50,07 52,63
Kabupaten Dalam
Kondisi Baik
Persentase % 50 62,5 y i 75 75
Dokumen
Perencanaan Tata
Ruang yang
disusun (Target 8
Dokumen)
Persentase % 100 100 100 100 100
Pemanfaatan
Ruang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Persentase % 53 59,23 59,59 60,93 61,90
penduduk
berakses air
minum
Rumah Tangga % 56,93 70,62 79,20 82,99 87,67
Pengguna Listrik
Cakupan % 63,70 63,99 64,63 64,68 64,86
ketersediaan
rumah layak huni
Rasio Rumah Rasio 0,162 0,164 0,165 0,165 0,165
Layak Huni
Persentase % 60,04 60,40 61,07 61,82 63,08
Rumah Tinggal
Bersanitasi layak

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Persentase % 100 100 100 100 100
Penegakan
Peraturan Daerah
Cakupan % 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92
Pelayanan
Bencana
Kebakaran
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Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal
RPJMD-P

2020

2021

2022

2023

| 2024

Sosial

Persentase PMKS
Yang tertangani

%

64

68

76

100

94

Jumlah
penyandang cacat
fisik dan mental,
serta lanjut usia
tidak potensia
yang telah
menerima
jaminan sosial

%

12

15

27

29

36

Persentase
Korban Bencana
yang menerima
Bantuan Sosial
selama Masa

Tanggap Darurat

%

100

100

100

100

100

Fokus Pelayanan Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Persentase

| Angkatan Kerja

%

98,30

78,59

82,44

83,13

87,41

Tingkat

Pengangguran
Terbuka

%

2,63

2,57

1,99

2,64

2,63

Angka Partisipasi
Angkatan Kerja

Perempuan

%

94

96

98,31

95,97

97,77

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase KDRT
yang ditangani

%

100

100

100

100

100

Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)

Point

95,36

94,95

95,17

95,56

95,96

Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)

Point

59,53

60,08

60,59

59,72

52,73

Jumlah
Desa/Kelurahan
Persiapan Menuju
Kategori Layak
Anak

Desa/
kelura
han

Ketahanan Pangan

Pola Pangan
Harapan

Skor

94,3

81

75,2

80,5

75,9

Lingkungan Hidup

Jumlah Sampah
yang Diolah

Ton

30

54

42

54

Dokumen
Kualitas
Lingkungan
Hidup

Dok.
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Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

Capaian

RPJMD-P
2020

2021

2022

2023

2024

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Persentase
Penerbitan KTP

%

83,89

93,01

91,94

97,58

97,58

Persentase
Penduduk ber
Kartu Keluarga

%

69,91

75

99,41

99,95

99,95

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah BUMDES
aktif

Bumde
s

96

45

43

112

51

Persentase Desa
Mandiri

%

1,50

Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

Laju
Pertumbuhan
Penduduk (LPP)

%

-2,69

0,42

0,03

0,41

2,75

Perhubungan

Rasio ljin Trayek

Rasio

0,00028

0,00028

0,00028 0,00028

0,00028

Persentase Uji KIR
Angkutan Umum
(Target 4.870
Unit)

%

68,56

86,53

79,90

68,91

67,33

Persentase
Kepemilikan KIR

%

31,44

15,32

22,07

15,85

16,41

Persentase sarana
prasarana dan
fasilitas LLAJ
dalam kondisi
baik (Target 1.379
Unit)

%

89,12

90,57

90,57

90,57

90,57

Komunikasi dan Informatika

Persentase Luas
Layanan
Telekomunikasi
(3. 955, 36 Ha)

%

27,51

34,51

34,76

35,27

52

Capaian Nilai
Indeks SPBE

Indeks

1,27

2,26

2,61

2,62

2,83

Persentase
Aplikasi

Website /Aplikasi
Layanan Publik
Yang Berfungsi
Baik (25 Website)

%

76

76

88

92

96

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Persentase
Koperasi Aktif

%

32

32

32

32

32

Penanaman Modal

Jumlah Nilai
Investasi Berskala
Nasional

(PMDN /PMA)

Rp
(il

18,1

88,82

109,87

77,58

64,06

Jumlah Investor
Berskala Nasional
(PMDN /PMA)

Investo
r

21

176

109

141

105

B ¢
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Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

Satuan

Kondisi
Awal

Capaian

RPJMD-P
2020

2021

2022

2023

2024

Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah Atlet
Berprestasi

Orang

56

56

91

91

91

Cakupan
Pembinaan

Olahraga

%

62

62

62

62

62

Persentase
Organisasi
Kepemudaan yang
Aktif

%

Persentase
Wirausaha Muda

%

Persandian

Persentase
Perangkat Daerah
yang telah
menggunakan
sandi dalam
komunikasi
Perangkat Daerah
(4 Perangkat
Daerah)

%

S50

50

50

100

Indeks
Kematangan
Keamanan
Informasi

Level

Kebudayaan

Penyelenggaraan
Festival Seni dan
Budaya

Kali

Jumlah Benda,
Situs dan
Kawasan Cagar
Budaya yang
Dilestarikan

Situs

Perpustakaan

Jumlah
Pengunjung
Perpustakaan per
Tahun

2.374

2.374

2.32

3.666

Koleksi Buku
yang tersedia di
Perpustakaan
Daerah

Judul

30

26.75

26.75

Kearsipan

Persentase
Perangkat Daerah
yang mengelola
arsip secara baku

%

35,30

25

25

50

50

Teneon TaAN
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Aspek/Fokus/Bidang Kondisi

Urusan/ Indikator gt Awal Capaian
Kinerja Pembangunan RPJMD-P |

Daerah 2020 2021

2022 2023 2024

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Persentase % 75 75 75 7D 75
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Penggunaan Hak
pilih Dalam Pemilu

Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

Pariwisata

Jumlah Kunjungan
Wisata:

Domestik Orang 39.8 22.501 21.247 24.774 18.761

Mancanegara Orang 35 0 3 140 75

Rata-rata lama Hari 2 2 2 2 2
Tinggal

Wisatawan
Pertanian

Nilai Tukar Petani % 95,93 95,22 95,41 96,83 99,60

Kontribusi Sektor % 44,11 44,63 45,64 45,93 46,64
Pertanian
terhadap PDRB

Perdagangan
Kontribusi Sektor % 5,97 6,13 6,43 6,73 7,09
Perdagangan

terhadap PDRB

Perindustrian

Ketransmigrasian

Peningkatan Orang 350 60 60 60 60
kualitas dan
pendapatan warga
translok
Perikanan
Produksi Ton 401,4 556 560 562 570,20
Perikanan
Budidaya
Produksi Ton 395,40 392,70 420,1 648,20 708,40
Perikanan
Tangkap
Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

Penjabaran % 95 100 100 100 100
Konsistensi
Program RPJMD
ke dalam RKPD

Keuangan
Penetapan APBD Ya/Tid | Ya Ya Ya Ya Ya
tepat waktu ak
Opini BPK Opini | WTP WTP WTP WTP WTP
Terhadap Laporan
Keuangan

Pendapatan Asli Rp. 64.192.9 | 65.657.453.7 | 46.784.070.8 | 63.315.176.817, | 54.339.05
Daerah (PAD) 90.192,8 33,66 70,36 02 8.986,18
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Aspek/Fokus/Bidang Kondisi _
Urusan/ Indikator | o | Awal Capaian
Kinerja Pembangunan RPJMD-P
Daerah 2020 2021 | 2022 2023 | 2024

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Penelitian dan Pengembangan

Pengawasan
Tindak Lanjut % 55,35 62 65 76,53 75
Hasil Temuan
Setwan
Dokumen PERDA Dok 1 1 2 1 0
inisiatif
Setda
Nilai hasil evaluasi | Predikat | CC C c B B
SAKIP
Nilai capaian Skor 26,184 25,272 25972 25272 25,272
kinerja LPPD
Persentase Paket % 100 100 100 100 100
yang di lelang
secara ONLINE

Berdasarkan data tabel di atas terkait capaian IKK Kabupaten TTS

tahun 2020-2024, maka dapat diuraikan capaian setiap urusan

pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Capaian IKK Urusan Pendidikan
Partisipasi warga negara dalam setiap jenjang pendidikan maupun
dalam penyetaraan menjadi salah satu unsur penting dalam upaya
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan
kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu,
untuk menjembatani masyarakat yang tertinggal dalam sistem
pendidikan formal maka dilakukan melalui penyetaraan dengan
tujuan untuk memberikan kesempatan kedua dalam meningkatkan
taraf hidupnya. Beberapa faktor lain yang turut mendukung dalam
peningkatan kualitas sumber daya manusia pada setiap jenjang
pendidikan adalah ketersediaan sarana prasarana sekolah yang
memadai, ketersediaan guru maupun kualitas guru. Capaian
kinerja pada urusan pendidikan di Kabupaten TTS dapat dilihat
melalui beberapa indikator yaitu:
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1.1,

1.3,

Angka Partisipasi Kasar (APK),

Angka Partisipasi Kasar adalah ukuran yang menunjukkan
tingkat partisipasi penduduk dalam suatu jenjang pendidikan,
tanpa memperhitungkan usia ideal untuk jenjang tersebut.
APK dihitung dengan membandingkan jumlah siswa
(berapapun usianya) yang terdaftar pada suatu jenjang
pendidikan dengan jumlah penduduk yang seharusnya berada
pada usia tersebut.

Berdasarkan data capaian, maka APK SD/MI Kabupaten TTS
berfluktuasi dan berada di atas 100% dan hal ini
menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang
bersekolah di jenjang tersebut atau banyak anak di luar usia
sekolah yang bersekolah. Sementara untuk jenjang SMP/MTs
menunjukkan capaian antara 85,86-95,23%. Kondisi ni
menjukkan bahwa partisipasi anak untuk melanjutkan ke
jenjang pendidikan menengah rendah atau terdapat anak usia
sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs atau diluar usia sekolah
tersebut yang tidak bersekolah.

Angka Partisipasi Murni (APM), digunakan untuk mengetahui
banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang
yang sesuai. Nilai idealnya adalah 100%, namun berdasarkan
data capaian untuk SD/MI menunjukkan berfluktuasi antara
98,13-113,39. Pada tahun 2020-2021 dan 2023 tidak
mencapai 100% yang berarti bahwa masih terdapat 1,5-3,9%

anak usia SD/MI yang tidak bersekolah. Sementara untuk
jenjang pendidikan SMP/MTs juga berada di bawah 100%
(berfluktuasi antara 60,67-70,17%). Menunjukkan bahwa
terdapat 29,2-39,3% anak usia sekolah SMP/MTs yang tidak
bersekolah.
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2. Capaian IKK Urusan Kesehatan

Pemerintah dan pemerintah daerah berupaya untuk menyediakan
layanan kesehatan yang berkualitas, memastikan akses yang
merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mencegah dan
mengendalikan penyakit melalui kebijakan yang efektif. Capaian
kinerja urusan kesehatan Kabupaten TTS diantaranya dapat dilihat
melalui 15 indikator, diantaranya kasus kematian neonatal dan
bayi yang terus menurun sejak tahun 2020 sebanyak 109 kasus
menjadi 73 kasus di 2024. Hal ini perlu terus dipertahankan agar
trus menurun. Angka kematian balita juga menunjukkan tren yang
sama yaitu 20 kasus di 2020 dan terus menurun hingga tahun
2024 menjadi 4. Indikator lainnya Usia Harapan Hidup yang juga
terus meningkat dari tahun 2020 yaitu 66,42 menjadi 71,32 di
tahun 2024.

3. Capaian IKK Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Dalam  bidang  pekerjaan umum, pemerintah  daerah
bertanggungjawab atas pembangunan serta pemeliharaan jalan
kabupaten, sistem drainase, jaringan irigasi, penyediaan air bersih
dan pengelolaan sanitasi lingkungan. Sementara dalam penataan
ruang, kewenangan daerah meliputi penyusunan, pelaksanaan,
pengendalian, serta pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memastikan
pemanfaatan lahan yang tertib, berkelanjutan dan sesuai dengan
peruntukannya.

Capaian IKK urusan PUPR yang meliputi jalan kabupaten, jaringan
irigasi, akses air minum dan sanitasi. Kinerja ke-4 indikator ini
selalu meningkat setiap tahunnya, namun belum optimal. Indikator
jalan kabupaten dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2024
mencapai 52,91% (664,629 km dari panjang jalan kabupaten
sepanjang 1.256.15 km). Indikator irigasi kabupaten dalam kondisi
baik selalu meningkat juga, namun belum optimal. Data tahun
2024 mencapai 52,63% (3.164.12 Ha dari Luas irigasi kabupaten
sesuai Permen PUPR Nomor 14/2015 seluas 6.012 Ha). Indikator
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persentase penduduk berakses air minum layak juga selalu
meningkat setiap tahun, namun belum optimal. Capaian sampai
tahun 2024 sebesar 61,90% (303.707 jiwa dari jumlah penduduk
2024 sebanyak 490.642 jiwa). Cakupan akses ini perlu ditingkatkan
karena berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 bahwa akses air
minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%. Indikator persentase
rumah tinggal bersanitasi layak pada tahun 2024 mencapai
63,08%. Capaian indikator ini juga perlu ditingkatkan mengingat
sanitasi dan juga air minum merupakan indikator Standar
Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum. Target nasional
khusus untuk sanitasi layak di tahun 2024 adalah 90%.

Capaian IKK Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
(PRKP)

Urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman berkaitan dengan penyediaan hunian yang
layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama bagi
kelompok berpenghasilan rendah. Berbagai upaya dilakukan
pemerintah daerah untuk membangun maupun meningkatkan
kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Upaya dilakukan melalui program seperti bantuan rumah subsidi,
rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pemerintah daerah
berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan hunian dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Cakupan ketersediaan rumah layak huni terus meningkat dan
tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 64,86% (75.190 Kepala
keluarga dari jumlah KK 2024 sebesar 137.481 KK).

Capaian IKK Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam
menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi kehidupan
masyarakat. Fungsi utamanya mencakup penegakan peraturan

daerah, pengelolaan keamanan lingkungan, serta upaya mitigasi
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terhadap potensi gangguan sosial yang dapat mengancam stabilitas
wilayah. Melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan
perangkat keamanan lainnya, pemerintah daerah memastikan
bahwa regulasi daerah dipatuhi, termasuk dalam hal ketertiban
umum, penataan kawasan, dan pengendalian konflik sosial. Selain
itu, bidang ini juga berperan dalam memberikan perlindungan
kepada masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui sistem
respons cepat terhadap keadaan darurat seperti bencana, tindak
kriminal, atau gangguan sosial lainnya. Beberapa indikator yang
dipakai adalah persentase penegakan perda dengan capaian setiap
tahunnya adalah 100%; persentase korban bencana yang menerima
bantuan sosial selama masa tanggap darurat juga selalu 100 %
setiap tahunnya.
6. Capaian Kinerja IKK Urusan Sosial

Kebijakan sosial yang mencakup perlindungan  sosial,
pemberdayaan masyarakat, serta penanganan masalah sosial
seperti kemiskinan, ketelantaran dan kesejahteraan anak juga
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehubungan dengan
maka program-program seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial,
serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi kelompok marginal
menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan
masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, sinergi
antara pemerintah, organisasi sosial, serta partisipasi masyarakat
menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan sosial dapat
berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah. Persentase
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar,
serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti merupakan kewenangan Kabupaten.
Indikator pada wurusan ini meliputi persentase PMKS yang
tertangani, capaiannya cenderung meningkat sejak 2020 sebesar
64% hingga 2023 mencapai 100%, namun di tahun 2024 menurun
menjadi 94%. Indikator lainnya adalah jumlah penyandang cacat
fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah
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menerima jaminan sosial menunjukkan capaian yang terus
meningkat dari tahun 2020 sebesar 12% menjadi 36% di tahun
2024. Capaian ini meningkat namun peningkatannya belum
optimal sehingga perlu ditingkatkan.

7. Capaian Kinerja IKK Urusan Tenaga Kerja
Urusan Tenaga Kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan
kualitas dan kompetensi tenaga kerja, fasilitasi penempatan dan
kesempatan kerja, serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga
kerja sehingga diharapkan juga dapat berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator pada urusan ini meliputi
persentase angkatan kerja sejak tahun 2021-2024 terus mengalami
peningkatan. Capaiannya berfluktuasi 78,59-98,30%. Persentase
angkatan kerja tertinggi adalah di tahun 2020 yaitu sebesar
98,30%. Capaian ini menunjukkan bahwa terdapat 1,7% penduduk
usia kerja yang tidak bekerja atau sementara tidak bekerja.
Sementara data tahun 2024 menunjukkan 87,41%. Indikator
berikutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data
tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami
penurunan. Secara kumulatif rata-rata per tahun 0,03. Dalam
kurun waktu S5 tahun terakhir peningkatan TPT dimulai sejak
tahun 2022 karena adanya dampak dari Pandemi Covid-19.

8. Capaian IKK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
berperan penting dalam meningkatkan kesetaraan gender,
pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perlindungan hak
perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan adalah melalui
pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi terhadap anak dan perempuan, penyediaan layanan
dan fasilitas pendukung bagi perempuan dan anak korban
kekerasan serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum
terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Indikator pada

urusan ini meliputi: Persentase KDRT yang ditangani selalu
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diupayakan tuntas (100%) terhadap semua pengaduan yang

disampaikan. Indikator berikutnya adalah indeks pembangunan
gender (IPG). IPG Kabupaten TTS terus meningkat sejak tahun
2021-2024 dengan capaian 2024 adalah sebesar 95,96%. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin setara pembangunan antara laki-laki
dengan perempuan. Indeks lainnya adalah Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG). Variabel-variabel yang digunakan dalam pengukuran
IDG adalah peran perempuan di parlemen, kontribusi perempuan
dalam pendapatan keluarga dan peran perempuan sebagai tenaga
profesionalisme. Data 2020-2022 menunjukkan kenaikan, namun
sejak 2022-2024 mengalami penurunan. Faktor penurunannya
terdapat pada 2 komponen yaitu Kketerlibatan perempuan di
parlemen dan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional
sedangkan komponen sumbangan pendapatan perempuan
cenderung menurun (diukur menggunakan perbandingan upah
buruh laki-laki dan perempuan pada sektor non pertanian).
Capaian IKK Urusan Ketahanan Pangan

Bidang urusan pangan dalam pemerintahan kabupaten/kota
memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan,
keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat. Indikator
kinerja kunci pada urusan ketahanan pangan adalah skor pola
pangan harapan (PPH). Skor ini digunakan untuk mengukur
kualitas konsumsi pangan masyarakat, dengan skor ideal adalah
100. PPH yang ideal mengarah pada konsumsi pangan yang
Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Capaian indikator ini
berfluktuasi sejak tahun 2020-2024 berkisar antara 75,2-94,3 skor
(di tahun 2021). Skor PPH tahun 2024 sebesar 75,9 skor.
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Capaian IKK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Administrasi kependudukan dan catatan sipil berperan penting
dalam pencatatan identitas penduduk dan pencatatan sipil.
Terdapat 2 indikator yaitu persentase penerbitan KTP dan
persentase penduduk ber Kartu Keluarga, dimana ke-2 indikator ini
sejak tahun 2021-2024 mengalami peningkatan.

Capaian IKK Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Melalui upaya
pemberdayaan ini diharapkan masyarakat desa dapat lebih
mandiri, kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang
ada sehingga dapat menjadi desa yang kuat dan berdaya agar
pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan
berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan yang lebih luas bagi
seluruh lapisan masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur
kinerja urusan ini adalah jumlah BUMDES aktif yang capaiannya
berfluktuasi. Capaian 2024 sebanyak 51 bumdes.

Capaian IKK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Urusan ini memiliki peran strategis dalam mengendalikan
penduduk dan melaksanakan program keluarga berencana (KB)
agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan
pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat dengan mengendalikan angka kelahiran,
serta memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses terhadap
layanan kesehatan reproduksi yang memadai. Indikator pada
urusan ini meliputi Laju Pertumbuhan Penduduk yang capaiannya
berfluktuasi dan data tahun 2024 menunjukkan 2,75%.

Capaian IKK Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan memiliki peran penting dalam memastikan

sistem transportasi yang aman, nyaman, tertib dan berkelanjutan

bagi warganya. Melalui perencanaan dan pengelolaan yang baik,

BAB II. - 107 -




14.

i ——————— = @

urusan perhubungan dapat meningkatkan konektivitas antar
wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Indikator Kkinerja
pada urusan ini meliputi Rasio Izin Trayek yang capaiannya
menunjukkan angka yang flat sejak tahun 2020-2024. Angka rasio
ini dipengaruhi oleh jumlah izin trayek terhadap jumlah penduduk.
Indikator berikutnya Persentase uji KIR Angkutan umum. Nilai
capaian indikator ini juga berfluktuasi, dimana capaian tertinggi
pada tahun 2021 sebesar 86,53% (sebanyak 4.214 kendaraan).
Capaian ini cenderung menurun hingga tahun 2024 sebesar
67,33% (3.278 kendaraan). Capaian tertinggi di tahun 2021 dan
2022 karena pada periode tersebut, laboratorium pengujian yang
terakreditasi hanya terdapat di Kabupaten TTS.

Capaian IKK Urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Urusan komunikasi dan informatika di tingkat kabupaten memiliki
peran penting untuk memastikan keterbukaan informasi,
pengelolaan teknologi, serta pemanfaatan komunikasi digital dalam
meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu maka Kominfo memiliki
tugas untuk menyediakan akses informasi yang transparan dan
mudah dijangkau masyarakat melalui pengelolaan website resmi,
media sosial, serta layanan keterbukaan informasi publik.
Harapannya adalah masyarakat dapat memperoleh berita dan
kebijakan daerah secara cepat dan akurat. Selain itu, Kominfo juga
berperan dalam meningkatkan literasi digital guna mencegah
penyebaran hoaks dan misinformasi yang dapat merugikan
masyarakat. Capaian indikator kinerja pada urusan ini meliputi
persentase luas layanan telekomunikasi dengan capaian yang terus
meningkat dari tahun 2020-2024. Data 2024 menunjukkan capaian
52%. Indikator lain adalah capaian nilai indeks SPBE (Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik). Capaian indeks ini selalu
meningkat setiap tahun sejak tahun 2020-2024. Capaian 2024
adalah 2,83 indeks dengan predikat baik.
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15. Capaian IKK Urusan Penanaman Modal

Urusan ini berhubungan dengan kemudahan perizinan,
menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong masuknya
investasi, selain penguatan regulasi dan kebijakan yang ramah
investasi hingga mengawasi pelaksanaan kegiatan penanaman
modal agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
Indikator pada urusan ini meliputi jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA), yang capaiannya cenderung berfluktuasi
sejak tahun 2020-2024, dengan angka terendah di tahun 2020
sebesar Rp.18,1 miliar dan tertinggi di tahun 2022 sebesar
Rp.109,87 miliar. Capaian ini cenderung menurun hingga tahun
2024 sebesar Rp.64,06%. Indikator lainnya adalah jumlah investor
berskala nasional (PMDN/PMA). Capaiannya juga berfluktuasi sejak
2020-2024. Tertinggi adalah pada tahun 2021 sebanyak 176
investor dan terendah adalah di tahun 2020 sebanyak 21 investor.
Jumlah investor pada tahun 2024 sebanyak 105 investor, menurun
dari tahun 2023 sebanyak 141 investor. Fluktuasi ini
menggambarkan adanya dinamika investasi di daerah yang
dipengaruhi oleh faktor ekonomi, potensi dan kebijakan.

16. Capaian IKK Kepemudaan dan Olahraga

Urusan ini meliputi pengembangan pemuda dan olahraga melalui
perumusan kebijakan, pemberdayaan pemuda, pembinaan atlet,
penyediaan sarana olahraga, serta kolaborasi dengan berbagai
pihak. Selain itu juga memberikan dorongan pada masyarakat
untuk berpartisipasi dalam olahraga dan kegiatan kepemudaan
guna menciptakan generasi berkualitas dan meningkatkan prestasi
daerah. Capaian kinerja urusan pemuda dan olahraga pada 2020-
2024 menunjukkan tren yang beragam, mencerminkan tantangan
serta peluang dalam pemberdayaan pemuda dan pengembangan
olahraga daerah. Jumlah atlet berprestasi meningkat sejak tahun
2022 menjadi 91 orang, Sementara cakupan pembinaan olahraga

juga menunjukkan capaian yang satgnan tahun 2020-2024 berada
pada angka 62%, Angka yang ada ini menunjukan perlunya

Tgl cetak: 20
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peningkatan program pembinaan atlet, dukungan saraba dan
prasarana olahraga, serta kompetisi yang lebih berkelanjutan guna
menjaga prestasi daerah baik di tingkat Provinsi maupun nasional.
Persentase wirausaha muda tidak mengalami perubahan yang
signifikan dan cenderung flat sejak tahun 2020-2024 yaitu 2%,
walaupun sempat meningkat cukup drastis di tahun 2023 menjadi
20% hingga menurun kembali di tahun 2024 menjadi 2%. Hal ini
menunjukkan masih adanya kendala dalam akses permodalan,
terbatasnya pelatihan kewirausahaan, tidak berkembangnya usaha
pasca pelatihan serta perlu adanya pengawasan dan pendampingan
bagi pemuda pasca pelatihan maupun pendampingan bagi pemuda
yang ingin membangun usaha sendiri.

Capaian IKK Urusan Persandian

Urusan ini mmemiliki peran penting dalam menjaga keamanan
informasi dan perlindungan data di lingkungan pemerintahan
daerah termasuk mencegah kebocoran data serta melindungi
komunikasi pemerintahan dari ancaman siber. Capaian indikator
kinerja kunci pada urusan ini meliputi persentase Perangkat
Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi
Perangkat Daerah (dengan target 4 Perangkat Daerah) dan
capaiannya sudah mencapai 100% di tahun 2024. Jumlah
Perangkat Daerah akan terus ditingkatkan sesuai dengan
kebutuhan. Sementara indikator lainnya yaitu indeks kematangan
keamanan informasi menunjukkan angka yang flat, walaupun pada
tahun 2020 berada di level O dan mencapai level 3 sejak tahun
2021.

Capaian IKK Kebudayaan

Urusan ini memiliki tanggung jawab dalam melestarikan,
mengembangkan dan memajukan kebudayaan daerah sebagai
bagian dari identitas dan jati diri bangsa melalui upaya menjaga
warisan budaya hingga mendorong inovasi budaya agar tetap

relevan di era moderen. Capaian indikator kinerja pada urusan ini

meliputi antara lain jumlah benda, situs dan Kawasan Cagar
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Budaya yang dilestarikan juga menunjukkan angka capaian yang
relatif tidak meningkat secara signifikan. Dimana jumlah cagar
budaya yang dilestarikan berjumlah 7 situs sejak tahun 2020.
Capaian IKK Perpustakaan

Urusan ini merupakan bagian penting dari pembangunan sumber
daya manusia dan peningkatan literasi di tingkat daerah,
mendukung pendidikan, meningkatkan akses informasi, serta
membangun budaya literasi yang kuat di masyarakat. Pemerintah
daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perpustakaan
berfungsi secara optimal sebagai pusat ilmu pengetahuan yang
inklusif dan berdaya guna. Capaian kinerja pada urusan ini diukur
melalui dua indikator yaitu jumlah pengunjung perpustakaan per
tahun dan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah. Indikator pertama menunjukkan minat masyarakat dalam
membaca baik melalui akses terhadap buku fisik maupun sumber
digital. Capaian indikator ini berfluktuasi selama periode 2020-
2023, dimana jumlah pengunjung berkisar 2.320-3.666 orang (pada
tahun 2023). Indikator lainnya adalah jumlah koleksi buku yang
juga cenderung menurun. Hal ini menjadi tantangan pada urusan
ini agar ke depannya dapat berinovasi untuk menciptakan/
membuat kegemaran membaca menjadi kebutuhan masyarakat.
Capaian IKK Urusan Kearsipan

Kearsipan berfungsi sebagai sistem pencatatan, penyimpanan, dan
pengelolaan dokumen negara secara tertata dan aman. Pengelolaan
kearsipan yang baik dapat meningkatkan efisiensi birokrasi,
menjamin kepastian hukum serta memastikan keberlanjutan
informasi bagi generasi mendatang. Fungsi arsip adalah sebagai
bukti autentik dari berbagai keputusan dan kebijakan
pemerintahan, menjaga memori kolektif bangsa serta mendukung
akuntabilitas. Capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat
melalui indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip
secara baku. Persentase data tahun 2020 menunjukkan 35,30%
dan meningkat menjadi 50% di tahun 2023. Arsip yang dikelola
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dengan baik akan memastikan transparansi pemerintahan,
mendukung akuntabilitas kebijakan, serta menjadi alat bukti yang
sah dalam berbagai proses hukum dan administrasi.
Capaian IKK Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas
keamanan daerah, menjalin kerja sama bersama forum kerukunan
umat beragama, memfasilitasi partai politik serta pendidikan politik
bagi masyarakat. Kinerja urusan ini dapat dinilai dari indikator
persentase partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih
dalam pemilu. Capaiannya relatif stabil pada tahun 2020-2024
yaitu 75%.
Capaian IKK Pariwisata
Potensi pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan bagi
pemerintah daerah bila memiliki potensinya. Pengelolaan pariwisata
secara tepat akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi
daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya
saing daerah dalam menarik wisatawan domestik maupun
mancanegara. Hasil kinerja wurusan pariwisata di tingkat
kabupaten/kota dicerminkan tiga indikator utama, yaitu jumlah
kunjungan wisatawan meliputi wisatawan domestik dan
mancanegara, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan
rata-rata lama tinggal wisatawan. Capaian indikator jumlah
kunjungan wisatawan terus meningkat sejak tahun 2021-2023. Hal
ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya minat masyarakat
dalam berwisata di dalam negeri. Hal ini didukung oleh promosi

wisata daerah, peningkatan infrastruktur, serta berbagai event dan

program wisata yang menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.

Talcetak: 20 Agustus 2025
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. Capaian IKK Urusan Pertanian

Sektor pertanian sangat memiliki peranan yang penting untuk
ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan perekonomian
daerah. Agar dapat berfungsi optimal, maka pengelolaannya
dilakukan melalui pengembangan teknologi, penyediaan sarana
produksi, pendampingan petani maupun penerapan pertanian
berkelanjutan. Penilaian kinerja urusan ini dapat diukur antara
lain melalui Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB. Data
tahun 2020 menunjukkan 44,11% dan selanjutnya meningkat
menjadi 46,64%.

Capaian IKK Urusan Perdagangan

Urusan ini memiliki peranan strategis dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah, stabilisasi harga, serta mendorong
kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu maka perlu
dilakukan upaya untuk memastikan kelancaran distribusi barang,
pengembangan pasar, serta perlindungan konsumen dan pelaku
usaha. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian
harga, pengembangan infrastruktur perdagangan seperti pasar
rakyat dan pusat distribusi, pemberdayaan pedagang, serta
pengawasan standar mutu barang dan jasa. Kinerja urusan ini
dapat dilihat dari indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB. Capaian indikator ini menunjukkan tren positif sejak tahun
2020-2024. Data tahun 2020 menunjukkan 5,97% dan terus
meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar 7,09%.

Capaian IKK Urusan Perindustrian

Urusan ini juga turut berperan dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya
saing industri lokal. Kinerja urusan ini dinilai melalui indikator
utama kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor
Industri. Penguatan regulasi, dukungan infrastruktur, dan sinergi
antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong

industri yang berkelanjutan dan kompetitif.
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26. Capaian IKK Urusan Perikanan

Sektor ini juga turut mendukung perekonomian daerah serta
ketahanan pangan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya
kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan
kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, serta menjaga
ekosistem perairan. Kinerja urusan ini dapat diukur dari beberapa
indikator yaitu produksi perikanan budidaya yang terus meningkat
sejak tahun 2020-2024. Angka tahun 2020 adalah 401,4 ton yang
terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai 570,20 ton. Produksi
perikanan tangkap juga menunjukkan peningkatan. Data 2020
395.40 ton menjadi 708,40 pada tahun 2024.

Aspek Kerjasama Daerah

Kerja Sama Daerah (KAD) merupakan sarana memantapkan
hubungan dan keterikatan antar daerah dalam menyerasikan
pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau
dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan,
teknologi dan kapasitas fiskal daerah. Pembangunan daerah tidak hanya
bergantung pada kebijakan lokal, namun juga memerlukan kolaborasi
yang lebih luas untuk menciptakan solusi yang lebih efektif terhadap
berbagai permasalahan. Kerjasama antar daerah dapat mempercepat
pencapaian target pembangunan yang sudah ditetapkan, terutama
dalam menghadapi tantangan bersama.

Kerja sama antara daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dilakukan secara efektif dan efisien dimana efektifitas tersebut
memperhatikan petensi daerah dan kemampuan yang dimiliki daerah. Dalam

perencanaan pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan, pemerintah

bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat) /NGO (Non-Governmental Organization) sebanyak 27 LSM dan atau
perbankan untuk dapat membantu dan mendorong pembangunan. Untuk
kerjasama dengan perbankan dilakukan melalui dana CSR sedangkan untuk
LSM/NGO dilakukan kerjasama pada bidang-bidang yang dibutuhkan oleh
masyarakat.




2.6

2.6.1.

Gambaran Keuangan Daerah

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan
untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat
mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan.
Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan
menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan
daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam
kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk
menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang
tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan
pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan
anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran
adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning)
dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah
daerah.

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2024

Analisis kinerja keuangan tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk
mengetahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai dasar
analisis proyeksi keuangan ke depan. Analisis kinerja keuangan
dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD untuk mengetahui
struktur, komponen dan tingkat biaya dari setiap kegiatan. Hal ini
dilakukan dalam rangka mencegah munculnya kemungkinan under-
financing atau over-financing yang semuanya mempengaruhi tingkat
efisiensi dan efektifitas unit-unit kerja pemerintah daerah.

Keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dikelola sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
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Daerah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD diatur dalam
Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat
dari kinerja pelaksanaan APBD yang tercermin dalam komponen
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2019-2024, digambarkan berdasarkan Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, sebagai berikut:
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah
Terlihat bahwa Pendapatan Daerah berfluktuasi, dimana
tahun 2019 sebesar Rp.1.505.217.596.648,42 dan mengalami
penurunan di tahun 2020 Rp.1.436.361.962.867 atau sebanyak -

4,57%. Pada tahun 2021 kembali menurun menjadi

Rp.1.370.553.089.002 atau sebanyak -4,58%. Hal ini terjadi karena

adanya penyesuaian anggaran untuk penanganan pandemi Covid-

19 sebagai sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah melalui

realokasi dan refocusing anggaran APBN dan APBD tahun 2020-

2022 sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022,

Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar

Rp.1.401.051.293.025,36 atau naik sebanyak 2,23% dan terus

naik di tahun 2023 sebanyak 9,38% namun menurun

sebesar Rp.1.532.497.295.388,02 atau sebanyak -3,11% di Tahun

2024. Sumber-sumber pendapatan berdasarkan realisasi tahun

dasar 2024 adalah:

e Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.54.298.253.518,00
yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan;

* Pendapatan transfer sebesar Rp.1.342.136.980.808,00 yang
terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah;
¢ Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar

Rp.88.355.657.609,00 yang bersumber dari lain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber pendapatan tersebut dapat dikategorikan sebagai
rentang kendali penuh pemerintah kabupaten (PAD) melalui
evaluasi capaian pendapatan tahun sebelumnya sebagai dasar
perencanaan tahun berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menilai
potensi, kendala dan peluang peningkatan pendapatan. Sumber
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pendapatan dalam rentang kendali pemerintah kabupaten berarti
pemerintah kabupaten memiliki kewenangan penuh dalam proses
penentuan pendapatan daerah.

Penentuan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah
dilakukan berdasarkan kerangka desentralisasi fiskal dalam sistem
keuangan negara melalui beberapa jenis dana antara lain Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil
(DBH), Insentif Fiskal hingga Dana Desa. Proses penentuan tersebut
melalui langkah-langkah perhitungan potensi fiskal dan kebutuhan
fiskal daerah, penyusunan rincian transfer dalam RAPBN maupun
negosiasi dan klarifikasi teknis sehingga proyeksi dana transfer
ditetapkan  berdasarkan  rata-rata  pertumbuhan  realiasi
pendapatan.

Terhadap penetapan nilai proyeksi untuk komponen PAD,
jika menggunakan data target PAD sepanjang tahun 2019-2024
maka angka tersebut di luar kemampuan daerah untuk
memenuhinya. Proyeksi yang ditampilkan didasarkan asumsi
bahwa kondisi perekonomian normal pada level regional maupun
nasional. Asumsi tidak terealisasi apabila terjadi keadaan luar
biasa.

Belanja Daerah

Belanja Daerah dari tahun 2019 sampai 2024 berfluktuasi,
dimana pada tahun 2019 sebesar Rp.1.497.046.640.129 menjadi
Rp.1.447.984.441.470 atau menurun sebanyak -3,28% di tahun
2020. Selanjutnya di tahun 2021 terjadi penurunan sebesar
Rp.1.402.623.237.035 atau sebesar -3,13%. Penurunan Belanja
Daerah terjadi karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi
Covid-19. Total realisasi belanja daerah pada tahun 2024 adalah
Rp.1.565.461.085.018,00 dengan sumber-sumber belanja daerah
berdasarkan realisasi tahun dasar 2024 adalah:

Tglcetak: 20 Agustus 2025
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e Belanja operasi, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebesar
Rp.1.072.549.594.413,00;

e Belanja modal, yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja
modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan
bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja
modal aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya sebesar
Rp.166.227.066.280,00;

¢ Belanja tidak terduga sebesar Rp.1.067.754.958,00;

e Belanja transfer, yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja
bantuan keuangan sebesar Rp.325.616.669.367,00.

c. Pembiayaan Daerah
Komponen pembiayan terdiri dari penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan. Data tahun 2024 menunjukkan
penerimaan pembiayaan sebesar Rp.160.051.757.397,00 dimana
komponen sumber penerimaan berasal dari:
e Sisa dari realisasi belanja yang dialokasikan untuk semua
perangkat daerah dari seluruh sumber dana;
e Dana lain yang baru direalisasikan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah pada akhir tahun, sehingga tidak dapat
langsung direalisasikan penggunaannya.

2.6.2. Neraca Daerah
Neraca daerah menggambarkan besarnya jumlah kekayaan
daerah yang dimiliki dan kewajiban daerah yang menjadi tanggung
jawab daerah dari kegiatan dan hasil-hasil pembangunan yang telah
dilakukan. Neraca daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama
kurun waktu 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

S
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Tabel 2.35

Neraca Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024

Uraian

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ASET

A. Aset Lancar

152.328.931.462,59

135.828.373.575,98

105.610.626.907,80

60.099.705.173,82

225.726.691.331,85

152.694.908.046,94

Investasi Jangka
Panjang

83.177.726.970,83

91.798.380.472,00

103.798.380.472,00

103.798.380.472,00

109.260.504.040

109.242.075.131

C. Aset Tetap

1.733.584.841.125,79

1.781.055.730.752,37

1.824,282.338.399,69

1.875.007.097.874,69

1.884.683.019.652,52

1.955.955.249.257 44

D. Aset Lainnya

16.064.336.404,25

18.681.886.562,25

21.667.208.362,25

23.136.092.645,25

39.606.184.818,35

39.487.791.913,35

JUMLAH ASET 1.985.155.835.963,46 | 2.027.364.371.362,60 | 2.055.358.554.141,74 | 2.062.041.276.165,76 | 2.259.276.399.842,72 | 2.257.380.024.348,73
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka
A. Beniaie 12.680.761.831,46 10.854.140.313,46 13.810.713.062,46 10.403.711.129,49 35.573.834.412,89 19.574.538.273,17
nae.
Kewajiban Jangka
B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN 12.680.761.831,46 10.854.140.313,46 13.810.713.062,46 10.403.711.129,49 35.573.834.412,89 19.574.538.273,17
EKUITAS
Ekuitas 1.972.475.074.132,00 2.016.510.231.049,14 2.041.547.841.079,28 2.051.637.565.036,30 2.223.702.565.429,83 2.237.805.486.075,56
JUMLAH EKUITAS 1.972.475.074.132,00 | 2.016.510.231.049,14 | 2.041.547.841.079,28 | 2.051.637.565.036,30 | 2.223.702.565.429,83 | 2.237.805.486.075,56
JUMLAH KEWAJIBAN
Al 1.985.155.835.963,46 | 2.027.364.371.362,60 | 2.055.358.554.141,74 | 2.062.041.276.165,79 | 2.259.276.399.842,72 | 2.257.380.024.348,73

Sumber: Badan PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan 2024 (diolah)
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2.6.3. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan Tahun 2026-2030 adalah nilai APBD yang
memungkinkan untuk terwujudnya pembiayaan bagi seluruh program

strategis sesuai target RPJMD dalam menjawab Visi dan Misi Bupati
dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, seperti pada tabel berikut.
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Tabel 2.36

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026-2030

No Uraian Be : 2
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 | PENDAPATAN
A. mwwWMMmsb»m__ 100.000,000,000,00 101.020.000.000,00 102.050.404.000,00 103.091.318.120,80 104.142.849,565,63 105.205.106.631,20
B. wmuwmwg 1.573.715.397.809 | 1.589.667.294.866,00 | 1.605.982,921.274,29 | 1.622.363.947.071,29 | 1.638.912.059.331,42 | 1.655.628.962.336,60
Lain-lain
¢, Pendapatan 17.000.000.000,00 17.173.400.000,00 17.348.568.680,00 17.52 17.704.284.426,16 17.884
s ol .000.000.000, .173.400.000, .348.568.680, ,525.524.080,54 .704.284.426,1 7.884.868.127,30
Sah
._mnzcgu B ATAR 1.690.715.397.809,00 | 1.707.860.694.866,00 | 1.725.381.893.954,29 | 1.742.980.789.272,63 | 1.760.759.193.323,21 | 1.778.718.937.095,10
2 | BELANJA
A. Belanja Operasi 1.240.748.820.630,00 | 1.253.304.458.600,00 | 1.266.189.184.078,15 | 1.279.104.313.755,75 | 1.292.151.177.756,06 | 1.305.331.119.769,17
B. Belanja Modal 110.641.826.181 111.770.372.808,00 112.910.430.610,69 114.062.117.002,92 115.225.550.596,35 116.400.851.212,43
c. wmmmﬂm Tak 2.125.000.000,00 2.146.675.000,00 2.168.571.085,00 2.190.690.510,07 2.213.035.553,27 2.235.608.515,91
D. Belanja Transfer 337.199.750.998,00 340.639.188.458,00 344,113.708.180,45 347.623.668.003,89 351.169.429.417,53 354.751.357.597,59
JUMLAH BELANJA | 1.690.715.397.809,00 | 1.707.860.694.866,00 | 1.725.381.893.954,29 | 1.742.980.789.272,63 | 1.760.759.193.323,21 | 1.778.718.937.095,10
SURPLUS/DEFISIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 | PEMBIAYAAN
Penerimaan
A. Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran
B. Pannhiatami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SISA LEBIH
PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANGGARAN (SILPA)

Sumber: Badan PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan 2024 (diolah)

e

TGl cetak: 20 Agustus 202

BABII. -124-

Wy




e @

2.7

2.7.1.

Pada Tabel 2.37 terlihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2019-2024 yang diproyeksikan
meningkat setiap tahun dengan pertumbuhan 1,02%. Proyeksi
pendapatan daerah untuk tahun 2026 sebesar Rp.1.690.715.397.809,00
dan terus meningkat sampai tahun 2030 menjadi sebesar
Rp.1.778.718.937.095,10.

Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran dari
kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai dengan
yang direncanakan. Kondisi ini terlihat dari hasil evaluasi dan kajian
terhadap capaian kinerja pembangunan daerah. Isu strategis adalah
suatu kondisi, perkembangan, atau kecenderungan yang dianggap
sangat penting dan perlu menjadi perhatian karena berpotensi
mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam
penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun
2025-2029 permasalahan dan isu strategis dikaji dengan benar untuk
menghindari, mengurangi atau menyelesaikan potensi permasalahan
daerah serta mengoptimalkan peluang yang ada di daerah untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan
Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah

Selatan mengacu pada hasil analisis kondisi pembangunan daerah dan

laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029. digambarkan berdasarkan

masing-masing aspek sebagai berikut:

1. Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Timor
Tengah Selatan dari aspek geografi dan demografi, yaitu:

Wilayah yang luas, topografi berbukit, persebaran potensi sumber
daya alam yang tidak merata dan persebaran penduduk yang tidak

terkonsentrasi mengakibatkan tingginya nilai investasi untuk

pembangunan infrastruktur.
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. Prasarana dan sarana infrastruktur belum memadai bahkan

masih terdapat beberapa yang belum dapat diakses masyarakat.

. Aktifitas penduduk di daerah rawan bencana dalam

memanfaatkan potensi yang ada guna meningkatkan produktifitas
dan menambah pendapatan berpotensi merusak lingkungan.
Sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dengan tingkat
pendidikan yang rendah melaksanakan praktek budaya bertani
yang konvensional pada lahan yang tidak tersedia air pada musim
kemarau serta kepemilikan tanah yang terbatas menyebabkan
tingginya angka tenaga kerja yang mencari pekerjaan di luar
daerah.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali pada daerah-
daerah pertumbuhan baru dan pusat perekonomian.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan umum dan
pemilihan kepala daerah karena kurangnya ketaatan dalam
mengurus dokumen kependudukan.

Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Timor

Tengah Selatan pada peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat,

yaitu:

a.
b.

Produktifitas rendah, yang berakibat rendahnya pendapatan.
Kurangnya inovasi dan penerapan IPTEK dalam melaksanakan
usaha.

Kurang mampu mengelola dan memanfaatkan potensi yang
dimiliki.

. Kurangnya keterampilan dan kecakapan kerja.
. Kurangnya penguasaan aset lahan pribadi.

f. Rendahnya tingkat pendidikan.

g.

Akses yang masih terbatas ke sumber-sumber ekonomi.

Permasalahan Pada Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Timor

Tengah Selatan pada aspek daya saing daerah, yaitu:
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a. Masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan padahal sektor-sektor ini masih memiliki peluang yang
besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan
perekonomian daerah.

b. Belum optimalnya pengembangan sektor industri terutama
industri pengolahan dan ekonomi kreatif dalam mendukung daya
saing daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

c. Tidak berkembangnya sektor akomodasi dan makan minum akibat
belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata daerah.

d. PDRB perkapita Kabupaten Timor Tengah Selatan masih berada di
bawah PDRB Provinsi NTT dan Nasional.

e. Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan insfrastruktur
daerah dalam menunjang pelayanan.

f. Masih rendahnya angka literasi dan numerasi siswa SD dan SMP
di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

g. Masih rendahnya indeks literasi digital di Kabupaten Timor
Tengah Selatan.

h. Belum optimalnya kontribusi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor
Tengah Selatan.

i. Tingginya angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Timor
Tengah Selatan dengan kondisi angka ketergantungan sebesar
47,81 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus
menanggung antara 47-48 penduduk usia tidak produktif.

4. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada aspek pelayanan
umum di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu:

a. Belum optimalnya pelayanan publik, dimana pada tahun 2021
nilai indeks pelayanan publik Kabupaten TTS dengan kategori C
(cukup)
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b. Belum optimalnya inovasi daerah Kabupaten TTS, dimana pada
tahun 2023, nilai IID sebesar 37,47 dan masuk dalam kategori
Inovatif namun inovasi-inovasi yang sudah dibuat belum
dimanfaatkan secara optimal.

c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE), dimana dalam pelaksananaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten TTS
mengalami peningkatan namun masih berada di bawah nilai
provinsi dan nasional, dimana pada tahun 2021 sebesar 2,26
berada pada kategori Cukup (rentang nilai 1,8 — 2,6), sedangkan
tahun 2022 dan 2023 dengan nilai 2,61 dan 2,62 berada pada
kategori Baik (rentang nilai 2,6 - 3,5).

d. Belum optimalnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinera Instansi
Pemerintah (SAKIP)

e. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

f. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

g. Kurangnya infrastruktur digital yang merata, literasi digital
aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah.

h. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur,
pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerpan standar
pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan
penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan publik.

i. Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah daerah dan
penegak hukum untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan
masyarakat terhadap regulasi daerah.

2.7.2. Isu Strategis
Isu strategis daerah Kabupaten TTS diidentifikasi dengan
mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global,
nasional, provinsi dan kabupaten) dan potensi yang dimiliki Kabupaten
TTS yang relevan dan menjadi tantangan bagi daerah lima tahun ke
depan. Berikut merupakan uraian dari isu-isu yang terjadi pada tingkat

global, nasional provinsi maupun daerah.
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2.7.2.1. Isu Strategis Global

Isu-isu strategis global mencakup berbagai tantangan dan
peluang yang dihadapi oleh komunitas internasional atau secara
global yang turut berpengaruh terhadap pembangunan baik
nasional mapun daerah. Beberapa isu strategis global, antara lain:

a) Perdagangan dan Perekonomian Global

Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai
menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya
inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika
Serikat, Cina, Eropa dan negara-negara sedang berkembang.
Tambahan pula dengan adanya gejolak harga minyak dunia
di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian
nasional, namun di sisi lain juga dapat berdampak pada tekanan
inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap
diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi
kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR
(Federal Funds Rate), yang berpotensi memicu gejolak di pasar
keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal
keluar (capital out flow) tiba-tiba dari negara-negara berkembang,
seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan
fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat.
Kebijakan perpajakan AS (tax policy) yang baru juga dapat
memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, di
mana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat
mendorong perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata
uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS,
kebijakan ekonomi Cina yang sedang melakukan restrukturisasi

perekonomian dalam upaya menyeimbangkan.
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Komposisi pertumbuhan ekonominya dinilai juga dapat
berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah. Kawasan
Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian
global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di
kawasan ini dan 50% transaksi dunia terjadi di kawasan ini.
Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia
Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan
terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk
dari publik dan investasi swasta. Kecenderungan ini akan
ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan
pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerja sama
lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun
ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan
ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerja sama
tersebut antara lain Trans Pacific Partnerships (TPP), ASEAN
Regional Forum (ARF), Shanghai Cooperation Organization (SCO),
East Asia Summit (EAS), serta Expand ASEAN Maritime Forum
(EAMF).

b) Konflik Geopolitik

Meskipun ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif
di tahun 2023, perlu tetap diwaspadai terjadinya masalah
geopolitik global yang berkepanjangan, seperti invasi Rusia ke
Ukraina, konflik di jalur Gaza dan konflik geopolitik lainnya.
Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan
kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan
di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung
Korea, Teluk Persia dan Laut Cina Selatan. Perang menyebabkan
kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi

negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi

serta adanya krisis energi dan pangan.

__BABII. -130-

Tglcetak: 20 Agustus 2025




Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk

mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka.
Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara
sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang
di masa depan. Konflik yang terjadi kemungkinan mengundang
kehadiran negara-negara besar lainnya untuk terlibat yang
ditakutkan akan menjadi masalah global yang berkepanjangan,
sehingga tentu akan memberikan dampak yang signifikan bagi
kondisi sosial-ekonomi dunia dikarenakan kontribusi negara-
negara tersebut yang sangat besar terhadap dunia.
c) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 atau
dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan
untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik
dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek
lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs tersebut berisikan
17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun
2015-2030. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan,
17 Goals dan 169 Target SDGs dikelompokkan ke dalam empat
pilar yaitu:
1. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

a. Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di

manapun

b. Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai
ketahanan pangan dan gizi yang baik,

serta meningkatkan pertanian
berkelanjutan;
c. Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan

meningkatkan  kesejahteraan  seluruh
penduduk semua usia

d. Tujuan4 : Menjamin kualitas pendidikan yang
inklusif dan merata serta meningkatkan
kesempatan belajar sepanjang hayat untuk
semua;

e. Tuyjuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan
memberdayakan kaum perempuan.
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Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi:

a. Tujuan 7
b. Tujuan 8 :
c. Tujuan 9
d. Tujuan 10 :
e. Tujuan 17 :

Menjamin akses energi yang terjangkau,
andal, berkelanjutan, dan modern untuk
semua

Meningkatkan  pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan  berkelanjutan,
kesempatan kerja yang produktif dan
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak
untuk semua

Membangun infrastruktur yang tangguh,
meningkatkan industri inklusif dan
berkelanjutan, serta mendorong inovasi
Mengurangi  kesenjangan intra dan
antarnegara

Menguatkan sarana pelaksanaan dan
merevitalisasi kemitraan global untuk

pembangunan berkelanjutan

Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

a. Tujuan 6
b. Tujuan 11 :
c. Tujuan 12 :

d. Tujuan 13 :

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan
air bersih dan

sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
Menjadikan kota dan  permukiman
inklusif, aman tangguh, dan
berkelanjutan;

Menjamin pola produksi dan konsumsi
yang berkelanjutan

Mengambil tindakan cepat  untuk
mengatasi perubahan iklim dan

dampaknya
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e. Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara

berkelanjutan sumber daya kelautan dan

samudera untuk pembangunan
berkelanjutan
f. Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi, dan

meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan
ekosistem daratan, mengelola hutan
secara lestari, menghentikan
penggurunan, memulihkan  degradasi
lahan, serta menghentikan kehilangan
keanekaragaman hayati

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi:

a. Tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan
damai untuk pembangunan berkelanjutan,
menyediakan akses keadilan untuk semua,
dan membangun kelembagaan yang
efektif, akuntabel, dan inklusif di semua
tingkatan

Untuk memastikan pelaksanaan SGD’s berjalan dengan
baik maka peran negara dan semua pemangku kepentingan
pembangunan sangat penting dalam pencapaian tujuan SDG’s.

d) Isu Perubahan Iklim (Climate Change)

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak
dan memerlukan perhatian serius. Dunia kini menghadapi
berbagai dampak nyata, seperti kenaikan suhu ekstrem,
cuaca yang tidak teratur, kekeringan masal, krisis air,
kelangkaan pangan, munculnya berbagai penyakit, hingga
naiknya permukaan air laut. Semua ini erat kaitannya dengan
pemanasan global yang semakin parah. Perubahan ini dapat
mengakibatkan; 1) kerusakan infrastruktur dimana badai tropis
yang intens atau banjir bisa merusak jembatan, jalan raya dan
bangunan penting lainnya; 2) ancaman terhadap kesehatan

yvakni gelombang panas yang lebih sering dan ekstrem
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dapat meningkatkan risiko kesehatan seperti penyakit panas dan

dehidrasi; 3) ketidakstabilan pangan yakni kekeringan yang parah
atau banjir dapat mengganggu produksi pangan dan
mengakibatkan kenaikan harga pangan; 4) kehilangan
keanekaragaman hayati yakni perubahan iklim yang drastis
dapat mengancam spesies-spesies tertentu dan mengganggu
ekosistem yang rapuh dan; 5) meningkatnya pengungsi
iklim yakni masyarakat yang terdampak dapat terpaksa pindah
atau mengungsi akibat bencana alam yang lebih sering dan
parah.

Pemanasan global terjadi akibat peningkatan konsentrasi
gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO2),
metana (CH4), dan dinitrogen oksida (N20). Aktivitas manusia,
seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, serta industri
yang tidak ramah lingkungan, menjadi penyebab utama
meningkatnya emisi gas-gas tersebut. Gas rumah kaca berfungsi
seperti selimut yang menyelimuti bumi dan menjebak panas
matahari, menyebabkan suhu bumi terus meningkat.

Dampak perubahan iklim sudah dapat kita rasakan di
berbagai belahan dunia. Salah satu contoh nyata adalah
naiknya suhu rata-rata global. Menurut data dari lembaga iklim
internasional, suhu bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat
Celsius sejak era pra-industri. Peningkatan ini mungkin
terdengar kecil, tetapi dampaknya sangat signifikan. Misalnya,
pemanasan global menyebabkan mencairnya es di kutub yang
berkontribusi pada naiknya permukaan air laut. Hal ini
mengancam daerah pesisir dan pulau kecil, bahkan bisa
menyebabkan tenggelamnya wilayah tersebut jika tidak segera
ditangani.

Selain itu perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca.
Curah hujan menjadi tidak menentu, di beberapa daerah terjadi
hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir besar, sedangkan di
daerah lain terjadi kekeringan berkepanjangan yang memicu
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krisis air. Kondisi ini berdampak buruk pada sektor pertanian.
karena tanaman sulit tumbuh dengan baik, menyebabkan
kelangkaan pangan di banyak negara.

Munculnya berbagai penyakit juga menjadi salah satu
konsekuensi dari perubahan iklim. Suhu yang lebih hangat
menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangan
berbagai virus dan bakteri. Penyakit seperti malaria, demam
berdarah dan infeksi saluran pernapasan menjadi lebih mudah
menyebar, terutama di wilayah tropis dan subtropis.

Masalah Keamanan Cyber Security

Di era revolusi industri 4.0 segala aspek kehidupan tidak
terlepas dari sentuhan teknologi, mendorong transformasi
digital pada aktivitas dan proses bisnis di berbagai sektor. Hal
ini melahirkan beragam inovasi teknologi seperti Artificial
Intelligence dan Internet of Things (IoT). Melalui perkembangan
teknologi informasi, saat ini setiap perangkat dengan mudah
terkoneksi dalam jaringan komputer seperti internet.

Peningkatan jumlah pengguna internet di dunia tidak
terlepas dari peningkatan jumlah ancaman ataupun serangan
siber (cyber attack). Serangan siber (cyber attack) terus
menciptakan ancaman potensial bagi sistem sampai end-user.
Salah satu solusi untuk meminimalisir hal tersebut yaitu
dengan memberi perhatian terhadap pengelolaan sistem
keamanan siber (cybersecurity). Cybersecurity merupakan
perlindungan yang sangat dibutuhkan baik untuk perorangan,
perusahaan, ataupun pemerintahan untuk menjaga dan
mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data
dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak

memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data

dalam sistem tersebut.
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Beberapa risiko utama yang terkait dengan kegagalan
cybersecurity meliputi; 1) serangan siber dimana serangan
malware, ransomware, phishing dan hacking yang dapat
mengakibatkan pencurian data sensitif, pencurian identitas atau
gangguan pada infrastruktur kritis; 2) kerentanan perangkat IoT
dimana peningkatan penggunaan dan ketergantungan pada
perangkat Internet of Things (IoT) meningkatkan risiko terhadap
serangan siber karena keamanan yang lemah pada perangkat
tersebut; 3) kehilangan kepercayaan publik dimana kejadian
kebocoran data atau pelanggaran keamanan yang sering dapat
mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan atau
institusi yang terlibat; 4) dampak ekonomi yakni biaya besar
untuk memulihkan data, memperbaiki sistem yang terpengaruh
dan mengganti kerugian akibat serangan siber dapat berdampak
pada kesehatan finansial perusahaan dan perekonomian secara
keseluruhan, dan; 5) ancaman terhadap keamanan nasional
dimana serangan siber yang terkoordinasi dan kompleks dapat
menimbulkan ancaman terhadap infrastruktur Kkritis suatu
negara seperti sistem energi, transportasi dan komunikasi.

2.7.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional dalam perencanaan pembangunan daerah
merupakan berbagai masalah, tantangan dan peluang yang memiliki
dampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia
serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Isu-isu ini
mendapatkan perhatian dan penanganan serius oleh pemerintah
pusat sehingga memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi NTT
untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan
inklusif.
a) Isu Strategis Transformasi Sosial Pemenuhan Pelayanan Dasar

Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah dan

tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan

dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan
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kapasitas dan pemerataan kapasistas dan responsiveness system
kesehatan di seluruh wilayah yang ditandai dengan; 1) AKI masih
tinggi (189/100.000); 2) Stunting masih tinggi (21,6%); 3)
Prevalensi obesitas 21,8%; 4) Kasus baru TB meningkat ke-2
dunia; 5) Kasus kusta peringkat ke-3 dunia; 6) 51,14%
puskesmas tidak tersedia 9 jenis tenaga kesehatan sesuai
standar; 7) 24,7% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter
spesialis dasar dan penunjang, 8) 36,5% Rumah Sakit
terakreditasi Paripurna dan 9) 56,4% FKTP terakreditasi.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada kondisi untuk
mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan
sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung
percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang.
Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain; 1) Layanan
pendidikan belum merata; 2) Kualitas pendidikan masih rendah;
3) Kuantitas, kualitas dan distribusi guru masih terbatas; 4)
Kualitas pendidikan angkatan kerja masih rendah; 5) Kualitas
lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya
masih rendah, dan; 6) Daya saing perguruan tinggi di tingkat
global masih rendah.

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk
percepatan  penuntasan  kemiskinan dan  memperluas
perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai
kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan
inklusif. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain; 1)
Akurasi program bantuan sosial masih rendah; 2) Ancaman
bencana dan dampak perubahan iklim; 3) Kesempatan yang
belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok
rentan; 4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan
masih rendah; 5) Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem

administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan

pembangunan dan; 6) Program Jaminan Sosial belum optimal.
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b)

d)

Isu Strategis Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta
Penguatan Riset Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pembangunan ekonomi pada periode pertama dari 20 tahun
pembangunan jangka panjang diarahkan untuk penyelesaian isu:
e Peningkatan produktivitas, sektor-sektor ekonomi melalui
industralisasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dengan
pemanfaatan IPTEK, pariwisata dan ekonomi Kkreatif,
pengembangan UMKM dan koperasi, produktivitas BUMN dan
penguatan ekonomi serta keuangan Syariah.
e Pengembangan IPTEK dan inovasi
¢ Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
e Transformasi digital
e Integrasi ekonomi domestik dan global
e Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi
Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Tepat Fungsi
dan Kolaboratif, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif,
Digitalisasi Pelayanan Publik, Peningkatan Integritas Partai
Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil
Transformasi tata kelola akan menjamin terlaksananya
transformasi sosial dan tranformasi ekonomi sesuai dengan
prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).
Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan publik
yang berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif.
Transformasi tata kelola bertujuan wuntuk menciptakan
lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya
regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang
berintegritas, tangkas dan kolaboratif.
Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan
Indonesia: Memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas serta
Membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan dan
Ketangguhan Diplomasi.
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Supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi
diarahkan untuk; 1) terwujudnya supremasi hukum nasional
yang berkeadilan, kepastian hukum, bermanfaat dan
berlandaskan HAM; 2) terwujudnya keselamatan bangsa,
kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia
yang aman, damai dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian
dunia dan berpengaruh di dunia Internasional; 3) terjaminnya
kebebasan sipil dan hak-hak politik; 4) kesetaraan sosial,
ekonomi dan politik, serta terbukanya partisipasi untuk semua
pihak; 5) terwujudnya kesinambungan fiskal dan stabilitas harga
melalui transformasi tata kelola dan kelembagaan keuangan
negara disertai optimalisasi bauran kebijakan; 6) penguatan
sinergi dan fokus diplomasi dan; 7) pemantapan kelembagaan
dan infrastruktur pendukung diplomasi.

Isu Stategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Memperkuat
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Sebagai Landasan dan
Modal Dasar Pembangunan

Ketahanan sosial budaya dan ekologi yang kuat merupakan
landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi sosial,
ekonomi dan tata kelola. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan
lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga
kesinambungan alam menghadapi berbagai perubahan dan
guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan
terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat
hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan.
Ketahanan sosial, budaya dan ekologi bertumpu pada: 1)
penguatan agama sebagai landasan spiritual, etika, moral
sebagai modal dasar pembangunan; 2) pemajuan dan pelestarian
kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri
bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menetapkan

peran dan posisi Indonesia dalam mempengaruhi arah

perkembangan peradaban dunia; 3) peningkatan ketangguhan
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individu keluarga dan masyarakat untuk memastikan
terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor
penggerak pembangunan; 4) pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup,
produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 5)
memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan
energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (Food,
Energy, Water) dan; 6) pembangunan rendah karbon dilakukan
untuk mencapai penurunan emisi GRK, pembangunan
berketahanan iklim dan penanggulangan bencana didasarkan
pada karakteristik dan kondisi berbasis pulau.

Isu Strategis Transformasi Sistem Pangan

Sektor pangan adalah pilar penting dalam perekonomian
Indonesia dimana sektor ini memberikan kontribusi yang besar
terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan
ketahanan pangan. Tetapi sektor ini dalam beberapa tahun
terakhir ini dihadapkan pada beberapa tantangan seperti adanya
konflik geopolitik dan dampak dari perubahan iklim global.
Tantangan-tantangan ini sangat mempengaruhi stabilitas
pasokan pangan, kualitas, keamanan, hingga akses masyarakat
terhadap pangan.

Industri pangan di Indonesia menghadapi tantangan yang
semakin kompleks. Ke depan, terdapat tantangan besar yang
perlu dihadapi oleh setiap insan pangan dalam pengelolaan dan
pengembangan sistem pangan di Indonesia. Tantangan besar
tersebut adalah bagaimana Indonesia dapat melaksanakan
transformasi sistem pangan.

Transformasi sistem pangan bertujuan untuk memperkuat
dan meningkatkan resiliensinya; yaitu kemampuannya untuk
bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi, mengatasi,
mencegah, meminimalkan atau menghilangkan tekanan pada

sistem. Dengan demikian, diharapkan untuk terus mampu

berfungsi memberikan ketahanan pangan dan gizi bagi semua.
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Menjamin kemampuan produksi pangan dalam berbagai skenario

situasi, sehingga dapat memastikan ketahanan pangan dan gizi,
dengan tetap memberikan dampak lingkungan, sosial dan
ekonomi yang optimal. Transformasi ini memerlukan investasi
dan inovasi untuk memastikan bahwa sistem pangan secara
keseluruhan menjadi lebih berkelanjutan dan adil, serta
menjamin akses bagi setiap individu untuk hidup sehat, aktif
dan produktif.
Isu Strategis Transformasi Energi Baru Terbarukan

Dalam mitigasi perubahan iklim, Indonesia telah
meratifikasi Paris Agreement dan berkomitmen menurunkan
emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% hingga 43,2%
dengan bantuan internasional pada 2030. Salah satu upaya
mengurangi emisi GRK yakni melalui transisi energi dimana
sistem energi yang ada sekarang ditransformasi untuk
mengakomodasi penetrasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang
tinggi, sehingga secara berangsur-angsur akan mengurangi
penggunaan bahan bakar fosil.

Pada 2023, Indonesia berhasil untuk mencapai porsi energi
terbarukan sebesar 14%. Namun demikian, potensi
pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga
listrik masih sangat besar. Dari potensi tenaga listrik sebesar
3.686 GW, pemanfaatan EBT baru mencapai 12.557 MW dimana
bioenergi berkontribusi sebesar 3.086 MW.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen yang
kuat dalam pengembangan energi terbarukan. Hingga Semeter |
(Januari-Juni) tahun 2024, penambahan kapasitas terpasang
Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Energi Baru dan Terbarukan
(EBT) telah mencapai 217,73 Mega Watt (MW) atau sekitar 66,6%
dari target tahunan sebesar 326,91 MW. Peningkatan kapasitas
ini didominasi oleh PLT hidro dan PLT surya. PLT hidro berhasil
mencapai 66,4% dari target, sementara PLT surya bahkan

melampaui target dengan capaian 147,02%. Kendati PLT panas
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bumi belum mencapai target, namun sektor energi terbarukan
lainnya seperti bioenergi juga menunjukkan perkembangan yang
positif, yaitu 43,2% dari target.

Dalam upaya pengembangan energi bersih, Indonesia
menghadapi tantangan berupa realisasi bauran EBT yang belum
mencapai target. Hingga semester [-2024, data Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan realisasi bauran
EBT baru mencapai 13,93%, masih jauh dari target 23% yang
ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional pada 2025.

2.7.2.3. Isu Strategis Regional
A. Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan permasalahan serta isu global dan nasional,
maka dapat dirumuskan isu-isu strategis daerah yang dipetakan
pada beberapa transformasi sebagai berikut:

a) Isu Strategis Transformasi Sosial: Peningkatan kualitas hidup
manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif
(Belum Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan dan Belum
Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial).

Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya
pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan modal
manusia dan modal sosial budaya yang berkaitan dengan
kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan
merata serta perlindungan sosial yang adaptif. Karena itu,
transformasi sosial di NTT adalah upaya untuk mengatasi
kemiskinan dan ketimpangan di daerah dan menciptakan
keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang
sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi,
pendidikan, perlindungan sosial, serta masyarakat yang
sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Kesehatan untuk semua dihadapkan pada upaya untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan

mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan
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melalui: 1) optimalisasi penanganan stunting dan penyakit
endemik (malaria); 2) pemerataan dan peningkatan akses serta
kualitas fasilitas kesehatan; 3) optimalisasi peningkatan umur
harapan hidup; 4) optimalisasi penurunan angka kematian
ibu, bayi dan balita, dan; 5) optimalisasi penurunan angka
wasting yaitu gizi buruk, gizi kurang dan underweight.

Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada
upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi
kebutuhan sumber daya manusia NTT yang berkualitas
agardapat mendukung percepatan pembangunan di daerah
pada berbagai bidang melalui peningkatan mutu pendidikan,
peningkatan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia
sekolah termasuk disabilitas, peningkatan angka melanjutkan
sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan
sekolah, mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan
vokasional, peningkatan cakupan SMA dan SMK yang
terakreditasi, peningkatan digitalisasi sektor pendidikan dan
peningaktan SPM sektor pendidikan.

Perlindungan sosial yang adaptif dihadapkan pada upaya
untuk memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi
seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan
prinsip keadilan dan inklusif adaptif. Upaya tersebut
dilaksanakan melalui: 1) penurunan angka kemiskinan; 2)
optimalisasi pembangunan Gender, Equality, Disabilitas, dan
Sostal Inkluasi (GEDSI); 3) peningkatan perlindungan sosial
bagi PMKS; 4) optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan
jaminan ketenagakerjaan; 5) optimalisasi akurasi data untuk
ketepatan intervensi; 6) optimalisasi pemberdayaan kelompok

masyarakat miskin; 7) fasilitas umum yang ramah GEDSI,

dan; 8) mengurangi jumlah masyarakat yang masuk kategori
rumah tidak layak huni.
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b) Isu Strategis Transformasi Ekonomi: Peningkatan produksi
dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi (1)
Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah, (2) Belum
Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan
Berkelanjutan; dan (3) Belum optimalnya pembangunan
infrastruktur dan pelayanan dasar.

Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya
penciptaan kemampuan dan daya saing ekonomi daerah melalui
peningkatan Kkontribusi sektor primer, sektor indutri, sektor
pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta BUMD.
Upaya tersebut ditunjang dengan penerapan ekonomi biru dan
ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pada
berbagai sektor.

Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor
primer dihadapkan pada upaya untuk: 1) perbaikan pola
pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat subsisten
kepada pola pertanian yang berorientasi komersil; 2)
optimlsiasi adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan,
dan perikanan; 3) optimalisasi penguatan sentra produksi di
kawasan pedesaan, serta sentra-sentra pengolahan dan
pemasaran di kawasan perkotaan; 4) perbaikan insentif pada
sistem pasar sektor primer; 5) optimalisasi ketersediaan dan
pemerataan sarana dan prasana termasuk ketersediaan
pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi; 6)
optimalisasi penanganan hama penyakit pada sektor pertanian
dan peternakan dan optimalisasi ketahanan sektor primer
terhadap dampak perubahan iklim.

Peningkatan produksi dan produksi pada sektor primer
memberikan dukungan terhadap pengembangan industri
pengolahan (hilirisasi). Selain itu, ketersediaan dan kontinuitas
produksi dan produktifitas sektor primer juga diperlukan agar

dapat menjamin keberlanjutan penyediaan bahan baku bagi

pengembangan industri di NTT. Provinsi NTT memiliki
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komoditas berbasis Core Competence komoditas unggulan
wilayah antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi,
rumput laut, perikanan tangkap dan garam. Komoditas-
komoditas ini perlu diperkuat guna mendukung indutri
pariwisata dan ekonomi kreatif.

c) Isu Strategis Transformasi Tata Kelola: Peningkatan efektifitas,
akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi
melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah,
kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik,
manajemen talenta dan keberlanjutan pembangunan (Belum
Optimalnya  Reformasi  Birokrasi dan Tata  Kelola
Pemerintahan).

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka
memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan kerangka
kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga bisa
menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini
ditempuh melalui; peningkatan kemampuan fiskal daerah,
kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik,
manajemen talenta dan keberlanjutan pembangunan.

Penguatan terhadap derajat kemandirian fiskal
dihadapkan pada upaya: 1) optimalisasi pengelolaan potensi
PAD; 2) mengembangkan investasi pengelolaan keuangan
daerah dan; 3) penguatan pengelolaan aset daerah. Penguatan
terhadap pelayanan publik ditempuh melalui upaya: 1)
peningkatan akses pelayanan publik berbasis digital yang
merata bagi masyarakat; 2) peningkatan pelayanan yang
berbasis kepuasan pelanggan dan; 3) optimalisasi inovasi
pelayanan publik. Peningkatan manajemen talenta ditempuh
melalui optimalisasi pengembangan SDM birokrasi berbasis
manajamen talenta. Keberlanjutan pembangunan ditempuh
melalui: 1) pengintegrasian proses bisnis perencanaan,

penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi

dan; 2) peningkatan perencanaan dan penganggaran dalam
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memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Isu Strategis KLHS Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2029

Sintesa isu yang berasal dari dokumen KLHS RPJMD Tahun

2025-2029 berdasarkan kondisi lingkungan hidup serta isu hasil
kegiatan konsultasi publik diperoleh 7 Isu strategis KLHS RPJMD
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yaitu:

2.

-

Ketimpangan sosial;

Akses layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, inklusif
dan merata;

Transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan;

Pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Akses air dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan;
Ketahanan iklim, bencana dan pangan,;

Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang belum
Optimal.

Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah
Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pada berbagai

aspek, telaah terhadap isu global, nasional dan regional, isu

strategis jangka menengah Kabupaten Timor Tengah Selatan maka

dapat dirumuskan kesimpulan isu strategis Kabupaten Timor
Tengah Selatan tahun 2025-2029 seperti yang dapat dilihat pada
tabel 2.37.
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BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bagian ini disajikan visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas
pembangunan daerah. Visi dan misi yang menjadi dasar dalam penyusunan
RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 merupakan visi
dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2030.
3.1. Visi

Visi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 adalah

“TERWUJUDNYA TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, MANDIRI,

SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”.

Visi di atas mengandung makna sebagai berikut:

1. Timor Tengah Selatan, meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni
Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan 32 (tiga puluh dua)
kecamatan, 12 (dua belas) kelurahan dan 266 (dua ratus enam puluh
enam) desa, 20 (dua puluh) desa persiapan serta seluruh warganya
yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang
berkembang sejak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
didirikan pada tahun 1958 hingga sekarang.

2. Maju, bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap
maupun sekaligus harus mampu membawa Kabupaten Timor Tengah
Selatan keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan.

3. Mandiri, bahwa segala potensi yang dimiliki baik sumber daya
manusia maupun sumber daya alam harus mampu dikelola dan
dikembangkan secara efisien dan efektif untuk kemajuan Kabupaten
Timor Tengah Selatan.

4. Sejahtera, bahwa seluruh rangkaian proses pembangunan yang

dilaksanakan dan hasil yang diperoleh harus mampu memenuhi
kebutuhan dasar, mental dan spiritual masyarakat Kabupaten Timor
Tengah Selatan.
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5. Berkelanjutan, bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara terus
menerus dan konsisten sampai terwujudnya tujuan pembangunan
dengan mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan ekonomi, sosial

dan lingkungan.

3.2. Misi
Misi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

1. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN

INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN (VISI TTS MAJU, MANDIRI
DAN BERKELANJUTAN)
Misi ini dimaksudkan untuk membangun, memperbaiki dan
merekonstruksi infrastruktur secara berkelanjutan yang dilaksanakan
bertahap maupun sekaligus dengan menggunakan segala potensi yang
dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara
efektif dan efisien untuk keluar dari keterbelakangan dan
ketertinggalan.

2. MEMACU PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI AKSELERASI YANG INKLUSIF (VISI TTS MAJU, MANDIRI
DAN SEJAHTERA)

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang
berkompeten, berkarakter dan berdaya saing dalam segala aspek
dengan tetap memperhatikan prinsip inklusi.

3. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN
POTENSI UNGGULAN DAERAH SECARA OPTIMAL (VISI TTS
MANDIRI DAN BERKELANJUTAN)

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkuat
pengelolaan sektor-sektor unggulan daerah (pertanian, peternakan,
perikanan, pertambangan, pariwisata dan koperasi). Pengembangan
sektor-sektor unggulan ini diharapkan menjadi daya ungkit ekonomi
bagi sektor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan PDRB dan

pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

secara signifikan.




4.

MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH MELALUI
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA
BERKELANJUTAN (VISI TTS MANDIRI)

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memaksimalkan
strategi pemerintah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap

potensi Pendapatan Asli Daerah.

. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (VISI

TTS MAJU)

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong tercapainya reformasi
birokrasi melalui pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang mencakup
berbagai aspek, termasuk organisasi, tata laksana, peraturan
perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan,
akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur,

partisipasi masyarakat serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.

. MENDORONG PERCEPATAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI

PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN STUNTING (VISI
TTS SEJAHTERA)

Misi ini dimaksudkan bahwa seluruh rangkaian proses pembangunan
yang dilaksanakan dan hasil yang diperoleh harus mampu memenuhi
kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan keluarga yang memiliki
anak stunting.

3.3. Keselarasan Visi Dan Misi

1

B8 <D o

Keselarasan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-
2029 dengan RPJD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-
2045

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-
2029 diselaraskan dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Timor
Tengah Selatan Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Timor Tengah

Selatan NEKAFMESE Menuju Indonesia Emas 2045, disajikan pada
gambar berikut:
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Gambar 3.1.

R @\

1

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 dengan
Visi dan Misi RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

VISI RPJMD 2025-2029

Terwujudnya Timor Tengah Selatan
yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan
Berkelanjutan

MISI RPJMD 2025-2029

1. Meningkatkan Daya Saing Daerah
Melalui Peningkatan Infrastruktur
Ramah Lingkungan

2. Memacu Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia Melalui
Akselerasi Yang Inklusif

3. Meningkatkan Daya Saing Daerah
Melalui Pengembangan Potensi
Unggulan Daerah Secara Optimal

4. Meningkatkan Kapasitas Fiskal
Daerah Melalui Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Secara
Berkelanjutan

5. Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik

6. Mendorong Percepatan
Transformasi Sosial Melalui
Pengentasan Kemiskinan Dan

Penurunan Stunting

SELARAS DENGAN

VISI RPJPD 2025-2045

Timor Tengah Selatan “Nekafmese”

Menuju Indonesia Emas 2045

MISI RPJPD 2025-2045

1. Mewujudkan Transformasi Sosial

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

3. Mewujudkan Transformasi Tata

Kelola

4. Mewujudkan Supremasi Hukum,
Stabilitas Dan Kepemimpinan

5. Mewujudkan Sosial Budaya Dan
Ekologi

6. Mewujudkan Pembangunan
Kewilayahan Yang Merata Dan
Berkeadilan

7. Mewujudkan Sarana Dan Prasarana
Yang Berkualitas Dan Ramah
Lingkungan

8. Mewujudkan Kesinambungan
Pembangunan

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

2. Keselarasan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-

2029 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan Visi Misi
RPJMN Tahun 2025-2029

Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN

disajikan pada gambar berikut:

BRI 85

THAGE TEMOAN SELATAN
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Gambar 3.2.
Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 dengan
Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN (Asta Cita)

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

3. Keselarasan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-
2029 dengan SDG’s Tahun 2015-2030
Penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan
diselaraskan dengan SDG’s untuk memastikan bahwa pembangunan
daerah berkontribusi pada pencapaian target-target global yang telah
ditetapkan dalam SDG’s, khususnya dalam konteks sosial, ekonomi,
hukum dan lingkungan. Keselarasan RPJMD Kabupaten TTS dengan
SDG’s dapat di lihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3.1.

Keselarasan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029
dengan SDG’s Tahun 2015-2030

RPJMD Kabupaten TTS Tahun
2025-2029

SDG’s Tahun 2015-2030

Misi 1:

Meningkatkan daya saing daerah
melalui peningkatan infrastruktur
ramah lingkungan

Tujuan 6:

Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin
ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi
yang berkelanjutan untuk semua

Tujuan 9:

Industri, inovasi, dan infrastruktur: Membangun
infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri
inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
Tujuan 11:

Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan:
Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman,
tangguh, dan berkelanjutan.

Tujuan 13:

Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil tindakan
cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan
dampaknya.

Tujuan 17:

Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan: Menguatkan
sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan

global untuk pembangunan berkelanjutan

Misi 2:

Memacu Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia Melalui
Akselerasi Yang Inklusif

Tujuan 3:

Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Menjamin kehidupan
yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh
penduduk semua usia.

Tujuan 4:

Pendidikan Berkualitas: Menjamin kualitas pendidikan
yang inklusif dan merata serta meningkatkan
kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
Tujuan 5:

Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan
memberdayakan kaum Perempuan.

Misi 3:

Meningkatkan Daya Saing Daerah
Melalui Pengembangan Potensi
Unggulan Daerah Secara Optimal

Tujuan 7:

Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin Akses
Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan
Modern untuk Semua.
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RPJMD Kabupaten TTS Tahun
2025-2029

SDG’s Tahun 2015-2030

Tujuan 8:

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif
dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk
semua.

Tujuan 12:

Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab:
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang
Berkelanjutan.

Tujuan 14:

Ekosistem Laut: Melestarikan dan memanfaatkan
secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan
samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
Tujuan 15:

Ekosistem Daratan: Melindungi, merestorasi, dan
meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem
daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan
penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Misi 4:

Meningkatkan kapasitas fiskal
daerah melalui peningkatan
pendapatan asli daerah secara
berkelanjutan

Tujuan 8:

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif
dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk

semua

Misi 5: Tujuan 16:

Mewujudkan tata kelola Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang

pemerintahan yang baik Tangguh: Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan
damai untuk pembangunan berkelanjutan,
menyediakan akses keadilan untuk semua,
kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di
semua tingkatan

Misi 6: Tujuan 1:

Mendorong percepatan transformasi | Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri kemiskinan dalam

sosial melalui pengentasan segala bentuk dimanapun

kemiskinan dan penurunan stunting

D
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RPJMD Kabupaten TTS Tahun
2025-2029

SDG’s Tahun 2015-2030

Tujuan 2:

Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai
ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta
meningkatkan pertanian berkelanjutan

Tujuan 10:

Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi kesenjangan

intra- dan antar Negara

Sumber: BAPPEDA Kabupaten TTS Tahun 2025 (diolah)

3.4. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari misi RPJMD adalah sebagai berikut:
Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan
Infrastruktur Ramah Lingkungan

Misi Satu

Tujuan

Sasaran

Tujuan

Sasaran

7
- »
THAOH TRMGAN SELATAN

.

d

i

Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan
prasarana infrastruktur yang menjangkau seluruh
masyarakat, berkelanjutan dan  berwawasan
lingkungan

Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan
kenyamanan transportasi dan informasi

Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air
bersih dan sanitasi yang layak dan aman

Peningkatan sistem pengelolaan sampah

Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat
diakses masyarakat

Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif
terhadap perubahan iklim

Memacu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui

Akselerasi yang Inklusif

1

=

Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan
yang bermutu, terjangkau dan merata bagi seluruh
masyarakat

Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia
sekolah

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

>
Y
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Tujuan

Sasaran

Misi Tiga

Tujuan

Sasaran

Misi Empat

Tujuan

Sasaran
Misi Lima

Tujuan

Sasaran

Misi Enam

Tujuan
Sasaran
Tujuan

Sasaran

2. Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan
perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta
peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

1. Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan
terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas

2. Peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang
kecakapan hidup/wirausaha, olahraga dan seni

Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan

Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal

1. Terwujudnya pengembangan potensi daerah untuk
kesejahteraan masyarakat

1. Peningkatan pendapatan masyarakat

2. Peningkatan pengembangan potensi unggulan daerah

Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Secara Berkelanjutan

1. Terwujudnya kemandirian fiskal daerah

1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber-
sumber PAD

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif,

efisien, profesional, jujur, adil, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan

R p e

Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah
Mendorong Percepatan Transformasi Sosial Melalui
Pengentasan Kemiskinan da Penurunan Stunting

1. Terwujudnya pengentasan kemiskinan

1. Penurunan angka kemiskinan

2. Terwujudnya pengentasan stunting

1

Penurunan prevalensi stunting
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3.5. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan
Daerah
Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran
yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2030. Strategi
dan arah kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan
sasaran dari visi misi tersebut. Strategi dan arah kebijakan
merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara
bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2030,
perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai
berikut:
3.5.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif
berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan
diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan
pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam
menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai
tujuan/sasaran RPJMD.

Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk
mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi
sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Strategi pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
merupakan instrumen kebijakan yang diperlukan sebagai
rujukan dalam perumusan program-program pembangunan
yang akan dilaksanakan bagi terwujudnya visi dan misi
Kabupaten Timor Tengah Selatan. Strategi diperlukan untuk
memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala
daerah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal
dan eksternal Kabupaten Timor Tengah Selatan yang relevan,
relatif dominan dan strategis agar program-program dan
kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai
kondisi objektif.
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Strategi,

arah

kebijakan dan

program

- =T T——

1

prioritas

pembangunan, sebagai penjabaran tujuan dan sasaran dari

misi dalam rangka mewujudkan visi kabupaten disajikan pada
tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1 2 3 4 5
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Infrastruktur Ramah
Lingkungan
1 | Terwujudnya Peningkatan Meningkatkan Pembangunan dan
peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan pengembangan 19
kualitas sarana konektivitas, kualitas sistem ruas jalan strategis|
dan prasarana kelancaran jaringan kabupaten serta
infrastruktur dan infrastruktur jalar ruas jalan
yang menjangkau kenyamanan kabupaten yang kabupaten lainnya
seluruh transportasi berstatus maupun Pembangunan dan
masyarakat, dan informasi non status pengembangan
berkelanjutan disertai fasilitas ruas jalan non
dan berwawasan perlengkapan status kewenangan
lingkungan jalan kabupaten
Pemasangan dan
pemeliharaan
fasilitas
perlengkapan jalan
Meningkatkan Peningkatan

kerja sama dengan

pemerintah pusat

cakupan layanan

informasi

dan mitra
Peningkatan Meningkatkan Penyediaan rumah
cakupan kemitraan dalam layak huni, listrik,
rumah layak pemenuhan akses air bersih dan
huni, listrik, S sanitasi bagi

layanan h sesan
air bersih dan G mma_l ) masyarakat miskin

layak huni, listrik, "

itasi ang memenuhi

sanitasi yang i Tkl i yang uhi
layak dan sanitasi bagi kriteria tertentu
SERMARL masyarakat

sampai pelosok
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1 2 3 4 5
Peningkatan Meningkatkan Pengurangan
sistem kemitraan dalam sampah mulai dari
pengelolaan pengelolaan sumber (rumah
sampah sampah melalui tangga) melalui
penyediaan pemilahan,
sarana dan pengumpulan,
pengolahan pengangkutan,
sampah pengolahan hingga
pemrosesan akhir
Peningkatan Meningkatkan Pemenuhan
kapasitas kemitraan dalam ketersediaan
jaringan irigasi peningkatan dan bangunan
yang dapat pe"ge mbfn_jgm? jaringan irigasi
diakses jeringen IR padl | g baike dan
daerah-daerah
masyarakat g potataial berfungsi
sebagai lumbung Meningkatkan
pangan daerah produksi pertanian
Peningkatan Meningkatkan Optimalisasi
pelestarian kelestarian regulasi dan
lingkungan lingkungan hidup peningkatan
bidiip yeng melalui rehabilitasi partisipasi
adaptif wilayah atau masymt dalam
kawasan yang pengendalian
berhadep telah berubah pemanfaatan ruang
perubahan fungsi serta (kawasan lindung
iklim mempertahankan dan budidaya)
wilayah yang Peningkatan
masih terpelihara mitigasi, pasca

dan tanggap

bencana

Peningkatan
konservasi air
dan lahan

Peningkatan
pengawasan dan
pembinaan aktifitas
pembangunan yang
berdampak negatif
terhadap
lingkungan
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1

No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1 2 3 4 5
Misi 2: Memacu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Akselerasi yang Inklusif
1 | Terwujudnya 1 | Peningkatan 1 | Menyelenggarak | 1 | Penyedian sarana
penyelenggaraan intelektualitas an pendidikan dan prasarana
pendidikan dan dan karakter yang berkualitas, pendidikan
kesehatan yang anak usia merata dan 2 | Peningkatan
bermutu, sekolah terjangkau kapasitas tenaga
terjangkau dan pendidik dan
merata bagi kependidikan
seluruh 3 | Penanganan anak
masyarakat. tidak sekolah dan
yang putus sekolah
4 | Optimalisasi
pemanfaatan
teknologi untuk
pembelajaran
2 | Peningkatan 1 | Meningkatkan 1 | Peningkatan
derajat akses dan peran dan
kesehatan kualitas layanan dukungan
masyarakat kesehatan yang pemerintah desa
inklusif, muda dalam promosi,
dan terjangkau pencegahan dan
penyediaan
layanan dasar
kesehatan
2 | Pemenuhan sarana
dan prasarana
untuk mendukung
pola hidup sehat
3 | Peningkatan
fasilitas dan
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1 = 3 4 5
Inovasi dan
pemanfaatan
pengembangan
kesehatan digital
dalam
meningkatkan
akses dan kualitas
layanan kesehatan
2 | Terwujudnya 1 | Peningkatan Meningkatkan Penguatan
kesetaraan pemenuhan pembangunan regulasi dan
gender, hak inklusif dan penegakan
perlindungan perempuan, responsif hukum
perempuan dan perlindungan terhadap Perluasan akses
anak, terhadap perempuan dan layanan dasar
penyandang perempuan, anak serta yang inklusif
disabilitas serta anak dan penyandang Pemberdayaan
peningkatan penyandang disabilitas ekonomi dan
peran serta disabilitas sosial
pemuda dalam Pengembangan
pembangunan. Sekoper (Sekolah
Perempuan)
2 | Peningkatan Pengembangan Peningkatan
akses pemuda generasi muda akses dan
dalam yang berdaya fasilitas olah raga
pembangunan saing Pengembangan
bidang sistem pembinaan
kecakapan dan kompetisi
hidup/wira olahraga
usaha, Peningkatan
olahraga dan partisipasi
seni. kepemudaan dan

wirausaha muda

Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan

Daerah Secara Optimal
1 | Terwujudnya 1 | Peningkatan Meningkatkan Pengembangan sektor
pengembangan pendapatan ekonomi masyarakat unggulan daerah
potensi daerah untuk masyarakat yang inklusif, dalam bidang
kesejahteraan berkelanjutan dan pertanian,
masyarakat berbasis potensi peternakan,
daerah perikanan, pariwisata
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1 2 3 4 5
Pemberdayaan dan
pengembangan

UMKM, Bumdes
dan koperasi
melalui pelatihan
manajemen usaha
dan akses
pembiayaan

Peningkatan
kualitas dan
keterampilan
tenaga kerja melalui
pelatihan vokasi

Misi 4: Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah Secara Berkelanjutan
1 | Terwujudnya 1 | Peningkatan 1 | Mendorong Intensifikasi dan
kemandirian pengelolaan kreatifitas dan ekstensifikasi
fiskal daerah dan langkah inovatif sumber-sumber PAD
pengembanga melalui reward Optimalisasi
n sumber- dan punishment anggaran bagi
sumber PAD untuk semua OPD pengelola
kumponen PAD yang
pengelola PAD potensial dan
strategis
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1 | Terwujudnya tata | 1 | Peningkatan 1 | Meningkatkan Optimalisasi
kelola kualitas transparansi dan pelayanan publik
pemerintahan pelayanan akuntabilitas berbasis digital
yang efektif, publik pelayanan berdasarkan SOP
efisien, publik dan ketentuan
profesional, jujur, yang telah
adil, transparan ditetapkan
dan dapat 2 | Peningkatan 1 | Menata area Peningkatan
dipertanggung- kualitas atau wilayah akuntabilitas
jawabkan pelaksanaan birokrasi yang kinerja instansi
reformasi menghambat pemerintah
birokrasi pelayanan
publik
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
b 2 3 4 5
3 | Peningkatan 1 | Meningkatkan Optimalisasi
akuntabiltas pengelolaan sistem
kinerja dan keuangan yang perencanaan dan
keuangan transparan, penganggaran
efisien dan berbasis kinerja
bertanggung Peningkatan
jawab kualitas laporan
keuangan daerah
dan penguatan
peran
pengawasan
internal
Optimalisasi
penganggaran
pada urusan
wajib pelayanan
dasar
4 | Peningkatan 1 | Meningkatkan Peningkatan
kualitas kualitas penilaian sistem
penyelenggara capaian  kinerja perencanaan,
an urusan g misqperiass pengendalian dan
) akuntabilitas :
pemerintah — evaluasi
pembangunan
daerah

Misi 6: Mendorong Perce
dan Penurunan Stunting

patan Transformasi

Sosial Melalui Pengentasan Kemiskinan

Terwujudnya
pengentasan

kemiskinan

1

Penurunan 1

angka

kemiskinan

Penanganan
kemiskinan
secara terpadu

dan

berkelanjutan

Pemenuhan akses
dan kualitas
layanan dasar bagi
masyarakat miskin

Peningkatan
pemberdayaan
ekonomi

masyarakat miskin

Pemutakhiran
data kemiskinan
sampai pada level
By Name By
Address (BNBA)
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A |

No Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1 2 3 - 5
2 | Terwujudnya 1 | Penurunan Meningkatkan Optimalisasi
pengentasan prevalensi pelaksanakan koordinasi dan
stunting stunting aksi konvergensi kolaborasi lintas

pencegahan dan
penurunan

stunting

sektor melalui
pengembangan

inovasi daerah

Optimalisasi
intervensi spesifik
dan sensitif

dalam penurunan

stunting

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

3.5.2 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten TTS 2026-

2030
Pembangunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan

2025-2029 disajikan dalam tahapan-tapahan spesifik, yang

menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Timor Tengah

Selatan untuk melakukan perencanaan pembangunan secara
bertahap. Tahapan ini disajikan dalam tabel 3.4:

Tabel 3.4.

Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026) TAHAP I1 (2027) TAHAP I (2028) TAHAP IV (2029) T';;?;]V

(1) (2) (3) 4) (5
PEMENUHAN AKSELERASI PENGEMBANGAN PENGUATAN PERWUJUDAN
INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN EKONOMI DAERAH HASIL TIMOR
SDM BERKUALITAS INFRASTRUKTUR BERBASIS POTENSI PEMBANGUNAN | TENGAH
UNTUK OPTIMALISASI DAN SDM UNGGUL UNGGULAN MELALUI MELALUI SELATAN YANG|
POTENSI UNGGULAN, UNTUK INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTU MAJU,
TATA KELOLA MENDORONG DAYA | YANG MENDUKUNG, | R DAN SDM MANDIRI,
PEMERINTAHAN YANG | SAING POTENSI SDM YANG UNGGUL | BERKUALITAS SEJAHTERA
EFEKTIF SERTA DAERAH DAN DAN TATA KELOLA SERTA TATA DAN
PENINGKATAN KEMANDIRIAN PEMERINTAHAN KELOLA YANG BERKELANJUTA
KEMANDIRIAN FISKAL FISKAL INOVATIF N
DAERAH

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)
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3.5.3 Prioritas Daerah

Kerangka perumusan program prioritas RPJMD secara

umum diturunkan dari penelaahan terhadap visi, misi, tujuan

dan sasaran sehingga dapat diperoleh outcome, indikator yang

bermuara pada pemilihan program-program prioritas daerah

yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk

menyusun dokumen turunan selanjutnya.

Secara umum,

kerangka perumusan program prioritas pembangunan
Kabupaten TTS dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.
Pemetaan Misi dengan Prioritas Daerah
MISI 1 2 3 & 5 6
PRIORITAS
DAERAH |1,2,3,7 2,3,4 1.5.7 1.5, 6 1.2.35.T
(PD)

Dengan rincian sebagai berikutL

1

Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan
infrastruktur ramah lingkungan

Memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia

melalui akselerasi yang inklusif

Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan
potensi unggulan daerah secara optimal

Meningkatkan  kapasitas fiskal daerah  melalui
peningkatan pendapatan asli daerah secara

berkelanjutan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Mendorong percepatan transformasi sosial melalui

pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting

PRIORITAS
DAERAH
(PD)

Penyediaan infrastruktur dasar sebagai penunjang

aktifitas publik pada berbagai sektor

Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta
peningkatan akses dan layanan pendidikan dasar.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui

pendekatan promotif.

. [ cetak: 20 Agustus 2025
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MISI 1 2 3 4 5 6
PRIORITAS
DAERAH |1,2,3,7 2,3,4 1,5,7 1:0; 6 1,2,3,5,7
(PD)

4 | Peningkatan kemampuan fiskal daerah

5 | Pengembangan potensi daerah yang unggul secara

komparatif.

6 | Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

7 | Pengentasan masalah kemiskinan dan stunting

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

3.5.4 Lokus Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan wilayah umumnya
berfokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan
infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan
peningkatan kesejahteraan  masyarakat. Kebijakan ini
bertujuan untuk membuka isolasi daerah, meningkatkan daya
saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2024
memiliki jumlah penduduk 490.642 jiwa dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 2,75%. Pada tahun 2030 proyeksi jumlah
penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan akan menjadi
sebanyak 521.280 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk yang
terus meningkat akan membutuhkan peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana dan kebutuhan dasar di seluruh
wilayah  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan. Dalam
pembangunan wilayah, adanya penyediaan infrastruktur
(konektivitas, energi dan sarana prasarana dasar) menjadi
faktor pendorong yang penting dan memerlukan adanya fokus
dan kekuatan fiskal daerah. Akan tetapi pembangunan dalam
dan antar wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih
kurang merata terutama terkait dengan pembangunan ekonomi
dan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur masih terpusat

pada kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Timor Tengah
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Pengembangan wilayah di Kabupaten Timor Tengah

Selatan, pusat-pusat pemerintahan di kecamatan

kantong-kantong kemiskinan ekstrem maupun stunting.

Selatan berdasarkan hirarki perkotaan terdiri dari Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW) SoE, Pusat Kegiatan Lokal Promosi
(PKLp) Niki-Niki, Panite, Kapan dan OeEkam, Pusat
Pengembangan Kawasan (PPK) Oebobo, Siso, Pusu, Oinlasi,
Kualin, Kolbano, Kuanfatu, Napi, Polen, Boking, Nunkolo dan
Ayotupas serta Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) Oepliki,
Nunbena, Nunuhkniti, Noebana, Fatumnasi, Tobu, Salbait,
Binaus, Tetaf, Kot’olin, Lotas, Toianas, Oenino, Nunfutu dan
Santian, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan
perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata di
perkotaan dan perdesaan guna mempercepat pertumbuhan
wilayah. Dalam pengembangan wilayah berdasarkan hirarki
tersebut masih diperlukan adanya dukungan peningkatan
infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan, peningkatan
konektivitas penghubung antar kawasan pada kawasan yang
masih tertinggal, terisolir, daerah perbatasan serta peningkatan
ekonomi melalui sektor unggulan.

Dalam hal penyediaan aksesibilitas (konektivitas desa
kota dan aksesibilitas jalan) melalui upaya pembangunan ruas
jalan guna meningkatkan aksesibilitas di beberapa kecamatan
dan desa strategis. Upaya ini belum mampu meningkatkan
distribusi dan pola pergerakan sehingga masih diperlukan
dukungan pembangunan maupun peningkatan akses jalur
penghubung antar PKW, PKLp, PPK dan PPL khususnya untuk
mendukung jalur distribusi hulu hilir yang mendukung
kegiatan perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Timor
Tengah Selatan disusun dengan mengacu pada RTRW. Tujuan
penataan ruang dalam pengembangan wilayah Kabupaten
Timor Tengah Selatan adalah mewujudkan kabupaten yang

berdaya saing berbasis pada pengembangan pertanian,
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peternakan, perdagangan, jasa dan parawisata yang

berkelanjutan menuju masyarakat yang berkualitas dan

sejahtera.

Pemantapan dan perwujudan konstelasi pusat kegiatan
kabupaten yang berhierarki, PKW SoE, PKLp Niki-Niki, Panite,
Kapan dan OeEkam, PPK Oebobo, Siso, Pusu, Oinlasi, Kualin,
Kolbano, Kuanfatu, Napi, Polen, Boking, Nunkolo dan Ayotupas
serta PPL yakni Oepliki, Nunbena, Nunuhkniti, Noebana,
Fatumnasi, Tobu, Salbait, Binaus, Tetaf, Kot'olin, Lotas,
Toianas, Oenino, Nunfutu dan Santian, melalui pengembangan
sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian,
peternakan dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna
mempercepat pertumbuhan wilayah, yang meliputi:

a. Pengembangan perkotaan SoE sebagai PKW dengan fungsi
pemerintahan sekaligus menjadi pusat pengembangan;

b. Pemantapan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki dengan
membentuk PKW, PKLp, PPK dan PPL;

c. Mempersiapkan dan mengembangkan Perkotaan SoE, Batu
Putih, Niki-Niki sebagai perkotaan yang menunjang
perkembangan kawasan perdagangan dan jasa, pertanian,
peternakan dan pariwisata;

d. Mempersiapkan dan mengembangkan Kecamatan Kolbano
sebagai kawasan pengembangan pelabuhan laut; dan

e. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis.

Tabel 3.6.
Lokus Pengembangan

Lokus Pengembangan Program Strategis
PKW Kota | Pembangunan jalan, Peningkatan sarana pendidikan
SoE pengembangan pendidikan, Peningkatan kualitas rumah sakit
kesehatan, olah raga, pusat Peningkatan sarana prasarana olah raga
perdagangan dan jasa, Pembangunan BLK
pengembangan industri, Pembangunan ruang terbuka non hijau
pengembangan holtikultura. (pasar lama)

Peningkatan produktifitas pertanian

Pembangunan drainase

Program Pemberdayaan Usaha Menengah,
Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Pembangunan dan rehabilitasi jalan serta
pembangunan infrastruktur pelengkap jalan
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Lokus

Pengembangan

Program Strategis

Penanganan dan pencegahan kawasan
kumuh perkotaan

Pengembangan pariwisata

Pembangunan sarana telekomunikasi

(jagung, padi, hotikultura ),
pengembangan pariwisata,

PKLp Peningkatan produksi dan Peningkatan produktifitas pertanian
Kapan hilirisasi sektor pertanian (padi, | Pengembangan pariwisata
jagung, perkebunan, Pelestarian dan perlindungan lingkungan
holtikultura), pengembangan hidup
pariwisata, pelestarian dan Pembangunan dan rehabilitasi jalan serta
perlindungan lingkungan hidup | pembangunan infrastruktur pelengkap jalan
Peningkatan sarana pendidikan
Peningkatan sarana kesehatan
Program pemberdayaan Usaha Menengah,
Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
Pembangunan infrastruktur pelayanan
dasar
Pembangunan sarana telekomunikasi
PKLp Peningkatan produksi dan Peningkatan produktifitas pertanian
Panite hilirisasi sektor pertanian Pengembangan pariwisata
(jagung, padi ), pengembangan | Pengembangan perikanan tangkap dan
pariwisata, pengembangan perikanan budidaya
perikanan tangkap dan Pembangunan dan rehabilitasi jalan serta
perikanan budidaya pembangunan infrastruktur pelengkap jalan
Peningkatan sarana pendidikan
Peningkatan sarana kesehatan
Pembangunan infrastruktur pelayanan
dasar
Pembangunan sarana telekomunikasi
PKLp Peningkatan produksi dan Peningkatan produktifitas pertanian
Niki-Niki | hilirisasi sektor pertanian Pengembangan pariwisata
(jagung, padi hotikultura), Pembangunan dan rehabilitasi jalan serta
pengembangan pariwisata, pembangunan infrastruktur pelengkap jalan
perikanan tangkap dan Peningkatan sarana pendidikan
perikanan budidaya Program Pemberdayaan Usaha Menengah,
Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
Peningkatan produktifitas pertanian
Pembangunan infrastruktur pelayanan
dasar
Pembangunan sarana telekomunikasi
PKLp Peningkatan produksi dan Pengembangan pariwisata
OeEkam | hilirisasi sektor pertanian Pembangunan dan rehabilitasi jalan serta

pembangunan infrastruktur pelengkap jalan

Peningkatan sarana pendidikan

Program pemberdayaan Usaha Menengah,
Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Pembangunan infrastruktur pelayanan
dasar

Pembangunan sarana telekomunikasi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)
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3.5.5 Arah Kebijakan

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2029
akan lebih optimal dengan didukung oleh arah kebijakan yang
akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan setiap
tahunnya. Arah kebijakan tahunan ini akan menjadi pedoman
dan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan
setiap tahun untuk penentuan tema dan prioritas daerah setiap
tahunnya. Arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya
dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran,
strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan
pembangunan daerah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada
tabel 3.3 (Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan) diatas.

3.5.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan program prioritas pembangunan daerah
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah yang akan dilakukan selama tahun 2026-2030
dirumuskan dengan menggunakan cascading kinerja.
Penjabaran  program  prioritas  pembangunan  daerah
sebagaimana tabel berikut.

-
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BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten
Timor Tengah Selatan tahun 2025-2029 didukung dengan program
perangkat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Program-
program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berfungsi sebagai
instrumen untuk mewujudkan kebijakan dan mencapai sasaran
yang tertuang dalam RPJMD. Program pembangunan daerah
disusun guna menggambarkan keterkaitan antar program perangkat
daerah dalam mencapai tujuan pembangunan melalui strategi dan
arah kebijakan yang telah dipilih. Perencanaan program perangkat
daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1)
Penjabaran visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih; 2)
Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah; 3) Pemenuhan
standar pelayanan minimal (SPM); 4) Peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan Kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing
daerah serta kualitas lingkungan hidup; dan 5) Penerapan sub
urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan
pada tahun 2026-2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib
berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan,
2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur
penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan

pemerintahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

————————————— e ——————
gg!gg hafg{g{taﬁ 20 Agustus 2025 BAB IV. - 185 :




i

Szoz snisnby oz ..w@gmuumb

-981 - "AI avg
2029128 004 706 L69'LS 004 0ZL9bLLS 004 00001505 | 004 00000005 00l % 62' 8 BYed/SLN/dINS -
L0Z'91'28 004 05 LE9'LG 001 0ZL9LL'1S 00} 000°045°05 00} 000'000'05 004 % 89'¢ Y 1%ed/IN/AS -
_me VEjENLW WnjnyLny
ueyBuequabuaw Buel uey|pipuad
001 004 001 004 004 % g0’ | ueipipued Lenjes esejuessied | wnimyuny seyjeny eAujeyBujusipy
o)
b WNINMIENYA
BdSeUd)  pIpEZEROL 600'GLZ €01 0vZ ZEZ2 201 00002010} 000°000°001 NVONYBNIONId WYHOO0Hd
(Sdv) ssnuy uexipipuad
wejep sedisipediaq Guek
sejiliqesip Buzpuedusd unuey
69'062 ¥28 00} £81196G18 p1'26 | 8¥6'82L208 | v1'06 | OOE'E/SEEL | pi'88 | 000°00516L 71'98 % v1'E8 G|-p BISN}EUE BSEJUBSIad
g1e¥ed /SLWJWS
920'798'12L'82} 00b | ceoosiezyiz | 00h  [88L'€2GGEL'9ZL | 00N [286°086'L98'%2L | 001 | 05Z'85Z'109°€ZL | 00 % 5z'%6 uepy 19Yed/INias -
JEZ L0V L67'p) 00, | BYBEZLOSE®L | O00L | 8Eyp2eSOZPL | 00L | 0BO'BBEZO0PL | 00L | 000'00OZ6'EL 00l % 7578 anvd-
‘ueypipuad
weyep 1sipediaq Bued unye) Uejoyas esn
G |- BISN {EUE 8sejuasiad seue 1sedisived edujeybuiuaypy
8w0ojnQ
ned NYIQION3d
seud | |IBESZEVD WYL 599'LYB'88S 2P} PLSIELBYL LYL Z9ETYB'ETLBEL 06z 871 ELEBEL NYYIOT39N3d WvHOOud
NYYIQION3d ONVAIE NYHYLNINIWId NYSnun
HYSYQ NYNVAYI3d NYON3A NYLIVH’YIE ONYA SI'YM NYHYINININId NYSNan
gl rl £l 4! L 0l 6 8 L 9 g ¥ £ 4 )
PR (dyen)nbed | 1ebre) | (dyen)nbeq | 1ebey | (dyenl)nbeq | jobe) | (dyemnbed |iebre) | (dyen)nbeg | jebue) S i veunbuequad
BunbBueusy 0£02 6202 8202 1202 9202 uenjeg sejuolq wesbold uep
o sujeseg | weiBoig elaupy Jojexipul
unyey ueyejuuswag uesnin Buepig

0£0Z-9207 unyey, jiexipu] nded rejiosip Suek yeroe( jexsuelsd wrerdold

I'¥ 19qB],




f

- /8T - "AI avd Szoz snysnby; oz :yp3a3 JBL
unyel g
sayuig 058'Zp) 0L b'l 8LE'L60'E0L t'l 0y 050201 'l 000'020'L0} ' 000'000'00L 'l % WN__| ®isn eped saideq isusjersid
(eyeq
eped yepuad jeues uep
sajuIg | 96p'Ber Li0'L 8Ly | IBLELE0E0’) Eyr | OOP0S0201 | 8'97 | 000'00Z0L0L | €'¥ | 000'000°000' 8'ls % 08'95 | ¥epusd) Bupunig isuajerald Jexesefsew uep uebuesoled
sayuig £16'66Y ¥9E 8 £19'618'09€ 0L PLy'9LL IGE Zl 000'048 €5€ gL | 00'000°0000€ 8l Bueig 0z nq| uenewsy yejwnr | uejeyasey seyen eAuieyBuusy
6L09JNQ
LYIVHYASYIN NVLYHISIH
YAYdN NYQ NYONYHON3d
ansy 8 NV.LYHIS3N YAYdN
B SeUIa| $2'902 68y 1SE BYL [0'699'286'€58'9Y1 867 008'046'SP) 000°066'206 €71 000°000'08¥ 24 NVYHNNIN3d WYHOOud
NYLYHISIN ONYQIB NYHYLNINIWId NYSnun
e/jses uep eseyeq YeJsep eyjses
¥7L'€5)'G0L 00} 81 160°€0} 001 #0P'05020L | 00L 000'020' L0} 004 000'000°001 00l % 00l uebuequsBuad esejuesiad uep eseyeq efuuesjuesapa |
6U00IN0
5 YH1SVS Nva YSYHYE
gdseual byl '€S1'04 81160201 0P’ 0S0°Z0} 000°020°10} 000°000°00} NVONVENIONId WYHO0Hd
Inseyeqsadip/uexiiqielp
ueyIpIpuag Bue ueypipuad uexpipued |snjsul snquisip
682'90€'012 8L 9£9'781'902 89 808001 #02 85 000070202 8y 000°000'002 8¢ uenjeg -4 uenjes Uz| ueinsn yejwny uep sejiieny efuieyBuuap
6woInQ0
M NYXIQIONId NYNIZIM3d
Bdseuiql  682'90€°0L 9£9'781 902 808'001'#02 0000¥0'202 000000002 NYIYONIDONSd WYHO0Nd
wpipuad jexyies | ueyipipuad ebeus) uep yipipuad
682'90€°012 6€'62 9£9'281'902 g9'sz | 808°00L¥0Z [ SE'ZZ | 0000v0°202 | 58'02 000'000'002 Se'6l % ge'gl | piiwaw Bued unb esejussiad | Isnquiisip uep njnw eAuexbuiusy
awoano
A NYXIQIONIS3N YOYNIL
BdSeuln]  6BZ'90E0LZ 969281902 NYQ MQION3d WYHO0ud
Sl vl £l 4] ¥ £ 4 !
- (dyewn nbeq | 1ofie) | (d ein) nbieg veunBuequied
i 0802 6202 uenjeg o (o) SEjUOUd We.boid uep
ad sujjeseg | weibouid elisury Jojexipu|

ueyejuuewad uesnun Buepig




Szoz snysnbBy; oz 3322 )81

unuyey

- 88T - "Al 8vd

11ye| rueg

sajuig yiZIT95) 004 LL6'9E9 S 06 909'GL0ESL a8 000°0ES 15} 8L 000°000°0S L €L % 804 ieq uejeyasay ueuelejad

ujesiaq

Sajuig L2 PITI5) 004 LL6'9E9 ¥S1 06 909'GLO'ES ) 000'0ES LG 8. 000'000°0SL 0L % #'69 nq| uejeyssay ueuekead

sajuig 6YSBZYTLE 004 ¥56'€L2 60E 06 Z12°161'90€ 68 000090 £0€ 6L 000°000°00€ €L % 2'79 |iwey nqi uejeyasay ueuelejed

unueyj 1z-04

sajuig S2r'LL02s v 699'GYS LS ¥'8 202'G20'1S 7'6 000°045°08 01 00000005 ¥ % ¥/N__ Pinpnpuad yojoseul asejussiad

JEpUE]S BNS8S UBjEUasa)

ueieseqied uebusp uejeysssy

sauig 181'966 L8Y'2S [4] EEE PZ0'BGE LS 68 9LOC0PEEY'LS | 68 | 0000BOFIE0S | I8 000'000 0005 o8 % 8018 |ueuehejed sejjjse) esejuesiad

eundyed

ISE]ipaJyeJe) Uejeyssey

sayuig 088'Zv1 P01 0L 8LE'L60'E0L 08 07050201 08 000'020'LOL 08 000°'000°004 0€ % of | ueuedejed sejjjse) asejussiagd

|BUOISEU UBJRYBSaY ISBULOjUI

waysis weep jseibejuus) buek

sayuig 669'G8Z 802 001 9£9'281 902 001 808°001 702 001 000070202 004 000000002 001 % 00l | uejeyssay sejjjise) esejussiad

jeleds |ynuswaLy

uebued ueejojebuad

SayuIg Sey' 12028 004 699G LS 6 Z02'G20°1S 26 000°045°08 06 00000008 8 % £'28 |edwsa) asejussiad

uejeyesey Ueueke| depeyis)

sajuIg BYZ'yLL 028 08 165°95Y' 618 08 020282 015 08 000004505 08 000°000008 08 % WiN usjsed uesenday 1exulL

J2pUE)S [BNSas Uejeyasay

sajug 0L8've8Ze LE 04 9EY G6E L260E 08 002 121 GL9°0E 0s 000°'000°90€°0E 0€ 000'000'000°0€ 13 % 0f | ueuedejsd se)jise) esejuasiad

sajuid 0582k} ¥0L ¥'€2 81e'L60'E0L ¥'eg #0%'050 204 ¥'Eg 000020' L0} ¥'€g 000000001 ¥'ee % VIN_ Mnyel 8| < SejisaqQ Isusjensid

lexeledsepy

s/seqiaq [ejo) |sejues

sauIg ¥21'L5E'092 66 G6Z'BZL LSZ 16 010'921 652 g6 000085252 £6 000000052 18 % G0'z8 UBye.n|ey|ess( esejussiad

Si ¥l £l 2l 15 0L 6 8 1 9 § 14 £ 4 3
ol (dyen)nbey | 1efee) | (dyemlnbeq | wbey | (dyenfinbeq |jefie) | (dyem)nbeq |jebey | (dyen)nbeg | jsbiel o PR veunbuequag
BunbBueuaq 0e02 6202 8202 20z 920z uenjes sejuoud weibosd uep
od aujeseg | wesboig elisury Joiexipu|

ueyejupawagd uesnun buepg




- 68T - Al avd Szoz snysnBy; oz :yp31a2 )81

Sy od() JepuEls (BNSes UEjeYas)

ansy }L0'LGE'686] 001 225'19€°6.6 001 8€8 8.¥'696 001 000°069 656 001 000°000°056 001 2929 IEe UEEIpasIa|a) asejuasiad

Sy eped

ansy |8£'682'2851 2948 166 LI0'9ES ¥ 2978 | 9/LL1206vF [ 29'2 | 000088FHYY | 29'CL 000'000°00F ¥ 29'.9 00L |eqo Uee|pasiajay asejussiad

sayuig G0E 282 v98'9y 001 #G 1 €60 L6E 9 00} 008'1892Z6'Sy | 00I 000'000'65F'Sy | 00} 000'000'000'SY 001 69'66 NMr ueepasadey uednyed

(AIH/suA Aoueroyspounui|

uewnH) eisnuew yngn)

ueye) efep veyyewsaw buel

STl 1S¥ejua) oxsu uebusp

sajug 096'6vL 9¥S _00b 02’622 1S 001 129 ¥9.L GES G6 000'GGE 0£S 06 000'000'625 S8 VoL Buelo uejeyasey ueuelejad

ssojmyeqn) ebnpia)

sejuia 096'6L'9FS 001 02¥'622 L¥S 004 129 #9L GES 6 000'65€ 0€5 6 000'000°625 08 68's8 | Guelo uejeyesay ueuefesd

jesaq emj| venBEueb uebuap

ssyuig 0S8'ZvL 0L 00} BLE'LBO'E0) 00k pO7'05020+ | 004 | 0000Z0'L0L | 0O} 000000 004 004 g'1pl | Bueso uejeyssay uevekepd

snjjjsw sajeqelp ejuapuad

SeduIg PLZYLT 951 00} LI6'9E9 P51 001 909'6L0ESH 08 000°0ES LS1 §L 000'000'051 04 9'l9 uejeyasey ueuefejad

1suajiad)y ejpspuad

sejuig | B6ELISOLY 004 LTSy 004 919'L0Z'80% g6 000°080 ¥0F 06 000'000'00% o8 9'9L uejeyasey ueuekesd

eueep

sayulg 6YS'8ZrZIE 004 ¥S6'€LZ 60E 001 ZLZ151'90€ 001 000090 €0€ 00t 000°000°00€ 001 004 | ewepuad sepuejs uejeqobuag

inlue| eisn

soyuId | puZyiE9st 06 LLB'9RY ¥SI 69 | 909G.0€GL | 08 | 0000ESISL | SZ 000'000°05} 0L £'69 | eped uejeyssey ueueleld

Jpnpoud eisn

s8juIg 6582y CLE 86 ¥S6'EL2 60E 8'66 Z1Z'151'908 £'76 000'090 €08 £Z6 000'000°00€ L'\ L'68 eped uejeyesay ueuelejad

Jesep ueyjpjpued ejsn

soyuig | p2L'/86°092 00L | S62'82L.S2 00L | 0l092)S52 | 00 | 000005525 | 00 | 000'000°0SZ 00l 001 eped uejeyesay ueuelepd

ssyuig PIZIVT ) 004 LIBRIYSL 16 909'GLOES) g6 000°0ES 1S} 9 000'000'05} 28 1'9L | eyeq ueleyesey ueuefey

Sl 7l €l 43 15 1]} 6 8 L 9 g £ [4 L
e (dyem)nbeq | iebie) | (dyen)nbed | jebey | (dyemnbeq | jebies | (dyemnbeq [jebres | (dyenhnbeq | jebies e ke veunBuequad
Bunbbususg 0€0Z 6202 8202 1202 9202 sejuoud wesboig vep
e suieseg | weiboid elaury Joeypu|
unyeL ueyeluuswag vesnin buepig

-

@)

F 4




<

Szoz snysnby; oz :yv322)8L

unie}

- 06T - "Al gvd
JEpUEJS [BNSAS S||BI5ads
Japjop Lebuap yejuuswed
ansy ££L'9EE'BI6E z9 L6Y'8G2 626'C S'S £ELPBG6RBE | 8% | GGSLIE0SBE | L' 616 VEP LIBE e oisey 4 11%es Ueun asejussidg
1epues [enses uejeyasay
eisnuew efep Jaquns uebuap
sojuig | GYELLSSEL) 004 B86v'¥00 VEL | 00L | ppySSZZLL | 00L | 0000ZZ'LLL'L | 004 000000004 b 00L 00L sewsaysnd asejuasiag
1sejndod uejeyasay ebeua)
depeye] sipew ebeus) | |snauisip uep ninw eAuieyBujuapy
sayuIg GrE LG GRLL 09 66 P00 FEL'L 6'G prb pee ezl L 8'G 000°02Z' L1 LS 000'000°004 'L 9's £7'S uep uejeyssay ebeus) oisey
8U0IN0
ansy NYLVYH3S3N YISONYW
bt VAVO ¥38WNS SYLISYAYA
soquId | pr'609'2482019 99'L16 €Y BL0'9 LOB'EPS 9509 616 7/8'EE0'9 6L6'7EY 110D NYLYONINId WyHOO¥d
(3Lnusis) ueaning
seuuoju| wajsis ueyeunBbusw
Bue gy e SYWSISN
ansy BYS'BZY'ZIEl 001 ¥S6'E42 60E 004 212'161'90¢8 004 000°090°€0€ 004 000'000'00€ 004 % 004 uep ueyninu esejuesiag
uejemesad jedepuaiu yejejes
ansy SELG66VYOY ¥'46 | YEL'96L'B09E 00L | OvV¥9L426€ | 00 | 000'002GESE | 00V 000'000°00S € 00L % §'/6 | ynques Bued ueised eseluesed
UEjeyasey
ansy 8rZ¥LL 02| 004 16595k GLS GE'/6 | 02026Z0LS | €46 | 00000L'S0S | GZ'l6 000000005 L6 % 004 | uejesnuepey ueuebueuad uednye
yesseq
wnlur 1pES Yewny uejeyasay
ansy ¥ZL'ISE092| 16 562'82L 152 00k 0L0'92} 552 001 000055252 001 000°000052 004 % g'g8 ueuefe) uesende jexfurL
us|sed UBLINUIW UEP UBLBNEW
ansy 96v'82F LY’ LBL'ELE0E0' L S'06 | Ov0'v0S020') 06 | 0000002°040'W | 6'88 | 000000000’ 8'88 004 UBe|pasIa|ey asejussied
Sl 7l €l 2l L 0l 6 8 L 9 g 4 £ [4 I
o (dyem)nbeg | 1ebie) | (dyenfnbeq | iebres | (dyewnf)nbey |jefie) | (dyemndnbeq |jebrey | (dyeinhnbeq | jefies i b veunBuequisg
EH.& 0£0Z 6202 8202 1202 9202 uenjeg T BRSSO sejuoud weiboid uep

ueyeuuawad uesnin buepig




iy

- 16T - 'Al gvd

Szoz snisnby; oz :yv3ad JBL

seyuid

669'582 802

9E9'28L 902

808001 ¥02

000'070°202

000°000°002

ninuieq
uep uewe Buek ebbue) yewn
wsnpuy uebued ssejussiad

seyuQ

0582k %01

(43

8LE 16001

0L

#0050 201

000°020° L0}

00000000}

Jepuels lenses | M|
-ddS uawywoy ueynuawsd
uep ueyqieuad esejussiad

seyuid

669582 802

9E9'281 902

808'001 %02

000°0¥0'202

000000002

pnluepyepunip Bued Jopjes
seju| uep ueyejo uebued uep
iseuLe) ueeipas uesemebuad
||SBY IsepuslIoya) asejuasiad

soyug

0s8'gkl ¥l

BLE'LB0E0}

#0¥'050'20L

000°0Z0° L0}

00000000k

ueuzuad uejesefsiad
eley/ewsew ndwew Buek jeqo
oy} uep yjjode esejuesiad

sayuid

6Y5 8P ZLE

00k

#G6'€4C 60E

ZLZ151°90¢8

000'090°€0€

0L

Uenjus|ey IunuswWwaL
Buek 41| eueses asejuesiad

uewnuw
UBUENEW UBp Uejeyasey
1eje 'ISeuL.) uee|pas uednye)

WNUIW UBUBNELU UBP UBjeyssay
e[e 'fSeuLe} Uee|pas 1Snquisip
uep sejjeny eAuieyBuiusiy

8UI09j1Q

9¥9'987'LE6

£99'128'/26

000'000°006

NYINNIN NYNYAYI
NYQ NYLYHISIA LYY
ISYWY Y4 NYVIO3S WYHOO0Hd

¥l

€l

43

4

I

(dy eynf) nbeg

jebre)

(dy enf) nbeg

(d ewnf) nfied

jobue

0802

6202

¥202
aujjeseg

(ewo2ynQ)
weiboiq eliaury| Jojexipu|

ueunbuequiad
sejoud weibolg uep
ueyejuusway uesrun buepig




f

Szoz snysnBy oz :yv322 JBL

o QT

- 26T - 'Al gvd

Jiueq uemel uewpnuLed

uesemey ueBunpuped

SErBZY Iv0 L 004 18L'ELE0E0 )L 004 0¥0'#05'020'} 001 000'002°0L0'} 004k 000'000°'0001 004 % 0oL uejexfujued esejussiad
§leq 1s|puoy 1seb| depewyss)
SLIPIZEYET 09 SOP'peSBLET EE'ES | 0607EL'96ZC | Z9'0F | 0000S6'2.2T | 0O'OF 0000000622 EE'EE % 19'9Z welep Bunquia asejuesiad | |exesedsew sesye eAueyBulLBL
yleq |sipuoy wejep uep slueq depeyis) jexesefsew
£9£'826' £98'Z 09z | 8rz1Ll06e87 | 89'v2 | 0L1'98€'9087 | GE'EZ | 000'080'8.47 | 072 | 00000005.Z | 69'02 % 9’6l 1sebul uesaep asejuasiagd ueBunpuiped euuiexbuiusiy
swoong
Hdnd (vas) Hiv vAYQ ¥38NNS
seuig £26'0.5°8v29 1806475819 0vZ ¥20'€21'9 000'002°190'9 '000'000'9 NYVI0T39N3d WYHO0ud
ONVNY NYYLYNId NYQ WNNN NYYrEay3d ONvaI8 NYHYLINIYIW3d NYSnun

dnpiy snpyis ueXeuesyejew

pZl LGE'092 08 G62'82. LS2 09 01092} 552 08 000055252 ov 000'000'052 4 0l Bue NAONYASOd Yeiwnr

zifieq

P2l LGE'092 £ S62'82. LS2 £ 010'92} §52 £ 000°055'252 £ 000000052 £ z 1sye ueuefejed asejuasiad

HPE NANYASOd
yZL L5E'092 6 §62'82. 152 16 0l0gZLesZ | 06 000°055 252 68 000000052 88 98 ueuefejod asejuasiad uejeyasay Buepiq
‘uexefepieqp Guek uejeuasay |eyesedsew ueedeplaqued
Buepiq jeyelefsew asejuasiag sejjeny ehujeyBuiuapy
swoong
NVYLYHIS3N
ONVAIE LYAYHYASYN
sajuig TLELLO'LBL 988'¥8LELL 000°089°£6L 000°000°082 NYYAYONIENTD NVHO0Nd

Gl 14} €l i 15 8 L 9 g 14 £ [4 b
it (dyenjnbeq | iefe) | (dyewn)nbeg | wbiel (dyenl)nbey | yobre) | (dyenfnbed | 1ebel W P veunBuequiag
BunBbueusy 0£02 6202 1202 920¢ uenies sejuoud weibold uep
ad = sujieseg | weiboid eliaury Jojexipu|

ueyejuuewad uesrun Buepig




" §z0z snysnPy- 0z yv322 )bL,

o FEEi

- €61 - "Al avd
(uewe
uep yeke| ysawop yequy| Jie)
Iseyjues sasye uebuap ueluny yequi|
nedweusw Guef efbue) | Je walsis ueejopbuad depeys)
£22'290 vLL6 1£'66 | pLYEL£S96 | 10'SS | 200'189°L66 | LO'PS | LZLG/610BYE | BZ'YS | 9LOGHZGBES | Z6'€S % 61’5 |yewru uejeybuiuad esejuasiad | leyesedsew sasye efuieyBuuopy
8WodINQy
HYBNIT ¥V N3LSIS
dyidid NYONYENIONId Nva
seug | ZE'6BO'SOLELS6 LL'BLL'GHY LIF'6 'L50'955 22E'6 182'121 52’8226 00'019'S¥Z GEL'B NYYI0T39N3d WYHOO0Nd
|uebueys) ueyedwesied
600°L¥6'¥25'L 00L | /80'9v0'SEY 00L | sSrieseor | 00L | GZO'LGBOEVL | 00L | GIESIBBOPL 004 % 00l Buek yedwes asejuasiad ueuefe| efujexbuiuap
09N
TYNOIOFY NYHYdWYSH3d
didd NYYI0T3ON3d NYa N3LSIS
Seulq |  B00'LYEHES | L80'9V0'GBY' ISY'1ELSaY | GZ9'166'GEY | BLEGIE'BOF | NYONYBINIONId WVHOO0Nd
usjedngey yrunjes |p e66ue)
yewny depewys) IBunpuipa)
ueed|dsad ueBuuel ueyng
uep ueedjdiad uebupel Wyds
Injejew wnuilw Jie depewys) wnuiw
sesye jedepuaw Guek eBBue) |  Je ueepakuad wejsis depeys)
169 pepPeR6l | £6'v8 | BPEELOPSO6L | Z6'69 | €91'/95'GSK'El | 079 | 860'WZI'6SZ'6L | 68'19 | 025¥99¥90%6L | L0719 % 0’68 yewny yejwn| asejuesiad | jexeresew sesye ehuieyBuluapy
60O
WNNIN HIY NYYIGIANId
diid NELSSNYENVENEENSNY]
seuid |  168'¥BY 7586l BPEEL0 YS9 Bl £91 L95'55H'6) 860'2) 652 61 025 799 ¥90'61 NYY10T3ON3d W90
5l i £l Zl L 0l 6 8 L 9 g 4 £ [ !
A (dyen)nbeq | 1ofie) | (dyenhnbeq | wbes | (dyem)nbeq | ebiel | (dyemndnbey |jebey | (dyemhnbeq | jefiel i ol ueunbuequied
BunBbueusy 0£02 6202 1202 9202 uenes sejuoud weibold uep
ad sujeseg | weiboig eliaury Jojexipu)

ueyeluuswag vesnin Buepig




Szoz snysnby oz ..wewmu.wm..h

- $6T - "Al gvd
(idusess) isexyeny ISynisuoy
968 LL0EL 78'95 7L 9882} 1Z'%S 00£'96LZ) | 851G | 006292 | se'er 0000052 Ze'sy % 89'ey eliay ebeus) asejuasiag
1IYe [SEXIIENY [SHNU)SLOY 1SHAUJSUON
958 LLO'EL 004 Pip'988 24 08 00€'95.2) 09 00522924 of 00000524 114 % VN eliay ebeus) asejussiad | efeus) isusjedwoy eAueybuuapy
BLIOYING
ddnd ISHNYLSNOM YSYI
seuig CLL'GE0'9E BZ8'ELLGT L09°¢15°GE 000652 52 00000062 NYONVBNIONId WvHO0ud
¥/Bq ISIpuoy wejep
usjedngey uebueuamey
6y 82F 190 L gz'6L | LeLELE0E0L | 80'4L | O¥O'W0S0Z0'L | €1'SL | 000'00Z0L0'L [2v'El | 00000000000 | 96')i % 9/'6 | snieis uou uejel esejuesied uewehu
uajedngey uep uewe Bued jexesefsew
£L6'2759'19701 056y | £55'12095601 | 06'2¢ | G69'9SYISZTOL | LE'OY | 6Z9/bBZVLOL | 2L | S69'EBYSHOOL | ELEY % £8'Ly uefel uedejuewsy jeyBuiL sejliqisesye eAuieyBuiusyy
awoajng
Hdnd NYTYT NYYHYOONITTIANId
seuig | 6OV LBOE0S L SELPEEOBE L) SEL006'1L2'}) 629'LpL'BSL 1L 96968V SPO'LL WYHOOYd |
yIBQ ISIPUOY Wefep Bunpeb
92861 ZhL L 296y | 9:9'59600vL | vZ'vv | piZ6vBERO'L |98y | SEEWYERL0L | L¥iv | 988196000 | 60'0Y % J2'g¢ | Bunpab ueunbueq asejussiag | ueunbueq seyjeny eAuiexBuiion
8woaIng
didd ONNA3D NYNNONVE
seuq | 92gSBLZILL 9/9'696°004'} PIZ6Y8'680') $66'PPE'BLO'L 989'166'200') NYYLYN3d WVO0Yd |
Y/Bq ISIpuoy ueejoxad aseulesp
809'GRG Li¥' | 001 LZE'696 2EY') 06 GLg'00s8LvL | 08 | 000'BLL YOV | 09 000'000'06€'1 oy % 0e Wejep 8seulelp ssejussiad waysis seyjeny eAueybuiuep
8WwoAng
ISYNIVHA N3LSIS
ddd NYONVYENIONId NYQ
seulg B809'GRS L' L LZERIBZEY | GL900S 8LV L 000'8L1'%0F'} 000°000°06€"} NYY10T3ON3d WvdO0Yd |
Gl 4 £l 4 bl ol 6 8 L 9 S 4 3 [4 !
- (dyen)nbeq | 1obee) | (duem)nbeq | e | (djennbed [iebey | (dyewnbeq |iebrey | (dyem)nbeq | jefel e T ueunbuequiag
Bunbbueusy 0£02 6202 8202 1202 9202 uenjeg sejuoud weiboid uep
o suieseg | weiboid elisury Jojexipu|
unye) UeyejuUBWwad uesnn buepig




Szoz snysnby; oz :yv392 JBL

-G6T - Al ava
|ueBueyp
Guek eH g|-Q} ynwny uewiynuued
CZYELITIVE SL YEQ'9EL 0BEE 0L 9.°900°9vE'€ g9 00L'ZZZEUEE 09 666 8LLBLEE 61'Sy [AR44 UBSEME) SEN| 8sejuasiad uesemey sejijeny efujeyBuiuap
8woojng
e ZYELGPIYE $E0'9EL0BEE G92'900'9YE'E 001222 TILE 6SG'8LL'8LTE i
seug NYSYMY) WYHOON |
iuny yee| yewn: veeipakuad
|Sey|ise} ysjosadwaLy
Buek yeyuusiwed weibosd
1eqiye (sexofe) euaa) Buek Yejuuswad
£2)'LSE'092 00} G62'82L LST 004 0L09Z1'66Z | 00L | 000'0SSZSZ | 00I 000'000'08Z 00l 004 esebou eflem ssejussiod weiboud jeqye (sexoja)
uny yede| yewn ysjosedwew euaye) buek uep euesusq
Buek eueousq uegioy uequoy esebeu efiiem |Beq
PELB66 7HIE 00b | verosieoge | o00r | Ovb¥9LbsS€ | 00L | 000°00LSESE | 00L | 000'000°00SE 001 00k ejebouefiem asejuasiag | |uny yeke] yewn ekuiynuadia|
8LL0aNQ
it BG8'95E'G06'E 627'926'598°C 051068 928°€ 000'0SZ'88L'E 000'000°0SLE airing
seuig NYONYBNIONSd WYHOOud
NYIWIMNINE3d NYSYMYY NYA NYHYIWNE3d NYSnun
Buens eje) uswnyop
£Z146€°092 G6Z'8ZL 15T ) 000'065'252 o
004 004 010921552 00k 00k 000'000°052 00l 00, | depewe) ueeje}ay asejuasiag
unsnsip
Buek Guenseje) ueeuesuasad Buen ejey ueesebibusipiuad
LT yhL0Z8 6Z'v¢ | 069'95KSIS | E¥'IE | 02025Z0LS | /G'8Z | 000001608 | L4'6Z | 000°000'005 98'22 l'LL uewnyop esejuesiad sejjieny eAujeybuiuon
8W03N0
ONYMY NYYL1YN3d
Hdnd LE'LLO'LBL G88'Y8IELL 0E0'8LE'59L 000069254 000°000°05L NYVHYOONITTFANS
seuig NYHO0Nd
Sl i £l 4] 8 L 9 S £ [4 3
w0 (dyew)nbeg | 19bue | (dy einl) ned (dyeinnbeq | jebiey | (dyen)nbeg | jebres e i) ueunBuequag
Bunbbueusy 0£02 6202 1202 9202 | oy e R sejuoud weiboid vep
o ; ueyeluuBWag uesn Buepig




wmnL

Szoz snysnbBy; oz :yv323 JBL

- 961 - "Al gvd
epeyiag
uexyeboyp Bued yayyy3d |  uep epiad depeyss) jexeseAsew
£1'669'582 802 00L | ¥2'9£9'281'90Z | 00 80800} ¥0Z 08 000070202 08 000°000°002 08 % 08 uep yOu3d esejuesiad ueynjeday eAuexbujuapy
BWoNg
NNIAN NYBILE3LIN
NYQ NYIWYHILINILIN
dd [0dies] EL'02¥'0E0'0ETE BY'G96'LLE'EBSE 9v'065'G60'LGS'E .T.Bm.ﬂ_.‘ﬁm.n CL9L9SRRE NYLYONINTd WvHO0Nd
LYIVHYASYN NYONNANITY3d ¥LH3S WNINN NYEILY3LTY NYO NYWYEILNILM ONVAIE NYHVLNRISWId NvSndn
yequ
11y ueinyBuebuag wejsis | yequin iy ueinybuebuag weisis
l L l wn Bju BUBJESEIJ BUBJES LBJWN[ | eueleseld eueles eAujeyBuuapy
BWooINY
o 0 0 000°000°000'4 000°000'000'} 00'000°000'} i
seua NVONVENIONId WYHOOYd
{wnwn seynn
uep EUEIES 'BUBJESEId)
nSd dey6us|ip yepns UewpnuLag
LIE0.8'8S8T 00} 19Z'$00'0E8' 00L | S89'62¢'1082 | 00L | 0ZOEPLELLZ | 00) 09V EPL'SPLT 004 % 00l BueA veyewnsad yejwnr |  NSd veeipakuad eAueyBuuay
8w09jno
(nsd) WNWN SYLMILA
ddd LIE0.B'8S8T 192 900'0E8'2 G962V 1082 029erLELLT 09L'ERIGPLT NYQ YNYEYS "YNYHYSYHd
seulg NYLYMONINSd WvHO0Hd
n 1uny yeke|
SLLPIZEMED ZV'se | sc9vesBlez | 20'G9 | 060'7€L'962Z | €0'69 | 000'0S67Z.22 [sdE6'vE | 0000000522 | ¥6'9 % 98'p9 | uny yeAe) yewn asejuesiad | yewn ueeipakuad efuiexBuiuspy
8U02jnQ
HNWNX
didd S RIZEVET LG9YSSBIET 060'7E1'962°C 0000662222 0000000522 NYWINNNEId NYSYMYA
seuig NVQ NYHVIWNE3d WvHO0ud
Gl ) gl 4} Ll 0L 6 8 7 9 5 4 £ Z I
i (dyemnnbeq | 1ebe) | (dyen)nbeq | wbier | (dyen)nbeq |jebey | (dyenlnbey | jefiel | (dyenl)nbed | jebie) e Aol ueunBuequiag
Bunbbueusy 0€02 6202 8202 1202 9202 uenjeg sejuold weiboid uep
& aujieseg | weiboig eliauny sojexipu|
unyey ueyejuuswad uesrun Guepig




T

- /61 - "AI avg Szoz snisnBy; 0z 3322 JBL
uesyeqay
UBME] ISEXNPS UED [SBLLOJUI uesexeqey ueyebaouad
L8'VS8TT IE ¥8'6 | ¥¥'G6EL26'0E ¥8'6 | 02'12LGL9°0¢ | ¥8'6 | 00'000'S0E0E | ¥8'6 00'000°000°0€ v8'6 % #8'6 uesegaiued uednye) ueueke| ehujeybuiuapy
auioang
NYEYIYEI® NON NYLYWYTIANSd
NYQ NyHYIYE3H NYLYWYTIANSd
'NYONYINOONYNS
| dd10d | 22'626'9.5°€L STOL0YERZL £4'0198602L 0E9°0LE 1L 000'059'0L ‘NYHYD30N3d WYHOONd
Jeinep
BuUBIUL] jeinep debbue) deBbue) jees eped euesusq
ZZO'EVLBET 00} VEEZZE LET 0ok 880'926'vE2 001 LE0'¥S5 262 00} LE6'G0Z 062 004 % 00k veuebueuad asejuasiad ueuebueusd eAuiexBuiuay
EUBOUS] UBMEJ [SEXNPS
uep |sewsoju) uesegahuad eueousaq depeys)
678'Zh1 #0L 001 8LEL60'E0L 001 0 050201 004 000°020' L0} 001 000'000°00L 001 % 004 uednyeo esejussiad |  ueebeisderssy uep ueyeBaouad
86E° LIS 9L Lyl LLTSE Ty 051 919'10Z 80% 5l 000080 #0F i 000°000°00% 094 syapu| 2991 BuedUag ONsay SHBpu| ueuefe] sejieny ehujexBiuapy
BUBOUSQ
YNSYdNLIF uswnyop eosed jees eped eueouaq
.21 961 00} LI6'9ET ¥SL 004 909°GL0'ESE 00L 000'0£S ' LS} 004 000'000'0S} 004 % WN ueeipesiajey uednye) ueuebueuad efujexbuusiy
swong
VYNYON38 NYONYINOONYNId
| 08d8 #pe°LLOOLE 20651y’ 2068 71L'EST 868 1E0'781'688 LE6'502°088 WYHO0d
efusisusjadwoy ueyiesbunip SNdd
£8'6VE 1L EST 001 | 69'22G65L152 00l | OE'796'€Z98¥Z | 00L | ¥A'LOZELL'OVE | SL'FB 00Z'8Z9°EY2 SS'vy % szl Buek SNdd esejuesiad Qs seysede efuieyBuiusiy
1eyesefsew webunpuipsd lexesedsew depews)
99429992062 | 91p'L | #Z'L1S'208'8282 | OL¥'L  |0V'0LZGHZEPRZ | OLb'L |LE'ISE'OLY 028 | QML | 2467466116LT | SL¥'L % it uednyes ssejuesiad ueBunpulad eAujexBuiuaiy
Wnwn Ueqiusjey
sewsuelnNgu | uep ueweJjusjey uenbbueb
L6621 LGE092 001 | oe'sezezL LS 08 010'921 552 08 000055252 08 000°000°05Z 08 % ip'z. | ueseBBusjphuad esejussiad ueueBueuad efuiexBuiuap
Sl 43 €l 4] 15 0l ] 8 L 9 g ¥ £ 4 |
- (dyemnbey | yefie) | (dyen)nbey | ebiey | (den)nbeq |ebes | (duemnbeq | jebres | (dyendnbed | jefies Wi I veunbuequeg
Eunbueusg 0€0Z 6202 8202 120 9202 ueneg sejuoyd weiboid vep
ad sujeseg | weiBoid elaury Joexipu|
unyey ueyejuueway uesnin buepig

%,M
&3




M

- 86T - 'Al avd

Szoz snysnbBy oz :yv322 JBL

9.'189'666'ELE Y

00}

L0'\9E'GEBBZE T

004

896911 98T Y

004

ooooveEvE Y

00k

000000002 %

004

004

Jepuejs
|ensas euesusq yeysed uep
Jesnsep deBBue) esew eped

eueouaq ueqioy ueuebueuad

ueyeuesyeew Gued

[eISOS Uemejey neje uep
eisog ueessjyelese)) ebeua]
/1eisog elieyed asejussiad

LS'6PREYL YOI

004

Z1'8LE 1BO'EDL

00k

#0r 050201

004

000020° L0}

001

000°000°004

001

001

WZd¥N UEp SAIV/AIH

Jenip eAuue] SHdd (B80S
ueessyeosa)y ueuBABled NUBLEY
16eq [e(sog selqeusY fued Jen
1P [e1s0s ueueered ueseuEsyeIBW
BueA (ejsos ueessjyefasay efiey
efieusy |eisos elieyad eseussiag

L5'6¥BZYL $O0L

001

2)'81E'160° €04

001

0¥ 050204

00k

000°020° L0}

00k

000000004

004

001

[BISOS 1Sel[Iqeyey

ljueq Jen| ip [ejsos ueuelejed
uexeuesyejow bue feisos
ueesajuelasey eliey ebeus)
/le1sos elieyad esejussiad

|e1s08
ueefepiaquad eAueyBujuspy

8lwoang

£6'602'826'050'G

626826 666'%

65 i 6v6'%

000'0Ly'868'F

vIS0S
NYVAYOH3ENId WYHO0Ud

VISOS ONYQIE NYHY LNINIW3d NvsSndn

SE'890 PEE 2

004

Z8'029'906' Ly

00k

268V EBY LY

00k

00'000'059°0%

001

001

ueJeNeqay Ueqioy
1senyeAs uep uejeweehuad
ueuefe| uednyen

BUBDUBQ UBQIOY
|senyeAs uep uejewweiusd
ueuedeejed efueybuiuapy

43

£l

(4]

L

04

[4

L

(dy eynf) nbed

196ie)

(dy eyn]) nbeg

jebie)

(dy eanf) nbed

1ebse)

(dy ewnf) nbed

jobue |

0€02

6202

74174
auljpseg

(ewoainQ)
weiboiq elisury Jojexpu|

ueunbuequied
sejuoud wesboid uep
ueyejuuswad uesnun bGuepig




- 661 - 'Al avd

Szoz snisnby; oz 3322 JBL

6E'21LGE0'02

b9

£6'628'2LLG2

10921562

ss

0005252

00000052

20'6%

eisn nfue
[e1s0g ueelsjyelesay syepul

BE'2LLGEQ'E

19

£9'62824L'G2

109Z15'S2

000'552°S2

90'85

#0'85

20'88

seyiqesig Suepueduad
[e1sos ueessjyelasay $yepu|

£8'2p2'71 2028

9'065°95'GIS

020252015

000'001 S0S

14

9z'z

efwesep ueyningay
1ynuadis) Buek vZdyN

uep SQIV/AIH fen|ip eAuure|
(SHdd) [esos ueeseyelesay
ueuelejad nyswed asejuesiad

£8'LVTTIL0ZS

9'085'95¢'5LS

020252015

000004 505

efwesep ueyningey |ynuadiay
Buek ejsn jnfue| esejuasied

£1'669'582 802

00}

#2'9£9281'902

80800} ¥02

000°0¥0 202

efuwesep

ueynjngey lynuad.e) Gued
Jejuejis) Yeu. asejussald

E'ELLLGL'90F

19'0v1'950'20%

09'546'966'26€

000'8.6'€6€

Sl

1]}

06'9

efwesep ueyningay lynuadia)
Buef sejueye) seyjqesip
Buepefuad asejuasiad

[eis0g Iseyjqeyey efuieybuuap

8LogINg

£8'2L0'2GEBLL Y

66'8v.'900'L0L'L

IS0S
ISYLIMIBYHIY W

16'E2) L5092

004

0£'562'82L G2

0oL

010924552

00k

000055252

001

000°000°052

00l

004

1eisos ueuedejad wefep
ekuseyeny jexbujuew Buek
eisos ueesejyefesey| buepig
|p ebequia| asejuasiad

£1'669'G82 802

004

¥Z'9£9°781'902

0000r0'202

00l

00l

001

[eisos ueuekejed wepep
efuisuajpdwoy jeybuuew
Buek |ejsos ueess)jyelese)

NS esejuesiad

Sl

43

€l

[4]

4

(dy enl) nbed

(dy einf) nbeq

(dy eynf) nbeg

jobse |

Jobiie)

0802

6202

8ujjeseg

(ewooino)
weiboiq elisury Jojeipu|

veunbuequed
sejuold weiboid uep
ueyejuyewad uesrun Guepig




N\

Szoz snysnby oz :yv322 JBL,

R — @w %m%

-00Z - ‘Al avd
BUB0USQ URGIOY |eJniep jedso
debBue) siBaje)s ueesew BUBDUSQ UBQIOY [BISOS
8LvZrLL028 00L | 90'6S9°GPS'IS 00k 202'620'L8 001 00001508 001 00000008 00} % 00} ueueBueusd asejussiad ueBunpujped ekujeyBuiusiy
BWI0INQ
[eIs05 WNWON3E
seulg BE'Z6R'LZ) LEY £6'68L'pLL'92Y 0'959'90F'8LY 00281 Fiv 0000000L¥ NYNYONYNId WYHOOud
UBUNSIWBY
uep 1senpeibiss) Buek
[eisos uebunpujped uejuas uep
LS'6VRZYL POL 91’k | ZV'BLE'LBO'EOL | 850 #0y'050204 | 620 | 00002000k | #10 000'000'004 900 % £0°0 upisiw efiienjay esejussieg
{wouoys ueefepiagey
1G'6v8'2rL YOI BEZG | ZI'BLELBOEDL | Z6'US v0r 050201 88'6y | 000°020°L0) OF'Ly 000000001 ve oy % oy syepu; uejeybuiuad
Jesep
JG'6YBZYL 0L | 254G | ZV'SLEI60E0L | LL°GS | ¥OpO0S0Z0L | 091G | 00000Z0°L0L | 95w 000°000°004 528z % 82 €2 | Ueuningey sxapui veieyBuiusg
upsiw
Ji¥e} elep ueejepuad uep
uee|oabusd ueyeuesyERW
BE'£60'£58'729 00L | 22'806'/S'8L9 | 00L yZrZ0ETL8 | 004 000021909 004 000'000'008 00l % 004 Buef ueseep esejuasiag
efuueyjpueway
1eyBuiuaw Buek
8Y'6.L6'667 ¥3E gl's | Zr'elgsie0se | 8S'0 | pLy9sLsGE | 620 | 00000.G€SE | v'0 | 000'000'0S€ 90'0 % £0'0 | teejuew ewyoued asejuasiod
efwesep
ueymngey ynuadia) Buek [B1508 Ueulwe|
GE'S0L'L0S'GLS 00L | 0'¥20Z0£0LS | 0OL | 0B'66¥'6PL'SOS | 00L 000'670°00S 001 000'000'S6% 001 % 00, | teejuew ewysuad esejussiad |  uep ueBunpuiad ekuiexBuiuayy
6000
[e1s05 IVISOS NYNINYT NYQ
seuiq | Z6'v2LZ6ZLI8') 1Z'L0G V6 86L') |08'675'6LL'08L'} 000'86£294 L 000'000°6¥L L NYONNONITY3d WYHO0Hd
gl b £} (4} L 04 6 8 L 9 S 4 4 Z I
S (dyemhnbeq | iebiey | (dyen)nbed | wbes | (dyem)nbeq |jefes | (dyen)nbeq [1ebey | (dyewnnbeg | el i el ueunbuequiad
e e - L e YETES  loujeseq| weiboig efiouy somxpu i e
- veLeluiBWad uesnin Buepig




- @ BT

-10Z - "Al gve Szoz snysnBy; oz :yv322 18L
ehusejynposd ueyieybuiusw
Bue sejuoud Jopjes eliey ebeus)
20'2v'866 168 08 | 9£'6€9'196588 6. | 9v'60001048 | 8L 628'094 998 7] 000'S6E 658 9 % L Ip elisy ebeus) ssejuasiad sejypinpo:d efuiexbuiusiy
8000
YrYIH VOVNIL
Ej SYLIAILINAQOYd NYQ Vry3x
seuq 20'Zvy'966 68 9E'E£9'196'G88 9¥'690'910 L8 628'091 898 000 S6€ 658 NYHILY13d WyHO0ud
eliay ebeus)
euBOUal unsnAusw Buek eliay
LV IEVL0L'BL 001 | 65'88YBLELL 004 £08 2659, 004 000'69.L'GL 00} 00000062 004 % 004 ejoyjusjednqey ssejuasiad efieus) sew.oju) ekuejojysa)
8wonQ
suRJuSYEN WrHad YOYNIL
seuig LLIEVI0LBL 6588V BIE LL £08'2€5°92 000'592'6L 00000062 % NYYNVONIH3d WYHOOUd
WrHIM YOYNIL ONVAIE NYHYLNINIW3d NYSnun
HYSYO NYNYAYI3d NYONIO NYLIYHMHIE XVOIL ONYA 8IrvM NYHYLINIEIW3d NYSNHn
eueousq jeinsep debbue)
yej@les uep Jees eped Jesep
ueynngay iynuadsa) buek
LWeje LUOu Neje/uep [eIsos 'Weje
2G'PEL LGS PLL 00k £6'6v7 00 ELL 004 OF' Py SSTELL 001 000°Z2L LLL 001 000000041 001 % 004 EUBJUBQ UEGIOY BSEjUBsIad
jesnsep deffue) esew ewejes
[e1290s uenjueq ewpausw buek
£1'669'682'802 004 v2'969'281'902 001 808'00L #02 00l 000070202 004 000°000°002 004 % 00l eueJuaq Ueqioy esejuasiad
deybus| jesruep debbue)
leuesesesd eveses ueyeunbuaw
uebBuap 1senyens)p Buek
|m|.,_..wmq._:_,o_mm 001 90'659'GPS LS 001 202 G20'LS 00L 000015°0S 004 00000005 001 % 001 BUBJUSQ UBQI0Y Bsejuasied
Sl i £l 4] L 0L 6 8 2 9 § ¥ £ 4 4
- (dyennbed | obie) | (dyemnbeq | jebies | (dyen)nbeq | jefiey | (dyen)nbeq |jobes | (dyemhnbeq | jefie) ek i) ueunbuequiad
Bunbbueusy 0€02 6202 1202 920z uenjeg sejuoud weiboid uep
ST sujeseg | weiboid elisury Jolexipu|

ad

ueyejuuslway uesnin Buepig




¢ 4

Szoz snysnby; oz :yv3ad JBL

unye]

- 702 - "Nl gvd
uendwaiad (MvdL) ebey ueunbuequsd
60LG.LL 69 09'S6 £81'1L0'69 05'6 WLLELEBY 0F'S6 007£89'29 | 0€'S6 00000049 02's6 % 0'G6 uejeybuy sedisiued 1exbuil wejep uendwesad Ueiad uep
(9xy) 1apues ysuodsey | 9nd ueesebbusjeduad sewyaj
60L'GLL'69 0§ £81'120'69 8y LLLELERS 9y 00¥'£89'29 'y 000'000'29 (A4 % gt uesebbuy esejussiad uep seyjeny eAujeybujuaiy
8oy
NYNdW3H3d
vtd NWAVGREENEH NYO ¥30N3D
seuig 81y 1SS6E) 99ETp) BEL WG P OEL 008'99€'SEL 000°000'vEL NAWAVLNSRIVENS] WYHOOUd
MYNY NYONNCNITH3d NYQ NYNdW3H3d NYWAYON38INId ONVAIE NYHYINIINId NYSnun
ueebioyebeusioy
04'208'825 L¥2 0y | ¥.'9056206%2 ge | vZ'ivbessze | 96 | Ov'9SE'90L0KZ | ¥E 00'000'289 L£2 143 % 692 UBUWE BsejuBsIad
ejs0s
Bojejp uep elieyed yey-yey
ueBunpuiped uexedepusw
1 fuef veeyesniad |Bunpupe)
G6'6L7'Z95 65 12068 | 1S'210'V96'86 | Z2LGE | 9G'/Q9GOEBS |JZLGE | 9'89€'9.L°MG [[ZLGE |  O00E6LLS 1ZLSE Big ZLSE eped elayad yejwnr | Bued g1 ebeyed eAuieyBuion
awoong
suei} aveN IVIELSNANI
99'222' 160 L0 }£'725 066 €0¢ 08'82}'126'00¢ 00524288 162 00'000'.8 ¥62 NYONNENH WYHOONd
uaBau weep ueyjedwayp elioy ebeus)
r'PLY'9Z2 P6L I18'ES | DE'80E'S9Z'26) | 00'0S | Op'E00'vZE06) | BL'OF | 00EZ0¥88L | 9E'Zh | 000'005°98} #5'8E % gl've | ek eliey ebeus) esejuesiag uejedwauad efujeyBuiusiy
8WI0AUNY
i WrH3N VOWNAL
N seuig P LY 922 ¥6L 0£'80€'59Z 26} 9¥'€00'¥ZE 06} 00EZ07'88L 0000059814 NYLYdNINId WYHO0Ud
Gl ¥l £l 4] Ll 0} 6 8 L 9 [ 4 £ 4 L
- (dyen)nbeq | ebe | (dyen)nbeq | wbey | (dyennbed | efies | (dyemnbed | jebey | (dyemhnbed | efie) i il veunbuequieg
Bunbbugusg 0€02 6202 8202 1202 9202 uenjes sejuouq weiboid uep
ad aujjeseq | weiboig eliaury Jojexipul

ueyejuuswey uesnin buepig




Szoz snysnby, oz :yv3a0 JBL

- €02 - "AI gvd
uexe(igsy
ueunsniuad nejejuep
1senjeas ‘ueeueouased
wejep yeue uep Japush yeue uep sapush
821 LZE60C v 6YS'ELE L0 6 ZLE'121'602 33 002°050'€02 12 000000102 \2 % Sl ejep uejeejuewad jeybui) | ejep uejeejuewsd eAuieyBuiuspy
8109InQ
HYNY
Yed NVQ ¥30N39D Y1¥a N3LSIS
seuig 821'LZE'602 67S'ELT LOE ZIE'121'S02 002 060 €02 000'000" L0Z NYV10139N3d W490ud
Feue
UBjeLweday uep uendwasad uebunpuiyed
dejeseped (434OX3S) | EMes Yey ueunuawad ‘Japusd
uendwelad Ue|oyas uejeyassy Bunynpusws weyep
BLp LSSBEL £9'06 99€ThL 8EL Gz'L8 WS LvL9EL 88'LL 008'99€'GEL 529 000000 ¥EL EL'ES % £9'01 Uee|psss|ey asejuasiad efiienjey seyien ekuiexBuiusiy
8LLI03INQ
Ved WOHYNTIN SYLNVOM
seug B LSS BEL 99E'ThI 8EL LS LPLGEL 008'99E'SE1 000'000'¥EL NYLYMONINId WYHO0Nd |
yisuaysidwoy
ueueke| ueyedepuaw
Bueh Odd| uep uesesayay uendwasad
£8E°186'L29 18 8r9'0¥9 129 96 9E6'E9E'GIS 9s 009'054 609 ¥s 000'000'€09 £5 % IS |ueqioy uenduased asejussiaq | depeys) uesesaxy eAuUNINUB
8Wwoong
Yed NYNdW343d
seuig £8€'186'L29 BY90¥9'129 009°051'609 000'000°€09 NYONNONITHId WYHOOHd
Gl 45 €l 4 8 L 9 ] ¥ £ 4 4
FiA (dy el nbeq | 1ebuel | (dy ewnl) nbeg (dyenf)nbeq | jebie) | (dyewnl)nbeq | jefiel i LIS ueunbuequagd
Bundbueuad 0202 6202 1202 9202 uenjes sejuou weiboid uep
ad sujjeseg | weiboid elisupy Jojexipul

ueyejuuswa uesrun buepig




¢

Szoz snysnby; oz :yv322 JBL,

-$0Z - "Al gvd
uefiued
UBLIIPUBLLISY UEP UEJE|nepay
uebued ynjun jwouoys edep saquins
BES'82Z 85K 71'vl 008'LO9ESY ¥5'Zh 844120 6F¥ 76'0L 000'88% ¥iv vE'S 000°000'0 pL'L % vS'y ueBuepes uejwin| asejussiad ueeojebiuad eduexbuiuayy
8woang
NYONYd NYIHIONYW3N
BES'BTZ BSY 008°L09°ESY BLLIE0'6YY 000'88% iy 000°000°0v% NYQ NYLYINYAIN HNLNN
INONOX3 YAYA ¥38NNS
| did NYYI0T39NId WvHO0ud |
NYONYd INYQIE NYHYLINIHINId NYSNEN
(¥)idI) yeuy
60464469 09 €81 12069 05'0§ VWLLELE'BY 05 00v'€89°49 05'6¥ 00000049 6 ybuy 14 snsnyy uefunpuipad syepu| yeue depeysa) euie|
Jisusyeudwoy ueuefe| | yejes uenyepad uep Ueumessad
ueyjedepuaw Bued snsnyy 'uesejuejuad ‘|sejiojdisye
ueBunpupad ueynpawa \eeagy ueyepul uevebueuad
€0L0L9ESE LS ¥69'650' 251 0s GVEvES 0S| 6F 00S'v00'6¥1 514 000'009°L¥L Ly % Sb jeue asejuasiad uep ueyebieouad eAujeyBujusyy
)
Ed MYNY SNSNHA
seuig S18°286'¥22 Se0'sleTZe 888'8.9'612 000720212 000005712 NYONNONITH3d WYHO0Nd
Jisuayaidwoy
yeuy BJBOSS YEUR BNWBS
824'226'602 09 6rS'elz 20z | 0505 | zie'lzl'soz 0§ 00205002 | 05'6% | 000°000°L02 6 exbuy 8y JeH Ueynuawad Syepu| YeH ueynuawed eAuuiwefis |
eLuong
¥ed AYNY
seuig 821 LZE'60Z 6rSELZ L0 ZIE121'502 002 060 €02 000'000° 102 AYH NYHNNIN3d WYHOOHd |
Gl 3 £l 4] L 0k 6 8 L 9 § 4 £ [4 3
ke (dyen)nbeq | wbiey | (djenfnbey | by | (dyein)nbeq |jebey | (dyewl)nbeq | jefiey | (dyenfnbey | jebiey veunbuequig
BunbBueuag 0£02 6202 1202 9202 uenjes s fewodino) sejuold weiboiq vep
ad sujeseg | wesBoig efiaury Jojexpul

ueyejuuswag uesnin Buepig




hi

.u.,...«.;..m-..w,.._._.q..__ n 3- 0z Yyvlao L\..mh

-S0Z - ‘Al gvd
eiefiou yeue) snsey uedeJeb yeue) ejeybuas
6v82rL b0l 00} 8LE 1600} 00} »0r'0020L | 0oL | 0000200 | 004 000°000°001 004 % 00l uejesajafued aselussiad uelesajekuad eAujeyBuiusiy
8woong
ebitid NYAYHYD HYNYL Y1IHONIS
seuig 6¥8Zh) P01 BLE'160°E0L $0v' 050201 000°'020°L0L 000°000°001 NYIVSI13ANSd WYHO0Hd
NYHYNY.LH3d ONVAI8 NYHYLNIMIW3d NYSnHn
uebued ueueweay ninw uep
uejesefsiad lynusweiw Gued uebued ueuewesy uep
669'G82 802 08 9£9°281 902 06'9. 808'001 '#02 9. 000070202 | 08'GL 000°000°002 0564 % Gl sebas uebued esejuasiad | mnw uesemebuad euieybujuay
8wogng
NYONYd NYNVINYIN
dia 669'G8Z 802 9£9'281 902 808'00L#02 000°0¥0'202 000°000°002 NYSYMYONId WYHOOHd
uebued ueme. uebued ueuemesay
866022 85Y 187 | 008'109°€SY 68 | BLr1zO6Yr | 66'8 | 000'BSYEYY | LG'LL | 000'000°0%Y 99'l % 69l uejua) Yeiaep asejuasiag ueBueuad efueyBuiuep
euioging
NYONYd NYNYMYEIN
dia BEG'82Z 8SY 008'L09° €SP BLLLZ06YY 000'88F ¥ 000°000°0kF NYNYONYNId WvHOO0Hd
jeyesehsew uebued ueueyejay
vE0 269660 | 06 LBEFLG ¥RY' ) g'/8 B18'S2S 69V | G'v8 000'889'¥5¥ I 528 000°000°0%F | 08 Jo4S | 6'SL uedesey ueued ejod uep |seyysianp edujeyBujuapy
802Ny
LIAVEYASYN
NYONYd NYNYHYLIA
NYQ ISYAIJISH3AID
=] vE0'L59°66Y | 186G PBY L 818'525697 | 000'889'¥SF'L 000°000°0¥ L NYLYXONINSd WyHOOMd
Sl i £l 4] L 0} 6 8 L 9 S 14 £ 4 I
R (dyenfnbeg | 1ebie) | (dyen)nbey | jebies | (djewnf)nbeg | jebiey | (dyewnf)nbeg | jebrey | (dyenl)nbeq | jebiel e e veunbuequed
BunBBueusy 0£02 6202 8202 1202 9202 uenjes sejuold weiboid uep
iy suieseq | weiboig elisury Jojeypu|
unyey Ueugjuuawad uesnin Buepig

. .n,.éw.,
1)




L

-90¢ - ‘Al avd

Szoz snysnby oz

yv320 )61

dnpi
166'¥.L5 (21 22’16 | 598'982'9Z) 206 | SPLLLOGZL | 28'06 | 00SGYLEZL [ 29'068 | 000°00SZZL Zr'06 syepul 1526 | (N)H) ©epN SBUNY SYOPUI | oy §_$a9_a§c”“
166°7LG L2) L0'vL | S98°982'9ZL 1960 | SPLLLOSZL | 29'€L | 00SBPLEZL | L¥'€L | 000'00SZZL 126l s¥epu| £5'09 (w1) Jiv seiienyl s¥epul uesewaouad eduninuapy
8wooynQ
dNGIH NYONNONIT NYIYSHU
NY.LY /NYQ NYEYNIONId
H1a 6.8'561'592 096'966'652 000'868'752 000'006 6¥2 000'000'S¥2 NYITYONIONId WrO0ud
iy Yedwep
infuepyepupip Guek IseBijiwew ¥mun uebunyBui|
¥89'G69'6L¥ 001 21085k LY 001 8ZLE9Z by | 00L | 009°0LLZ0F | 00L 000'000'€0F 001 % 001 | HTX Isepuswosal asejuesiad | uelfey seyyiyeje eAuieyBuuayy
8wong
dNAIH NYONNYONIT
H1d ¥89'G69'61F 00} Z1L0'8SP Sy 004 BZVE9Z'ILy | 00L | 009°0KLZ0F | 0O} 000°000°€0% NYYNYONIY3d WYHO0Yd
dNAIH NYONNXONIT ONvaIE
NYHYLNIHINd NYSnHN
yeue) seje ey Guebawed
Ievuipesieq bued yejuuswad 1B6eq wyny ueysedey uep
678'Z7L PO 00'sS | BLE'LBO'EOL 00'6y | #0r'05020L | 00'Z¢ | 0000020404 | 00'SP | 000'000°00L 00'Ey % £9'ly ueye| sen| esejussiad |  ueyeueped qje) eAueyBuiusiy
8U09jNQ
didd HYNYL
seuig 678'ZPL PO BLELBO'E0L #0p'060'204 000'020' L0} 000°000°001 NYYNNOV.LYNId WYHOONd
ueunBuequwad ynjun ueunBuequwad ynjun
Ueue} ueunjues uep uejbruay Leue) ueunjues uep ue|bruey
6v8'ZPL POl 001 8LE'L60'E0L 001 ¥0P'0S0Z0L | 00L | 000002010y | 004 000'000'004 004 % 00, [nueb ueesephuad asejuasiag | pueb ueiesajehuad edujeyBuispy
ewoayng
NYNNONYEIN3d HNLNN HYNYL
died NYNNLNYS NVQ NYIDNK3X
seulg 8LE'160'E0} #0F' 050204 000°020° L0} 000°000'00} ILNVD NYIYST13ANTd WrHO0ud
Gl ¥l £l 4! bl 0l 6 8 L 9 § 4 £ [4 b
ki (duen)nbey | jebey | (dyein)nbeq | webiey | (dyenf)nbed | jefuey | (dyemfnbeq |jebiel | (dyenf)nbed | jebie) el PR veunbuequiad
Bunbiuveuag 0£02 6202 8202 1202 9202 uenjes SEJUOL WeiBold uep
i sueseg | weiboid eliauy Jojexjpul
unye| ueyejuuswag uesnn) Buepig

2,

>




P = : e B > v BZOZ- - 5202
Szoz snisnby; oz ..wécmugmh E. mmm‘mwam

- L0Z - 'AI avd

ehuisuajadwoy ueyeybunp
SZv'1LL0TS Buek dnpiy ueBunyBuy dnpiy veBunyBuy Buepiq
g9 BSY'GHS LS §9 202'520'kS 59 000015708 g9 00000005 59 % g'9 uninfuad esejussiad | |p QS seysedey ekuieyBuiuapy
8WoINQ
LYMVHYASYW MNLINN dNaIH
RV NYONMHONIT Js.__._ézwa
NYQ NYHILYT3d ‘NYXIQION3d
H10 BS9'GHS'LS 202'520°1S 00001508 00000005 NYLYHONINId WvdO0Nd
H1NNd Uep ‘Hdd uexqielp
uiz) ‘veBumybul| uiz) depeys) Buek ueBunybuy| uenmjesiad
S8z viv0l ZEL'BOE0L 0%0'S0Z'04 000°Z0L 0L 00000004
uejeiBay neje/uep eyesn depeys} uejeibey neje/uep
5z 6z 6z 6z a2 % 7 qeme(BunBibueuad uejeejay |  eyesn ueymeday efuiexBuiuspy
8000
(H1ad) dnaH
NYONNHONI NYYIOTION3d
3 NYQ NYONNANMY3d
e NIZI NY3 NYONNYONIT NiZI
dVaYHYIL NYSYMYON3d
H1a SBZ iy 0l 0r0'S0Z 0L 000720101 00000004 NYO NYWNIBW3d WydO0ud
Hdnd yeq |s|pucy
Seug iy LZEYET 001 991'GG6 LET 001 607'€19'622 00L 000'662'L22 001 000'000'622 00k % 00L Weep Nd. esejuasiad nefey
epeyp Buek (H1y) uewebeiexauesy ueeppbuad
£58'211'68 L 21501578 L '90L'6r0'2S L 00Z°025'LS L 000'000'LS L % ! nefiH exnqia Bueny seny seyjeny eAuieyBuiuayy
swoong
(ILYH3N)
ILYAYH NYWYOYHYAINYIA
H1a S92 vEY 282 BEQZES VBT GL1'659'182 00zS18'8.2 000000922 NYYI013ON3d WYHOONd
Sl 145 £l 4} L 1)) 6 8 L 9 S ¥ £ 4 I
i (dyemnfnBeq | 1ebe) | (dyenfnbeg | jebiey | (dyewnl)nbey | jebie) | (dyeml)nbey | jobe) | (dyemfnbeq | jebie| LA e veunbuequad
Bunbbuevay 0€0Z 6202 8202 1202 920z uenjes S ST SRR sejuoud weibold uep
o unyej ; ueyejuuewsy uesnin Guepig




g

-80Z - 'AlI gvd

B

= o

(wIx) yeuy sejuap|
64'G¥¥'695°002 99'78 | 66'E6Z¥FS'BEL | BL'2. | LL'06S'6ES'O6L | BL'Z9 | /8'2ZV'GSSPEL [ 812G | L'202'065Z6L :1%44 % 81'22 | nuey ueyjwadey asejussiag
[enbip uesnpnpuaday sejjusp ynpnpuad ueseyepuad
IG'ELE'GE6 L9 9s't | 1€'6100/2'€97 | 944 | 20'/JE72658SY | 929 | 20'S96°L96°ESy | 9/C | €'Q0EBLERY a'y % 9'c ueyjwaday asejuasiad |  ueueke; seyjeny ekuiexBuiuepy
BN
[ideayng MNANAN3d
seulg 0€'618'70S'890 IE'ELEPLE199 ¥Z'L96'1E1'SS9 68'760°L158¥9 600'696'L¥9 NYHY.L4YONId WvdO0ud
IS NYLYLYONId NYA NYXNANANIdIN ISVHLSININGY ONYAIE NYHYLNIMIWId NYSNHn
] 8 74 99 L S0's | uedwes ueyejoBusd seyse ueyedwessed
0L 'GOE'GEL '90L'9L | 7ILBLOVEL  Z'EPL'GL | GZGS992EL  ['JGE9 | Q00'GZELEL  |'O4pS | 000'000°0EL  |Z'EFOOY uoy 8521 | P Yejoie) yedwes uejnquiL ejojey eje) eAuieyBuiusyy
L 4o)
NYHYdWYSY3d
H1a #0L'SBE'SEL PLLBLOPEL SS90 ZEL 000'92€" L1 000'000'0€ 4 NYYI0139N3d WYHOOMd |
dnpyy ueBunyBuy dnpiy uebunyBuy
euepid yepui) snsey fejexbuas euepid jexBun snsey/ejoybuas
SBZ 7Lb 0L 004 ZEL'BOE 0L 00l 0#0'S0Z 0} 004 00020404 004 00000004 004 % 004 uelessjehuad esejussiad uejesajahuad eAuieyBuiuspy
8u09Jn0
dNaiH
NYONNMONI NYNAYONId
S8z iy 0l ZEL'BOE0L 0p0'G02°01 000201 04 00000004 NYNVYONYNId WvHO0Nd
dnpiy ueBunxBuy| dnpiy
uee|ojabuad uep uebunpujpad uebumybui| ueeppbued uep
wejep jeyesefsew | uebunpuied wejep uebunuaday
SSBZHZ LE o1 G6E 126 0¢ 14 1ZL'GLY'0E 14 000°'90€'0€ 14 000°000'0€ 74 14 sedisiped asejuesiad | nybuewed eliaup efuieyBuiuap
8WIOANQ
LYAYHVASYW
MNINN dNAIH NYONNXONN
H10 SEBZRT IE G6€'L26'0E IZLSI90E 000°90€"0€ 000°000°0€ NYYONYHONId WydO0Hd
Sl ¥l £l Zh L 1] 6 8 L 9 S ¥ £ [4 3
pee (djenhnbeq | jebe) | (dyein)nbeq | jebiey | (dyemnf)nbeq | jebie) | (dyewnf)nbed | jefie) | (dyen)nbeq | jefie| i ) veunbuequiad
Bunbbueua 0£02 6202 8202 2202 920z uenjeg sejuoug weibosq vep
A sufieseg | weiboid elisury Jojex|pu|
unye] ueyejuusieg uesnun Buepg



-60Z - "AI avd Szoz snisnby; oz :yv322 8¢
ueynpnpuaday ueynpnpuaday
BE'ZLLGEQ'9Z 004 £5'628ZLLST 001 09Z16'S2 001 000'552'GZ 00} 00000062 004 % 00} lyoud ueejobuad uednyeg Jyoud seyjeny efujeyBuiuay
8wiong
lideng NYINANANId3X 11404d
seud BE'ZLLGED'GZ £6'628TLLST 10921562 000'652'6Z 00000052 NYVIOT139N3d WvHO0Yd
uexjeejuewip
Buek ueynpnpuaday ueynpnpuaday Isewuojul
18'YS8ZHT IE GE 'G6E L26'0E 0e 02’121 51908 14 000'90€°0E 0z 0000000€ Sl % EL'E ISeUloju| asejuesiad uejeejuewed ekuieyBuiusiy
8LognQ
NYINANANId3A
lideayng ISYHLSININGY ISYWHOINI
seulg 18'PS8THZ IE ¥'G6E' L2608 0Z'1Z4'S19'08 000°'90€ 0 000'000'0€ NYYIOT13ON3d WvHOOud
uexiodejew
BueA Beq uespgqieyp Buek
¥ 1IS'E092 00} 56282 LL5T 004 1'092'1662 00L 0056252 00k 0000052 004 % 001 UB(EJB0JEd BJYe Bsejuasied
ueyodejaw
fued |Geq uexque)p buek
vZ'14S'E092 004 56'282 LLST 004 1'092'1552 00} 0056252 004 000°0052 004 % 001 | ueumeyiad eejje asejussiad
ueyiodejeiy
Gued (6eq uesjiqieyp Buek
vZ'1LG'E09°2 001 56'282 L4652 001 1'092'1552 001 0065252 001 0000052 00L % 004 UeJ|yey epye asejuasiad
ueyJodejow
Bue i6eq uexjiqieyp Buek Idis ueiejeausd
¥2'1IG'E09 001 567682 LL5C 001 10921662 004 0056257 00k 0000052 001 % 00} UB(jewWay B]yE Bsejuasiad ueue/e| seyjeny eAuiexBuiusiy
6Woon0
|ideaxng Tidis
seug 96'vBZ PLY 0L 18'LEL'BOE 0L 000720101 000°000°04 NYLVLIVON3d WYHOOud
Gl 4 £l (43 6 8 L 9 § |4 € [A I
P (dyewnl)nbeg | 1ebuey | (dy einl) nbed jfiie)] | (dyenl)nbeq | jebie) | (dyewn)nbeq | jefie) Gl S ueunbuequagd
Bunbbueuad 0£02 6202 1202 9202 UEnjes Sejuolg weiboid uep
0 suljeseg | weibosg elaury Joeyipu|
ueyejuuawad uesnun Buepig




Szoz snisnby oz 33192 JBL

& T

uniey

-0TZ- Al 9vg
ueunBuequad wejep
(@) eseq uelesesedsewsy Jepe wnyny jexeseAsew uep
efiequen ueefepiequad | 'lepe efieque) 'uejeyesehselsey
£0'4pZ 712026 | G9'22 | 09'0BG'OSPGIS | OL8L | 0z0ZSzOIS [ €0'SL | 000000LS0S | iz 000000008 5L % GL'e Isejlise) esejussiad | efequws) seysedey eAuexBuiusy
owoonQ
1¥AY WNXNH LYAYEYASYI
NYQ 1¥aY YOwan3l
aid NYLYIYEYASYINEN YOVENIT
seulg 26'G8LTr6 8.6 ¥£'06€ BS0'696 09'/6L'€42 656 000885 6v6 000°000'0¥6 NYYAYOH3I8N3d WYHO0ud
esap
7'70L'G8E SEL 00L | vV'LEQEIEPPL'L | 001  [OV'¥BY'6SL2EL°L | 00L | 000722E42LL | 00L 000°000°04 L'} 001 % 001 |eioe e sejise) asejussiad
ekuseyisedey uexiexbunip esap ueyejuuawed
fuek qdg ejobbuy uesemebuad uep ueeuiquad
7'70L'G8E GEL 00 | SS'ELLBIOVEL 08 | 02's26'599°2€61 | 09 000°92€' L€} or 000°000°0€ 02 % WN | uepeseq jeredy asejussiad sejiieny efuieyBuiusyy
8OO
awd ¥S30 NVHYLNIH3W3d
seulg | LO'VEELLELEZ) 02'PYEZEEBLT) 600'627'592'L 000'8¥925Z'} 000'000°0¥Z'} ISYHLSININGY WYHOONd |
Bsap EBsap ewes
LB'yS8ZIT 1E 0L y'S6E L2608 8 02'121'619'0¢e o 000'90£'0¢ b 000°000°0¢ Z % WIN _|eweseli) jsejjise) esejuesiad eliay sejiapyeje efujexBuiusy
8ogng
and ¥S30 YINYS Yraay
seulg LB'YSRZITIE b¥'GBE' L2608 0212181908 000'90€°02 000°000°0E NYLYMONINId NYHOO0Yd |
esap ueejeuad esep
60'yB6'669'812 00b | S0'89/'M6Y9LZ | 00L | OW'BYB'GOE¥LZ | 00L 000271212 001 000000012 004 % 004 1seyjise) asejuasied | ueejeuad seyjeny eAujeybujuay
8Wwoang
| an sevig|  60'786'669°812 '89L 167 91T OY'eYRS0E hIZ 000274212 000000042 ¥S30 NYYLYN3d WYHO0Nd |
¥S30 NYQ LY)VHVASYW NYYAYOHISW3d ONYAIS NYHYLNKHINIE NYSNuNn
Sl i £l 4} L 0l 6 8 L 9 g 4 £ 4 L
e (dyenlnbeg | jefie) | (dyenfnbeq | iebie) | (dyenl)nbey | jebie | (dyemnl)nbeq | jebe) | (dyen)nbeq | jefie) s o) ueunBuequiad
Buntbueusy 0£02 6202 8202 L1202 9202 uenjes sejuold wesboid uep
ad sujeseg | weibolg ebisury Jolexipu|
ueyejuusway uesn Suepig




M

-11Z - ‘Al avg Szoz snysnby; oz :yv3120 18
(pean
Jeswiup) ynuadsa) yepi) buek
9059078982 £9L SLL vy BES'E 8'ol LETyLL0I8T | 641 | 09B'EETBLE 1'8) 00000 ¥5.L2 681 S'0Z | @xed ueymngay esejussiad
(ex)
(Ydow) sadaseuon euesuasaq efiienjey ueeuigued
wepoyy | wepow | wejep jeye.fsew eyss uesad uep
691 GS9GILE 4] 996964 #80'E Ty | €0Z'SSOES0E | L'ev | ELpBZZ2Z0E | ZEF | O00'ELLIBEZ L2y 6'\y | 1sdesenuoy isusiersid eybuy ueeepiequiad efujeyBujuspy
8WoN0
DHidd (@) YNYONIHIE YOuYNI3N
seuig GL9'190'86'G LYSOP9'E26's 087'628'€98'S EEE'TZOPOR'S 000'ELO'9PL'S NYYNIBINSd WYHO0Nd
(611 H4SY/eeY e
ayrsdg eby) unue) 61-G|
675 'BZF ZIE £z ¥G6'EL2 60E [44 ZIZIGL'O0E | €22 | 000090€0¢ | 922 000'000'00€ 622 g'6z | Jnwn efewss uesyejey exbuy
(o1 Ayued snpnpuad yejunl
£0v'E81 162 85z SZE'Eve 882 £9Z 0P6ZEEGBZ | 89'Z | 026'1Gv282 | €12 000'009'642 8.7 887 [2joL) [e10} uesjyerey exbuy ueyequeyad eAulepusiia)
8UwooN0
E)dd MNONAN3d
seug 9561 L9°E09 082 L15 168 Zhl vBb 165 0Z6'}15'G8S S_USIuHG NYNYONION3d WvHO0¥d
WYNYONIH3E YORYNI3N NYQ MNONAN3d NYITYANIONId ONYQIS NYHYLNIH3IW3d NYSNEn
1epy wnynH lexesedsepy
ebequan uep esag 1epy
ebequen ueefepsaquiad
60'8€G'8ZZ'8Sy | G522 | £2'66L109ESP | 0L'8) | 09'2/L°120'6vy | €0'SL | 00088 bRP | L21L 000'000°0t 25'L Sl'e I1Se)jjise} asejuasiod
Sl i £l 4] L 0l 6 8 L 9 g £ [4 3
pha (dyemnbeg | jebie) | (dyenfjnbeq | jebe) | (dyenl)nbeq |jefie) | (dyenf)nbeq |jebel | (dyen))nbed | jebe) Lo s ueunbuequad
Bunbbueuaq 0802 6202 8202 1202 9202 sejoud weibosd uep
d sujeseg | weiboig efisury Jojexipu)
unyeL ueyejusewad uesnin Guepig

s
eC):




M

Szoz snysnBy oz :yv3122 )BL

-Z1Z- "Nl 9v8
2 adi [euiwe) ueeseyjewad
£21'188°092 4 562'82L ST Z 010'921'652 z 000055252 Z 000000052 } wn } uep ueunbuequiayg
[e9p! 1SIpuOY
wejep Guesedia) yeje) Guek
LISTLELE Gz'eh | 9Llzes e G0'Zh | 6GZ0.L0.6 | ¥8'0L | ©86'92012%€ | +9'6 LLL0ZE'8%E £r's % £2'L | ueel uedexbusjey asejussiad
£17'925 751 00} 861'996°751 £6'86 | LSOMZISL | /996 | 1627686V | €866 | £8Z'6LC'SKL %6 % £E°E6 1BJEp SEJAIRUO)
usjedngey uefe( sen eped
PLT PTG g LIG'GEY pSL g 909'GL0'€S) g 000°0€S 154 ) 000'000'05 4 § Jun 9, | Buesedse) buek nrd7 yejwnr
(jun 66 ¢ 196.8)) wnwn Jesep Isepodsuey)
GB9'SES 06€ 001 226698 001 GLO'BBO'Z8E 00L 000628 8.€ 001 000'000'6L6 001 % v2'e8 | uenybue.yin ssejuasiad |  ueuedej sejeny eAueyBuiusiy
awoaing
(M) NYIYP
NYLNMONY NYQ SYANNNTVI
NYVHYOONIIZANI
8NHSIQ|  SPO'S000YE'L 0B654y'92¢' BYSZB0ELE} OVE v28'667 | 0001002982’} NYHO0Yd |
NYONNENHY3d ONvaIg
NYHYLNIYINId NvSNHN
(s) esejyefes
ebienjey ueueyejay ebienjey ueypninmaw weyep
uejeibiay yodwojey pnyiBusw Jeyesefsew epes uesad uep
61700 452 99'62 | 0LZZLEWPZL | BG'EZ | OLEBpLLEZL [ 2962 | 0OPLLEBIZL | S¥'EZ | 0000002021 | BE'EZ % A4 Buef efiienjey asejussiag ueedepioquiad efuieybuiusy
8UO2INO
(SY) YH3LHYr3S vouYMan
B)dd NYLYMONINId Nva
seuig 61 700452’} 0LZZIEPIT') QLE'BYLIET ) 007 LIEBIZ L 000000202 1 NYYAYQY38N3d WYHO0Nd
5l vl £l Z 1 0l 6 8 L 9 g ¥ £ [4 |
= (dyen)nbeg | wbe) | (dyennbey | wbe) | (dyeinl)nbeg | bl | (dyenf)nbed | jebey | (dyen)nbeg | jebe) o o) veunBuequad
Bunbbugusy 0e0z 6202 1202 9202 uenjes sejuold weiboid uep
ad aueseq | weiboig elisuny Jojexipu|

uelejuuswag uesnn Buepig




M

S @w b A 311

-€1Z - ‘Al ave Szoz snysnby; oz :yv390 J6L
ZLLSE09Z 168 628'2LL'G2 8LE 10921862 65'E 000952'S2 e 000'000'G2 12'e SHapul £82 38dS S¥epul
sasyep jedep Buel
IEV'20L'8L 7668 88Y'8LE LL 8285 88y L66'0L WS | 000G9LGL | GL'SS 000'000'GL 87 ¥S % 4 Jewsju; ueBuue( asejuasiad
Uejuuswed |  eyjeuuoju) sexjde ueejojabuad
EEQPLZGIE L 004 162 ¥66'LOE | £6 L70'878 882 | 18 | 6TSYERSLT) 08 SLy'256'292 ) €L % 9 jawsjul ueuede| uednyeg sejijeny eAujeybuiuaiy
o]
Ojuuoy WALLYWHOANI ISYANdY
seuig E8Y LivBiEL 609'980°S0%' | Siv'868°06€ | 825 758°9LE | 00'Gy'Z86'29€ | NYYI0T3ON3d WYHOO0Yd
yeseep yejuuawad
yijand |seusojul sejieny uep
sasye depeys) jeyeseksew
1Zv'129'61 004 LBIEIV'S) 004 099'L0£'GL 00L 000'€SL'S) 001 000'000'GL 001 % WiN | uesenday jexbuy asejuasiad
yiignd iseuvojul
B6E'L60'L 16'GE L6LBLO°L 68'7E 8168769 L8'Ee ¥GL8L8'9 £LZE 00€'608'9 S9'LE % 86'0€ ISEU|WESP BSE)UBSISd
Jiignd sewalyul
YBZ 7Ly 0L 00004 LEL'P0E 0L 0058 0p0'S02'04 008 00020404 00'6L 0000000} 05 % 74 ueuefejed ssejussiad yeseep yejuyswed
WX ueefepiequisd Jlignd |sexjunLuoy Sejjieny
‘PSBTRTLE 89 GBE'L26'0E 96 V2L GLO0E L4 000'90€°0€ [4 000'000'0€ 0z % 8 uep uefuequabued uednyen uep ueneybue| efujeyBuiueyy
BUO9INO
Anend
OjuiuGy ISYMINNNOA NYQ ISYWHOANI
seulg WT LLE'RS 22002L€8 0v9'920'€9 G6.'6EY'TY 00€'608'L9 NYY107139N3d WyHOOud
WHILYWHOINI NYQ ISYMINNINOX ONVQIE NYHYLINRHIW3d NYSIHN
Gl i £l 4} L 0l 6 8 L 9 5 4 £ 4 b
o (dyem)nbeg | 1efie) | (dyenl)nbeq | jebiey | (dyemnlnbey | jebiel | (dyein)nbeq | jebiel | (dyemn)nbeq | jefiel Lo i) ueunbuequad
Bunbfiueuay 0£02 6202 8202 1202 9202 uenjes sejuold wesboig uep
ad aujjeseg | weiboid eliauny Jojexipu|
unyey ueyejuuawag uesnin Buepig




f

Szoz snisnby oz :¥v322 J8L

5 Al

- b1 - "Al gvd
026'808°€} 55'v6 LBY'699EL S'e6 0LF'LESEL 1'26 EYEPEEEL | GZ'L6 G65'6SZ €l 62'68 % Gz'98 | leyeweAsew uesendsy syepu|
uenjuajey
[ensas uiz| ysjosadwaw 0y1S3J SISBQIaq UBUBSMIaq
G66'668'2. \8 £26'€9L°2L 8. £8Z'SEV'LL Gl 0007LL0L ZL 000°000'02 0L % g9 |6ued eyesn nyejed asejuesiad ueurzad ekujeyBuiuapy
o]
dS1did TYAOWN NYWYNYN3d
seug 51680298 iy EEa Se £52'996'18 £Y8'80L 8 $65'652 €8 NYNVAY13d WYHOO0ud |
TYAON NYWYNYNId ONYQIE NYHYLNININId NYSNHN
Zrl'L0ZS gs'L 995 #5146 ge'} 025'204'S S} 000'150°S 56'0 000°000°S §L'0 % Sg'0 BUESNEJ|M UBynquInyiad
[BLLLIO)
9 [BULOJU| UBP ISBULOSUBIJEG uipuew uep ynbbue) Guek
045'828'02 or ¥9Z'819'02 e 1800LY0Z 0g 00070202 4 00000002 0z % LVEL Bue ooy eyesn eseuesisg | INMINN seyisedey eAujexBuiuapy
602JNQ
(rotwin)
POINA OUIIN YHYSN NYG 103
Add VHYSN ‘HYONINGI YHYSN
seuig ZIL6e0'9e 0E8ZLLGE L09'Z16'GZ 000'652'62 00052 NYYAYOH3EN3d WYHOO0Nd
sejjjenyiaq GueA |sesedoy |seiadoy
$0L'SBESEL 08 PLLBLO'PEL 5. G26'699°2¢) 0L 000'92€ L€} 59 000°000°0€} 09 % 6'25 eAujexBujusw ssejussiad seyapinpoud eAujexBuiuayy
8woaing
PN Hdd ISY43d0Y NYONNONITN3d
seuig POL'GBE'SE} 7ILBLOPEL G25'699°Z¢E1 0092 LEL 000°000°0£L NYQ NYVAYOHIENId WYNOONd |
veyered (sese; UBBumNp veisesadoyed
26876949 82 L6€'600'L9 2 €9.7€€'99 0z 000'€99'69 9l 000°'000'59 4! % ¥ peyueqip Buef 1sesedoy asejussiag QS seyieny eAuieyBujusiy
8wiong
WAnn NYISYH3dOMEId NVHILY
| Ydd §BUIQ 25876949 L8E'600'L9 £9.°26E°99 000'£99°69 000'000'68 NYQ NYAIQIONSd WYHO0Hd
HYONINGW NYQ 1103 YHYSN 'ISYH3d0Y ONYAIE NYHYLININ3W3d NvSnun
Gl 14} £l 2l L 8 L 9 5 ¥ £ [4 3
e (dyen)nbeg | jebie) | (dyein)nbeq | 1ebres (@yen)nbeg |jebes | (dyewn)nbeg | jefel G LR ueunbuequiad
Bunbbueuag 0E02 6202 1202 9202 uenjeg sejuoud weibold uep
& aufjeseg | weibolg eliaury Jojeyjpu)
ueyejuusway uesnin Buepig




0

-

-GTZ - Al 8vg Szoz snysnBy; 0z Y322 )8
seulejeq ebesyeyo 1sejsaid
¥p0'LG8'ESE | 19'€2 9EL LB OVE'L 19'VZ | 752659°92¢) | [9'6L | 00009ZELE L | £9'2L 000°000°00€'L 19'GL Bueso L9'1) ynsew Bued joje ssejuesieq | uep ueefepnquad efuieyBuiusiy
8Wwoang
NYYOVEHYIO3A
ONIVS YAYO SYLISVdYA
| YHOdSIO]  v¥0'LSB'ESE ) 9EL'BLOVE') 262'659°92¢8 ) 000'09ZELE'L 000'000°00€" 1 NYONYBWIONId WYHOOHd
ueepnweday
8y2'pLL 025 4 16S 95 SLS 020252045 4 000°004'608 z 000°000'005 z % Z EPNWa BYEsnesp oisey Buges eep eAuexbuiuapy
8woang
NYYANW3d3x
ONIVS YAVD SYLISYdYA
| YHOdSIQ]  8¥Z'%1L028 65'95h'G1S 020252 045 000001 G085 000°000°005 NYONYBWIONId WYHOO0Ud |
VOVHHYIO NYQ NYYANN3d3N ONYAIE NYHYLNIHIW3 NvSNEn
(YWd/Nawd)
[BUOISEU B[EYSISq
045'828'02 L'8E 92 81902 g'l6 180°0Lp02 L'98 000'%02° 02 6'GE 00000002 L'GE % 86'6E 10jsBAUI yejuwin| asejuasied
(YWd/Nawd)
[BUDISEU BEYSISg
04582802 9s 9281902 LB00LP0Z S 000'#02°02 £S 000°00002 4 % Z'ls ISE}SaAUI [ejiu asejuasiad
EUESN ByNquIawW Wejep
eyesn nyejed idepeyip Buek
uejeqluey uep ueyejesewsad |EpOW ueweueuad
0LLS8Y29 001 V6L ¥SE' L9 22 0EZ 19 001 00021909 001 00000008 004 % VIN uelesajehued asejuasiad ueeuesyejad eAujjepuaie |
w00
VaoW
dS1 diNd NYWYNYNId NYYNYSHYI3d
seuig 0S8°Th) #0L 81£°160°€0L 000°020°10b 000000004 NYINYONIONId WYHD0ud
Sl 7l €l 4] 8 L 9 S ¥ £ 4 3
ks (dyemfnbeg | 16y | (dy i) nbeg (dyenfnbeq | jebiel | (dyenf)nbeg | jebie) e Y veunbuequad
Bunbbuguay 0€02 6202 2208 920¢ uenjes sejuold weiboid uep
od aujjeseg | weiboid eliaury Jojexipu| URgRRUR LSy BupiE




f

Szoz snisnby oz Yv1a0 um_h

LYV bR W

=912 - "Al gvd
ueefepngay ueehepngay uebuequabuad
uebuequabuad depeys) wejep jeyesefsew
890209121 L 0014 62€LLLBSL L ¥2'88 | S¥0'£908pLL | 6S'0. | 000SLPQEL'L | ¥6'2S | 000000241 62 GE % 9L'LL | ievesedsew jsedisjued jexbulL epes ueied edujeybuiuay
8woang
A NYYAYONE3A
Bdseugl B8S0L09'LLLL 6ZELLLBS))L S¥0'L90°8rL') 000'SLV'OEL'L 000000624’} NYONVENION3d WYHO0Hd |
NYYAYANE3X ONYAIE NYHYLNRIWId NvSnun
yeseep
UeJeep yejuuswed seuloju) | yejuuewed uebunyBu)| jpues uep
868 L0LE 'l L9E'PELOE 9 (AR A A 'l 00'058'9L 4 08 Zl 00'058'911 0E I sxepul ¥N__|uevewebuad uedejse) jexbulL Jaqis ueueweay eAuieyBuiusy
o]
ISYIWHOINI NYNYIWYONId
HNLINN NYIONYSH3d
O4NINO! NYYHYOONITIANId
seug J 8SBLN0'LE L9EVELOE (A N4 4 00'058°941 08 00'058'941 02 WYHD0Yd
NYIONYSH3d ONYAIE NYHY.LNINIW3D NvSnEn
ejep eunbifuad yejo sesye
1p 1edep efujisey Buef iopjes |BUOISEN
£ERIEIBL 00k LOL e 8L 88 18528} Sl SEL'ELOBL £9 00'059'068'L} 0§ % 8t sshe)s uejeibioy 1sejussied | yisnels wajsis ueesebbuejaiuad
(dnyjno) [BJOes weep 1seselepue)s uep
12912961 velZ€| B69E9r'SL  |Z€I0E | 195/06%Gh  [€182 | 000€SHSL  [82:9Z | 00'0000008k |92-902 |  swepul 802 | Misels ueunBuequag syopu| | isesBojul ‘isesoqeioy eAuiedesss)
6wioaing
TWHOIIS MILSILYLS
O4NIWO: NYYHYOONTTIANId
seulg v_ G1'092'ESZ e 29'707 206'EE 02'LP0'GI5 £E E9'VELGZTEE 00'059'068Z€ WYHO0Md
AILSILYLS ONYQAI8 NYHVYLINEIW3d NYSnHn
Sl vl £l 4} L [1]3 6 8 L 9 ] 14 £ [ I
ptec (ddeihnbeg | by | (dyen)nbed | je6re) | (dyewn)nbey |jefe) | (dyewnf)nbeq | jefiel | (dyewnf)nbey | jefiie) o R veunbuequieq
BunBBueuay 0£02 6202 8202 L202 9202 uenjes sejuoud weiboi4 uep
by aujesed | weiboid elisury Jojexipu|
uniyey ueyejulawad uesnin Buepig




¢

-/1Z- ‘Al ave Szoz snysnBy; 0z :yv3123 )81,
WNBSNLU 8 UBMBJESIM wnasnu
LB6'958'280°2 09 79¢'928'1907 66 | 080'B00'LYOZ | 0S8 | 000000202 | o 000°000°0002 oy % 0 uebunfuny esejussiad ejojey eje) efujexbuiuepy
L)
b| NYWN3SNNE3d
Bdseugl 166958280 298°928'1907 080'800' 4902 000'00v'0202 0000000002 NYYIOT13ON3d WYHOOHd
ueyejsafip juesidejeyp Buek
epuaq ye) edepng uesuem ueyue)sa|ip buek
164201668 004 SPS'0ELYZ8 | 6268 | 2E2EOMOL8 [€¥'lL | 0000094808 | ZG'®S | 000°000°008 LL'SE % 10} | uepefepnq sefies esejuesiad | ekepnq uesyem eAuiexBujusiy
SWOIING
YAvana
A HYOWD NYYI0T139N3d Nva
Bdseual  L6LTrLEEs SPSOEL ¥28 CECEO OI8 000091808 000000008 NYIHYLSIN3d WvHOO0ud
[exo] Yesefos uenefuy) depews) Uesefes |sewloju| depeyis)
669'982'802 001 9£9'281'902 £'e6 B08'00L%0Z | €'€L | 0000v0°20Z | £'6S 000'000°002 £'ee % 19'9 | lesesedsew isedisiped 1eybuil | jexesedsew sasye eduieyBujusyy
8UOoNQ
A HYYVr3s
| % d seud 669'G82 802 9£9'281'902 808'00} 02 000°0¥0'202 000°000'002 NYYNIBN3d WYHO04d
[euoisipes)
ueybuequiayip uep ueuasay uebuequabuad
ueyuejsa|p Guef [euosipes) wejep jexesehsew
669'982'802 001 9£9'281'902 001 808°00L%02 | 004 0000¥0Z02 | 004 000°000°002 00l % 004 UB|USS3) BsejUSSIad eyes uesad efujeybuusy
8Logyno
b TYNOISIAYHL NYIN3S3A
B d seuig 669'68Z 802 9€9781 902 808°00} ¥02 000070202 000°000"002 NYONYEWIONId NYHO0Ed
Gl 4} £l 4} L 0l 6 8 L 9 5 4 £ z L
- (dyeinl)nbeg | jebie) | (dyen))nbed | 1efuey | (dyewnl)nbeq | jefiel | (dyenl)nbeq | jefiel | (dyemnnbey | jebiel it o] ueunBuequiad
BunBBueusg 0802 6202 8202 1202 9202 uenjes sejuoud weifiold vep
o i sujjeseg | weiboigd eliaury Jojexipu| i S R




i

<

Szoz snysnby oz :yv322 )18L,

& QN

-81Z - ‘Al d9vd
disie uejewepiuad
uep ueBunpuiued | HdSN fenses disse uejeweehued
¥ #0L'G8E'SEL y9'0E | 9SELLBIOVEL ¥9'9Z | Z7'525'699'2El | ¥9'€T 000'92E"LEL ¥9'02 000°000°0€1 ¥9'LL % 99'9L uednyeo esejuesiad uep ueBunpuiyed eAujeyBuiuapy
ewoding
sndissy dISHY NYLYWYTI3ANId Nvd
seulg | pb'p0L'GBE'SEL 95 ELL'BLOVEL 02'625'599'2E1 "000'92€"LEL 000°000°0€} NYONNANTY3d WYHOO0ud
S[ie}s uep sjweulp
#4'604'587'29 908 18'06L'%58'L9 ¥9'0Z | O¥'ZpZ0EZ'19 | ¥9'E2 000219'09 ¥9'0Z 00000008 'Ll % 99'9) disie ueejpasiajey 1exbulL disie ejojey eje) eAuieyBujuspy
BlIo02N0
sndisiy diSyY
seuig pL'602'G8Y 29 1806175819 0r'ZPZ0ET 19 000Z19°09 00000009 NYY10139N3d WYHOO0Nd
NYdISHY3IY ONYQI8 NYHYLNIHINId NvsSndn
Bip
Bued ouny yeyseu uep ouNY UBYSEU UEP [BUOISEU
0se'eyl w0l 001 81E 160°E0L 001 Y0¥’ 050204 004 000°020°404 | ©9'99 000000001 EE'EE YIN [BUOISEU SYaj0) Bsejuesiad | [syejoy ueye)ssied eAuieyBuiusy
8woding
ONNY HYYSYN
sndisiy NVQ TYNOISYN ISHITOX
seulg 058271 ¥0L BLE'L60E0L 0¥ 050204 000°020° L0} 000°'000°004 NVIHY1ST13d WYHOO0ud |
ueexejsndied [guoiseu
1eyelefsew eoequisLY Jepue)s [ensas ueeyejsnded
8y €26'66F ¥9E [4A4 271961809 122 FiLP9LL LSE gl 000'045°€SE 65°L 000'000°05€ 8’} % 96'0 uesewsBey jexbun eIN ueuefe| eujeyBuiusy
6Wwoajng
sndisiy NYWYYLSNdY3d
Seuld | BF'E/6'66F¥IE ZY'e19'618'09¢ Piy'9L1 L5 000°'045°€5€E 000'000°05€ NYYNIBNSd WYHO0Nd
NYWYHVYLSNdY3d ONVAIA NYHYINHIWId NYSNEN
St ¥l €l 4] 1) 1] 6 8 /1 9 § 14 £ Z L
ot (dyen)nbeg | o) | (dyem)nbeq | ey | (dyen)nbeq |jebies | (dyemnfnbed |jefiel | (dyewnfjnbeq | jebiel v Pt veunbuequiad
bunbbuevsy 0€02 6202 1202 9202 uenjeg sejuold weiboid vep
- sujeseg | weiboig eliaury Joexipy|

ueyejuuswad uesnin buepig




7

R Fﬁ, sgpeseRy

-61Z - ‘Al avd Szoz snysnby, oz yv320 )0,
gL Iexesedsew yajo
058'2b1 0} 144 81E"160'E0) ¥4 p0¥'050'204 0z 000'020° L0} 6l 000'000°001 8l PrBny 28'sh uey| iswnsuoy eyBuy uey| iswinsuoy eAujeyBujuayy
8O0
NVYNWOIRID
ue ueyied TISYH NYYYSYINSd Nvd
seug 0S8'2h) V0l 81E160°E0} #0¥'0S0°Z01 000°020' 40} 000°000°001 NYHYTO9N3d WYHOONd
ekepipnq ekepipnq ueueyuad
iAoy A 2GS | 9ve0/00ZL | ZwS | LIOBLE'VBL' | Z'€/S | ZSZERBLLL | ZZLS | BYBO0LEUSLL | TS uoL 895 ueueyuad isynposd yejwnr synpoud eAujeyBuiuapy
swoong
uB ueyUag YAYQIONE NYNYMIN3d
seug L2ZesE gzt 9990702 | LL0'BLELE) 29T 7R8'6LL L 8¥6'046°/9)'} NYYI0T13ON3d WYHO0Hd
deybue deybue) ueueyuad
LY’ LY 09 0.5 /B9'8ZE 865 098 ¥8G/82266 | 098 | Z/009088 | O¥S 000°bL8'DLG 0es uoL 025 |  veueyuad 1synpoid yejuiny isynpoud eAuiexBuiuayy
8W0jN0
ue ueyued dYMONYL NYNVYIN3d
seug LR LET P09 LB9'8Z€ 865 95'482 265 20749088 000118725 NYYI0T3ONId WYHO0ud
NYNYMIMId NYQ NYLNYTIX ONVAIE NYHYLNRIENId NYSNEn
NYHITId NYHYLNI¥3W3d NYSnun
dninyia) jeyisseq Buef dnjnye) jeysieq
disse ueeunfibued depeys) | Guef disie ueeunbbuad depeys)
04592802 Sl 79281902 52 LBO0LP'0Z 0l 00070202 gy 00000002 § % VN | lexeledsew sesye esejussiad | exeseAsew sasxe eAuieybuueiy
6L02JNQ
sndisiy dISHY NYYNNOON3d
seuig 0.5'82802 P92 81902 1B00LY 02 00070202 00000002 NVYNIZI¥3d WYHO0Nd
gl vl £l 4} L 04 6 8 L 9 G 4 £ & !
. (@yemhnbed | by | (dyennbeg | wbey | (jeindnbed | jobie | (dyennbed [jebres | (dyem)nbeq | jebies 0 S ueunbuequed
paﬁp& 0£02 6202 8202 120z 9202 uenjeg Sl o e S sejuoud weiboid uep

unyey

ueyejuuaway uesrun Guepig

P 2L,
) —




<

Szoz snisnby oz ..wﬁmuumh

-02Z - "Nl gvd
T&h seuig 0€92¢ LI0'LE 86562 68182 Ly8'92 uoy 25E'W2 |ped 1S§Npald
dHdL .uefued ueweue) ueiueped eueses sejieny
seulg 160'298'%29 606'L¥S'819 24 AVRAL 000°021'909 000°000°009 sinpoud uejexbuiuad uep [snquisip ueyieyBuusy
BLLIOYINO
HDld NYINY.LH3d
seuq uep YNYEYS NYONYEWIONId
|dHdLseuig  80L'667 600% BrLGL0'696°E $55'0¥6'826'C 000'042'688'C 000°000'098°€ NYQ NYVIQGIANId WYHOONd
NYINVLH3d ONVAI8 NYHYLNHINId NYSnHn
Isepiienss) uep
Jive Bued yeauy jwouoye uep Jijeasy IWouoye uep ejesimued
pL2PL2'951 00} LL6'9E9'¥G) 004 909'620'E5) 001 000'0ES'1G1 00} 000000054 004 % 004 | ejesimued nyejed esejussiad Qs seysedey eAujexbujuapy
8WooINo
JILY3EY INONOY3 NYQ
ejesimied| Y1VYSIMIEYd YAYO H38ANS
seuig LA T4 LI6'9E9 ¥SL 909'G20'€SL 000'0ES 151 000°000°051 NVYONVENIONSd WYHO0Hd
ejesimued uesesewad eesimued uesesewsd
PZ PLE9S) 001 LIGEI ¥SL 001 909'G20°€S) 00L | 0O00'0ESISI 00k 000'000'0S4 00l % 004 [eipaw uejeBuiued asejuasiad uenexbuel eAuieyBuiusiy
BLLo2ING
ejesimLEd YLYSIMIYYd
seuig PZIT96L LI6'9E9 Y51 909'G20°€SL 000°0ES" 1S} 000°000°0S1 NYHYSYINSd WYHOO0ud
uemejesim uebunfuny egjesimued seusep
669'G8Z 802 05"} 9£9'281'902 oz'l 808'001 ¥02 L 000°0¥0202 G20 000000002 S0 % gz0 ueynquinpad sejussiag yue) edep eduieyBuiuapy
80940
Y.1VSIMMYd
| ISYNILS3a MIHYL YAYD
seuig 669'G8Z'802 9€9'281'90¢ 808'001 ¥02 000070202 000°'000°002 NYLYXONINSd WvHOO0ud
YLYSIMIMNYD ONVAIE NYHYLNIMINID NYSNHN
Gl 4 €l 2l L 0l 6 8 ' 9 S 4 £ ¢ 3
e (dyemfnbeg | jebre) | (dyen)nbeq | ebey | (dyennbeq |iefie) | (dyel)nbeg |jefies | (dyen)nbeq | jebiel e o ueunfuequad
Bunbbueusg 0€02 6202 8202 1202 9202 uenes sejuolld weiboid vep
ad aujeseg | weiboig eliauny Jojeypu|
unye) ueyejuuewag uesrun Buepig




-1zz- Al 8ve Szoz snysnby; oz :yv3a2 )81
ueyjeybunip Guek uejuepad ynjnkuad buepig
960 82¢ Lr0'L Zr'i2 | LBVEI60EDL | S8'2L | 0¥0'P0S0Z0°L | 62'PL | 000°00Z'0L0'L | b2'0L | 000'000°000') pl'L % 0 |uewepsd ynjnkuad ssejuesiad Qs sejisedey eAueybuiuspy
awoano
dHdlL NVINV.LY3d
seuiq L66'958 2802 29€'928'1902 080'800°}#02 000000202 0000000002 NYHNINAN3d WYHO0Yd |
Hxid yieq ISIpuoy Weep Hdy
seujg 089276 9EH Z 8 VI8 OEEZPT 08 | ¥Sp'6.64862 | S. | 000B9BE9ET | 0L 000'000°0¥€'Z 59 % 09 uep uemsaxsnd asejussiod
(wisy euesesesd uep uejuisie)
dHdl ueiueyad euesesesd ewuauad
seuig 699'826'G0F L 08 SBLZEL 1BE L 6L | vepos9el | 0L | 0000.2€9€L | S9 000°000°05€'} 09 sodwojay 05 Iue) yodwiojey uednyeg
dHdL £ £ £ £'6 8241 uexdejeyp Buek uejueyad euesesed sejifeny
seuiq 6978Z6'SOYL  |'6Zre | S6LZEL V6L |e'6Z¥'Ze | ¥SYOBOLLEL |'62bZE | 000'0LLE9E) ['6ZvZE | 000'0000SEL  |E'6Zy2E EH Zy'2¢ | ueiueyed ueye| sen| uednyed uep isnquisip eAuexBujuap
BWwodInQ
NYINYLY3d YNVHYSYHd
dHdL NYONYENION3d
seuq | BI9'66LBYZS EEV20B'SBLG 206 OVEEYL'S 000'80F'160'S 000°000'0¥0'S NYQ NYVIO3ANId WYHOO0Nd |
Hxd \des
seuig £19'68L66L2 €60 | 0e66L6LELZ | 080 | 90L'GEE'¥0LZ | LZ'0 | 00000£0'449% | $2'0 | 0000000892 12'0 % gil'o yeule) uejeng Iseuiwasy| ,
Hid ‘ueyeusped sejipowoy
seuig isynpoud uelexBuiuag
dHdlL
seuig 8004 PELEL Pov'El 00Z°€l Zrezl My 6EVZL ueinkes 1yNpoid .
dHdlL
seuq £0Z €0¢ 862 162 0eP' 162 GLLS8Z 11082 uol | 967692 sl (synpolg ,
dHdl ‘eInyyHOY
seujg 160'258'729 606'LrS'8L9 ¥Zr206TH9 000024909 000000009 is¥npoud uejesbuiusd
dHdl
seu|q 116'98E 898'89¢ 7R EYE 1€ /28 EELLLE uoj 76.282 Bunbe] isynpoud ,
gl vl £l 4} Ll 0l 6 8 i 9 g ¥ g Z I
Ml (dyenfnbeq | by | (dyen)nbeq | wbey | (dyem)nbey |iebie) | (dyen)nbeq |jebe) | (dyenf)nbed | jebiel ueunBuequiad
| Buntbueuay 0802 6202 8202 1202 9202 uenjes ohﬁm E?L_MMHHOEE sejuoud weold uep
i unyey ueyeluuewad vesnun Buepg

®




f

Szoz snysnby oz :yv322 )8,

-¢¢Z- "Nl gvd
1se/Bajuua)
eduseyjeny ueyiexbunip |  uep ejesaw ‘Uaisya Buek Bueseq
fuek uebuebepiad isnquisip uep uebuebepied
¥Z1'LG€092 89'0S | S62'92L.SE G6'Ly | 0109ZL'SSZ | lZ'Sh | 00000SSZSZ | iv'zk | 000°0000SZ £L'6E % 5Z've EUJES 85ejUasiay eueJes sejjjeny efuieyBuuspy
8woayno
WANN NYONYOYOE3d
Add ISNEMLSIA YNYHYS
seug | pzL'/SE0% S62'82L' 152 010'921'S52 000085252 000°000°052 NYLYMONINI] WvHOO0Nd
NYONYOYQN3d ONVQIE NYHYLNININD NYSNHn
AVIN NEJR ANN eid 1exyiies
Dilliwew Buek uemay [ese
21468092 4 0882452 4 109215'62 4 000'952'6Z 4 00000062 Z % Z_ | ueBued eyesn jjun asejussiad
(SWHd) Jauus|eh jeyesefsew
sibajeils lejnuay UemaH | UBjBLasaY UEp UBMAY UBJBYSsay
8S0'209°LLL'L g6 626 LLL65)') 06 Sv0'290'8FL ) o8 000'GLP'9EL' ) 08 000°000'6ZL'L Gl % 0L  |ehuag ueyepuabuad jexbuil ueyjepabuad efujeyBuiuapy
BWOINQ
HINMIL3IA
IMIVEYASYN NYLYHISIN
HXd NVQ NYM3H NYLYHIS3H
seug 0LL299 161 L 851055581} 9P9BLGELL' L 000'0EL18L'L 000000054} NYITYONIONId WYHO0ud
19 09 85 8 5 ¥ 15 ekpew jexbuyL ,
6Ly iy 69F P 6P ¥ B infue) jeybui) ,
‘ugy
967 8Z¢ LY0'L LBLELE0E0') 0p0'#05°020'} 000°002'040'} 000°000°000'4 yoduwojey sejey ueleybuiuag
5} [ £l 4} 1 04 6 8 L 9 5 4 £ z I
psr (dyemnf)nbeq | efie) | (dyemnf)nbey | jefie) | (dyemn)nbeq | jebie] | (dyemnbey | jebie) | (dyewn)nbeq | jebie) e ity veunbuequied
Gunbbueuaq 0802 6202 8202 1202 9202 uenjes sejuoud weiboid vep
ad aufieseq | weiboid elisury Jojeyipu|
unyey ueyejuuswag uesnin Suepig




f

o QB

- €22 - "N 8vd Szoz snysnby; 0z yv320 JBL
uexeuesye|p
fisepyseyp Buek jexoy | uebiou weyep ynpoid uesesewad
SZy 12028 4 669 GG LS 0Z ¢02'620'LS 02 00001508 Sl 00000008 Gl % 0l ynpod |sowoud asejussiag uep ueeunbBusd edujeyBujusyy
awong
AN 14393N AYIva
Ndd SZy'1L028 699'GYS LG 202°520'LS 00001505 00000005 ANA0Hd NYHYSYIW3d NYa
Seuig NYWYNNOONId WyHOOud
nyepeq
Bued yes ess) epuepaq
(d.L1n) efuvedexBusyed
uep Buequy) ‘Jexe)
9E1L'Zr0'68 08 LIOERL'ER Sl SB0'EST L8 0L 001'22E'98 g9 00000668 09 % g'ls 'Unyn je@-jeje asejuasiag
uaiwnsuoy uenpebuad ynpaid mnw
9ELZR0'68 001 LIOERL B8 00L SB0EST' LB 001 001'2LE'98 001 000005 58 00L % 001 ueuebueuad asejussiay uep ebeju qiua) efujeybuiuayy
BLIoINo
WANN N3ANSNOX
Ndd NYONNONITE3d Nva
seuig €42 ¥80'8L1 ¥51°982°9L1 161905 7L} 002 vl 2Ll ‘000141 ISVSIOHYONYLS WYHOONUd |
Bunuad Gueseq uep
Buyued Bueseq yoxod ueynjnaey Bueseq efiey
uep oxod ueyningey bueseq §B}||\qels uep Isnquisip
050'18€'262 GL 9.8'82Y 682 GL 606905982 7 0S9'E19E82 SL 000062082 6L % 6L ebiey |sesyiqe)s asejuasiag ueseaue|y eAujeyBuiuapy
swong
ONILN3d
WANN ONVHYE NYQ HOMOd
Add NVHNLNE3N ONYHYE YOuYH
seug | 05086262 9.8'92y 682 605'906'962 099°€19'€82 000052082 ISYSIIEYLS WYHOONd
Gl 7l £l Zl L oL 6 8 L 9 g L4 £ 4 b
o (dyemnnbeq | 1ebie) | (dyeinl)nbeq | jebies | (dyewnlnbeq | jebuel | (dyewl)nbeq | jebie) | (dyenf)nbeq | jebre] o A ueunbuequag
GunBbueuay 0£02 6202 8202 L1202 9202 uenjes sejuoud weiboid uep
i sujeseg | weiBoig elaury Jojeyipu)
unyey ueyejuuswey uesnun Buepig

%@M




h 7z

S—— . R I >
-p7Z - "Al ave Szoz snysnby; oz :yvja2 161 @m
Buequayieq isesfjwsuel) ueseme)
BueA isesBiusuesn ueunbuequed
£58'68929 S5 288'/56'19 0g £6226€'19 Gy 020'€1£'09 or 00000409 e % 4 UBSEMEY SEN| 8SEjUBSISd seyjeny eAuexBuiuepy
awoong
sues) ISYHOINSNYHEL
1B¥EN NYSYMYX NYNNONVENId
seug £58'685'29 288'.66'19 £62°2EE19 0Z0°ELL'09 00000409 NYHO0Hd
ISYHOINSNYHL ONYAIE NYHYLINRIIW3d NvSnun
U8} Uep jesnye
'dexbual eJe0as Lsnpul 151Snpu IseuLojul
166'67F'9E 0.8 1961809 058 LWILLLSE 0es 000°L52°SE S08 000°000'SE S8 Hun Sl |seuLoju| eAueipesia | uejeejuewad eAujeybujuspy
8LioNQ
WD TYNOISYN
Ndd [MLSNANI ISYWHOANI N3LSIS
seuig L6667 9E 196'180'9E WILLLGE 000°LGE'GE 000°000'GE NYYI0T3ION3d NYHO0Ud
ejoxy/usiednaey p yebusuow
uep [199Y Hisnpu| yejwn| ujsnpuy ueunbuequad
QEZ'yL989L oy 826'€18'09L GE 286 LELEGL 0e 009425 GpL 114 000°000'8EL 0z % 6L veyequepad uednyeq |sesijeay eAujeyBuiuayy
w090
WANN [4LSNANI
Add NYNNONYEW3d NYQ
seug Q€2 725891 826'E18'09L 286 LEL'ESL 009'L25'GpL 000°000'8EL NYYNYONTH3d WYHO0Hd
NYIMLSNANIYId ONYAIE NYHYLNHINId NYSnEn
S vl €l 4] Lb 0L 6 8 L 9 g ¥ € [ 3
o (dsemnbeq | ebey | (dyenfnbeg | wbey | (dyen)nbeq | jebies | (dyeinl)nbeq | jebes | (dyen)nbeq | jefiel s e veunuequiaq
BunbBueuad 0€02 6202 8202 1202 9z02 uenjeg sejuold weibolq uep
ad sujeseg | wesBoid elisury Jojexpu)
unyey ueyejuuawag uesnin Guepig




M

-gzz - ‘Al ave Szoz snisnby oz yv322 )01,
Buequiad IsessiuIw
ueunbuequad |segsjuiupe s R—
uexeligey sejeny eAuieyBuiuapy
LB P69 6Ly 001 £92'959GLY 001 88E'8SY LIy 001 888'E0EZ0r | 00L | BY'9EEL6L S0P 00l % 001 uexeligsy seyape;3
esel uep Gueseq ueepeBuad
) o . - B % radyn uebuejewsy 1exbui|
181°918'%EL 001 LLL9BE L2L 00L 6.1 260022 00l 708'18L21L 00L | ¥B'8E8'¥RGSOL 001 99°Ge ueuefe| sejiieny eAujeyBuiuspy
x ueyjiseyip Guek ueyjiseyip Buek wnyny
LyB P69 6Ly 001 £92'969'GLY 001 8BE'8SY LIy 00l 888°€0¢ L0F 00 | BY'9EC’IBLE0Y 001 001 wnyny ynpoud asejuesiag snpoud seyjeny eduieyBuiusyy
% ueyejuuawed
80£'€/9°0£9 001 £6E'S0E #29 001 G2'100'819 00l w08'19L LI 00, | ¥8'8E8'¥8S'S09 00l 004 ueeseBbusjaduad efisuny yessep
% yesaep eweselioy 1Wouojo uep ueyejuyuswwed
6¥8°2rL ¥0L 001 8IE'LBO'EOL 001 707 050201 004 000°020 L0} 00} 000'000'00} 004 001 SEjApiej3 esejussiad | uexelge sejeny eAujeyBujusiy
" isesiuebiso yeseep yejuuawed |sesjuebio
\2h'Zv8'629 00} 56028 €29 001 285181119 001 ZER'656'019 00L | Z.'%00'/81%09 004 00L uebuejewey sxepu| ejoj2y eje) eAuieyBuiusy
lekyes ueesayefesay
lefye) ueesajyelasay
% ueyeligey ueeuesyead
. e I B i Y R uexe(igey seyjeny edujexbuiuspy
VZEBERZZ6E 00l PLE0EZ E88'E 00L [ 9SE'1ZO'vy8'E | 00L | ZEZ'BOZ'SOBE | 00 | 22'v00°Z8L9SLE | 0OL 001 SE|IA)3 Bsejussiad
8oy
I¥AMY
NYWHILHYIISIN NYO
¥O13S | €S6'€012989 L1 11826L9 LLO0EZPELY 67 SEE'9599 80'09€ 921 6859 NYHYINININId WYHO0ud
HYY3Va LYIYVLIHN3S
NVHVLNIHIWN3d NYSNEN ONNMNAN3d HNSNN
1sesbiwsues) uebuequebued
uexekepieqip uep euigip | wejep iseibiwsuey) seyisedey uep
181 201'8L g B8Y'8LE LL 09 £08'2£5°9L Sk 00069254 o 000'000'G. g8 % 6z | Bued iseibiwsues) ssejussiod ueefepiaquad eAujeyBujusiy
8LwoaIn0
suey ISYHOINSNYHL NYSYMYM
ey seug | LEVL0LBL 687 BIE 4L 0009L'GL 000'000°6L NYONYEWNIONId WWHOO0Hd
Gl l gl 4} 8 L 9 § 4 £ [4 ;
—— (dy eynl) nbeg jebiie) | (dy einl) nbeg (dyeynf)nbeg | jebie) | (dyewnlnbeg | jebre| ueunbuequiad
¥202 (swoopnQ)
Eunbbueuay 0£02 6202 1202 9202 uenjes sejuoud weiboid uep
ad sujjeseg | weiboid elisury Jojexipu|
ueuejuuawad uesnin bBuepig

N e




0

4

Szoz snysnby 0z yv322 JBL

(& A5

-9¢Z - "Nl dvd
Qd ensuay uebusp QNrdy
§6'£9.'968 002 004 22 L0 898 861 004 ¥8'LEE098'96L | 001 L£9Z.8 P61l 001 000'506'Z6L 004 % 001 UBSBJERSA) BsEjUssIad Yessep
Qadyy uebusp grdy ueunBuequad ueeuesualed
£1'669'G82 802 004 ¥Z'989'Z81 902 001 808°004 ¥02 004 000°0¥0202 001 000000002 001 % 001 UBSBJE[@ST)| asejussiad seyeny eAujeyBuiuspy
81woainQ
HYH3YQ NYNNONVEWId
ISYMIVA3 NV NYITYONIONId
| ¥O3ddve  60'€9v'281 607 9F'€¥6'050'S0F ¥8'6€1196°00% LE9'Z16 96 000'506°Z6¢ ‘NYYNVONIH3d WYNO0Nd
NYYNYONIH3d
NYHYLNIMIWId NYSNEN ONYINNNId HNSNN
ueyejuuawad
ueesefifusjeduad | uesemeBuad uep uesefifuebuad
78'9.0'62.'669'9 004 | /6//€/20299 | 00b  |68'/12'291'G95'9 | 00L L0Z 7.8'86%'9 00} 000652 EER9 004 % 001 uesemeBuad esejussiad sejieny eAujexbujusiy
16'7¥S 0EL V28 L
£6'96.'2 1 '€ER 001 001 2EZEOV9LE 001 0007091 808 00} 000°000°008 004 % 001 uedejauad esejuasiag uebuepun-6uepurued
N unye} agdy | ueinjessd ueifey uep uefuepisied
£5'96LZv) £E8 001 16775 0EL 728 001 ZETEOOIB 00L 000091 808 00} 000000008 004 % 004 epiag uedejeuad uejedajay sejeny efuieybuiusyy
8109inQ
Q¥da ISONNd
Q¥dal NYQ SYONL NYYNYSHYI3d
euejenes| /8'699'090'99€'8 16'/97'88S 1828 [58'181'696'261 8 LOZ ¥6LGLL'E 000'552'EE0'B NYONNANG WYHOOUd
QHda LYHYLIHNIS
ueunBuBqUSd LSp UBUOLOYISd ueunbuequed
veejoebued uexeligey |  UEP Uelwouoyasad ueejojabuad
¥89°'898 V25 001 6/0'695 615 001 GBBZ2E VLG 00} 098'62} 605 00k 09041 '686'€0S 00l OE'ES ueeuesxejed seyapiajg oseesiog |  UBNEIIGeY seyeny eAujexbuiusy
e
¥89°898 V25 BLO'6OG 6L S86°ZZE IS 098'6Z1 605 09'041'686'€0G it
NYINONOX3H3d WYHOONd
Gl 7l €l [4} Ll 0l [ 8 L 9 § ¥ £ [ b
. (dyennbeq | jebie) | (dyenfnbeq | wbiel | (dyemlnBey |jefue) | (dyenf)nbeyq | jebie | (dyemfnbed | jefie) i e veunbuequad
Bunbueusg 0802 6202 8202 1202 9202 uenjes sejuoud weiboid vep
i sujjeseg | weiboid elisury Jojeyipu|
unye} ueyejuuawag uesnun Buepig




_ G uaw

- /22 - "Nl 9vd $zoz sn “.,...:.F..‘. oz @Ggmu.ﬂm..h
1esep ueuekead gilem
uesnun eluejeq uesebbue ueeseyepuaqied
£8L06C216L 9v'es 696226268 | 8526 | 90L'0IB'ELB) | 0L'M6 | 922'068'%S8'L | Z8'06 08E'191°9E8') £6'68 % L1'88 ISes||eal asejussiag ejojey eje) ehujexbuuspy
yilgnd veuekejad Jnpyniselu|
LEL'S0LBLE G}'6E 29l I8y SIE Gl'sE 789 10EZIE 0S'ZE LLE'BY L '60E 65'62 168'920'90¢ 98'92 % [A44 eluejaq seyjofe esejussiad
XL Inejew uexyiseyofe ip
Buek runb uebuefuny sen| ip uesefibue
LEL'GOL'BLE 122 29L48Y'GLE W'z y89 LOETIE 12 LLEBY L 60E 12z 168'920°90¢€ 12z % 12z remebad eluejeq asejuasiog e|opay eje) eAueybuiuayy
6LL02IN0
HYH3YQ NYONYNIN
awida | 119201 7269 0EZ'EVLBOE'D LBYEEO'SHZ'Y 6ir'i96281'0 ZE6'LES0ZLY N¥Y10139NId WVHOONd
NYONYNIA NYSNEN
vas vep
ueiwouoyasag buepig eped | Qs uep uejwouoyalag Buepig
Qd eluay uebuap gdyy ueunfuequad ueeueousiad
02'661'G1Z'992 004 G6'18) 125692 004 £2'SY€'998'092 | 001 SLE'TET BST 004 000'629'652 004 % 00 Uesele|ose) asejussiag seyjeny eAujexBujuay
ueyele|imay uep ueyehe|imay|
smpinaiselyu) Guepig eped uep npngselu| Buepiq
Qd eluay uebuap Qdyy ueunbueqwad ueeuesualad
02'651'G12'992 004 G6'18) L26'€9Z 001 EZ'S¥E'998'00Z | 00L SLETET BST 004 000'629'652 001 % 001 UESEJe3s8)| asejuasiad sejijeny eAueyBujuepy
eisnuepy veunbuequiag uep ejsnuepy ueunbuequad
ueyejuuswag Buepig eped uep veyeluawiag buepiq
(Qd eluay uebuap gdyy ueunbueqwad ueeuesuased
07'8LE'0EY ZES 004 B8'E9E ¥S0 L2§ 001 S¥'069'264 125 00L 06.¥9r'91LS 001 000082 L1S 00l % 00L UBSEJE|9sa) asejuasiad sejiieny eAujeybuiuayy
SWwoang
HYH3YO NYNNONYBA3d
NYVYNVONIH3d ISYSINOUMNIS
v03ddve 18'989'098'790'} 00S'626°Z€0'} 000'005°220°} NYQ ISYNITHOOY WvHO0Nd
Gl 4 8 i 9 G ¥ £ 4 3
o (dy en) nbed (dyeinl)nbed | jebiey | (dye)nbeq | jefie) T ) ueunbuequiag
E__H.._c otz e e i aujjeseg | weiboid eliaury Jojeipu) o

ueyejuusway uesnin buepig




f <

v . — G N

-82Z- Al ava Szoz snysnbBy; oz :yv31a0 )81,
seuuoj
}  |ueBuap lenses Bued ueynyngay uejemebaday selsiunupe
£75'869°28S 001 SPS'¥9L L8S 00} 297 068'6L5 004 069'S20'045 00L 0E96LEFIS 004 % 1'982 ueeuesuaied asejussiad ueueAe] sejjeny efujeyBujusyy
8woyng
awas HY43va
dig L2y'BET'9BS T 0817200452 6197052 1202888152 (068'856'Z6¥ C NVIVMYD3d3X WvHO0Hd |
[enbip [e1Bip sisequeq
siseqsaq uebuenay ISseuuoju uebuenay |sewso wajsis
£28'6p9'298 004 6.9°GE6'ES8 00k 2By ELE'GHB 004 EPE'BLLIER 001 £BE'62¢'828 00l % 001 wajsis vedesauad asejussiad uedesauad efujexBuiuay
uejedepuad uee|ojabuad
uesemebuad ueiodejeq uep uesemeBuaed
£28'5v9'298 004 6.9'GE6'£58 00k ZBYEIESHE 00L £vE'8LL 988 004 £8E'62€'828 001 % 004 uep ueeuiqad uednye) sejijeny eAujeyBuiusyy
LEY #EL 081} uejedepuad
yeseep uejedepuad ISelISUaIUI Uep ISeyyisualsHe
00} | 906°0858EL'L 004 | zvovBOuziL | 00L | GuyROLSLLL | 00b | LZVBERROLL 004 % 004 depeyss| Ovd 8sejussiag efedn efueybuiuayy
ewoging
¥a HYH3YQ NYLYdVONId
N3dve | L.0987'SI82 P92 TSy 9r8T 909°1LLL18T Ty 19z68LZ £¥6'460'19L2 NYYIOT3ON3d WvHO0ud
deje) jase | \essep
6429L1'€502 L'vl LEE'ShY 2EQT L'yl GLLETE'LI0T 1'vl 00€'609°L66'L L'rL 000°005'146'L L'vl % Vvl ueyequeuad asejussiad Jase e(0j9y eje) eAujeybuiusyy
8WooInQ
HYH3YA ANIN ONYEYE
avid8 | 642'9LLES0T LEESYPZE0T SILETE'LL0Z 00€'609'166'} 000'005'L26'L NYYIOTIONId WYHOONd
npyem Jeda) uebuenay uelodejed Uep Isuejunye
£8L°0EZ216') 00 | 696226768} 86 | 90L0i8€8) | 86 | 92Z068'¥S8L | 86 08€'194'988'| 86 % 96 Leiode) asejuasiad ejojey eje) eAupeyBulusiy
vdls
£8L062T46'L 2Z'7 6962Z6'268 | 6L'GF | 90L0LB'ELR) L9y | 9ZZ068'vS8'L | S0'l 08E€'L9L'9EY | 10'sy % 66'6Y ueunnuad esejuasied
Sl vl €l 4 1 0l 6 8 L 9 g ¥ £ % 3
- (dyen)nbed | 1efie) | (dyen)inbeq | jebiey | (dyenf)nbed | jebie) | (dyewnf)nbeq | jebies | (dyen)nbeq | jefue) v ) ueunBuequay
BunbBueusy 0£02 6202 8202 1202 9202 uenes R | et Ry sejuold weiboid uep
i unye) UBYRjULBWAY uesnin buepig




f

S

-62Z - ‘Al av8 Szoz snysnby; 0z yv320 )8,
s} suajadwioy siuxel
uebuequwabuad ueyjedepuaw Isugjedwoy uebuequiabuad
BEY 16LZL 6Y'S 128297 1L ;8% £96 0202 80’ 169'920°0L 9.7 LEQ'BLEBY €57 % 0 Buef NS asejussiad ueueAe| eAujexBuiusy
Isugjeduioy
1sexjias epas ‘elejaq sefiny
1susjaduioy |seyyies | ueejojebuad 'ninw ueujwelued
Sy LL02S 08's BGYGYS 1S ge's 202'520'L5 08'f 000'0L5'0S 607 00000008 5L's % Z6'L _|pijwauw Buel NSy asejussied ueuefe) efuieyBuiuepy
UBYBUBSYE|Ip isenjeaa uep uebuequabuad
Bue ueynejed uep ueypipuad ‘vefuesuesed 'veyningay
058'ZF1 701 00} 8LE'LB0'E0L 004 0P 050201 00L | 00002010} 00} 000'000°00} 001 % 001 Isesijea) esejussiad | sisijeue sejjeny eAueyBujusy
leuoisbiuny uep leuoisGuny
leusleuew esep |susjaduwioy uep [eyaleuell ‘Japey 'iesep
uebuequsbuad ueyjedepuaw 1susjedwoy uebuequabusd
0S8'Zr1'¥0L 19'b | BIE'LBOE0L L0V | vOPO0SOZ0L | 666 | 0000020°L0L | 18 000'000°001 LE' % 0 Buel NgY asejussiad ueuele| eAuexBuiuspy
6Lo9INQ
amas VISNNYW YAYON38NNS
g £99'8YS ZEE L1806} 62€ £46'998'G2¢ 16996228 LE9BLEBLE NVONYENIONId WYHOO0Nd
NVHILY13d NYQ NYIGION3d
Wieq le|jweq gy NSY eliaupy
896'692 669 001 #0Z'0LE €69 001 799616929 | 00L | 069685028 | 00) 0E9BLE WL 004 % 6166 | uebuep jemeod esejuasiad |  uerejued seyjeny eAujeyBuiusy
efujsusjodwoy
uebuap lenses NS Juey NSY Juey uebuequabued
L15'861'256 004 851 V8BS Zv6 001 9/8'990€E6 | 00L | 069'GPO€Z6 | 001 0E96LEYLE 004 % L'y |  ueBuequsbued asejuesied ejojey ejej eAueybuiuapy
eAuisuajadwoy ueyexugip NSY Isuajadwoy
86E°LLS5'9LY 001 TLTSE LY 001 919'10Z80r | 00L | 000°080t0¥ 004 000°'000'00F 004 % 002 Buel NSv asejuesiad uebuequabuad eAujexBujuspy
gl 7l £l 4} b 0} 6 8 L 9 g ¥ £ 4 }
pa (dyewnfnbeq | jebie) | (dyenl)nbeq | 1ebues | (dyewn)nbeq | jebrel | (dyem)) nBeq | jebie) | (dyewmnlnbey | jefie) i PR ueunBuequad
Bunbbueuey 0£02 6202 8202 1202 9202 uenjes sejuoud weibolg uep
o sujieseq | - weiBoig efisury Jojexipul
unyey ueygluusway vesni Suepig

I
%@w




T

Szoz smysnBy oz :yv3122 )81

-0€C - Al gvd
yeseep
1p uedessuad uep ueyfexbusd \eseep Ip uedesaued
‘vebuequabued ‘veyeuad | uep ueilexbuad ‘uebuequeBuad
yexe) Isiuadns uep ‘uepjeuad yexse) isiuedns
sjuye) ueBuiquig ‘veeuiqued | uep siuye) uebuiquiq ‘ueeuiquad
LOZ'BEZ 881 00L 8GG"LEE 981 004 G0L 95¥ 81 001 05966528} 001 00006208 0oL 004 'Isey|isey esejuasiad '|se}ijisey eAujeyBuiuapy
Yessep
veuntuequad uexeligay yessep ueyejesewusd
Weep ueyjeejuBLLa) ueiesajakuad
Guek yessep ueyepesewssad wejep yessep ueunbuequad
uetesajaduad wepep ynq | ueveliqey ebeqas uexjeejueuus
L0Z'8EZ'881 001 86G°/EE'98L 004 GOL'95¥ ¥BI 004 0S9°'e6S'Z8l 004 000°0S2'081 001 001 siseqiaq ue|ley asejuasiad Bue veliey efuieyBuusy
yeseep
ueunBuequad ueyeligey
weep uexieejueuvs) | uenBBun 1susjod uebuequebued
Guef ueinB6un susjod wejep yessep veunbuequwed
ueBuequebued wejep ming | ueyeligey rebeges ueyeejuewa)
L0Z'9£2'881 001 8GG'/EE 981 004 S0L'95¥ v8l 001 0S9'€65 281 00l 000°062°084 001 001 sisequsq uelfey esejussied BueA uelex eAuexbuusy
ueunbuequad
ISejualusjdiu| Wwejep uesepue|
ebeqes ueypelip buel yessep ueunBuequad ueeueouased
ueunbuequad uexeligey wejep uebueqyey |isey
LoZ'eeZ a8l 00k 8GG°LEE98) 004 G0L'95¥'v81 00l 059'€65 281 00L 000062°08L 001 004 ISEpUBWONa) asejussiad uejeejuewad eAujeyBujuspy
BUWodINQ
ON HYH3VJ NYONYEWION3d
veive|  Z09wLLves £49210655 91£'89€ 655 056082145 00000022 NYQ NYILN3N3d WYHO0ud
NYSNYBNIONId NYQ NYILITEN3d
Sl 43 £l 4} 13 0L 6 8 L 9 § £ Z b
il (jeinhnbeg | bl | (dyenfnbeq | jebie) | (dyewl)nbeq | jefies | (dyenfnbey |jebrey | (dyen)nbeq | jebiey A8 B veunBuequiag
Ea“”a cioz 2 S e eujeseg | weibosg elbaury Jojexipu| SR

ueyejuuswad uesrun Guepig




L

-T€Z - "AI avdg w_.%.ﬁ...h.n.“...,....u 15 nk w._. T 0z yv] muum\h
uefiueuamey
uep sesoud undneje ueseBbue
|eyisiaq Gued yeq 'vebuedwifued
}-N ueseBbuy unye| ¥dg neje uebusmajalusd
6850254812 00b | sebeevslz | ook | gesgeseriz | ook | oovszelziz | 001 | 00000050012 004 5L ISepuBWORSY Infue| yepul| efuipefia} eAuurunusiy
8logng
NYSYMVONId
] NYVHYOONITIANI
elopedsu)  656'025°481Z LEVEEY'SOLT 9ELBISEVLT oor'see’izl 000°005°004'2 WYHO0Nd |
HYH3VA LYHOLNIdSNI
NYHYLNIH3NId NYSNHN NYSYMYONId HNSNN
yessep senou| Yeseep |p
uep jesu Jlexss) 1siuadns Uep |  |seAou| uep jesy iens) siuadns
sije) ueBuiquiq ueeuiquad | uep sjuye) ueBuiquig ueeuqWed
065'650°Ly 00} 68E 78S O 001 9207LL 9y 004 ELY8raSh 00} 004 % | o0 Isejjisej asejussald iseyisej efuiexBuiuepy
\esaep ueyejeseuuad ueiesajakued
SN et o il wepep yessep veunBuequad
ueiessjekuad wefep (g ueyeligey 2Beqas uexjeejuBuLs)
085'650'Ly 001 B8¢ 785 o 00L 920'vLL'9% 004 ELy'8r9 Sy 001 00t % 001 sisequaq ueifey asejuasaiy Guef ueifey efuiexBuep
ueynBBun 1susjod ueBuequieBuad
Uessep uejnbbun susjod wepep yeseep ueunBuequied
veBuequebued werep pinq uexeige (efieqes uexieejuewLa)
069650'Ly 001 6BE 78S 9 004 920'¢LL Gk 004 ELP8r9Sh 00k 001 % 001 s|sequaq Uejley asejuasaig GueA ueliey efujexBujueiy
ueunbuequed
ueyleejuewp Gued Wejep UeJaep IseAou|
055 650°Ly 00} B8E 7859y 00} 920wLi'9y | 00L | Erer9sy | oo 004 % | 004 IseAoul ¥npoud asejussald uejeejuewad eAujeyBujueyy
BLoyno
o L02'8eZ'88) BSG'ZEE'98L S01'95 ¥81 0S9°€65°Z8) ity
veLnve| ISYAONI NV L3S WYHO0Nd
Gl i €l 4] 1 0L 6 8 L 9 g £ [4 I
e (dyenhnbeq | jebe) | (dyennbeq | iebiey | (dyen)nbeq | 1efiey | (dyemn)nbeq |jebe) | (dyewnl)nbey | jofie) ot i veunbuequad
Bunbbueusq 0£02 6202 2202 9202 Sa ] i S e sejuold weibolg uep
i uelejuuswe uesnin Buepig




Szoz snysnby oz :yv3a2 161,

LYV e WO

o

-¢EC- "Nl gvd
‘ueueyuad ‘veungaxied
'uexewsajed 'veluepad
Buepi p veyeinjey WAS
uep ueebequajey Sejileny | UBYeIN|aY Uep Esaq jexesefsepy
GEQ' 6L PLYE 08 EQ'LBL PLPE 08 | 96960Z6kPZ | 08 | 0000B¥YZ¥Z | 08 000'000'00¥2 08 % 08 uejeybuuad esejussiag ueefepsaquiad eAuexbuiuap
8wooino
NVYHYSN13Y
ueyel NYQ V530 LYNYHYASYIN
njay GEQ'IBL PLYT SE9'LBL LY 969'602 6712 00008 ¥Z¥'Z 000'000'00¥Z NYYAYOH38N3d WYHOO0Nd
fewdo Buek yjgnd Hang
ueuekejed uep UeyejULBWad ueuefe|ed uep UeyejuLeWS
128'680'918 001 998'828'018 004 205024508 00L SEG'655 6 004 SEG'655 S6Y 00l % 00} | eAueseBbusiesis) esejussiad | ueeseBBusjedusd eAujeybujuspy
e )
Mand NYNYAY13d
uejew NYQ NYHVINIH3WId N
209Y 128680815 958'848'015 208'02L'508 ZVT ¥19'005 GEG GG g6 YYHYOONITIANT] WVHOONd
NYLYIWYO3N
NYHYAYTIMIY HNSNN
(didv) yeuuswsg
SE'PLTITOSL usju| uesemebuag
£ Bl'LL6'9EQ ¥S) £ 909'SL0 €51 £ 000'0£S' LS} £ 000'000°05 1 Z N Z Jesedy seyjiqedey
(didS) Yeuauag
0E'8L9ZEL LPL waju| veepuabuag wajsig isuejsise uep uebujdwepued
4 92'109'20L 6E1 Z 9'2.6'962 SE1 L |99'9850069€L | L 00£'8LG'SEL ! J0yg L ueeseBBusjehuad sejuniep sejieny eAujeybuiuapy
8woono
ISNILSISY Nva
} NYONIdNYONI ‘NYXVIIEIN
eiopedsul  ¥6R'9YE'L6Z 615'yVE'¥6T 65'7LE'16Z L8S'0E0'882 00£'815'582 NVSNWNY3d WYHO0Nd
Gl ¥l £l 4} b 0l 6 8 i 9 g P ) 4 b
e (dyen)nbed | yobrey | (dyenfjnbeq | isbre) | (dyenfnbed | jebe) | (dyewnl)nbeq | jobsey | (dyewnbed | jobues i ol veunbuequag
Bunbueuny 0£02 6202 8202 1202 9202 uenjes sejuoud weiboid uep
i unye} oniin D i ueyeuuewad vesnun Suepig




§

-€€7- "N avg szoz snysnbPy oz yp322 161,
¥ijod eyed japey eped Aijod
IE'€BR'6624°€09) | 00L |00'662'909°'285°) | 00L  |09'122°9.G'L.G'L | 00L | 000'80LSSSL | 00 | 000'000'0¥S'L 004 % 001 | mjod ueyipipuad asejussiad |  edepnq uep exge eAujexBuiuapy
8WwoojnQ
MILNOd YAYONE Y1Y3S
W)IL3 NYONYBINIONId NV
MILMOd NYMIQIONS INTY13W
fod NYMIQIONId YOvanal
Buegsay| NYQ MILINOd I¥L8Yd Nvd3d
uepeg | |E'€BR'G6LE00'} 90'662'909 851 109'422'945'125') 000'80£'955'L 000'000°0¥5'} NYLYONINID NVHO0Nd
ueesBuegay
ueesbueqgay Japjesey uep efiseaued
18]yeley uep ejiseoued ABojosp! uexe jexesedsew
£8'5B9'96S 06€ 00) | S6'2vkZ6G'98E | 00I SL0'689Z8E | 00L 00062886 | 004 000°000°6.€ 001 % 001 | !Bojoopi uejenbued uednyen uesepesy eAujeyBuiusy
6woajnQ
lod NYVSONYEIN HILHVEWA
Guegsay NYQ YISYONYd 19070301
uepeg | /8'GB9'SES0E 562y 265 98€ G10'689'28¢ 000'528'8.E 000°000°6L6 NYLYNON3d WYNOONd
ILIOd NVQ YSONYE NYNLYS3N
WNWN NYHYLNMIWId HNSNN
Isesadoy
ueQ S3ANNS 'WHNN
‘ueiuebepiad ‘veujsnpuuad
gl i £l 4} L 0l 6 8 L 9 g P £ Z )
Fa (dyenfnbed | jefie) | (dyenlnbed | jebey | (dyenlnbeq | jefue | (dyewnl)nfeq | jebre) | (duewnf)nbeg | jefue) ueunbuequag
Bunbbueung 0€02 6202 L20e 9202 uenjes s - sejuoud wesboid vep
ai eujeseg | weiboig efisury Jojeyipul

ueyejuusway uesrin Buepig




:20Z SN

1snby oz be 128 muu@h

-$EC - Al gvd
uexeuesye(p
Buek yessep p ueedeaday
jekeybuad uep ewebeiaq
lewn ueunynuey Isejise
‘eyioyeu ueeunbyeeiusd
ueyebeousd
1sej|jise} uep eAepng ‘(e/sos lexesedsew
'|Luouoya ueueyeysy Buepiq eAepnq uep '|e1sos ‘|wouoxe
16'695'828 02 001 | 29't9Z'81902 00L | 08'080°0k¥'0Z | 00 000'%02'02 001 00000002 004 % £'88 Ip uexeligey asejussiag ueueyejey ekuiexBuiusiy
8woyno
YAYONE NYQ TY1S0S
lod ‘INONOY3 ‘NYNYHYLIN
Buegsay NYONYEWN3ON3d
uepeg |  |6'699'828102 29'€92'819'02 08'080'047'02 00070202 000'000'02 NYQ NYYNISW3d WYHOO0ud |
1y Buef uejeyesedseway uejeesedsewsay isesiuebio
8L'¥ZY 1L02S 00L | 90'659'6K5'LS 08 202'520'L8 0L 00001505 09 00000005 05 % 0z iseswebio esejuasiag ueqpejey efuieybuusiy
6U0IJNQO
NYLYAYVEYASYWIN
lod ISYSINYONO
Bueqsay| NYSYMYONId Nva
uepeg | 8L'vev'L.028 90'659°Sr5'1S 202 '520'18 00001508 '000'08 NYYAVQY3EN3d WYHOONd
s uexesapsipued | ueesejesip Guek ejsos yijuoy
PLOSETO® | oo | semesozewe | oo | szosieues | ool 00066469 | 00b | 000°000'929 004 % 004 [B1S0S }Iju0y 852)UBSI ueuebueusd euiexuiuep
8Wwodyno
TWISOS HNANOY
NYNYONYNI ISYLITISY4
S NYQ SYLITYI NYLYXONINGd
By NYQ WNOISYN NYYYdSYM3)
uepeg | 62'608'268°059 92'88L'02€ 79 SZO'SIBLE9 000'GL€ LE9 000000'529 NVLYONINId WYHO0d |
Sl b £l 4" L 0l 6 8 L 9 5 ¥ £ /4 L
prele (dyennbey | 1ebe) | (dyennbeq | wbie) | (dyewnl)nbey | jebies | (dyewnl)nbed | jebie) | (dyenl)nbed | jebiey L PRI ueunbuequiag
BunBbueuay 0£0Z 6202 8202 4202 9202 uenies sejuold weiboiq uep
ad aujeseq | weiboig elisury Jojexipu)
unye) Ueuejuuawag uesni buepig




i

-GEZ- 'AI ave Szoz snysnBy 0z 3320 1B
(Yvjo1p) SZ0Z unyp ] uvp)ag Ynbua |, sow ], uapdnqoyy ppaddog :ipqung
0L'S60°LE6'BILBLL ) 1ZEZETELBSL0BL b E9ZLZ68L086 2L b 62'¥6 €68 18E'S2L b 998 ¥69°098°40L b HYINNP
ueyejuuswed
ad uesrun Bunynpued ueje|Bay
Enwag | ge's0cv2e'6se LieL | 00} | er'9gLisocLL g6zt 00b  |6G'\89'IEE6GSAZL | 001 | 96BSIZEIOZLZL | 001 26'006'995 69L 662 1 0ol % 00L efueuesyeyis) esejussiad
yleq |sipuoy weyep Yessep
Hdnd uveefieweuiqey euesesesd | ueyeuuewad uesnin Buelunued
Seug 96'0V6 666 8ZL 1249 | ¥8'9ZZ'6E91ZL 20'65 828 TGEVLL Nm.oim 000°0%L 204 79'7F 000000004 EY've % £2'92 UEp eUeJes asejussiad ueredeasajey efuieybuiuayy
aLoding
VLOWN3LYdNavM Hvy3ava
ad NYHYLNIY3W3d NvSndn
enwes |pg'sSz vZ6 889 ZLE ) I i 1968 REELT L 26'006'995°60¥ 007 | ONYINNNSd WVHOO0Nd |
Gl 43 €l 4 8 / 9 g ¥ £ [4 I
il (dy eynf) nbed | jefies | (dy ein) nbeg (dyemnf)nbeq | jefie) | (dyemwnf)nbey | jebie o i) veunBuequiag
iy st o 2 e ity suieseg | weiboiy eliaury Jojeyipu| ey
. veyelupeway uesnn Guepig




4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026-2030. Kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat diukur melalui Indikator
Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk
mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan
daerah. Tujuan dalam penetapan IKU adalah memberikan
gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator
sasaran daerah yang merupakan akumulasi dari pencapaian
beberapa target indikator program, secara rinci IKU Kabupaten
Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030
Baseline T t

o SHolkator Setae 1‘2“5';“ 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11

1. | Tingkat kemantapan % 41,53 41,53 | 43,13| 44,72| 46,31 47,90| 49,50
jalan kabupaten

2. | Persentase jalan non % 9,76 10,74 11,96| 13,42| 15,13| 17,08 19,28
status kewenangan
kabupaten dalam
kondisi baik

3. | Persentase jaringan % 52 53,22 | 54,48| 55,75| 57,01| 58,28| 59,54
internet yang dapat
diakses

4. | Persentase rumah layak % 64,86 64,90 | 64,94| 64,99| 65,03| 65,07| 65,12
huni

5. | Persentase rumah % 100 100 100 100 100 100 100
korban bencana yang
dibangun

6. | Rasio elektrifikasi % 87,67 92,35 | 97,03 100 100 100 100

T — T




No

Indikator

Baseline
Tahun
2024

’I‘arget

2025

2026

2027 | 2028

2029

2030

2

10 11

Persentase jumlah
rumah tangga yang
mendapat akses
terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi terhadap
rumah tangga di
seluruh kabupaten

59,04

60,26

61,07

61,89 62,70

63,52

64,33

Persentase peningkatan
rumah tangga yang
menempati hunian
dengan akses sanitasi
(air limbah domestik
layak dan aman)

%

53,19

53,55

53,92

54,28| 54,64

55,01

55,37

Persentase sampah
yang tertangani

%

100

100

100

100

100

100

100

10.

Persentase daerah
irigasi pertanian dalam
kondisi baik

%

19,36

19,36

20,69

22,02 23,35

24,68

26,01

11,

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

Indeks

71,79

79,01

79,19

79,36| 79,53

79,7

79,87

12.

Indeks Resiko Bencana
(IRB)

Kategori

166,2

165

160

157

154

150

147

13.

Persentase ketaatan
terhadap dokumen
tata ruang

%

100

100

100

100

100

100

100

14,

Rata-rata lama sekolah

Tahun

T2l

7,33

7,45

7,97

7,69

7,81

7,93

15.

Harapan lama sekolah

Tahun

12,62

12,63

12,64

12,65

12,66

12,67

12,68

16.

Usia harapan hidup

Tahun

71,22

71,37

71,52

71,67| 71,82

71,97

72,12

17.

Indeks Pembangunan

Gender

Poin

95,96

96,22

96,48

96,74

97

97,26

97,52

18.

Indeks Pemberdayaan
Gender

Poin

52,73

53,73

54,73

55,73

56,73

57,73

59,73

19.

Persentase kasus
kekerasan terhadap
anak yang ditangani
sampai tuntas

%

20

30

30

30

40

40

20.

Persentase pemuda

yang berprestasi

%

11,67

13,67

15,67

17,67

19,67

21,67

23,67

Tgl cetak: 20 Agustus 2025
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Baseline Target
i SHRtetar Satuan | Tetun | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030 |
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11
21. | PDRB perkapita Rupiah [21.283.000 [22.243 525 |B-201050 |25, 163575 [25.125.100 |26.085.625 |27.046.150
22. | Tingkat Pengangguran % 2,633 2,631 | 2,629| 2,626| 2,624 2,622| 2,620
Terbuka (TPT)
23. | Inflasi Nilai 0,24 |0,01-2 0,01-2 (001-2 [0,01-2 |0,01-2 |0,01-2
(deflasi)
24. | Indeks Ketahanan Indeks 67,02 68,23 | 69,44| 70,65| 71,86| 73,03| 74,28
Pangan
25. | Pola Pangan Harapan Skor 75,9 78,9 80 825| 84,5 87,5 90
26. | Persentase PAD % 3,32 B 5 6 7 8 9
terhadap pendapatan
daerah
27. | Indeks SPBE Indeks 2,83 3,02 3,21 3,4 3,59 | 3,78 | 3,97
28. | Indeks Inovasi Daerah Kategori 36,69 47,69 58,69 | 69,69| 80,69| 91,69| 91,69
(Inovatif) | (Inovatif) ﬂnuvatiﬂ (Sangat (Sangat| (Sangat| (Sangat
Inovatif] Inovatif] Inovatif] Inovatif]
29. | Indeks Kepuasan Kategori 82,87 78-87,99 78- 78- 78- 78- 78-
Masyarakat (Kategor | (Kategori E 87,99 | 87,99 87,99 87,99 87,99
i B Zona Zona | (Kategor] (Kategor| (Kategor| (Kategor (Katego
Hijau) Hijau) | B Zona| B Zona| B Zona| B Zona| i B Zong
Hijau) | Hijau)| Hijau)| Hijau)| Hijau)
30. | Indeks Reformasi Kategori C C C C CC CC B
Birokrasi
31. | Nilai capaian SAKIP Kategori B B B B BB BB BB
32. | Opini BPK atas laporan | Kategori | WTP WTP | WTP| WTP| WTP| WTP| WTP
keuangan
33. | Capaian penilaian SPM Skor 92,86 100 100 100 100 100 100
34. | Nilai capaian kinerja Kategori | 2,573 Rendah |Sedang Sedang Sedang Sedang| Sedang
LPPD Rendah | (Skor (Skor ﬂ(Sko:n' (Skor |(Skor |(Skor
(Skor 2,26 - 2,76 - 12,76 - | 2,76 - 2,76 - | 2,76 -
2,26 - |2,79) 3,25) [3,25) (3,25 (3,25) |3,25)
2,75)
35. | Angka kemiskinan % 24,68 23,98 | 23,28 22,58| 21,86| 21,18| 20,48
36. | Indeks Gini Rasio 0,28 02-03 02-( 02-| 0,2-| 0,2-| 0,2-
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
37. | Persentase balita % 15,9 13 12,7 | 12,4 | 12,1 11,8 11,5
wasting (gizi buruk)
38. | Persentase balita % 34 31,3 30,7 30 29,3 | 28,6 | 27,9
underweight (gizi
kurang)
Sumber: Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)
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Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut, maka
ditetapkan Indikator Makro Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2025-2030 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Indikator Makro Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030
Bidang Urusan/
No Indikator Kinerja Radin Capaian | Target Target Target Target Target Target
Pembangunan 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Daerah
1. | Indeks Indeks 66,22 66,97 67,72 68,47 69,22 69,97 70,72
Pembangunan
Manusia
Angka Kemiskinan % 24,68 23,98 23,28 22,58 21,88 21,18 20,48
3. | Tingkat % 2,633 2,631 2,629 2,626 2,624 2,622 2,620
Pengangguran
Terbuka
4. | Pertumbuhan % 3,5 3,9 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9
Ekonomi
PDRB per Kapita Rupiah |21.283.000122.243.52523.204.05( 24.164.575 25.125.100 26.085.625 27.046. 150
6. | Indeks Gini Rasio 0,28 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3

Sumber: Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran terukur untuk
menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan
fokus pada kemajuan daerah di berbagai aspek. Indikator Kinerja
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada tabel
berikut.
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Indikator Kinerja Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025-2030

Tabel 4.4.

Baseline
T
No Indikator Satuan Tahun it Ket
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
| | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
1 | Indeks Ketahanan Pangan Angka 67,02 68,23 69,44 70,65 71,86 73,07 74,28
2 | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi % 12,61 11,22 983 844 7,05 5,66 427
pangan
3 | Rasio elektrifikasi % 87,67 92,35 97,03 100 100 100 100
4 | Persentase jumlah rumah tangga % 59,04 60,26 61,07 61,89 62,70 63,52 64,33
yang mendapat akses terhadap air
minum melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi terhadap rumah
di seluruh kabupaten
5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 71,79 79,01 79,19 79,36 79,53 797 79,87
Daerah
6 | Persentase peningkatan rumah % 53,19 53,55 53,92 54,28 54,64 55,01 55,37
tangga yang menempati hunian
dengan akses sanitasi (air limbah
domestik layak dan aman)
7 | Timbulan sampah terolah di fasilitas Ton 12.586,05 | 36.500,35 | 46.043,27 | 57.476,66 | 67.357,26 | 75.143.28 | 76.106.88
pengolahan sampah
8 | Proposi rumah tangga dengan % 100 100 100 100 100 100 100
layanan penuh pengumpulan sampah
9 | Indeks Resiko Bencana Angka 166,2 165 160 157 154 150 147
10 | Laju Pertumbuhan Penduduk % 275 255 235 215 1,95 1,75 1,55
11 | Kepadatan Penduduk Org/Km? 120 120 120 120 120 120 120
Il | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 | Pertumbuhan ekonomi % 35 39 43 47 51 55 59
2 | Tingkat kemiskinan % 24,68 23,98 2328 22,58 21,88 21,18 20,48
3 | PDRB per Kapita Rp.Juta 21,283 22,243 23,204 24 164 25125 26,085 27,046
4 | Tingkat Pengangguran Terbuka % 263 263 2,62 262 262 2,62 262
5 | Indeks Gini Angka 0,28 0,203 0,203 0203 0203 0,203 0203
6 | Indeks Pembangunan Manusia Angka 66,22 66,97 67,72 68,47 69,22 69,97 70,72
7 | Usia harapan hidup Tahun 71,22 737 7152 71,67 71,82 71,97 7212
8 | Prevalensi stunting % 56,80 54,3 518 493 46,8 443 4138
9 | Rata-ratalama sekolah Tahun 7.21 733 745 7,57 7.69 781 793
10 | Harapan lama sekolah Tahun 12,62 12,63 12,64 12,65 12,66 12,67 12,68
11 | Angka Literasi:
sD % 40,02 45,02 50,02 55,02 60,02 65,02 70,02
SMP % 30,42 3542 4042 45,42 50,42 55,42 60,42
12 | Angka Numerasi:
sD % 4153 46,53 5153 56,53 61,53 66,53 71,53
SMP % 35,35 40,35 45,35 50,35 55,35 60,35 65,35
13 | Indeks Pembangunan Literasi Angka 20,80 40-59 40-59 60-79 60-79 60-79 60-79
Masyarakat (Kurang) | { (Sedang) (Baik) (Baik) (Baik) (Baik)
14 | Indeks Masyarakat Digital Kab. TTS Angka 42,52 4352 4552 46,52 47,52 48,52 49,52
15 | Cakupan kepesertaan Jaminan % 28,94 30 32 34 36 38 40
Sosial Tenaga Kerja
16 | Indeks Kerukunan Umat Beragama Angka 100 100 100 100 100 100 100
17 | Indeks Perdindungan Anak Angka 45 47 49 51 53 55 57
18 | Indeks Pembangunan Kualitas Angka 53,12 54,39 55,66 56,93 58,2 59,47 60,74
Keluarga
19 | Indeks Pembangunan Gender Angka 95,96 96,22 96,48 96,74 97 97,26 97,52
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Baseline
Target
No Indikator Satuan | Tahun Ket
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Il | ASPEK DAYA SAING DAERAH
1 | Angka Ketergantungan % 47,81 4571 4361 41,51 3941 3731 3521
2 | Rasio PDRB Industri Pengolahan % 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72
3 | Rasio PDRB Akomodasi makan dan % 0,08 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13
Minum
4 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 87,41 89,17 90,94 92,70 94,47 96,23 97,99
5 Indeks Inovasi Daerah Angka 36,69 47,69 58,69 69,69 80,69 91,69 91,69
6 | Indeks Infrastruktur /Indeks kepuasan % 53,56 54,82 - 55,45- 56,08 - 56,71 - 57,34 - 57,97 -
Layanan Infrastruktur 5545 56,08 56,71 57,34 57,97 58,6
7 | Rumah tangga dengan akses hunian % 64,86 64,90 64,94 64,99 65,03 65,07 65,12
layak
Persentase Desa Maju % 263 30 3,38 375 414 451 4,89
Persentase PAD terhadap % 332 4 5 6 7 8 9
pendapatan daerah
10 | Tingkat Inflasi % 0,24 0,01-2 0,01-2 0,01-2 0,01-2 0,012 0,012
(deflasi)
IV | ASPEK PELAYANAN UMUM
1 | Indeks Reformasi Hukum Angka 78 80 82 84 86 88 90
2 | Indeks Sistem Pemerintahan Angka 2,83 3,02 32 34 359 378 397
Berbasis Elektronik
3 | Indeks Reformasi Birokrasi Kategori c C c c cc cC B
4 | Persentase Penegakan Perda % 75 100 100 100 100 100 100
5 | Persentase Capaian aksi HAM % 80 82 84 86 88 89 90
6 | Indeks Ketentraman dan Ketertiban Angka 3330 35,30 37,30 39,30 41,30 43,30 45,30
7 | Indeks Daya Saing Daerah Angka 312 362 412 462 512 5,62 712
8 | Opini BPK terhadap laporan Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
keuangan

Sumber: Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

4.2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator kinerja yang

menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan

pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Timor Tengah
Selatan dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030
Baseline Target
No e Satuan | Tehun | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030 | Xet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA KUNCI
A Urusan pemerintah Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar
I URUSAN PENDIDIKAN
Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 | % | 88,47 | 98,47 | 100 100 100 | 100 100
tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
Tingkat partisipasi penduduk usia| % | 95,59 | 100 | 100 100 100 100 100
7-12 tahun yang berpartisipasi
dalam Pendidikan Dasar
BERIg B e g o e . 2
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No

Indikator

Baseline
Tahun
2024

T

t

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Tingkat partisipasi penduduk usia
13-15 tahun yang berpartisipasi
dalam Pendidikan Menengah
Pertama

64,99

69,98

74,97

79,96

84,95

89,94

94,93

Tingkat partisipasi penduduk usia
7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar
dan menengah yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan

82,80

83,8

85,8

87,8

88,8

URUSAN KESEHATAN

Rasio daya tampung rumah sakit
terhadap jumlah penduduk

Yo

5,36

5,41

5,48

5,54

5,6

5,66

5,74

Persentase rumah sakit rujukan
tingkat kabupaten/kota yang
terakreditasi

%

33

33

33

33

33

33

33

Persentase ibu hamil mendapat
pelayanan kesehatan ibu hamil

62,2

73

75

89

90

100

Persentase ibu bersalin mendapat
pelayanan persalinan

69,4

70

78

85

90

100

Persentase bayi baru lahir
mendapat pelayanan kesehatan
bayi baru lahir

%

70,8

73

78

85

90

100

Cakupan pelayanan kesehatan
Balita sesuai standar

76,7

78

82

95

97

100

Persentase anak usia pendidikan
dasar yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase penduduk usia 15-29
tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar

89,7

90,3

92,3

94,3

95,8

98

Persentase penduduk usia 60
tahun ke atas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar]

63,3

70

75

80

83

90

Persentase penderita hipertensi

yang mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar

%

76,6

80

75

S0

95

100

100

Persentase penderita DM yang
mendapat pelayanan kesehatan

sesuai standar

%

61,6

65

70

75

80

100

100

Persentase ODGJ berat yang
mendapat pelayanan kesehatan

Jjiwa sesuai standar

%

100

100

100

100

100

Persentase orang terduga TBC
mendapat pelayanan TB sesuai
standar

%

88,89

90

90

95

95

100
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Indikator

Target

Tahun
2024

2025

2026

2027

2028

2030

Persentase orang dengan resiko
terinfeksi HIV mendapat
pelayanan deteksi dini HIV sesuai

standar

%

70,1

80

85

90

95

100

100

I

URUSAN PEKERJAAN UMUM

Rasio luas kawasan permukiman
rawan banjir yang terlindung oleh
infrastruktur pengendalian banjir
di WS kewenangan kabupaten

31

39

47

57

77

100

100

Rasio luas kawasan permukiman
rawan abrasi, erosi dan akresi
yang terlindung oleh infrastruktur
pengamanan pantai di WS
kewenangan kabupaten

Y

10

15

20

25

30

35

35

Rasio luas daerah irigasi
kewenangan kabupaten yang
dilayani oleh jaringan irigasi

66,11

66,45

66,83

70,42

71,09

71,42

71,80

Persentase jumlah rumah tangga vang
dpat akses terhadap air mi
melalui SPAM jaringan perpipaan dan
bukan jaringan perpipaan terlindungi
terhadap rumah tangga di seluruh
kabupaten

%

59,04

60,26

61,07

61,89

62,7

63,52

64,33

Persentase jumlah rumah tangga
yang memperoleh layanan
| pengolahan air limbah domestik

53,19

53,55

53,92

54,28

54,64

55,01

55,37

Rasio kepatuhan IMB kabupaten

Y%

100

100

100

100

100

100

100

Tingkat kemantapan jalan
kabupaten

41,53

41,55

43,13

44,72

36,31

47,90

39,50

Rasio tenaga
operator/teknisi/analisis yang
memiliki sertifikat kompetensi

%

100

65

65

65

65

65

65

Rasio proyek yang menjadi
kewenangan pengawasannya
tanpa kecelakaan konstruksi

100

100

100

100

100

100

100

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penyediaan dan rehabilitasi
rumah layak huni bagi korban
bencana kabupaten

%

100

100

100

100

100

100

100

Fasilitasi penyediaan rumah layak
huni bagi masyarakat terdampak
relokasi program pemerintah
kabupaten

100

100

100

100

100

100

Persentase kawasan permukiman
kumuh dibawah 10 Ha di
kabupaten yang ditangani

Y%

22,42

35

45,19

65

70

75

Berkurangnya jumlah unit RTLH
(Rumah Tidak Layak Huni)

64,74

32,26

35,21

35,17

35,13

35,08

35,04

Jumlah perumahan yang sudah
dilengkapi PSU (Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum)

100

100

100

100

100

100

100

URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Presentase gangguan trantibun
yang di selesaikan

%

72.41

80

80

80

80

100

100

Persentase PERDA dan PERKADA
yang ditegakkan

%

80

80

80

80

80

100

100

Jumlah penduduk yang
memperoleh layanan informasi
rawan bencana

%

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah penduduk yang memperoleh
layanan pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana

%

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah penduduk yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi
korban bencana

%o

100

100

100

100

100

100

100
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No

Indikator

Satuan

Baseline
Tahun
2024

Target

2025

2026

2027

2028

2029

2030 Ket

Persentase pelayanan
penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran

%

100

100

100

100

100

100

100

Waktu tanggap (response time)
penanganan kebarakaran

Menit

15

15

15

15

15

15

15

URUSAN SOSIAL

Persentase penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar dan gelandangan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di

luar panti

%

21

22

22

23

23

23

23.5

Persentase korban bencana alam
dan social terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana daerah
kabupaten

100

100

100

100

100

100

100

Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

URUSAN TENAGA KERJA

Persentase kegiatan yang
dilaksanakan yang mengacu ke
rencana tenaga kerja

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase tenaga kerja
bersertifikasi kompetensi

0,03

Persentase Tingkat produktifitas
tenaga kerja

87,41

89,17 | 90,94

92,70

94,47

96,23

97,99

Persentase perusahaan yang
menetapkan tata kelola kerja yang|
layak (PP/PKB, LKS, Bipartit,
struktur skala upah dan terdaftar
peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Bipartit, struktur skala upah dan
terdaftar peserta BPJS

Ketenagakerjaan)

28,94

30

32

34

36

38

40

Persentase tenaga kerja yang
ditempatkan (dalam dan luar
negeri) melalui mekanisme

layanan antar kerja dalam wilayah|
kabupaten

%

95,88

95,90

96

96,2

96,4

96,8

97

URUSAN PEMBERDAYAAN DPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Persentase ARG (Anggaran
Responsif Gender) pada Belanja
Langsung APBD

%

3,8

4

4,2

4.4

4,6

4,8

Persentase anak korban
kekerasan yang ditangani instansi
terkait kabupaten

%

70

75

80

85

0

95

100

Rasio kekerasan terhadap
perempuan, termasuk TPPO (per
100.000 penduduk perempuan)

%

32

31,5

31

30,5

30

29,5

29

URUSAN PANGAN

Persentase jumlah cadangan
pangan

%

4,54

4,75

5,25

5,5

5,75

URUSAN PERTANAHAN

Persentase penyelesaian kasus

tanah negara

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase lahan pemerintah yan
bersertifikat

39,20

41,63

43

47

49

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks

71,79

79,01 | 79,19

79,36

79,53

79,7

Persentase pengolahan sampah di
wilayah kabupaten

%

17,57

51,23 | 63,75

78,52

90,81

100

Ketaatan penanggungjawab usaha
danatau kegiatan terhadap ijin
lingkungan, ijin PPLH dan PUU
LH yang diterbitkan oleh

pemerintah daerah

Yo

25

25

25

25

25

25
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No

Indikator

Satuan

Baseline
Tahun
2024

Target

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ket

XII

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

Persentase penduduk ber KTP
elektronik

%o

99,05

99,10

99,15

99,15

99,20

99,25

99,30

Persentase anak usia 0-7 tahun
kurang 1 (satu) hari yang
memiliki KIA

%

22,18

32,18

42,18

52,18

62,18

72,66

82,66

Persentase kepemilikan akta
kelahiran

%

98,66

98,76

98,86

98,96

99,06

99,16

99,26

Persentase OPD yang telah
memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan
perjanjian kerjasama

%

3,13

10

15

20

25

30

35

Xin

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Persentase pengentasan desa
tertinggal

%

58,6

56,4

46,6

43,6

32,3

7.9

Persentase peningkatan status
desa mandiri

Y%

0,0

0,8

0.8

1,1

1,5

3.8

XV

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TFR (Total Fertility Rate) angka
kelahiran Total

%

2,88

2,83

2,78

2,73

2,68

2,63

2,58

modern ( modern contraceptipve
prevalence rate/ mCPR

Persentase pemakaian konl:raseps'ﬂ %

41,9

423

42,7

43,2

43,7

44,2

44,7

Persentase kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi (unmet need)

%

20,5

19,9

18,9

18,1

17,5

16,8

16,1

URUSAN PERHUBUNGAN

Rasio Konektivitas kabupaten | %

I 93,33 194,16 |

95 I 95,83 ! 96,67

| 98,33 I

100 1

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Persentase organisasi perangkat
daerah (OPD) yang terhubung
dengan akses internet yang
disiediakan oleh dinas Kominfo

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase layanan publik yang
diselenggarakan secara online dan
terintegrasi

%

100

100

100

100

100

100

Persentase masyrakat yang
menjadi sasaran pelayanan
publik, mengetahui kebijakan dan
program prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah kabupaten

100

100

100

100

100

100

100

Xvil

URUSAN KOPERASI, USAHA KECI

L DAN MENENGAH

Meningkatnya koperasi yang
berkualitas

%

52,9

55

60

65

70

75

80

Meningkatnya usaha mikro yang
menjadi wirausaha

%

13,17

15

20

25

30

35

40

URUSAN PENANAMAN MODAL

Persentase peningkatan Investasi
di kabupaten

Y%

51,2

51,8

52

53

55

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tingkat partisipasi pemuda dalam
kegiatan ekonomi mandiri

%

1,5

1,7

1,8

1,9

Tingkat partisipasi pemuda dalam
organisasi kepemudaan dan
organisasi sosial kemasyarakatan

%

10

10

10

Peningkatan prestasi olahraga

%

11,67

13,67

15,67

17,67

19,67

21,67

23,67

URUSAN STATISTIK

Persentase OPD yang
mengunakan data statistik dalam
menyusun perencanaan
pembangunan daerah

100

100

100

100

100

100

100

Persentase OPD yang
mengunakan data statistik dalam
melakukan evaluasi

pembangunan daerah

100

100

100

100

100

100
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Baseline Target

No Indikator SAtisn Té‘&“;‘ 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 20290 | 2030 | Ket

XXI | URUSAN PERSANDIAN

Tingkat kesiapan pengamanan Indeks | N/A 1 1 1.2 1.4 1.6 1.8
informasi pemerintah daerah

XX1I | URUSAN KEBUDAYAAN
Terlestarikannya cagar budaya | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 I 5 I 5 ]

XXIIl| URUSAN PERPUSTAKAAN

Nilai tingkat kegemaran membaca % 0,96 1,17 1,38 1,59 1,8 2,01 2,22
masyarakat
Indeks Literasi masyarakat % 0,14 0,53 0,45 0,37 0,45 0,53 0,61
XXIV| URUSAN KEARSIPAN
Tingkat ketersedian arsip sebagai % 5,82 11.03 | 16,24 | 21,45 | 26,66 | 31,87 | 37,08
bahan akuntabilitas kinerja, alat
bukti yang sah dan
pertanggungjawaban nasional
Tingkat keberadaan dan keutuhan % 7,38 8,38 9,38 10,38 | 11,38 | 12,38 | 13,38
arsip sebagai bahan
pertanggungjawaban setiap aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk kepentingan Negara dan
pemerintah dan pelayanan publik dan

kesejahteraan rakyat
C | Urusan Pilihan

XXV | URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jumlah total produksi perikanan | Ton |1.088,8/1.090,2(1.101,2(1.112,2(1.123,2[1.134,2[1.145,2
(tangkap dan budidaya)
kabupaten (sumber data KKP)
XXVI| URUSAN PARIWISATA

Persentase pertumbuhan jumlah % -0,1 0,1 0,26 0,51 0,76 1,1 1,26
wisatawan mancanegara

perkebangsaan

Persentase peningkatan wisatawan % -0,24 0,24 0,49 0,74 0,99 1,24 1,49
nusantara yang datang ke kabupaten

perj

Tingkat hunian akomodasi % 100 100 100 100 100 100 100
Kontribusi sektor pariwisata % 0,70 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75
terhadap PDRB harga berlaku

Kontribusi sektor pariwisata Y 0,29 0,29 0,29 0,29 0,31 0,36 0,41
terhadap PAD

XXVII] URUSAN PERTANIAN

Produktivitas pertanian per hektariTon/Ha | 426 447 469 492 516 541 568

r tahun
Persentase penurunan kejadian % 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
dan jumlah kasus penyakit hewan
menular

KXVIIl] URUSAN PERDAGANGAN

Persentase pelaku usaha yang % 28,7 30 35 40 45 50 55
memperoleh ijin sesuai dengan
ketentuan (IUPP/SIUP pusat
perbelanjaan dan IUTM/IUTS
SIUP Toko swalayan
Persentase kinerja realisasi pupuk| % 100 100 100 100 100 100 100
Presentase alat-alat ukur, takar, % 51,5 55 60 65 70 75 80
timbang dan perlengkapannya
(UTTP) tertanda tera sah yang

berlaku
XXIX| URUSAN PERINDUSTRIAN
Pertambahan jumlah industri % 13,9 15 20 25 30 35 40
kecil dan menengah di kabupaten
Tersedianya informasi industri Unit 745 765 785 805 830 850 870

secara lengkap dan terkini
XXX | URUSAN TRANSMIGRASI

Persentase jumlah kawasan % 25 30 35 40 45 50 55
satuan pemukiman transmigrasi
yang difasilitasi pembangunannya
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Indikator

Satuan

Baseline
Tahun
2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Rasio belanja pegawai diluar guru
dan tenaga keschatan

21,71

21,71

21,71

21,71

21,71

21,71

21,71

Rasio PAD

Yo

3,65

3,69

3,72

3,76

3,80

3,84

3,88

Persentase Maturistas Sistem
Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP)

Skor

persentase Peningkatan Kapasitas
Aparat pengawasan Inter
Pemerintah (APIP)

Skor

Rasio Belanja Urusan Pemerintah
umum (dikurangi transfer

expenditures)

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

Opini Laporan Keuangan

Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

PENGADAAN

Persentase jumlah total proyek
konstruksi dibawah ke tahun
berikutnya yang ditandatangani
pada kuartal pertama

%

Persentase jumlah pengadaan
yang dilakukan dengan metode
kompetitif

%

100

100

100

100

100

Rasio nilai belanja yang dilakukan|
melalu pengadaan

35

40

50

55

60

KEPEGAWAIAN

Rasio pegawai pendidikan tinggi
dan menengah/dasar ( %) PNS
tidak termasuk guru dan tenaga
kesehatan

65

65,1

65,2

65,3

65,4

65,5

Rasio pegawai fungsional ( %) PNS
tidak termasuk guru dan tenaga
kesehatan

12,25

12,26

12,27

12,28

12,29

12,3

12,31

Rasio jabatan Fungsional
bersertifikat kompetensi ( %) PNS
tidak termasuk guru dan tenaga
kesehatan

1,92

2,01

2,02

2,03

2,04

2,05

POV

MANAJEMEN KEUANGAN

Deviasi realisasi belanja terhadap
belanja total dalam APBD

%

75,70

76,46

77,22

77,99

78,77

79,56

80,36

Deviasi realisasi PAD terhadap
anggaran PAD dalam APBD

%o

54,26

54,80

55,35

55,90

56,46

57,03

57,61

Manajemen Aset

Dokumen|

4

4

4

4

4

Rasio anggaran sisa terhadap
total belanja APBD tahun

sebelumnya

Y%

4,89

4,84

4,79

4,74

4,70

4,65

4,60

Sumber: Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

panmd
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan
yang menjadi landasan strategis penyelenggaraan pembangunan daerah
selama lima tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, program, kegiatan, indikasi pembiayaan, serta kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

RPJMD ini disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis,
atas-bawah dan bawah-atas, serta integratif-tematik-spasial. Proses
penyusunannya juga memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas,
efisiensi, efektivitas, serta berorientasi pada hasil. Dalam pelaksanaannya,
RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2029 diharapkan mampu
menjawab permasalahan dan isu strategis daerah, sekaligus berkontribusi
pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Selanjutnya, untuk menjamin implementasi perencanaan pembangunan
daerah secara sistematis dan berkesinambungan, ditetapkan mekanisme
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara
berkala sebagai berikut:

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi

pedoman dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun

2025-2029. Kaidah ini penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan berjalan secara sistematis,

terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil. Pelaksanaan

RPJMD dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah berikut:
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a. Konsistensi dan Keterpaduan Perencanaan
Pelaksanaan pembangunan daerah harus dilandasi oleh konsistensi
antara dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga
RKPD tahunan. Setiap program dan kegiatan perangkat daerah harus
mencerminkan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu,
keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan
perencanaan nasional dan provinsi juga menjadi prasyarat penting
dalam mengoptimalkan sinergi program dan alokasi sumber daya
lintas sektor dan wilayah.

b. Berbasis Kinerja
Seluruh proses pelaksanaan pembangunan mengacu pada prinsip
penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Ini
berarti setiap program dan kegiatan dirancang untuk mencapai
output, outcome, dan impact yang terukur. Setiap perangkat daerah
wajib menyusun indikator kinerja yang sejalan dengan indikator
kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja perangkat daerah yang
telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

c¢. Akuntabilitas dan Transparansi
Kaidah akuntabilitas mewajibkan pemerintah daerah untuk
mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan secara terbuka kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan. Mekanisme pengawasan internal dan
eksternal, seperti evaluasi berkala, audit kinerja, serta keterlibatan
DPRD dan masyarakat sipil, menjadi bagian penting dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

d. Inklusif dan Responsif terhadap Dinamika
Kaidah pelaksanaan RPJMD juga menekankan pentingnya
pendekatan yang inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan baik dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi,
dunia usaha, dan media. Pelaksanaan pembangunan harus responsif

terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak,
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penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok miskin. Di
sisi lain, dinamika lingkungan strategis seperti bencana, pandemi,
perubahan iklim, dan gejolak ekonomi harus diantisipasi melalui
fleksibilitas kebijakan, sehingga pelaksanaan program tetap adaptif
dan mampu menjawab tantangan baru tanpa menyimpang dari arah
pembangunan yang telah ditetapkan.

. Efisiensi dan Efektivitas

Pelaksanaan RPJMD mengedepankan prinsip efisiensi dalam
pemanfaatan sumber daya dan efektivitas dalam pencapaian sasaran.
Ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap rupiah belanja
daerah memberikan manfaat maksimal, baik secara sosial, ekonomi,
maupun lingkungan. Efisiensi pelaksanaan juga tercermin dalam
pengurangan tumpang tindih program antarperangkat daerah dan
optimalisasi koordinasi lintas sektor.

Digitalisasi dan Inovasi

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan juga diarahkan untuk
memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sistem informasi
pembangunan daerah, integrasi data antarperangkat daerah, dan
inovasi layanan publik menjadi pilar penting dalam meningkatkan
kualitas pelayanan dan efisiensi birokrasi.

. Monitoring dan Pengendalian Berbasis Bukti

Setiap tahapan pelaksanaan RPJMD harus didukung oleh sistem
monitoring dan evaluasi berbasis data dan bukti (evidence-based).
Pelaporan kinerja dilakukan secara berkala dan menjadi dasar dalam
pengambilan kebijakan korektif bila terjadi deviasi. Evaluasi tengah
periode (midterm review) juga dilakukan untuk memastikan bahwa
RPJMD tetap relevan terhadap dinamika yang berkembang.
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5.2.

5.3.

Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin konsistensi

antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah

Kabupaten Timor Tengah Selatan wajib menyusun dokumen Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sebagai penjabaran

tahunan RPJMD. Pengendalian dilakukan melalui monitoring dan

pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja

daerah (IKD).

Evaluasi dilakukan pada pertengahan dan akhir periode pelaksanaan

RPJMD, yang meliputi:

« Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah,

« Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan strategis,

« Evaluasi penggunaan anggaran dan efektivitas pembiayaan,

« Evaluasi responsivitas terhadap perubahan lingkungan strategis,
termasuk bencana dan dinamika sosial ekonomi.

Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Keterbatasan fiskal daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Timor

Tengah Selatan untuk menggali alternatif sumber pembiayaan

pembangunan melalui:

« Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

e Pemanfaatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi,

» Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),

« Hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan kreatif lainnya.

Pengembangan pembiayaan diarahkan untuk mendukung program

prioritas, pelayanan dasar, dan akselerasi pembangunan infrastruktur

daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.




5.4. Komitmen Pencapaian Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berkomitmen untuk:
e Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang
efektif, efisien dan berorientasi hasil,
« Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan
melayani,
e Memberikan pelayanan publik yang berkualitas,
e Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
RPJMD ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan
komitmen moral dan politis seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten
Timor Tengah Selatan dalam mewujudkan perubahan nyata yang

berkesinambungan.
PARAF HIERARKI PARAF HIERAR)_(\! )
Kepala Bappeda 1 Sekretaris Daerah y
\
Sekretaris Bappeda 7 Asisten Administrasi Umum -
Kepala Sub Bagian Program, )
Pengendalian dan Pelaporan v Kepala Bagian Hukum
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